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REGLEMEN ACARA PERDATA

(Regl emrent op de Rechtsvordering)
(S. 1847-52 jo. 1849-63.)

Cat at an:

Buku

Keenpat (pasal 924-1037) tentang Hukum Acara nengenai perkara-

perkara yang termasuk kekuasaan Residentierechter tidak dinuat di sini
karena Residentierechter kini sudah tidak ada |agi.

BUKU PERTANVA
TATA CARA BERPERKARA
DI RAAD VAN JUSTI TI E DAN HOOGGERECHT SHOF

BAB |
KETENTUAN- KETENTUAN UMJUM

Bagi an 1. Penyanpai an Surat Pernyataan Qugatan, Penberitahuan Kepada

yang Berkepentingan Sendiri Dan Penberitahuan Surat-surat Resmi.

Pas. 1.
Ti ap-tiap proses perkara perdata sepanjang tidak dikecualikan secara
khusus, dimulai dengan suatu penberitahuan gugatan yang dil akukan
ol eh seor ang jurusita yang nenpunyai wewenang di t enpat
penberitahuan itu, wajib nenyanpai kan turunan surat penberitahuan
itu kepada orang yang digugat atau menyanpai kannya di tenpat tingga
orang yang digugat itu.
Turunan itu berlaku bagi orang yang nenerinmanya sebagai surat
gugatan asli. (Ro. 198; KUHPerd. 17 dst., 234, 436; 1186, 1868; F.
118, 148, 180; Rv. 2 dst., 6 dst., 10 dst., 18 dst., 20, 94, 97,
284, 309, 339, 457, 488, 554, 726, 728, 751, 771, 819, 831, 836,
841, 880, 883 (lama), IR 118, 121, 388.) 1

Pasal 2.

Kecuali yang secara khusus ditentukan dalam peraturan ini nengena
penyanpai an penberitahuan kepada para pihak, ber sanman dengan
penberitahuan gugatannya atau selanma perkara berjalan dan tentang
pel aksanaan tenpat tinggal pilihan, naka pernberitahuan gugatan dan
penberi t ahuan-penberitahuan lain, sesual dengan pasal 24 Kitab
Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerd.) dengan nengi ngat penbedaan-
penbedaan yang di adakan di dalammya, dapat dilakukan juga di tenpat
tinggal pilihan yang dinaksudkan dalam pasal itu. (Rv. 106 dst.,
443.)

Dg. S. 1908-522 jo. 1909-115, ditanbah alinea 2-6.

(s.d.u. dg. S. 1925-497.) Panitera raad vanjustitie (Rv.J.), dan
di tenpat vyang tidak ada raad van jusititie, kepala daerah
(Qubernur, Residen dan Asisten-Residen) yang kantomya dipilih
sebagai tenmpat tinggal pilihan, wajib nenerima penberitahuan-
penberitahuan yang disanpai kan di kant or nya, dan secepatnya
menberi t ahukannya kepada vyang ber kepent i ngan at au kuasanya,
sepanj ang nereka bertenpat tinggal di Indonesia atau berada di situ
dan tenpat tinggal atau di mana ia berada diketahui oleh Panitera,


http://www.legalitas.org

www.legalitas.org

kepal a daerah atau kepala penerintahan setenpat (Qubenur, Residen
atau Asisten-Residen), tanpa perlu terbukti keabsahannya pengetahuan
itu (RBg. 321, 322-3'.)

Kewaj i ban yang sama ada pula pada pegawai - pegawai negeri yang lain
bila nenurut peraturan perundang-undangan kantonya telah dijadikan
tenpat tinggal pilihan.

Permberitahuan |ewat kawat atau dengan surat tercatat antara lain
ber| aku sebagai penberitahuan yang patut.

Pemberi t ahuan dil aksanakan atas biaya yang berkepentingan. Pegawai
negeri yang nenerima penberitahuan tidak menpunyai kewajiban untuk
nmel aporkan atau nenberi penjelasan lebih lanjut tentang hal itu
sel ama yang ber kepentingan bel um nengganti biayanya.

Dalam hal yang berkepentingan nenolak atau tidak datang untuk
menerima atau nmeminta surat yang bersangkutan atau tidak nau
menbayar biaya yang tel ah dikeluarkan, naka biaya itu nenjadi beban
negara yang kenudi an di pert anggungi awahkan kepada yang
ber kepent i ngan.

Pasal 3.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Dalam hal juru sita tidak dapat bertemu
dengan tergugat atau anggota keluarganya di tenpat tinggalnya itu,
maka ia segera nenyanpai kan turunan surat yang bersangkutan kepada
kepala penerintahan setenpat (asisten residen) vyang kenudi an
menbubuhkan tanda tangan dengan nenyebutkan tanggal pada surat yang
asli serta turunannya tanpa biaya dan sedapat-dapatnya nenyanpai kan
turunan surat itu kepada tergugat, tanpa perlu bukti keabsahan
penyanpai an itu. (RBg. 321, 322-3°)
Juru sita nmenberi catatan tentang penyanpaian itu pada surat gugatan
asli dan turunannya.
Jika kepala penerintahan setenpat (asisten residen) berhal angan
tidalk ada kepala penerintahan setenpat atau tidak ada di tenpat,
maka surat disanpai kan kepada pejabat orang Eropa dengaii pangkat
tertinggi atau kepada pegawai kantor asisten residen, yang kenudian
bertindak seperti yang diperintahkan kepada asisten residen dalam
alinea pertama pasal ini. (Rv. 1, 20, 82, 94, 339, 457, 809.)

Pasal 4.
Kepada tiap-tiap tergugat diberikan turunan surat penberitahuan
gugat an. Kepada suani/isteri yang tidak pisah nmeja dan ranjang atau
kawi n dengan perpisahan harta kekayaan hanya diberikan satu turunan
saja. (Rv. 1, 7, 94 dst., 339; KUHPerd. 110, 186 dst., 233 dst.; Sv.

89.)
Pasal 5.
(s.d.u. dg. S. 1908-522; S. 1925-497.) Penberitahuan gugatan
di beri kan:
- | angsung ol ehj uru sita yang di t unj uk ol eh yang
berkepentingan,jika tergugat bertenpat tinggal di ibukota tenpat
maj el i s bersidang untuk nengadili gugatan itu

- jika tergugat bertenpat tinggal di luar ibukota, tetapi masih di
dalam wilayah hukum hakim yang bersangkutan kepada siapa
di aj ukan gugatan itu, atau langsung oleh seorang juru sita yang
di tugaskan oleh penggugat atau atas pilihan penggugat dengan
surat pernmohonan pengacaranya dengan perantaraan hakim tersebut
yang akan nengirinkan akte gugatannya kepada asisten-residen
yang W layahnya neliputi tenpat tinggal tergugat agar atas
peri ntahnya oleh orang yang berkewajiban diberitahukan kepada


http://www.legalitas.org

www.legalitas.org

t ergugat .

- jika tergugat bertenpat tingkal di luar wlayah kekuasaan haki m
yang nenerinma gugatan atau segera dal am hal seperti diuraikan di
at as atau at as pi |l i han penggugat dan at as per nohonan
pengacaranya dengan surat kepada hakim di tenpat tinggal
tergugat yang kenudi an akan nenberitahukannya dengan perantaraan
juru sita yang ditunjuknya, jika tergugat bertenpat tinggal di
dal am kar esi denan tenpat akan diadakan sidang majelis, dan jika
tidak tinggal di situ ia akan nmengirim surat kepada asisten
resi den yang nenpunyai Wwlayah tenpat tinggal tergugat. (RO
33.)

Ket ent uan- ket ent uan di at as ber | aku j uga t er hadap semua

penberitahuan panggilan yang lain dan majelis-najelis hakim serta

para asisten residen wajib segera nenerintahkan surat-surat gugatan
dan surat-surat panggilan lainriya untuk disanmpaikan kepada yang
ber kepent i ngan dan kerrudi an nmenyanpai kan | apor an t ent ang

penyanpai annya kepada haki m

Jika surat-surat penberitahuan tersebut ditujukan kepada asisten

resi den, maka surat itu disanpai kan kepada hakim karesidenan

(residentierechter) di tenpat kedudukan asisten residen tersebut.

(RO 107; RBg. 321, 322-31.)

Pasal 6.
Permberitahuan gugatan dan senua penberitahuan |ainnya dilakukan
sebagai berikut:
1°. (s.d. u. dg. S. 1925-497io0. S 1926-229.) terhadap GQubenur
Jenderal, dalam perkara yang menyangkut pribadi nya, disanpai kan
kepadanya sendiri atau dengan perantaraan kantor Quibenur Jawa

Bar at ;

2°. terhadap penerintah Indonesia disanpai kan kepada Menteri yang
ber sangkutan sebagai wakil Negara atau di tenpat tinggalnya;
(Rv. 99'8.)

3% (s.d.u. dg. S 1925-497jo. S. 1938-276.) terhadap badan- badan
hukum unum di sanpai kan kepada pipinan pengurus sendiri atau di
tenpat tinggalnya atau di tenpat pengurus biasa bersidang atau
menpunyai kant onya

3%is. (s.d.t. dg. S 1925-497; s.d.u. dg. S. 1931-168j0. 423; S.
1938-276.) terhadap Badan Hukum kepada pengurus Badan Hukum
atau salah satu anggota pengurus di tenpat tinggalnya, dan
apabi |l a pengurus tel ah dinonaktifkan, kepada salah satu penberes
(utang-piutang) atau ke tenpat, kedudukan kantonya; (KUHPerd.
1653 dst.; KUHD 36 dst., 39, 44, 56.)

4° (s.d.u. dg. S. 1908-522; S. 1925-497.) terhadap orang-orang

seperti tersebut pasal 9, kepada asisten residen. Ji ka asisten
residen itu berhalangan, tidak ada asisten residen atau sedang
tidak ada di tenpat, kepada seorang pejabat bangsa Eropa yang
pangkatnya tertinggi pada kantor asisten residen.
Pejabat atau pegawai yang nmenerinma penberitahuan itu akan
nmenandat angani surat asli itu tanpa biaya dan rmengirinkan
turunannya dalam sampul tertutup kepada yang berkepentingan
(RBg. 321, 322-3-.)

5°. (s.d.u. dg. S. 1938-276.) terhadap firma atau persekutuan
komanditer, kepada pribadi atau tenpat tinggal salah satu
anggota pengurusnya dan jika badan itu sudah dibubarkan kepada
pribadi atau tenpat tinggal atau kantor salah satu anggota


http://www.legalitas.org

www.legalitas.org

pani ti a pembubaran; (KUHD 16 dst., 19, 32, Rv. 99''.)

terhadap harta benda orang yang sudah pailit atau orang yang
telah dinyatakan dalam keadaan miskin, kepada Balai Harta
Peni nggal an atau kepada pribadi atau tenpat tinggal orang yang
di serahi pengel ol aannya; (Rv. 99" , F. 13, 22, 24 dst., 118.)

(s.d. u. dg. S. 1908-522.) terhadap nereka yang tidak diketahui
tenpat tinggalnya di Indonesia, di tenpat ia nyata-nyata ada
(s.d.u. dg. S. 1938-276.) Bila mereka yang di |ndonesia tidak
menpunyai tenpat tinggal atau tenpat di nmana nereka senyatanya
berada, dan tenpat tinggalnya di luar negeri tidak jelas, begitu
pul a dal am hal panggilan terhadap penegang-penegang saham tidak
atas namm, atas utang-utang uang atau perusahaan-perusahaan
dagang yang tidak nmenakai nanma peniliknya, sehingga karenanya
tidak dikenal, naka surat panggilan akan ditenpelkan di pintu
utama ruang sidang hakim yang nenerinma tuntutan atau akan
menyi dangkan perkara tersebut dan salinan kedua akan di sanpai kan
kepada penuntut umum pada pengadilan tersebut yang menbubuhkan
kata “nmengetahui” pada surat gugatan yang asli.

Selain itu panggilan itu harus dimuat dalam sal ah satu harian di
tenpat pengadilan itu bersidang atau jika tidak ada surat kabar
di tenpat itu, dinuat dalam surat kabar di tenpat terdekat.

Hal yang sanma akan dil akukan terhadap perseroan terbatas, baik
yang masih berjalan nmaupun yang sudah bubar, jika tidak ada
kant or bersamanya, tidak ada pengurus atau pel aksana penbubaran
atau jika pengurus atau pel aksana penbubarannya tidak diketahui
tempat tinggalnya atau tenpat nereka senyatanya berada di
| ndonesi a.

Jika panggilan tidak nengenai suatu perkara yang akan
di si dangkan atau sedang berjal an, maka panggilan ditenpel kan di
pintu utama ruang pengadilan yang wlayah hukumya n®eliputi
tempat tinggal penggugat ; salinan kedua diserahkan kepada
penunt ut umum pengadi | an tersebut dan di umunkan dal am sal ah satu
surat kabar di tenpat tersebut atau jika di tenpat itu tidak ada
surat kabar, dinmuat dalam surat kabar di tenpat yang terdekat;
(Ov. 105; KUHPerd. 17; KUHD 40 dst.; Rv. 11, 13.)

(s.d.u. dg. S. 1872-12; S. 1908-522.) terhadap mereka yang ber-
tenpat tinggal di luar Indonesia, sepanjang di Indonesia tidak
di ket ahui t enpat tinggalnya yang  nyata, maka  panggil an
di sampai kan kepada penuntut umum pada pengadilan yang akan

nmengadi |l i atau sedang nengadili perkara yang bersangkutan yang
kemudi an nenberi tanda "nengetahui" pada surat aslinya dan
nmengi ri mkan turunannya kepada  penerintah I ndonesia  unt uk

di teruskan kepada yang bersangkut an.

Ji ka panggilan tidak nengenai suatu perkara yang akan diadili
atau sedang diperiksa, mmka surat panggilan itu akan di sanmpai kan
kepada penuntut umum pada pengadilan vyang w layah hukunmya
mel i puti tenpat tinggal penggugat dan ia akan bertindak sepert
di tentukan dal am al i nea pertang;

(s.d.t. dg. S. 1908-522; s.d.u. dg. S. 1925-497.) terhadap
seorang wanita yang bersuanm dan tidak berpisah neja dan ranjang
mengenai  panggi | an- panggilan dan senua penberitahuan | ainnya
atas pernmohonan suam nya, harus disanpai kan kepadanya sendiri
atau di tenpat tinggal nya yang nyata dan jika ia tinggal bersama
suam nya kepadanya sendiri atau jika jurusita tidak nejunpainya
di situ, disanpaikan kepada kepala penerintahan di tenpat
tinggalnya itu atau kepada seorang pejabat penerintahan bangsa
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Eropa yang pangkatnya tertinggi di situ, jika tenpat tinggal nya
itu ada di luar kabupaten, di mana kepal a afdeling berkedudukan,
kepada nereka yang mengganti kan pejabat penerintahan ini (kepada
asisten residen tenpat kediaman itu, atau kepada pejabat yang
nmengganti kan) dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 3,
sedangkan disanping itu panggilan harus dinmuat dalam salah satu
surat kabar di tenmpat tinggal suaminya, atau jika tidak ada
surat kabar di tenpat itu, di surat kabar di tenpat terdekat dan
satu salinan penberitahuan itu harus ditenpel kan pada rumah yang
nmereka tenpati, di tenpat yang nudah dilihat.

Pemberitahuan itu nmenuat hari tanggal surat panggilan, nama
orang yang nenmohon agar panggilan dil akukan, siapa yang

di panggil, nama jurusita yang nelakukan panggilan, orang yang
diberi salinan surat panggilan, dan jika penberitahuan itu
mer upakan penberitahuan gugatan, menyebut juga hakim yang
berwenang serta hari dan jam persidangan akan di adakan. Ji ka

mengenai suatu keputusan atau penetapan hakim penberitahuan itu
menyebut kan juga hakim yang nenberikan putusan atau penetapan
itu serta harinya

Salinan surat penberitahuan yang ditenpelkan harus segera
di angkat atas pernintaan si isteri.

Jika si isteri nenpunyai tenpat tinggal yang nyata bukan di
rumah suaminya dan juru sita tidak nejunpai siapa-siapa di
tenmpat tinggal yang nyata itu, maka dil akukan apa yang
di tentukan dal am pasal 3

Jika si isteri tidak nenpunyai tenpat kediaman yang nyata di
I ndonesia, naka penberitahuan panggilan dilakukan dengan cara
seperti diatur dalam pasal ini no. 7° (Rv. 82, 94, 339, 435;

RBy. 322-3° KUHPerd. 21.)

Pasal 7.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Terhadap orang-orang yang telah meningga
duni a, penberitahuan gugatan dan penberitahuan-penberitahuan | ainnya
di | akukan terhadap senmua ahli waris dan sekaligus, tanpa nenyebut
nanma dan tenpat tinggalnya, di tenpat tinggal terakhir almarhum dan
tidak boleh el ebi hi waktu enam bulan setelah rmeninggal nya
(KUHPerd. 23, 833, F. 198, 200; Rv. 4, 9912, 337.)

Pasal 8.

Penmberi t ahuan gugatan harus nernuat: (Rv. 2 , 21, 74.)

1°. hari, bulan dan tahun; nama kecil, nama dan tenpat tingga
penggugat dengan nenyebut tenpat tinggal pilihan dalam jarak
pal i ngj auh sepuluh pal (lima belas kilonmeter) dari gedung tenpat
bersi dang haki m yang akan nengadili perkara yang bersangkutan;
(KUHPerd. 17 dst., 24 dst., 1405-6'; Rv. 17 dst., 106, 443, 477
504, 533, 655-2-, 662, 666-11; S. 1853-64.)

2°. nanma kecil, nama dan tempat tinggat juru sita, nama dan tenpat
tinggal tergugat serta nmenyebut pula nama orang yang nenerinma
turunan penberitahuan gugatan. (Rv. 4, 204.)

(s.d.u. dg. S. 1938-276.) Jika pihak penggugat atau tergugat
mer upakan badan hukum atau badan usaha dagang, nmaka namanya
di cantunkan sebagai pengganti nama dan nama kecil; (KUHPerd.

1618 dst., 1653 dst., KUHD 16 dst., 36 dst., Chin. 3; Rv. 8-11.)

3%, upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesinpulan yang jelas dan
tertentu; (Rv. 50, 112, 339, 394, 411-11, 444.).

4°. penundj ukan haki m yang akan nengadili; (KUHPerd. 99.)
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5°. hari dan jam tergugat nenghadap di sidang pengadilan. (Rv. 16.)
surat pernyataan gugatan dan tenbusannya harus ditandatangan
oleh juru sita. (RO 200; Rv. 106.)

Pasal 9.
Ji ka gugatan ditujukan kepada seorang raja atau seorang | ndonesia
yang nmenpunyai kedudukan atau kel ahiran golongan tinggi yang tanpa
i zin sebelumya nenurut wundang-undang tidak boleh digugat, maka di
dal am surat penberitahuan gugatan itu harus dicantunkan izin yang
menbol ehkan orang itu dilibatkan dalam acara peradilan. (ISR 140;

Rv. 6-4° 94; RO 4.)

Pasal 10.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Jangka waktu biasa nenberitahukan gugatan
ke hadapan raad van justitie dan H G H adal ah sebagai berikut:

1°. sedikitnya delapan hari bagi tergugat yang bertenpat tingga

atau jika tidak diketahui tenpat tinggalnya di | ndonesi a,
bertenpat kedi aman nyata di karesidenan tenpat persidangan raad
van justitie yang akan mengadili perkara itu

2°. sedikitnya enpat belas hari bagi tergugat yang bertenpat tinggal
atau seperti ditentukan di atas, berdiam secara nyata di sebuah
karesi denan di Jawa dan Madura | ain daripada yang disebut dal am
no. 1° yang lalu, tetapi nasih di dalam w layah hukum raad van
justitie yang sanm;

3% dan sedi kitnya dua puluh hari bagi tergugat yang bertenpat
tinggal atau seperti ditentukan di atas, berdiam secara nyata d
suatu karesidenan lain di Jawa, lain dari apa yang disebut dal am
no. 2° dan juga tidak di dalam wilayah hukum raad van justitie

yang sana.
Dal am perkara yang sangat nendesak ketua raad van justitie, atas
per nohonan lisan at au tertulis dari penggugat , dapat

menper si ngkat tenggang waktu tersebut; dalam hal pertama naka
izin itu dicantunkan di kepala surat penberitahuan gugatan

sedangkan dalam hal kedua ketua nmencantunkan izinnya di atas
surat pernohonannya. Penetapan ini dil aksanakan berdasarkan
surat aslinya. Hal itu tidak diberitahukan kepada tergugat,
tetapi dicatat di atas surat Penberitahuan gugatannya. (Rv. 15

11, 265, 285, 348 dst.)

Jika tergugat bertenpat tinggal atau seperti tersebut di atas
berdiam secara nyata di suatu pulau di Indonesia yang tidak
termasuk wlayah Jawa dan Madura, nmaka raad van justitie atas
per nohonan tertulis dari penggugat nenentukan hari sidang, pada
hari mana tergugat harus dipanggil dan nenentukanjangka waktu
antara penberitahuan surat gugatan dan hari per si dangan
pereri ksaan perkaranya.

Pasal 11.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Dalam hal-hal seperti tersebut dalam
pasal 6 no. 7 alinea kedua dan keenpat, nmka jangka waktu itu
sedi ki tnya enpat bulan. (Rv. 15, 94.)
(s.d.t. dg. S. 1938-276.) Jangka waktu itu atas pernohonan
penggugat dapat dipersingkat, bila perlu dengan syarat-syarat.
Dal am hal ini diberlakukan pasal 10 alinea kedua dengan ketentuan
bahwa syarat-syarat yang nenjadi al asan di persingkatnya jangka waktu
itu juga di cantunkan pada kepal a surat penberitahuan gugatan itu.
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Pasal 12.
(s.d.u. dg. S. 1938-276.) Jika tergugat di Indonesia tidak menpunyai
tenmpat tinggal atau tenpat kediaman yang nyata tetapi nenpunyai
tenpat tinggal di luar Indonesia, makaj angka waktu penyanpai an sur at
penberitahuan gugatan ditetapkan dengan Peraturan Penerintah. (Rv.
68, 13, 15, 94, 308; KUHPerd. 17, 24.)
Pasal 11 alinea kedua berlaku dal am hal ini

Pasal 13.

Ji ka surat penberitahuan gugatan di sanpai kan kepada seorang tergugat
di I ndonesia, sedangkan sebenanya ia bertenpat tinggal di |uar
I ndonesia atau jika ia dalam urusan tertentu tel ah nenetapkan tenpat
tinggal pilihan di |ndonesia, maka berlakulah jangka waktu yang
ditentukan untuk penduduk dengan nenperhatikan jarak tenpat
di | akukannya penberitahuan gugatan itu. (KUHPerd. 24, Rv. 6-7% 10,
94, 443.)

Pasal 14.
Ji ka beberapa orang karena gugatan yang sama ditetapkan untuk jangka
waktu yang berlainan, naka semua akan ditetapkan untuk datang
menghadap pada waktu yang ditentukan untuk yang bertenpat tinggal
terjauh. (Rv. 10 dst., 94.)

Pasal 15.

Hari untuk nenyanpai kan surat panggilan dan hari untuk nenghadap di
pengadi | an, tidak diperhitungkan dalam tenggang waktu umum yang
di tentukan untuk nengurus gugatan, peringatan, dan untuk nenberikan
tanda tangan terhadap surat resm dari pengadilan yang disanpaikan
oleh juru sita. (KUHD 135 dst., 172, Rv. 82, 94, 297, 479, 550, 731;
Sv. 424; IR 391; RBg. 719.)

(S.d.u. dg. S. 1908-522.) Dalam hal yang ditentukan dalam pasal 3
maka hari yang di cantunkan pejabat yang nenerinma surat itu dianggap
sebagai hari disanpai kannya surat panggilan gugatan. (Rv. 94.)

Pasal 16.
sur at penberit ahuan gugat an, penberi t ahuan- penberit ahuan at au
panggil an- panggilan untuk hadir di suatu acara pengadilan atau
peri ntah hanya akan nenyebut tenpat, hari dan jam sidang pertans;
hal itu tidak perlu diulangi meski pun sidang digeser atau

di | anj utkan pada hari lain. (Rv. 6-7°, 8-5° 25, 99, 182, 239.)

Pasal 17.
surat panggilan tidak disanpaikan pada hari M nggu, kecuali atas
izin ketua raad van justitie. Jika hari terakhir jangka waktu

panggi l an jatuh pada hari M nggu, nmaka hal itu dilakukan pada hari
beri kutnya. (Rv. 94, 283, 596, 716; KUHD 143{ 171, 171a, 354; Sv.
424.)

(s.d.u. dg. S 1908-522.) Bila dalam peraturan ini disebut jangka
waktu satu bul an, maka yang di maksud adal ah 30 hari. (KUHD 135.)

Pasal 18.
Permberitahuan  surat gugat an at au pel aksanaan  suatu put usan
pengadi | an tidak boleh dilakukan sebel um jai m enam pagi dan sesudah
jam enam sore, kecuali diizinkan oleh ketua dalam hal-hal yang

sangat mendesak. (Rv. 8-1° 16, 94, 339, 596.)
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(s. d. t. dg. S. 1908-522.) lzin tersebut dalam pasal ini dan p
asal yang lalu dapat diberikan atas pernpohonan l|isan atau tertulis
dari pi hak yang berkepenti ngan; dalam hal yang pertama izin
di cant unkan pada kepala surat penberitahuan gugatan atau pada kepal a
berita acara pel aksanaan, sedangkan dal am hal kedua ketetapan ketua
di cantunkan  di sur at per mohonannya. Penetapan ini dapat
di | aksanakan berdasarkan surat aslinya. Hal itu tidak diberitahukan
kepada pi hak |awan nel ai nkan di catat pada kepala surat penberitahuan
gugatan atau berita acara.

Pasal 19.
(s. d. u. dg. S. 1932-42.) Saksi-saksi yang diperlukan kehadirannya
dal am beberapa nacam panggi |l an harus penduduk | ndonesia, cukup unur
unt uk menberi kan kesaksi an yang sah dan ol eh jurusita yang mel akukan
panggi | an di kenal sebagai orang yang dapat dipercaya atau oleh
kepal a penerintahan setenpat dinyatakan sebagai orang yang deni ki an.

(KUHPerd. 1405-7°, 1912; RBg. 444, 560, 567, 723, 758, 761.)

Pasal 20.
Juru sita tidak bol eh nelakukan panggilan untuk kel uarganya sedarah
atau karena perkawi nan dalam garis lurus sanpai tidak terbatas dan
dalam garis sanping, sanpai anak-anak saudara |aki-laki maupun
per empuannya. (KUHPerd. 290.)
Dal am hal ada hal angan, karena keadaan di atas atau karena sebab
lain, naka ketua, jika berkenaan dengan jurusita biasa atau residen
dal am hal jurusita luar biasa, akan menunjuk orang yang di pandangnya
tepat untuk nelakukan panggil an-panggilan yang diperlukan. (RBg.
322-21.)
Orang itu disunpah terlebih dahulu, kecuali ia adalah seorang
pej abat yang sudah nel akukan sunpah jabatan. (RO 193 dst.)
Penunjukan itu akan disebutkan dalam surat-surat panggilan yang
bersangkutan. (Rv. 8, 21, 94, 97.)

Pasal 21.

Jika suatu surat panggilan dinyatakan batal karena juru sita telah
nmel akukan sesuatu yang nenyebabkan batal nya surat panggilan itu,
maka iadapat di hukum untuk mengganti biaya panggilan itu dan biaya
acara yang batal, dem kian pula untuk mengganti segala kerugi an dan
bunga pi hak yang dirugi kan, dengan nenperhati kan keadaan; senua itu
tidak nmengurangi apa yang ditentukan dal am pasal 60. (KUHPerd. 1243
dst., 1365 dst.; Rv. 8, 20, 93, 98.)

Bagi an 2. Sidang-sidang Pengadil an.

Pasal 22.
Si dang- si dang pengadi | an di adakan secara t er buka nmenur ut
ket ent uanket entuan dal am pasal 29 RO (Susunan Kehaki man dan
Kebi j aksanaan Mengadili).
Ket ent uan- ket entuan dalam Bab Xl | Peraturan Hukum Acara Pidana untuk
Rv.J. di Jawa dan sebagai nya berlaku dalam hal ini. (Rv. 283, 837
841; Sv. 254 dst.; IR 373; RB9. 701.)

Pasal 23.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Pengacara penggugat nencatatkan dalam
daftar sidang giliran (rol) paling lanbat satu hari sebelum hari
sidang yang ditentukan dalam gugatan atau yang diajukan nenurut
pasal 107.
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Ji ka dal am perkara-perkara yang penberitahuan gugatannya dil akukan
dal am waktu pendek sehingga ia tidak akan dapat nenmenuhi ketentuan
ini, maka ia secepat nungkin nendaftarkan perkara tersebut. Senua
perkara, termasuk perkara-perkara mengenai perni agaan, dicatat dalam
rol (daftar giliran sidang) nenurut waktu nencatatnya dengan
menyebut nanma pi hak-pi hak serta pengacara-pengacaranya. (Rv. 111
943.)

Pasal 24.

Pada hari yang telah ditentukan jurusita nemanggil para pihak yang
berperkara nenurut urutan yang tercantum dalam daftar giliran
sidang. panitera untuk tiap-tiap persidangan nenyerahkan suatu
kuti pan daftar sidang giliran yang berisi perkara-perkara yang akan
di peri ksa kepada juru sita.

Kuti pan- kuti pan senmacam itu juga diserahkan kepada ketua raad van
justitie sehari sebelum hari sidang; kutipan-kutipan semacam itu
dal am jum ah yang mencukupi disediakan juga di dalam ruang sidang
sebel um sidang dinulai, untuk para anggota raad van justitie dan
penuntut umum (Rv. 111, 113, 118.)

Pasal 25.
Jika suatu perkara tidak dapat segera diselesaikan pada hari
pert ana, maka peneriksaan |anjutan serta penyel esai annya ditunda

sanmpai hari lain. Panitera berkewaji ban menbuat catatan tentang ha
itu dan perkara-perkara yang ditunda pada hari yang telah ditentukan
di panggi|l dal am urutan seperti semula. (Rv. 16, 111, 114, 119 dst.

IR 159.)

Pasal 26.
Ji ka nengenai perkara yang diputus tanpa kehadiran tergugat
(verstek) ada perlawanan, naka perkara itu nenenpati urutan kenbali
dalam daftar sidang giliran, kecuali bila ketua nenentukan hari
tertentu untuk mengadili perlawanan itu. (Rv. 83.)

Pasal 27.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Jika pada hari persidangan pertama atau
pada hari lain yang ditentukan untuk sidang |anjutan tidak ada pihak
yang datang nenghadiri, naka perkara dicoret dari daftar.
Tetapi perkara harus diajukan dan dil anjutkan atas pernmhonan dengan

suara bulat dari para pihak, tanpa gugatan baru sebel umya
berdasarkan daftar giliran sidang seolah-olah pencoretan tidak
terjadi. Hal yang samm terjadi, bila atas pernpbhonan para pihak

pencoretan perkara diperintahkan oleh hakim (Rv. 77.)

Pasal 28.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Para pengacara pihak-pi hak (kecuali dalam
kasasi) diwajibkan untuk nmenyanpai kan kepada Panitera kesinpulan
yang nmereka anbil dan mereka tandat angani
Panitera wajib secara cermat nmencatat senua kesinmpulan vyang
di sanpai kan oleh para pihak secara l|isan jika tidak diharuskan
menbuat kesinmpulan tertulis. (Rv. 106, 139; IR 186.)

Pasal 29.
(s.d.u. dg. S. 1917-497.) Para penbela wajib nenbela perkara d
hadapan haki m dengan kedewasaan dan dal am segala hal nenperhatikan
dan nenpertahankan kehormatan yang diwajibkan terhadap peradilan.
Ji ka nereka nelupakan hal ini naka hakim akan menperingatkannya,
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dengan tidak nmengurangi penggunaan pasal 192 RO, jika untuk itu
di anggap perlu. (RO 46, 185 dst.; Sv. 126, 254; IR 372; RB9. 700.)

Pasal 30.
Jika para hakim sama-sama berpendapat bahwa suatu perkara sudah
menj adi jelas, naka ketua raad van justitie nenghenti kan penbel aan-
penbel aan.

Pasal 31.
Haki m di dal am segala hal dan dal am setiap tahap peneriksaan, jika
di anggapnya ada kemungki nan untuk nencapai perdanmai an, baik atas
per nohonan para pihak atau salah satu dari nereka, naupun karena
j abat annya, dapat nerintahkan nereka untuk nenghadap dia dengan
datang sendiri atau dengan diwakili pengacaranya ataupun bersama-
sama dengan pengacaranya agar dapat di usahakan perdanai an
Jika tercapai perdanai an dan para pihak nenghendaki nya, maka
di buatl ah berita acara yang ditandatangani ol eh para pihak atau ol eh
para kuasanya yang secara khusus ditunjuk untuk itu, dalam berita
acara mmna disebutkan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati
para pihak.
Berita acara di buat dal am bentuk yang sudah siap untuk dil aksanakan.
(KUHPerd. 1851, 1868; Rv, 49, 51, 160—20; 435; IR 130.)
(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Jika tidak tercapai perdamaian, nmnaka
haki m menent ukan hari perkara akan disi dangkan kemnbali.

Pasal 32.
Para penasi hat yang dalam hal -hal tersebut dalam pasal 7 RO harus
ditanya pendapatnya setelah peneriksaan di sidang dianggap sel esai
dan setelah nenberikan pendapatnya dalam rapat Majelis, kenudian

dapat neninggal kan rapat itu, kecuali jika ketua nmemnta nereka
tetap hadir untuk nengikuti pernmusyawaratan selanjutnya; nereka
bagai manapun  di undang, jika nmau, untuk menghadiri pengucapan

putusan. (RO, 41; Rv. 61-3% IR 184, 186, 319-3° 322.)

Pasal 33.

Ji ka sepanjang jalannya peneri ksaan diperlukan bantuan seorang juru
bahasa, naka ol eh para pihak atau jika ada persesuai an pilihan, oleh
ketua dipilih seorangjuru bahasa. Jika yang dipilih bukan orang
yang ol eh penerintah telah diangkat sebagai juru bahasa yang tel ah
di sunpah, mmka ia sebelum nelakukan tugasnya di nuka sidang harus
bersunpah di hadapan ketua, bahwa ia seorang juru bahasa akan
nmel akukan tugas yang diwajibkan kepadanya dengan cermat dan nmenur ut
hati nuraninya. (Rv. 59, Sv. 156 dst.; IR 130 dst., 284 dst.; RBg.
154 dst., 586 dst.)

Ji ka diperlukan juru bahasa dal am tindakan yang harus dil akukan ol eh
hakim komsaris atau oleh seorang pejabat yang dikuasakan, naka
wewenang ketua beralih kepada haki m kom saris atau pejabat itu.

Bagi an 3. Haki mt haki m Dan Penol akan Ter hadap Mereka

Pasal 34.
Haki m penuntut umum panitera serta panitera pengganti, dilarang
untuk mrenjadi penbela para pihak, baik secara |isan maupun tertulis,
meski pun dengan nanma penberian nasi hat, bahkan tidak untuk perkara-
perkara di nuka pengadilan lain daripada di mana dia nmenjalankan
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t ugasnya

Namun mereka di perbol ehkan di muka sermua Pengadilan nenbel a
perkaranya sendiri dan isterinya, keluarga sedarah atau kel uarga
karena perkaw nan dalam garis lurus serta anak-anak asuhannya

Mereka juga dilarang nenjadi juru pem sah. (RO 9, 35, 37; KUHPerd.
290, Rv. 266, 617, 621.)

Pasal 35.
Haki m tidak dapat ditolak kecuali dalam hal -hal sebagai berikut
(Rv. 36, 266 dst., 621; Sv. 268 dst., IR 374, RBg. 702.)
0

1°. jika ia secara pribadi nmenmpunyai kepentingan dal am perkara yang
bersangkutan; (IR 374.)
2°. jika ia dengan salah satu pihak nmenmpunyai hubungan kel uarga

sedarah atau periparan sanpai derajat keenpat; (KUHPerd. 290,
297; Sv. 10, IR 374.)

3°. jika dalam waktu satu tahun sebelum penol akan terhadap sal ah
satu pihak atau isterinya ataupun terhadap keluarga sedarah atau
kel uarga karena perkawi nan dalam gaiis lurus, telah dilakukan
proses pidana atas tuntutannya atau karena tindakannya,;
(KUHPerd. 290, 297; Sv. 10.)

4°. jika ia telah nemberikan nasihat tertulis di dalam perkara itu
(Rv. 34.)
5°. jika ia selama berjalannya perkara telah nenerina suatu

penberian dari orang yang berkepenti ngan, atau telah dijadikan
suatu penberian kepadanya yang disetujuinya;, (IR 374; KUHP 418
dst.)

6°. jika ia, isterinya, keluarga sedarah serta keluarga karena
perkawi nan nereka dalam garis lurus nenpunyai persengketaan
tentang pokok perkara serupa dengan yang sedang dialam ol eh
para pihak; (KUHPerd. 290, 297; IR 374.)

7°. jika antara hakim isterinya, keluarga sedarah mereka atau
kel uarga mnereka karena perkaw nan dalam garis lurus masih dal am
proses perkara perdata dan salah satu pihak masih tersangkut di
dal amya; (KUHPerd. 290 dst., 297; Rv. 863.)

8°. jika hakim adalah wali, penganpu, pewaris atau yang nenerina
hi bah dari salah satu pihak, atau jika salah satu pihak
kemungki nan besar adalah ahli warisnya; (KUHPerd. 176 dst., 331
dst., 366 dst., 433 dst., 452, 832 dst., 1666 dst.)

9°. jika ia adal ah seorang pengurus suatu yayasan, perserikatan atau
badan Penerintahan yang nenjadi salah satu pihak; (KUHPerd. 1655
dst.; KUHD 15 dst., 36 dst.)

10°. jika ada permusuhan yang hebat antara dia dan sal ah satu pihak

11°. jika antara hakim dan salah satu pihak sejak tinbulnya perkara
atau dalam waktu enam bulan sebelum penol akan, telah terjadi
penghi naan atau ancanan.

Pasal 36
Setiap haki m yang nengetahui bahwa ada suatu al asan untuk penol akan
terhadap dirinya, berkewajiban nenberitahukannya kepada mejelis yang
ia menjadi salah satu anggotanya, yang kenudian akan nenutuskan
apakah ia harus nmengundurkan diri dari perkara tersebut. (Rv. 35,
42; Sv. 276; IR 374; RBg. 702.)
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Pasal 37.
Al asan-al asan penol akan terhadap seorang haki m berlaku juga terhadap
penuntut urmum panitera dan panitera pengganti, akan tetapi dengan
pengertian bahwa seorang penuntut unum tidak dapat ditolak, jika ia
karena jabatannya terlibat sebagai pi hak dalam perkara yang
ber sangkutan; seperti juga penolakan yang dem kian itu tidak dapat

terjadi dal am perkara pidana yang dilancarkan ol eh pam penuntut unmum

karena jabatan terhadap orang-orang tersebut dalam pasal 35 No. 3°.
Penol akan dengan cara yang sanma seperti terhadap para hakim (Sv.

275.)

Pasal 38.
Pi hak yang nmau nenol ak haki m harus nengaj ukan penol akan itu dengan
disertai alasan, jika ia tidak ingin haknya hilang, selanbat-
| anbat nya sebelum dil akukan pleidoi (penbelaan) atau, jika proses
peneri ksaan perkara dijalankan secara tertulis, sebelum tenggang
waktu tanya-jawab habis, kecuali jika alasan penol akan atau sebab

yang neni nbul kan penol akan baru ti nbul kenudi an

Sebagai kekecualian terhadap hal terakhir, maka penol akan terhadap
seorang haki m kom sari s harus dil akukan sebelum ia nemrulai tugasnya.

Akta penol akan harus ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan
sendiri atau ol eh orang yang khusus di kuasakan untuk itu dengan akta
otenti k dan disainpai kan kepada panitera yang sesudah nenberikan
tanda terima nenberitahukan kepada hakim yang bersangkutan

(KUHPerd. 1868; Rv. 41, 111 dst., 118, 180 dst.; Sv. 270 dst., 275.)

Pasal 39.
Haki m dal am waktu dua hari harus nenbuat tanggapan tertulis tentang
penol akan itu dan nenyanpai kannya dalam sanpul tertutup Kkepada
ketua. (Rv. 40.)
Jika penolakan ditujukan kepada ketua, maka tanggapan itu
di sampai kan kepada wakil ketua dan jika wakil ketua tidak ada,
kepada haki m yang pangkatnya |angsung di bawah ket ua.

Pasal 40.
Maj el is hakim akan nenyelidiki al asan-al asan penol akan, dan jika
alasan itu dianggap terbukti dan benar, naka penolakan diterinm
(Rv. 38 dst.; SV. 273, IR 374.)

Pasal 41.
Ji ka pihak yang nenol ak berpendapat ada beberapa al asan penol akan
terhadap hakim yang sama, nmka senua alasan itu harus di kemukakan
sekaligus. (Rv. 35, 38; Sv. 271.)

Pasal 42.
Jika satu pihak akan nenolak |ebih dari satu anggota mjelis yang
sama, mnmka penol akan kedua dan berikutnya tidak dapat di kemukakan
sebel um ada putusan nengenai penol akan terdahulu. (Rv. 36 dst., 266
dst.; Sv. 272.)

Pasal 43.
Tak seorang anggota Mjelis pun boleh nmengundurkan diri dari
penbi caraan rmengenai penol akan serta penganbilan putusannya. (AB.
22; Rv. 36; Sv. 273.)
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Pasal 44.
Put usan  nengenai penol akan tidak  dapat di m ntakan  bandi ng,
peni njauan kenbali atau kasasi. (Rv. 218, 327 dst., 362 dst., 402
dst., Sv. 281., IR 374; RBg. 702.)

Pasal 45.
Di cabut dg. S. 1872-13.

Bagi an 4. Keputusan Pengadi|l an Pada Unummya.

Pasal 46.
Ji ka penggugat atau tergugat tidak datang nmenghadap pada hari yang
telah ditentukan, maka dianbil tindakan-tindakan seperti diatur

dal am bagi an keenam bab ini. (Rv. 77 dst., 107 dst.)

Pasal 47.
Jika para pihak datang hadir, naka mereka saling didengar tentang
kepenti ngannya dengan nmengi ngat ketentuan-ketentuan dalam regl enen

ini.

(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Setelah selesai penbel aan masi ng- nasi ng
atau jika tidak diajukan penbel aan-penbelaan dalam perkara itu
dengan pernohonan keputusan berdasarkan surat-surat yang ada, nmnaka
hakim setelah nenpel ajari surat - sur at itu segera nenberikan

keputusan atau nenentukan hari |ain untuk nmengucapkan keputusannya.
(s.d. t. dg. S. 1908-522.) Haki m dapat nenberikan keputusan |ebih
awal dari hari yang ditentukan, tetapi dalam hal itu sedikitnya dua
hari sebel um keputusan diucapkan ia nenerintahkan panitera untuk
nmenberitahukan kepada para pengacara tentang pengajuan  hari
pengucapan keputusan tersebut.

(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Jika surat keputusan belum sel esai untuk
di ucapkan pada hari yang telah ditentukan, maka haki m nenent ukan
pada sidang hari itu hari lain untuk nengueapkan keputusannya. (ISR

146; Rv. 49, 79, 180, 321 dst.; IR 131, 135.)
Pasal 48.
Haki m sebelum nenganbil putusan akhir dapat nenganbil putusan

persi apan atau putusan sel a.

Put usan persiapan nencakup putusan-putusan dan surat-surat perintah
yang di kel uarkan wuntuk menberi petunjuk-petunjuk nmengenai perkara
dan yang bernaksud nenpersi apkan keputusan akhir tanpa nenpengar uhi
pokok perkaranya.

Put usan sela nencakup putusan-putusan dan surat-surat perintah yang
nmenberi jal an kepada haki m sebel um nemut us perkara yang ber sangkut an
nmenper ol eh bukti, nmemer i nt ahkan suat u penyel i di kan at aupun
pengarahan yang dapat nenentukan dalam penganbilan keputusan.
(KUHPerd. 1929 dst., 1940 dst.; Rv. 58, 99, 138, 171, 211 dst., 215
dst., 230 dst., 262 dst., 331 dst., 351, 425, 783; IR 185.)

Pasal 49.
Ji ka hakim telah nmenentukan hari untuk nengueapkan putusan dan para
pi hak sedang nengadakan penbi car aan unt uk nencapai suat u
penyel esai an darmai, mnaka nereka dapat nenohon kepada hakim agar
pengucapan putusan untuk senentara ditangguhkan. (KUHPerd. 1851, Ruv.
31.)
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Pasal 50.
Para haki m dal am nmusyawarahnya karenajabatan wajib nenanbah dasar
hukum yang mungki n tidak di kenukakan ol eh para pi hak
Mereka waji b nenmberi putusan tentang senua hal yang dituntut.
Mereka dilarang menberikan putusan tentang hal-hal vyang tidak
dituntut atau nenberi kan |ebih daripada yang dituntut. (RO 30 dst.
39 dst.; KUHPerd. 1940, 1950; Rv. 47, 128, 132 dst., 138, 171, 173

211, 215, 385-2°, 31 dan 41, 643-4° IR 178.)

Pasal 51.

Ji ka haki m nenerintahkan agar para pihak datang nenghadap, naka ia
nmenent ukan hari dan jam untuk itu di dal am putusan. (Rv. 31, 68, 230
dst.) 52. Setiap putusan sela yang nenerintahkan sunpah harus nenuat
per buat an- per buat an apa yang harus dinyatakan dalam | afal sunpah dan
penganbi | an sunpah dil akukan dengan dihadiri oleh pihak |awan atau
setelah | awan di panggi| dengan patut.

Jika suatu pihak yang dimnta nengucapkan sunpah ol eh pihak |awan
pada hari yang ditentukan tidak datang, maka ia dianggap nenolak
nmel akukan sunpah itu, Kkecuali ia nengajukan bantahan (perlawanan)
dengan alasan ia tidak datang karena ada halangan vyang sah.
(KUHPerd. 1929 dst., 1932, 1940 dst., 1944 dst.; Rv. 46, 48, 68, 77
dst., 106, 236; IR 156 dst.)

Pasal 53.
Jika ada tuntutan sebagian (provisionil) dan perkara tersebut siap
di putus dal am tuntutan pokoknya serta sebagi annya, nmmka terhadap itu
haki m nmenj at uhkan satu keputusan. (KUHPerd. 190, 212 dst., 246, 457

561, 1738; Rv. 55-8° 68, 115-2° 241 dst., 286, 332, 344-3° 785.)

Pasal 54.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Pel aksanaan senentara putusan-putusan
haki m nmeski pun ada bandi ng atau perl awanan dapat di perintakan bil a:
1°. putusan didasarkan atas suatu al as hak otentik;

2°. putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui ol eh
pi hak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang
di anggap di akui nenurut hukum juga dianggap diakui jika perkara
di putus tanpa kehadiran tergugat (verstek);

3%, dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang
mendahul ui nya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan
atau tidak dapat di mntakan banding. (IR 180.)

Apakah perintah ini diberikan dengan atau tanpa jam nan perseorangan

di serahkan kepada pertinbangan hakim (KUHPerd. 1820 dst., 1830,

1868, 1870 dst., 1875, 1917 dst.; Rv. 55 dst., 82, 84, 148 dst., 155

287, 338, 346 dst., 403, 437, 585, 855.)

Pasal 55.
Pel aksanaan senentara keputusan-keputusan haki m neski pun ada bandi ng
atau perlawanan dapat diperintahkan dengan atau tanpa jani nhan
per seor angan, dal am hal -hal yang bersangkutan dengan:
1°. penyegel an dan penbukaan segel atau pendaftaran kekayaan; (Rv.
652 dst., 663 dst., 672 dst.; Ov. 100 dst.)

2°. perbai kan- per bai kan yang nendesak; (KUHPerd. 1551, 1555.)

3%, pengosongan barang yang di sewakan, jika tidak ada bukti tertulis
tentang sewa-nenyewa Yyang masih berlaku, diperbaharui atau
di perpanjang atau jika waktu sewanya sudah habis; (KUHPerd. 1570
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dst., 1581, 1587, 1597.)

4°. pengangkat an orang-orang yang nengelola barang-barang sengketa,
kom saris-konisaris dan penyi npan- penyi npan; ( KUHPer d. 1736
1738; Rv. 454, 508, 561, 580-4°.)

5°. penerimman janinan-janinan dan janinan |anjutan; (KUHPerd. 1820
1823; Rv. 614.)

6°. pengangkatan wali, penganpu serta pengurus-pengurus lain serta
penberi an pertanggungj awabannya; (KUHPerd. 348, 359 dst., 369
dst., 409 dst., 441, 449 dst., 463 dst., 979, 1127; F. 13; Rv.
764 dst.)

7°. (s. d. u. dg. S. 1908-552.) uang tahunan, atau penberian nafkah
dan pada unumya pelunasan sejum ah uang tertentu; (KUHPerd.
213, 225 dst., 321 dst., 960-2° 1429-3°)

9°. hak nenguasai (be2|tregt) (KUHPerd. 529 dst., 548.)

Dan sel anjutnya dal am hal-hal yang khusus yang diperbol ehkan atau

di tentukan dal am peraturan perundang-undangan. (RO 136; F. 4; Rv.

272, 287, 291, 585, 726, 850, 855.)

Pasal 56.
Ji ka hakim tidak nenerintahkan pel aksanaan senentara, neka ia tidak
dapat nemutuskan hal itu kenudian, tanpa nengurangi hak para pihak
untuk nmenuntut hal ini dalam banding. (Rv. 347 dst.)

Pasal 57.
Pel aksanaan senentara tidak dapat diperintahkan terhadap biaya,
meski pun hal itu dikabul kan sebagai pengganti kerugian dan bunga.
(KUHPerd. 1243 dst., 1366 dst.; Rv. 58, 460, 540, 605, 725, 732,

741, 743.)

Pasal 58.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Barangsiapa dinyatakan kalah dalam
put usan, untuk  menbayar bi aya perkara. Namun biaya itu

di perhitungkan seluruh atau sebagian antara suam dan isteri
kel uarga sedarah dalam garis lurus, saudara |aki-Iaki atau perenpuan
atau keluarga karena perkaw nan dal am derajat yang samm, juga jika
para pihak dalam beberapa hal saling dikalahkan. Dem kian pula
haki m akan nenbebankan kepada pihak yang telah nengeluarkan atau
nmenyebabkan kel uarnya biaya yang tidak perlu, biaya yang di kel uarkan
itu.

Dal am hal putusan sebagian (provisionil), putusan persiapan serta
putusan sela, maka putusan nengenai biaya dapat ditangguhkan sanpa
pada keputusan akhir.

(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Jum ah biaya yang harus dipikul oleh
pi hak yang kalah, ditetapkan dalam putusan hakim untuk hal-ha
sebel um dijatuhkan putusan dan tidak mengenai hal - hal yang
di kel uarkan ol eh pihak sendiri.

(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Dal am perkara-perkara yang ol eh peraturan
perundang- undangan diwajibkan atau diperbol ehkan tindakan-tindakan
atau penbel aan- penbel aan ol eh para pengacara, naka segera setelah
penbelaan itu dil akukan, ol eh pengacara tersebut di sanpai kan
per hi t ungan- per hi t ungan bi aya. Bila hal itu tidak ada, naka jum ah
bi aya ditentukan nenurut perkiraan yang di buat ol eh hakim (KUHPerd.
290; Rv. 21, 48, 59 dst., 98, 242, 271 dst., 276, 607 dst.; IR 181
RBg. 192.)
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Pasal 59.

(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Dalam perkara-perkara tersebut dalam
pasal 58 bagi an terakhir, di dalam putusan sudah termasuk upah serta
uang nuka para pengacara nmenurut tarip-tarip yang ada atau yang akan
di tentukan kem udian. (RO 191; Rv. 106, 610.)

Hal yang sama berlaku juga terhadap biaya yang berhubungan dengan
penggunaan juru bahasa serta penbuatan terjenmahan-terjenmahan. Uang
nmuka di bayar ol eh pihak yang nenohon digunakannya juru bahasa atau
di buatnya terjemahan atau juga karena jabatannya diperintahkan ol eh
haki m agar di bayar ol eh penggugat. (Rv. 33; IR 130 dst., 182; RBg.
154 dst., 193.)

Pasal 60.

Dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dal am pasal 192 dan 203
RO, maka pengacara danjuru sita yang nenyi npang dari tugas yang ada
padanya dan siapa pun yang nengabai kan kepenti ngan-kepenti ngan yang
peni gurusannya di serahkan kepadanya dapat di hukum untuk mnenanggung
dari saku sendiri seluruh atau sebagian biaya, bahkan untuk
nmengganti kerugi an dan bunga, jika ada al asan-alasan untuk itu tanpa
dapat nenuntutnya dari mereka yang nenberi kuasa kepadanya.
(KUHPerd. 331 dst., 449 dst., 979, 1243 dst.; Rv. 21, 58, 93, 98

256, 264, 607.)

Pasal 61.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Keputusan waji b diucapkan sendiri oleh

haki m dan berisi: (RO 29; Rv. 47, 64 dst., 632; IR 184; RBg. 195.)

1°. nana-nama serta tenpat tinggal para pihak serta nana-nama para
pengacara, jika digunakan pengacara; (Rv. 8-1° dan 2°% 106 dst.
S. 1853-64.)

2°. pendapat akhir dari kesinpulan penuntut unum dalam hal ia
di dengar; (Rv. 322.)

3°. pertinbangan para penasihat nenurut pasal 7 RO dal am perKkara-
perkara yang nenerl ukan nasi hat nereka

4°. dasar perti nbangan- perti nbangan put usan, t ent ang kej adi an-
kejadian serta tentang hukunya, masi ng-masi ng sendiri dan
keputusannya. (RO 30 dst., 173; Rv. 50, 414; IR 184.)

Pada akhi mya disebut juga nama-nama hakim yang nengadili perkara

serta penuntut wumum yang nmengikuti persidangan- persi dangan. (RO

121, 154; Sv. 174.)

Pasal 62.
Keputusan hakim oleh panitera dinmasukkan dalam surat putusan
(audi entieblad) dan selanbat-Ilanbatnya dalam waktu dua kali dua
pul uh enpat jam ditandatangani ol eh ketua dan panitera. (Rv. 65; IR
186.)

Pasal 63.
Ji ka ketua berhal angan untuk menandatangani surat putusan, naka hal
itu dilakukan oleh hakim anggota yang tertua yang duduk dalam
maj el i s. Ji ka panitera berhal angan, maka hal itu dinyatakan dengan
tegas dal am surat putusan. (RO 53; Rv. 62; IR 187; RBg. 198.)

Pasal 64.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Penjamnan surat keputusan dilakukan
tanpa kerja sama dengan para pihak dan nenuat, di sanping apa
yang di mnuat dal am pasal 61, juga: (Rv. 66, 435, 853, 858.)
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1°. pendapat terakhir dari kesinpulan para pihak atau jika itu tidak
tertulis, apa yang dicatat oleh panitera; (Rv. 111, 113 dst.,
119 dst.)

2°. pernyat aan bahwa putusan telah diucapkan di nuka unmum (ISR
146; RO 29.)

3°. hari/tanggal putusan diucapkan. (Rv. 61, 142 dst.)
65. Di cabut dg. Inv. Sw.

Pasal 66.
Panitera wajib atas perm ntaan para pihak nenberikan salinan surat
keputusan kepada nereka segera bila sudah dinungkinkan dengan
ancaman nengganti biaya, kerugian dan bungajika ada alasan untuk
itu. (KUHPerd. 1243; Rv. 64, 607, 853.)

Pasal 67.
Senmua putusan yang nenbebani kewajiban tinbal-balik kepada kedua
pi hak, atau yang neninbul kan hak dan kewajiban untuk kedua pihak
dapat dilaksanakan oleh masing-nmasing untuk kepentingan nmereka
sendiri. (Rv. 435 dst., 764 dst., 831 dst.)

Pasal 68.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) surat-surat keputusan dan surat-surat
perintah tersebut dalam pasal 48 tidak perlu diperingatkan, kecuali
jika karena ketentuan-ketentuan buku kedua undang-undang ini
di perlukan wuntuk tuntutan kewajiban keuangan yang harus di penuhi
pi hak lain. (Rv. 58, 70, 82, 88, 106 dst., 139,, 435, 443, 594.)

Pasal 69.
D cabut dg. S. 1908-522.

Bagi an 5. Penanggungan.

Pasal 70.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Jika seorang tergugat berpendapat ada
al asan untuk menmanggil seseorang untuk nenanggungnya dan pemanggil an
tidak dil akukan sebelum hari sidang pemeriksaan perkaranya, meka ia
pada hari yang ditentukan untuk nengadakan bantahan harus nengaj ukan
kesi npul an  di sertai al asan-alasan untuk itu sebelum bantahan
di | akukan.
Di dalam kesimpulan itu boleh dimsukkan tangkisan tentang
ket i dakwewenangan hakim nenyinpang dari apa yang ditentukan dalam
pasal 114 dan bila ini tidak terjadi dianggap tidak diajukan
kecuali bila hakim tidak berwenang berdasarkan pokok perselisihan.
Bila penggugat ber pendapat ada alasan-alasan untuk nenanggi
seseorang untuk nmenanggungnya, naka ia harus nengaj ukan pernmohonan
untuk itu dengan kesinpulan yang disertai al asan-alasan pada hari ia
harus nengaj ukan jawaban balik (replik).
Ji ka pernohonan di kabul kan, maka haki m akan nenberikan waktu yang
cukup berdasarkan jarak ke tenpat tinggal si  penanggung dan
nmenent ukan hari untuk nmeneriksa perkara pokoknya naupun perkara
penanggungan. (Rv. 99.)
Putusan yang nengabul kan pernohonan penanggungan tidak perlu
di beri tahukan kepada penanggung. Hal itu dimasukkan dal am gugatan
dan diserahkan tindasan-tindasannya yang harus disanpai kan kepada
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penggugat dal am penanggungan. (Rv. 68, 106.)

Bi | a Pernohonan ditol ak, pada putusan itu haki m menentukan hari pada
wakt u mana di adakan panggilan setel ah perkara itu di masukkan kenbal
dal am daftar giliran sidang. (KUHPerd. 1084 dst., 1208, 1474, 1491
dst., 1534, 1558 dst.; Rv. 10 dst., 61-4, 99, 113 dst., 121 dst.,
241 dst., 281.)

Pasal 71.
Ji ka pernohonan penanggungan tidak diajukan pada hari yang sudah
ditentukan atau jika tuntutan penanggungan tidak dilakukan dalam

waktu yang telah ditentukan, naka tanpa penundaan dil anjutkan
peneri ksaan perkara yang mul a-nmula. (KUHPerd. 1503; Rv. 70.)

Pasal 72.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Dalam hal penanggungan terhadap hipotek
atau hak-hak kebendaan |ain, maka penanggung selalu dapat menganbil
alih perkara tertanggung, yang dibiarkan di luar acara, jika ia
menghendaki nya, sebelum ada suatu keputusan dijatuhkan antara dia
dan pi hak | awan semul a.

Narmun  si t ert anggung, jika menghendaki nya, dapat tetap ikut
berperkara untuk nenpertahankan haknya; juga pihak |awan si
t ert anggung unt uk menpert ahankan haknya dapat menunt ut Si
tertanggung untuk tetap ikut dalam perkara itu. (RO 127; KUHPerd.
528, 1208, 1492; Rv. 74, 117, 279 dst.)

Pasal 73.
Put usan- putusan vyang dijatuhkan terhadap si penanggung sepert
tersebut dal am pasal yang lalu dil aksanakan terhadap si tertanggung.
Put usan cukup diberitahukan kepada para tertanggung, Kkecuali jika
nereka berada di luar proses perkara, atau jika nereka tetap ikut
dal am perkara tanpa diperlukan tuntutan atau gugatan | ain.
Mengenai bi aya, kerugian dan bunga, maka penyel esai annya dan
pel aksanaannya hanya dapat dil akukan terhadap si penanggung
Narmun jika si penanggung ternyata tidak nmanpu, nmaka si tertanggung,
jika dikeluarkan dari perkara, harus nenanggung biaya-biayanya,
begitu pula nengenai ganti-rugi dan bunga bila ol eh haki m di anggap
beral asan untuk itu. (KUHPerd. 1104, 1199, 1293, 1496-30; Rv. 58,
67, 72, 74, 435 dst., 607 dst.)

Pasal 74.
Dal am hal penanggungan yang sederhana, naka si penanggung hanya
dapat nmasuk dal am perkara tanpa menganmbil alih perkaranya dari si
tertanggung. (KURPerd. 1084, 1843; Rv. 72, 117, 279.)

Pasal 75.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Dalam hal perkara aslinya dan perkara
penanggung siap untuk diputus, naka diputus bersanmna-sanm, dalam hal
ini jika penggugat atau tergugat tidak nmenohonnya, perkara pokok
di putus terpisah. (Rv. 249.)

Pasal 76.
Bar angsi apa di gugat karena penanggungan wajib berperkara di hadapan
haki m yang berwenang nenangani perkara yang mul a-nula, neskipun ia
menyangkal nenjadi seorang penanggung, tetapi jika jelas ternyata
gugatan yang asli hanya bermaksud untuk nenariknya dari haki mya
yang berwenang, maka ia akan diajukan ke nuka hakimitu. (ISR 136

KUHPerd. 1493 dst., 1674; Rv. 99 130.)
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Bagi an 6. Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat Dan Perl awanan.

Pasal 77.

Ji ka penggugat pada hari yang telah ditentukan tidak datang
menghadap, naka perkara diputus tanpa kehadirannya (verstek), dan
pi hak | awan di bebaskan dari perkara tersebut dengan nmenghukum
penggugat nenbayar biaya perkara. Dalam hal ini tidak bol eh diajukan
per|l awanan, tetapi penggugat dapat nengajukan gugatan baru sesudah
nmenbayar biaya verstek. (Rv. 46 dst., 91, 94, 121, 330, 405 dst.
780; IR 124 dst.)

Pasal 78.
Jika tergugat tidak datang nenghadap setelah tenggang waktu serta
tata tertib acara dipenuhi, maka putusan dbatuhkan tanpa kehadiran
tergugat dan penggugat dikabul kan, kecuali jika hakim menganggap
gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum (Rv. | dst., 46, 80
83, 89, 91, 9 la, 94, 107, 121, 254, 405; Sv. 217; IR 125, 345;
RBg. 149, 634.)

Pasal 79.
Setiap putusan tanpa kehadiran salah satu pihak (verstek) selalu
diti capkan dal am si dang pengadil an; tetapi haki m dapat nenerintahkan
agar surat-surat yang bersangkutan diletakkan di nmeja dahulu dan
murrut uskan kesi npul ankesi nmpul an pi hak penggugat pada hari lain. (Rv.
47, 77 dst., 94.)

Pasal 80.
Senmua pihak yang telah dipanggil dan tidak datang nenghadap di rnuat
dal am suatu putusan. (Rv. 77 dst.)

Pasal 81.

(s.d. u. dg. S. 1889-31.) Jika ada beberapa tergugat dan di
antaranya ada satu atau lebih yang tidak datang nenghadap, mnaka
terhadap yang tidak datang diputus tanpa kehadirannya, sedangkan
untuk yang nenghadap dilakukan peneriksaan biasa. Tiap-tiap pihak
yang datang nmenghadap berhak untuk nmenberitahukan |ewat jurusita
pi hak-pi hak yang tidak datang dengan panggilan semrmua pihak untuk
menghadap pada hari yang telah ditentukan untuk neneriksa perkara
yang ber sangkut an. Unt uk panggi | an- panggilan ini harus diperhatikan
ket ent uan- ket ent uan nengenai tenggang wakt u.

Terhadap senua pi hak dijatuhkan satu putusan yang di pandang sebaga
suatu putusan atas bantahan dan terhadapnya tidak dinungkinkan
perl awanan. (Rv. | dst., 14, 83, 91, 121 dst., 330, 782, 949.)

Pasal 82.
(s.d.u. dg. S. 1938-276.) Putusan-putusan dengan kehadiran tergugat
tidak boleh dilaksanakan sebelum |ewat enpat belas hari setelah
di beritahukan dengan perantaraan juru sita kepada orangnya sendiri
di tenpat tinggatnya atau dengan cars seperti ditentukan dal am pasa
3 dan 6 nengenai gugatan, kecuali jika pelaksanaan senentara
di peri ntahkan hakim (Rv. 54, 88; Sv. 218; IR 345; RBg. 634.)

Pasal 83.
(s.d. u. dg. S. 1889-31.) Tergugat yang perkaranya diputus tanpa
kehadi rannya (verstek) dapat mengaj ukan perlawanan (verzet).
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Perlawanan harus dilakukan dalam waktu
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tiga puluh hari setelah putusan atau suatu akta vyang dibuat
berdasarkan keputusan itu atau akta untuk pel aksanaan keputusan itu
di beri tahukan kepadanya pribadi, atau juga sesudah ia nelakukan
sesuatu yang nmenyatakan bahwa ia nengetahui tentang putusan atau
di mul ai nya pel aksanaan putusan itu.

D luar keadaan tersebut dalam ayat yang lain, maka perlawanan dapat
diterima sanpai putusan dil aksanakan.

Ter hukum yang nenyatakan nenerinma putusan tidak dapat nmengaj ukan
perl awanan. (Rv. 52, 77 dst., 81, 84, 89, 91, 330, 389, 405, 408
dst., 428, 636, 763, 786, 949; Sv. 219 dst., 223.)

Pasal 84.

(s. d. wu. dg. S. 1889-31; S. 1908-522; S. 1916-530.) Keputusan

di anggap sudah sel esai dil aksanakan:

- dal am hal pel aksanaan putusan tentang benda bergerak, setelah
di adakan penj ual an;

- dal am hal putusan penbayaran sejum ah uang kepada pihak-ketiga
set el ah penbayaran kepada pihak ketiga;

- dal am hal pel aksanaan putusan (uitwinning) benda tetap, pada
har i ketiga puluh setelah penberitahuan pertama seperti
di t ent ukan dal am pasal 517;

- dalam hal perceraian atau pisah neja dan ranjang, setelah
di beri tahukan kepada tergugat dan diununkan dengan cara seperti
di tentukan dal am pasal 843 dan juga sesudah |ewat senbilan pul uh
hari setelah diberitahukan maupun setelah lewat tiga puluh hari
sesudah di ununkan.

Perl awanan yang dil akukan dalam jangka waktu tersebut di atas dan

dengan cara seperti ditentukan di bawah ini, mencegah pel aksanaan

putusan hakim bila hal itu tidak diperintahkan ol eh haki m neski pun

ada perlawanan. (Rv. 54 dst., 82 dst., 86, 91 dst., 385, 389, 408

dst., 442, 466 dst., 587 dst., 590, 603.)

Pasal 85.
(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Penberitahuan perlawanan nenyebutkan
secara singkat alasan-alasan pihak itu serta gugatan terhadap diri
penggugat asli atau penberitahuan tentang tenpat tinggal pilihannya.
Penggugat asli berhak, sesuai dengan pasal 107, untuk nenanggi
lebih awal dari hari yang telah disebutkan dalam penberitahuan
perl awanan. (KUHPerd. 24; Rv. 1 dst., 6 dst., 10, 14, 84, 288.)

Pasal 86.

Per| awanan dapat dilakukan baik dengan akta otentik di | uar
pengadi | an maupun pada waktu diberitahukan keputusan hakim atau
pada waktu disanpai kan akta lain yang bermaksud nel aksanakan putusan
t er sebut, dengan kewaj i ban pada pel awan unt uk nmengul ang
per| awanannya nenurut pasal yang lalu dal am waktu yang sanma dengan
waktu ia digugat atau yang senestinya digugat nenurut ketentuan-
ket entuan bagi an pertama bab ini.

Juru sita yang bertugas nenberitahukan atau nelaksanakan putusan
harus mencantunkan hal perlawanan itu di dalam surat |aporannya atau
berita acara dengan ancanman, bila tidak nmencantunkannya, ia akan
menanggung bi aya, kerugi an dan bunganya. (Rv. 60, 82, 85.)

Pasal 87.
Pi hak pel awan berhak untuk nem nta ke bagian kepaniteraan agar hal
itu dicatat dalam daftar (register) yang disediakan untuk itu dengan
menyebut para pi hak, hari tanggal keputusan tanpa kehadiran tergugat
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(verstek) dan adanya perl awanan yang dil akukan. (Rv. 88, 413, 438.)

Pasal 88.
(s.d.u. dg. S. 1938-276.)Pada putusan verstek, yang pelaksanaannya
senentara tidak diperintahkan, dapat dilaksanakan terhadap pihak
ketiga sebelum lewat enpat belas hari sesudah diberitahukan kepada
yang bersangkutan menurut pasal 82 dan dengan nenunj ukkan pernyataan
panitera, bahwa dalam daftar-daftar (register) yang bersangkutan
tidak tercatat adanya perlawanan. (Rv. 82, 437 dst.)

Pasal 89.
Seorang pelawan yang untuk kedua kalinya nenbiarkan ia diputus
verstek tidak dapat diterima untuk mengadakan perlawanan baru. (Rv.
57 dst., 77 dst., 405.)

Pasal 90.
D cabut dg. S. 1889-31.

Pasal 91.
Bi aya verstek, termasuk biaya putusan dan biaya yang dipandang
ti mbul sebagai akibat tidak hadi mya pi hak yang nel akukan perl awanan,

nmenj adi beban pihak Pelawan, kecuali jika verstek dijatuhkan
berdasarkan gugatan yang dinyatakan batal. (Rv. 57 dst., 77 dst.,
94, 98.)

Pasal 9la.
(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Tergugat yang perkaranya nenghadap

putusan verstek, selama putusan itu belum dijatuhkan, berhak untuk
menghadap pada  hari yang ditentukan yang nenyebabkan tidak
ber| akunya aki bat-akibat verstek, kecuali rmengenai bi aya vyang
di sebabkan karena keterlanbatannya dan untuk itu berlaku pasal 91.
(Rv. 78 dst., 108 dst.)

Bagi an 7. Keadaan Batal .

Pasal 92.
Tidak ada surat penberitahuan atau akta tata cara Peradilan
(rechspl egi ng) yang dapat dinyatakan batal, jika peraturan-peraturan

per undang- undangan ti dak nmemrer i nt ahkan secara tegas t ent ang
kebat al annya. (Rv. 94, 106, 339, 443, 478, 533, 729.)

93. Di hapus dg. Inv. Sw 3.

Pasal 94.
Apa yang ditentukan dal am pasal -pasal 1, 3, 4, 6, 8 9, 10, 11, 12
13, 14, 15, 17, 18 dan 20 harus diperhati kan dengan ancanan batal.
(Rv, 106.)
Hal tergugat tidak datang nenghadap, naka terhadapnya tidak dapat
di j at uhkan putusan verstek dan haki m dal am nenyat akan keadaan bat al
menghukum penggugat nmnenbayar biaya perkara. (Rv. 78, 91, 96 dst.,
339.)

Pasal 95.
D cabut dg. S. 1908-522.
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Pasal 96.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila tergugat datang nenghadap nenenuhi
panggil an gugatan dan nengaj ukan tuntutan pernyataan batal nya
panggi | an gugat annya, maka hakim dapat nenolak tangkisan itu bila
keal paan atau pel anggaran yang dilakukan sedem kian rupa sehingga
tergugat dianggap tidak dirugi kan dal am penbel aannya dan juga tidak
ada kepentingan dal am nenggunakan keadaan batal itu. (Rv. 24, 188
339.)

Pasal 97.
Jika panggilan gugatan telah dilakukan oleh orang vyang tidak
berwenang wuntuk itu, maka hakim berkewajiban untuk menyatakan
panggi |l an gugatan itu batal. (AB. 23; Rv. 1, 20, 94, 96, 339.)

Pasal 98.

Bi aya akta-akta dalam tata cars peradilan yang batal atau yang tidak
di perl ukan, di bebankan kepada pengacara atau juru sita yang telah
menyebabkan di buat nya atau di kel uarkannya akta-akta itu. D sanping
itu kepada nereka, menurut keadaan, dapat di pertanggungj awabkan atas
ti mbul nya kerugian dan bunga dan bahkan, nenurut keadaan, dapat
di jatuhi hukuman seperti tersebut dealam pasal 192 RO ( KUHPerd.
1243, 1365; Rv. 21, 60, 264, 339, 53 1; Sv. 305.)

BAB | |
TATA CARA BERPERKARA DI RAAD VAN JUSTI TI E DAN
HOOGGERECHTSHOF DALAM TI'NGKAT PERTANA

Bagi an 1. GQugat an.

Pasal 99.

(1) Seorang tergugat dalam perkara pribadi yang nmurni nengena
benda- benda bergerak dituntut di hadapan hakim di tenpat
tinggal nya. (ISR 136; KUHPerd. 1724; Rv. 100, 102, 133, 244-2',
260, 926; IR 118.)

(2) Jika tenpat tinggalnya di Indonesia tidak dikenal, di hadapan
haki m di tenpat tinggal nya yang nyata. (KUHPerd. 17; Rv. 6-7°)

(3) Jika ia tidak nmenpunyai tenpat tinggal yang diakui, di hadapan
haki m di tenpat tinggal penggugat. (Rv. 100.)

(4) Jika nmengenai penegang-penegang saham tidak atas nama dal am
pi nj anman pi njaman uang atau perserikatan-perserikatan yang tidak
di ketahui siapa penliknya, naka nereka juga digugat di hadapan
haki m di tenmpat tinggal penggugat. (KUHD 40 dst.; Rv. 6-7°)

(5) Jika dalam hal-hal tersebut di atas ada beberapa penggugat,
gugatan dil akukan di hadapan hakim dari salah satu di antara
para penggugat atas pilihan nereka.

(6) (s. d. u. dg. S 1912-521.) Dalam hal ada beberapa tergugat, di
hadapan hakim di tenpat tinggal salah satu tergugat atas pilihan
penggugat . Dal am hal para tergugat satu sanma |ain nenpunyai
hubungan sebagai tergugat pokok dan penjamn, naka gugatan
di | akukan di hadapan hakim di tenpat tinggal orang yang nenjadi
tergugat pokok atau salah satu dari nereka, kecuali dalam hal
yang diatur dalam alinea kedua pasal 6 RO

(7) (s. d. t. dg. S. 1912-521.) Jika gugatan nengenai tagihan
penbayaran benda- benda bergerak yang telah dijual dan diserahkan
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dapat dil akukan bai k di hadapan hakim di tenpat tinggal tergugat
maupun di hadapan hakim di tenpat tinggal penbayar, naka gugatan
seharusnya dil akukan atas pilihan penggugat. (Rv. 926°.)

(8) Dal am perkara nengenai hak atas benda tetap, di hadapan hakim
yang di wilayah hukumya terletak benda tetap tersebut. (Rv.
102; KUHPerd. 506 dst.)

(9) Dalam hal benda-benda tetap terletak di dalam wlayah hukum
beberapa raad van justitie, gugatan dilakukan di hadapan haki m
di ibu kota di mana terletak benda tetap itu, dan jika tidak ada
ibu kota, di hadapan Majelis Hakim yang di dalam wlayah
hukummya terletak salah satu benda tetap itu, atas piliban
penggugat. (Rv. 498.)

(10) Dal am perkara- perkara canpuran, kecuali dalam perkara warisan
yang diatur dalam pasal ini, di hadapan hakim yang di dalam
wi | ayah hukummya terletak benda tetap itu atau di tenpat tingga
tergugat, atas pilihan penggugat. (Rv. 102.)

(11) Dal am perkara persekutuan-persekutuan atau perserikatan dagang,
selama masih berdiri di tenpat kedudukannya, dan sesudah
di bubar kan, bai k di hadapan hakim yang sama itu maupun di tenpat
tinggal salah seorang anggota panitia penbubarnya. (KUHPerd.

1618 dst., 1653 dst.; KUHD 15 dst., 32; Rv. 6-5°)
(12) Dal am perkara wari san: (KUHPerd. 830 dst., 874 dst.; Rv. 7.)

1°. karena adanya saling nenuntut di antara para waris, termasuk
tentang penbagian harta benda karena penbatalan penbagian
harta benda; (KUHPerd. 1066 dst., 1112, 1124; Rv. 689.)

2°. karena adanya tuntutan para penagih yang neninggal sebelum
di adakan penbagi an harta benda; (KUHPerd. 1100 dst., 1107;
Rv. 7.)

3°. karena adanya tuntutan yang berhubungan dengan pel aksanaan
penetapan hakim tentang kematian sanpai putusan akhir;
(KUHPerd. 24, 957 dst., 1005 dst.; Rv. 106.)
di aj ukan di hadapan hakim yang di dalam wlayah hukumya
wari san jatuh terbuka. (KUHPerd. 23.)

(13)(s.d. u. dg. S. 1906- 348.) Dal am perkara-perkara tentang
kepailitan atau keadaan tidak manpu nenbayar di hadapan raad van
justitie yang telah nenyatakan tergugat dalam keadaan pailit
atau dalam keadaan tidak manpu nmenbayar dan yang putusannya
menpunyai aki bat - aki bat hukum jika kepailitan dinyatakan oleh
H G H, di hadapan raad van justitie yang sal ah satu anggotanya
di angkat sebagai komsaris. (F. | dst., 79 dst.; Rv. 6-61.)

(14) Dal am perkara penanggungan, di hadapan hakim yang neneriksa
perkara yang asli yang masih berjalan. (Rv. 70 dst., 76.)

(15) Dal am perkara pertanggungj awaban (rekening) bagi orang-orang
yang karena hukum di angkat sebagai penanggung jawab, di hadapan
haki m yang mengangkat nya dan bagi wali atau penganpu di hadapan
raad van justitie yang menunjuknya sebagai wali atau penganpu,
atau dalam dua hal itu di hadapan raad van justitie di tenpat
tergugat, atau tenpat pilihan penggugat. (KUHPerd. 409 dst.,
452, 463, 472, 983; Rv. 674 dst.)

(16)Ji ka ada tenpat tinggal pilihan, di hadapan hakim di tenpat
tinggal pilihan itu atau di hadapan hakim di tenpat tingga
nyata tergugat, atas pilihan penggugat. (KUHPerd. 24 dst.)

(17) Dal am perkara mengenai biaya dan upah pengacara atau juru sita
di hadapan pengadilan dimana biaya-biaya itu dikeluarkan
(KUHPerd. 1970, 1974; Rv. 59, 607 dst., 610.)

(18)(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Dalam hal Permerintah | ndonesia
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mewaki | i Negara bertindak sebagai penggugat atau tergugat, naka
Jakarta di anggap sebagai tenpat tinggalnya. XRv. 6-21.)

Pasal 100.
(s.d.u. dg. S. 1915-299, 642.) Seorang asing bukan penduduk, bahkan
tidak berdiam di |ndonesia, dapat digugat di hadapan haki m | ndonesi a
untuk Perikatan-perikatan yang dilakukan di |ndonesia atau di nana
saj a dengan warga negara |Indonesia. (ISR 136; AB. 3; Rv. 99, 761.)

Pasal 101.
Di dal am tuntutan-tuntutan kebendaan atau dalam tuntutan-tuntutan
yang bersifat canpuran, naka dal am gugatan harus dijel askan di rmana
| etak benda-benda tetap itu, begitu pula nama serta sifatnya. (Rv.

92, 99, 102, 506-3° 517-2°)

Pasal 102.
Tuntutan perorangan adalah suatu tuntutan yang obyeknya adal ah
nmengenai pel aksanaan suatu perikatan perorangan yang tinbul Kkarena
suatu persetujuan atau karena undang-undang. (KUHPerd. 1233 dst.)
Tuntutan kebendaan adal ah suatu tuntutan nengenai hak mlik suatu
benda tertentu atau suatu hak kebendaan lain. (KUHPerd. 528, 574,
711, 720, 737, 740, 756, 818, 1725, 1977; KUHD 230 dst.)
Tuntutan canpuran adal ah tuntutan nengenai perorangan dan sekaligus
nmengenai kebendaan, yaitu:
- tuntutan untuk nendapatkan warisan; (KUHPerd. 834.)
- tuntutan untuk penbagi an harta benda; (KUHPerd. 1066 dst.)
- tuntutan pem sahan harta bersama; (KUHPerd. 128, 573, 1652.)
- tuntutan untuk nenberi batas antara dua bidang tanah yang

berdanpi ngan. (RO 124 dst., 159; KUHPerd. 624, 630a dst., 643.)

Pasal 103.
Tuntutan nengenai hak nenguasai (bezit) dan nengenai hak mlik
(petitoir) tidak dapat dilakukan bersama. (KUHPerd. 550, 557, 562
dst., 565, 574; Rv. 55-90, 104 dst., 244-30.)

Pasal 104.
Bar angsi apa tel ah nengaj ukan tuntutan nengenai hak milik atas suatu
benda tidak dapat diterinma dalam tuntutan mengenai hak menguasai
(bezit). (KUHPerd. 565; Rv. 103, 105.)

Pasal 105.
Seorang tergugat dal am perkara nengenai hak menguasai (bezit) tidak
bol eh mengadakan tuntutan nmengenai hak nmlik atas benda yang
ber sangkutan sewm gugatan nengenai hak nenguasai (bezit) belum
sel esai
Jika ia dalam hal terakhir diputus kalah, maka ia tidak dapat
diterima dalam gugatannya tentang hak mlik sebelum nenenuhi
seluruhnya isi keputusan terhadapnya, kecuali bila pelaksanaannya
tidak ia jalankan atau terhanbat ol eh utang pihak yang nenang; dal am
hal itu maka hakim yang meneri ksa gugatan nengenai hak milik atas
benda yang bersangkutan dapat nenentukan jangka waktu yang harus
di | anpaui sebelum gugatan itu dapat dilakukan. (KUHPerd. 561, 1738-

20; Rv. 53, 103 dst., 244-3°)

Pasal 106.
(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Penggugat diwajibkan pada waktu
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nmenal ankan panggilan gugatan nenunjuk seorang pengacara, dengan
ancaman gugatannya akan batal. (Rv. 8, 92, 94, 319, 339, 349, 411-

4'.)
Tenpat tinggal tersebut dalam pasal 8 No. 1°, dianggap dipilih di
tenpat tinggal pengacara tersebut, kecuali jika penggugat telah

nmenyatakan nmemilih tenpat tinggal pilihan lain. (KUHPerd. 24; Rv.

107, 280, 800.)

Senua akta dalam acara perkara itu sanpai dengan putusan aknr
di beri t ahukan kepada al amat itu dan pengacar a itu wajib
nmenandat angani naskah- naskah serta surat-surat yang disebut dalam
bab ini dan berikutnya. (KUHPerd. 24; Rv. 68, 160, 199 dst., 206

211, 217, 221, 230, 250, 256, 267, 272, 280 dst.)

Pada surat panggilan gugatan dilanpirkan turunan surat-surat yang
menj adi dasar gugatan yang bersangkutan. Bila turunan itu, yang
mana harus diberi kan ol eh penggugat selana perkara masih berjalan

tidak ada, maka untuk hal itu tidak boleh dipungut biaya, kecuali

untuk surat-surat yang diperlukan selama penbel aan si tergugat atau
untuk vyang ditinbul kannya, atau untuk perkaraperkara yang harus
diselidiki secara tertulis sebagaimana diperintahkan oleh hakim

(KUHPerd. 1886, 1888, 1934, 1974; Rv. 110, 124, 138 dst., 141 dst.,

144, 248-4', 256 dst.)

Bagi an 2. Jawaban Dan Penjel asan Perkar a.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.)

Pasal 107.
Tergugat dapat nmenpersingkat tenggang waktu yang diberikan dalam
penberitahuan gugatan dengan suatu akta yang diberitahukan kepada
pengacara penggugat, sekaugus nenunjuk pengacara serta nenentukan
hari yang lebib awal dari yang di sebut dal am penberitahuan gugatan
Panggilan dilakukan sedikitnya Ilinma hari sebel um hari yang
di tentukan dal am akta tersebut, dengan ancaman bat al
Dal am hal ada tergugat-tergugat peserta, nmaka panggilan sepanjang
tidak nerupakan kemauan nereka, diberitahukan kepada nereka juga
dengan suatu surat panggilan juru sita dengan mengi ndahkan tenggang
waktu antara panggilan dan hari untuk menghadap yang diajukan itu
sesuai hak nasing-masing tergugat nenurut undang-undang.
Jika oleh lebih dari satu tergugat yang tidak bertindak bersana-sana
di gunakan bait pengajuan hari pengadilan, naka berlaku panggilan
yang paling awal dengan mengi ngat alinea kedua dan ketiga pasal ini.
(Rv. 8, 10 dst., 15, 108, 349.)

Pasal 108.
Kecuali dalam hal seperti disebut dalam pasal yang lain, naka ol eh
pengacara yang bertindak atas nama tergugat hal ini dinyatakan di
dal am sidang. Pernyataan itu disebut dalam berita acara sidang.
Tergugat dianggap nemlih tenpat tinggal di tenpat kedudukan
pengacar a.
Pasal 106 alinea ketiga berlaku dalam hal ini. (KUHPerd. 24; Rv.
106, 349, 413; F 118.)

Pasal 109.
Ter gugat yang tidak nenunjuk pengacara diputus verstek dan
sel anj utnya disel esai kan nenurut ketentuan-ketentuan dalam Bagian 6
Bab |. (Rv. 78, 248.)
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Pasal 110.

Kepada orang-orang |ndonesia yang datang nenghadap sendiri dan tidak
segera dapat menunj uk  pengacara untuk nmewakilinya diberikan
kesenpatan untuk dalam waktu singkat nmenunjuk seorang pengacar a,
kecual i dal am hal gugatan yang batal atau dal am hal berlaku pasal 94
al i nea kedua. Bila waktu yang diberikan |anmpau tanpa ada seorang
pengacara yang ditunjuk, maka perkara tanpa diberikan penundaan | agi
di putus verstek. (Rv. 46, 77 dst.)

Pasal 111.
Ji ka pendaftaran gugatan tidak terjadi seperti dimksud dal am pasal
23, naka pengacara tergugat berhak untuk nemnta agar perkara itu
di masukkan di dal am daftar dengan nenyanpai kan panggi | an gugatan dan
surat panggil an pengaj uan hari sidang, jika memang itu terjadi
Terhadap penggugat yang tidak datang nmenghadap, nmaka perkaranya
di putus verstek dan selanjutnya perkara berjalan seperti diatur

dalam Bagian 6 Bab 1, kecuali jika dalam hal pernohonan pengajuan
hari sidang tidak diperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 107
(Rv. 77.)

Pasal 112.
Pada hari sidang atau pada hari lain yang telah ditentukan,

pengacara penggugat nmengenukakan gugatannya yang disertai al asan-
al asannya dan pada waktu itu juga di sidang ia nenyerahkan turunan
surat gugatnya kepada pengacara tergugat. (Rv. 8, 106, 113, 117,
120.)

Pasal 113.
Setelah itu pada hari itu juga atau pada hari lain yang telah
di t ent ukan, pengacara tergugat nmengaj ukan jawabannya diserta
al asan-al asannya dan turunannya di sanpai kan kepada pengacara
penggugat. (Rv. 107 dst., 120.)

Pasal 114.
Pengacara tergugat berkewajiban nengajukan senua tangkisan dan
j awaban nengenai pokok perkaranya bersama-sama dengan ancanan
tangki san yang tidak diajukan gugur dan jika tidak dijawab pokok
persoal annya ia akan kehilangan hak untuk mengaj ukannya.
Namun para waris, janda dan wanita-wanita, baik yang bercerai maupun
pi sah neja dan ranjang atau pisah harta kekayaan yang nendapat waktu
untuk nenpertinbangkan nenerinma atau nenolak warisan, cukup dengan
menunj uk kepada keadaan itu dal am penbel aannya. (KUHPerd. 133 dst.
138, 232, 243, 1023 dst.; Rv. 128, 130, 241.)

Pasal 115.
Setelah jawaban diberikan dalam persidangan, maka pengacara
penggugat diberi kesenpatan untuk nengajukan jawabannya kenbal
(replik) yang dapat dijawab | agi oleh pengacara tergugat (dupliKk)
(Rv. 343.)

Pasal 116.
Haki m atas perm ntaan bersama para pihak dapat nenberi kesenpatan
untuk saling nenjawab.

Pasal 117.
(s.d.u. dg. S. 1925-198jo. 273.) Hakim nmenentukan waktu-waktu
pengaj uan jawaban, bila perlu setelah nenpel ajari surat-surat.
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Dal am hal kedua pihak nmenpunyai pendapat yang sanma, maka hakim
nmengabul kan pernmohonan nereka, kecuali jika hal itu akan meni nbul kan
hanbat an yang tidak patut dal am pel aksanaan peneri ksaan.

Ter hadap ket et apan- ket et apan haki m semacam itu tidak ada upaya hukum
lain. (Rv. 112 dst., 120, 241, 343.)

Pasal 118.
Set el ah di adakan pertukaran surat jawab-nenjawab, naka para pihak
di beri kesenpatan nengajukan penbelaan atau ditentukan hari lain
untuk keperluan itu, kecuali jika para pihak nmenghendaki putusan

haki m berdasarkan surat-surat. (Rv. 249.)

Pasal 119.
Haki m dal am tahap penbelaan berhak wuntuk mnta penjelasan kepada
para pengacara tentang apa Yyang dinaksud dalam jawaban-jawaban
tertulis maupun lisan yang telah nereka sanpai kan. (Rv. 112 dst.
120, 241, 249, 343.)

Pasal 120.

Bila gugatan ditetapkan untuk diperiksa dalam waktu singkat nenurut
pasal 10 sebelum alinea terakhir reglemen ini (dalam keadaan yang
mendesak), naka pada hari yang telah ditentukan oleh pengacara
penggugat diajukan tuntutannya yang disertai alasan-alasannya dan
sekal i gus dal am sidang itu disanpai kan turunannya kepada pengacara
t ergugat .

Pengacara tergugat segera nengajukan jawabannya vyang diserta

al asan-al asannya dan menyerahkan turunannya kepada pengacara

penggugat .
Hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatannya untuk
kepenti ngan j awaban- j awaban at au penbel aan dapat menberi kan

penundaan. (Rv. 47, 107 dst., 117, 249, 285, 605.)

Pasal 121.
Ji ka pengacara yang newakili orang yang senula datang nenghadap
tetapi kenudi an pada sidang |anjutan tidak hadir, maka hal itu tidak
dapat nmenjadi alasan untuk dijatuhkan putusan verstek, tetapi
putusan itu dianggap sebagai putusan itu yang dijatuhkan atas
bant ahan.

Pasal 122.
Para pihak tidak dapat nenarik kenbali penunjukkan seorang pengacara
tanpa nenunjuk seorang pengacara |ain sebagai penggantinya; selama
bel um ditunjuk pengacara baru, nmaka acara berjalan atas nana
pengacara yang ditunjuk pertama kali. (KUHPerd. 1813 dst., 1974; Rv.
106, 108, 248 dst., 256, 343.)

Pasal 123.
Pi hak yang jawabannya nendasarkan atas suatu surat, wajib
menyebut kan dalam jawaban itu bahwa surat itu diajukan di dalam
si dang.

Seorang pengacara, bila dipandangnya perlu, dapat nmem nta turunan
semua surat-surat yang diajukan dalam perkara ol eh pihak |awan dan
turunan-turunannya harus disanmpai kan dalam waktu delapan hari
sesudah permintaan itu. Kecuali itu maka pihak yang bersangkutan
wajib, jika Ilawannya nmenyatakannya dengan perantaraan pengacara
kepada pengacara | awannya, mem nta untuk nelihat surat-surat aslinya
yang diajukan dalam sidang dengan neletakkan suratsurat itu di
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kepani teraan ataupun nenyerahkannya kepada pengacara pihak |awan,

dengan nenberi tanda terina.

Ji ka suatu pihak setelah ditentukan hari untuk mengaj ukan penbel aan
masi h  nengaj ukan suatu surat, maka i ni di | akukannya dengan
nmenberi kan turunan kepada pengacara pihak lawan di sanpi ng
menyanpai kan satu turunan kepada panitera dengan tanda terima.

Ji ka mengenai suatu surat tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan dalam
pasal ini, atau dibiarkan begitu adanya sehingga |awan tidak senpat
nmenberi kan jawaban terhadapnya, maka ia hanya dapat menyinggung
keadaan itu pada waktu penbel aan. Haki m dapat nengesanpi ngkan surat
semacam itu dan dalam putusannya tidak perlu nenperhatikannya

(KUHPerd. 1886, 1888; Rv. 106, 112 dst., 120, 125 dst., 140 dst.,

241, 343, 416.)

Pasal 124.
surat-surat dapat disanpai kan kepada panitera tanpa neterai

Pasal 125.
surat-surat harus dikenbalikan dalam waktu delapan hari sesudah
tanggal tanda terinma atau sejak penberitahuan kepada pihak |awan
bahwa surat-surat sudah di sanpai kan kepada panitera, (Rv. 241.)

Pasal 126.
Jika surat-surat itu tidak dikenbalikan dalam tenggang waktu itu,
maka pihak yang lalai dapat dipaksa ol eh ketua dengan suatu surat
perintah, bahkan dengan paksaan badan (lijfsdwang) dengan tidak
mengurangi tanggung jawab atas penggantian biaya, kerugian dan
bunga, di mana perlu. (KUHPerd. 1243 dst., 1365 dst.; Rv. 241, 580
dst., 607 dst.)

Pasal 127.
Penggugat berhak untuk nmengubah atau nengurangi tuntutannya sanpai
saat perkara diputus, tanpa boleh nengubah atau nenanbah pokok
gugatannya. (Rv. 8, 344, 503; KUHPerd. 1900.)

Bagi an 3. Pernohonan Senentara Dan Tangki san Tentang Keti dakwenangan.

Pasal 128.

(s.d.u. dg. S. 1915-299, 642.) O ang-orang asing bukan penduduk
sebagai penggugat, atau nenggabungkan diri atau masuk dal am suatu
perkara atas perm ntaan pihak |awan sebel um nel akukan penbel aan atau
bantahan dimnta jamnan nengenai penbayaran biaya, kerugian dan
bunga yang mungki n dapat di bebankan kepadanya.

Pihak yang mnta jamnan tidak dianggap sebagai telah nengakui
wewenang hakim (ISR 163, AB. 3-5; KuUHPerd. 1827; Rv. 114, 117,
130, 134, 241, 279, 349, 580-90, 611, 614, 872.)

Pasal 129.
Put usan haki m yang nmenerintahkan penberian jami nan menyebut junlah
uang yang nenjadi tanggungan serta Cara penberiannya. (KUHPerd.
1830; Rv. 349, 611 dst.)

Pasal 130.
Bar angsi apa yang di hadapkan kepada hakim yang tidak berwenang untuk
nmengadi | i sengketa yang bersangkutan dapat nmenuntut agar hakim itu

nmenyat akan dirinya tidak berwenang. (ISR 136; RO 175; Rv. 76, 99
328, 349.)
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131. D cabut dg. S. 1908-522.

Pasal 132.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Dalam hal hakim tidak berwenang karena
jenis pokok perkaranya, naka ia neskipun tidak diajukan tangkisan
tentang keti dakwenangannya, karena jabatan wajib nenyatakan dirinya
ti dak berwenang. (Rv.130, 328, 349, 951; IR 134; RBg. 160.)

Pasal 133.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila suatu perkara yang nenjadi wewenang
Resi denti erechter (haki m Karesi denan), diajukan ke raad van justitie
dan tergugat yang hadir tidak rmengajukan tangkisan tentang
ket i dakwewenangannya, maka raad van justitie akan nenangani perkara
itu dan nengadilinya pada tingkat tertinggi. (Rv. 130, 132, 972.)

Pasal 134.
(s.d. u. dg. S. 1901-15; S. 1908-522.) Perkara-perkara yang
sebel umya telah digugat di hadapan hakim lain antara pihak-pihak
yang sanma nengenai pokok perselisihan yang sama pula atau yang ol eh
pi hak-pi hak yang sanma nengenai pokok perselisihan yang sama pula
telah diserahkan penyel esaiannya kepada para wasit dan nmasih
berjalan, atau dalam hal suatu perselisihan yang erat hubungannya
dengan suatu perkara yang sudah ada di tangan hakim lain atau ada di

tangan para wasit, maka dapat dimintakan agar perkara itu
di I i npahkan kepada hakim lain itu atau pada para wasit yang telah
di angkat . Hal ini harus dilakukan dengan suatu perm ntaan yang
beral asan sebelum dilakukan penbel aan pada  hari yang telah

di tent ukan unt uk penbel aan itu.

(s.d. t. dg. S. 1908-522.) Pelinpahan itu dapat juga dinmnta oleh
penggugat, tetapi hanya dalam tahap dilakukan kesi npulan gugatnya.
(KUHPerd. 1197; Rv. 95, 99, 128, 270, 279, 349, 436, 615.)

Pasal 135.
(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Jika ada perkara antara orang-orang yang
sama nengenai  pokok- pokok sengketa yang sama pada waktu yang
bersamaan, atau pada hakim yang saina ada perkara-perkara yang
sangat erat hubungannya naka dapat di mi ntakan penggabungan.
Ji ka penggabungan itu dimntakan oleh tergugat, naka berlakulah
kalimat terakhir alinea pertana pada pasal yang |ain.
Penggabungan dapat juga dimntakan oleh penggugat, tetapi hanya
dal am tahap dil akukan kesi npul an gugatnya. (Rv. 112, 114, 120, 134,
244, 279.)

Pasal 136 dan 137.
D cabut dg. S. 1908-522.

Bagi an 4. Peneri ksaan Perkara Atas Dasar Jawab- Menjawab Tertulis

Pasal 138.
(s.d.u, dg. S. 1908-522.) Jika setelah dilakukan jawab-nmenjawab di
dal am sidang pengadilan perkara ternyata tidak dapat disel esaikan
dengan cara |isan, nmaka haki m atas pernohonan para pi hak atau karena
jabatan dapat nenerintahkan bahwa perkara diperiksa berdasarkan
j awab- nenjawab tertulis. (Rv. 48, 106, 255, 349.)
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Pasal 139.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Perintah peneriksaan perkara berdasarkan
j awab- nenjawab tertulis tidak dapat dimhonkan banding, dan tidak
ada upaya hukum lain yang tersedia. (Rv. 66, 68.)

Pasal 140.
Dal am waktu enpat belas hari setelah putusan haki m dijatuhkan untuk
peneri ksaan perkara berdasarkan jawab-nmenjawab tertulis, maka

penggugat di kabul kan dengan perantaraan jurusita kepada tergugat
surat-surat yang nenyebut kan upaya-upaya hukumya serta nenyerahkan
t urunan-turunannya; berkas itu diakhiri dengan daftar surat-surat
unt uk menguat kan gugat annya.

Berkas surat-surat ini dal am waktu dua puiuh enpat jam sesudah
di beri tahukan di sanpai kan di kepaniteraan.

Akta bukti penyanpaian berkas itu diberitahukan kepada tergugat.
(Rv. 68, 139, 143.)

Pasal 141.

Dal am waktu enpat bel as hari sesudah  penberitahuan dengan

perantaraan juru sita tersebut, tergugat dapat nelihat berkas itu

serta mnta turunan surat-surat vyang telah diserahkan kepada

panitera dan ia menberitahukan jawabannya dengan upaya-upaya hukum

kepada penggugat; juga disanpai kan daftar surat - sur at unt uk

mendukung jawaban itu.

Jawaban serta surat-surat juga diserahkan kepada panitera beserta
turunan-turunannya itu dalam waktu dua puluh enpat jam sesudah

penberitahuan dan akta penyerahan itu juga diberitahukan kepada

pi hak lawan. (Rv. 68, 113 dst., 143 dst., 145,,349.)

Pasal 142.
Dal am tenggang waktu yang sanma para pihak dapat saling nenyanpai kan
surat-surat jawaban (replik) dan jawaban balik (duplik) yang dengan
cara yang samm bersanma-sanma dengan surat-surat yang bersangkutan
di serahkan kepada panitera. (Rv. 68, 120, 143 dst., 145, 249, 349.)

Pasal 143.
Dal am hal-hal yang diatur dalam tiga pasal terdahulu, nmaka para
pi hak dapat saling nenberitahukan surat-surat secara sukarela dengan
surat tanda terima; pasal 126 berlaku dalam hal ini. (Rv. 126, 145

349.)

Pasal 144.
surat-surat atau alat-alat lain yang ol eh para pihak kenudi an saling
di perli hatkan atau saling diberitahukan tidak dapat di nasukkan dal am
per hi tungan biaya. (Rv. 98, 10,6, 349.)

Pasal 145.

Bila dalam waktu yang telah ditentukan di atas, salah satu pihak
ti dak menunjukkan atau nenberitahukan surat-surat ataupun tidak
nmenberi t ahuan daft ar surat - surat, maka per kar anya akan
di perti nbangkan berdasarkan surat-surat dari pihak lawan. (Rv. 126
140 dst., 143, 349.)

Dal am hal itu, seperti juga setelah ditunjukkan atau diberitahukan
surat-surat dan penberitahuan oleh juru sita dalam waktu yang tel ah
di tentukan, nmaka panitera atas keingi nan pi hak yang |ebih dulu siap,
menyer ahkan surat-surat itu kepada ketua yang akan nenbi carakan hal
itu pada rapat yang pertama beri kutnya. (Rv. 140 dst., 249, 349.)
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Pasal 146
Jika sifat perkara adalah sedem ki an rupa sehingga perlu mendengar
penuntut umum maka ol eh hakim di perintahkan kepada panitera untuk
menberit ahukan kepadanya perkara itu. (Rv. 349.)
Penuntut umum menganbi | kesi npul an pada sidang peneriksaannya, yang
di umunkan pada hari sidang sebel utmya. (Rv. 322 dst.)

Pasal 147.
Haki m nenberi kan putusannya pada hari sidang yang ditentukan
ol ehnya. (Rv. 22, 47, 349.)

Bagi an 5. Perselisihan Mengenai Asli Tidaknya surat-surat Dan Tentang
Pereri ksaan
D Sidang Pengadilan Tentang Hal |tu.

Pasal 148.

Pereri ksaan di sidang pengadilan nengenai asli tidaknya surat-surat

yang hendak di pergunakan para pihak diadakan: (Sv. 231 dst.; IR

138; RBg. 164.)

1°. jika pihak yang dikatakan telah menbuat surat di bawah tangan
at au menandat angani nya, menyangkal tel ah menbuatnya atau
nmenandat angani nya; (KUHPerd. 1875 dst.; Rv. 149.)

2°. jika pihak yang dilawan dengan nenggunakan suatu surat di bawah

tangan yang ditulis oleh pihak ketiga atau ditandatangani oleh
pi hak ketiga itu dan nenyatakan tidak mengakui surat atau tanda
tangan orang yang dikatakan telah nenulis atau nenandatangan
surat itu; (KUHPerd. 1875 dst.; Rv. 149.)

3% jika salah satu pihak nengatakan bahwa surat itu palsu atau
di pal sukan. (KUHPerd. 1872; BS. 25, 28; Rv. 349, 628.)

Pasal 1409.

Dal am kej adi an- kej adi an seperti tersebut dalam No. 1° dan 2° pasa
yang lalu, naka pihak yang ingin nenpertahankan serta nmenggunakan
surat yang oleh pihak |awan disangkal keasliannya dapat menuntut
agar ia diberi kesenpatan untuk nmenbuktikannya baik dengan surat-
surat, dengan ahli-ahli, maupun dengan saksi-saksi. (KUHPerd. 1867
dst., 1895; Rv. 151, 154, 215 dst., 349.)

Pasal 150.
Dal am kej adi an seperti tersebut dalam no. 31 pasal 148, naka pihak
yang nengatakan bahwa surat yang dikenukakan adalah palsu atau
di pal sukan dapat menunt ut agar ia diberi kesenpatan  unt uk
menbukti kannya baik dengan surat-surat, dengan ahli-ahli, maupun
dengan saksi - saksi .
(s.d.u. dg. S. 1872-13.) Tetapi ia tidak akan diperbol ehkan untuk
itu sebelum nenyanpai kan di kepaniteraan suatu akta vyang
di t andat angani ol ehnya sendiri atau oleh orang vyang khusus
di kuasakan untuk itu dengan suatu akta otentik, dan rnenuat
pernyat aan yang tegas bahwa surat-surat yang bersangkutan dianggap
pal su atau dipalsukan dan juga nenyebutkan tindakan-tindakan
keadaan serta alat-alat bukti yang dipandangnya perlu untuk
menbukti kan kepal suan atau dipal sukannya surat-surat itu. (KUHPerd.
1867 dst., 1872, 1895; Rv. 151, 154, 215 dst., 349.; Sv. 231 dst.)
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Pasal 151.
(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Perintah untuk peneriksaan di sidang
pengadi | an nmengenai asli atau tidaknya suatu surat, tidak diberikan
sebel um di beri kut suatu pernyataan seperti diatur dalam dua pasal
beri kut, satu dan yang lain nengingat apa yang nenjadi tuntutan
dal am gugat an
Per nyat aan- pernyataan itu diucapkan secara |isan dalam sidang
pengadi | an.
Tentang hal itu dicatat dalam berita acara

Pasal 152.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Jika tuntutan dilakukan sesuai dengan
pasal 149, maka pihak yang nenyangkal keaslian surat harus
menyat akan tetap nmenyangkal Kkeaslian surat dengan tidak nengakui
surat atau tanda tangan atau nenyat akan tidak nengenal nya.

Dal am hal ia tidak datang nenghadap pada hari yang telah ditentukan
atau nenol ak untuk nenjawab atau tidak tetap pada sangkal annya atau
bant ahannya, naka atas pernintaan pihak yang berkepentingan hal itu
di catat dalam berita acara, dan haki m menyatakan bahwa surat yang
ber sangkutan  dapat diterima dalam peneriksaan perkara yang
ber sangkut an.

Senua itu dicatat dalam berita acara. (Rv. 148, 154, 349.)

Pasal 153.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Jika suatu gugatan dilakukan nmenurut
pasal 150, mmka pihak yang nengenukakan surat harus nenyatakan
apakah ia ingin menggunakan surat itu dal am perkaranya.
Jika ia tidak datang nenghadap pada hari yang telah ditentukan atau
nmenol ak untuk mnenjawab atau nenyat akan tidak akan menggunakan sur at
itu, maka atas perm ntaan pihak |lawan hal itu dicatat dalam berita
acara dan oleh hakim dinyatakan surat itu di luar peneriksaan
per kar a.
Senua itu dicatat dalam berita acara. (Rv. 154, 349.)

Pasal 154.
(s.d.u. S 1908-522.) Jika suatu pernyataan diberikan nen ur ut
dua pasal terdahulu, dan terdapat cukup al asan- al asan, naka

haki m neneri ntahkan untuk mnengadakan peneriksaan hari sidang yang
ditentukan ol ehnya, paling cepat setelah enpat belas hari tentang
asli tidaknya surat-surat yang bersangkutan, dan jika ia tidak dapat
nmel akukannya sendiri, ia mengangkat seorang haki m komi saris dan tiga
orang ahli.

Dal am hal para pihak bersepakat untuk menilih ahli-ahlinya, mnaka
haki m akan neneri manya.

Perintah ini sekaligus nmenuat perintah agar surat yang di sengketakan
di beri kan keterangan yang cukup nengenai cirinya serta diberi tanda
ol eh ketua dan paniteran untuk kermudi an di serahkan ke kepaniteraan
untuk disinmpan di sana, dengan tidak nengurangi hak para pihak untuk
dapat nelihat atau nendapatkan (KUHPerd. 1877; Rv. 148 dst., 215
dst., 349; Sv. 231 dst., 241.)

Pasal 155.
Pada hari vyang ditentukan para pihak datang nenghadap ketua atau
hakim komi saris untuk nenyetujui nengenai pencocokan surat-surat
yang bersangkut an.
Jika salah satu pihak tidak datang, maka diperintahkan penanggilan
untuk hari lain. Jika pada hari itu pihak yang ingin menggunakan
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surat itu tidak datang, maka surat itu tidak akan digunakan dalam
peneri ksaan perkara yang bersangkut an.

Ji ka pihak |awan yang tidak datang, naka haki m nenyatakan surat itu
sebagai diakui ol eh pihak |lawan itu.

Ji ka kedua pihak tidak datang pada hari peneriksaan yang pertang,

maka hakim dapat nmenyatakan gugur tuntutan bahwa surat vyang
ber sangkut an adal ah palsu atau yang dipal sukan ataupun dapat juga
nmermanggi | para pihak untuk kedua kalinya. (RV. 152 dst., 156 dst. |,

349.)

Pasal 156.

Senentara para pihak tidak sependapat nengenai surat-surat yang

di cocokkan, hakim tidak bol eh nenerinma surat-surat lain senmacam itu,

kecual i

1°. akta-akta otentik; (KUHPerd. 1868 dst., IR 165.)

2°. surat-surat di bawah tangan yang diakui kedua pihak; (KUHPer d.
1874 dst., Ism Sv., 238.)

3°. bagian selebilnya dari surat-surat yang dikenukakan, sementara
peneri ksaan nengenai asli atau tidaknya hanya nengenai bagian

itu;
4°. hal - hal yang harus ditulis oleh para pihak di hadapan haki m atau
haki m konmi sari s dengan nengi kuti . apa yang di ucapkannya

5%, (s.d.t. dg. S. 1919-603.) Sidik jari yang harus dibubuhkan
di hadapan atau atas petunjuk hakim atau haki m komi sari s.

Penol akan untuk nenulis dapat diartikan sebagai pengakuan atas

surat-surat yang bersangkutan. (KUHPerd. 1922; Sv. 237 dst.)

Pasal 157.

Dal am hal surat-surat yang akan dicocokkan ada di tangan pejabat

penyi npan unmum atau Penyi npan |ain, maka hakim atau haki m kom saris
dapat nenerintahkan agar Penyinpan itu nmenbawa surat-surat itu
kepadanya pada hari dan jam yang ditentukan ol eh hakim atau hakim
kom saris di tenpat peneriksaan akan dil akukan dengan ancanman
paksaan badan terhadap penyinmpan umum dan terhadap penyinpan yang
| ainnya dengan di paksa sesuai ketentuan hukum dengan tidak
mengur angi paksaan badan juga penyanderaan bila dipandang perlu.

(KUHPerd. 1239; Rv. 160, 349, 580-5', 584, 952; Sv. 234.)

Pasal 158.
Ji ka surat-surat yang untuk dicocokkan tidak dapat ditunjukkan, atau
tenmpat tinggal para penyinpannya anmat jauh, maka terserah pada
haki m  berdnmrkan |aporan hakim komisaris, bila diangkat, dalam
segal a hal sesudah didengar penuntut umum apakah akan di peri ntahkan
agar peneriksaan dilakukan oleh hakim atau oleh Kepala Daerah di
tenpat tinggal penyinpan itu, atau agar dalam waktu yang ditetapkan
surat-surat itu dikirinkan kepada kepaniteraan dengan cara-yang
ditentukan oleh hakim (RO 33; BS. 9 dst.; Rv. 159, 349, 952; Rbg.

322-3%)

Pasal 169.
(s.du. dg. S. 1,908-522.) Jika dalam hal terakhir ini penyinpan
adal ah seorang pej abat umum naka ia sebelumya nenbuat turunan
surat-surat, yang akan di cocokkan dengan aslinya dan ditandatangani
oieh ketua Rv.J. atau Residentierechter di wlyah tenpat tingga
pej abat tersebut, dan oleh nereka dibuat berita acara tentang hal
itu. Turunan itu ol eh pejabat tersebut digabungkan dengan surat-
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surat yang asli atau niinutnya sebagai ganti surat-surat yang asli
sanpai yang asti dikenbalikan kepadanya dan ia dapat nmengel uarkan
grossen dan turunan vyang sah dengan nenyebutkan berita acara
tersebut di atas.

Bi aya di bayar ol eh pihak yang nmeninta peneri ksaan di sidang nmengena
asli tidaknya surat-surat kepada penyinmpan, nenurut perhitungan
pej abat yang nenbuat berita acara dan untuk itu diberikan perintah
pel aksanaannya kepada pejabat penyinmpan. (Rv. 148, 158, 161, 349,
952; Sv. 237.)

Pasal 160.
Pi hak yang telah siap lebih dulu nmemanggil dengan perantaraan juru
sita para ahli, jika ada yang diangkat, dan para pejabat penyinpan

yang di perintahkan nmenghadap secara pribadi untuk siap pada hari dan
jam yang telah ditentukan dengan surat perintah oleh hakim atau
hakim kom saris; para ahli harus nengangkat sunpah sebelum nulai
dengan peneri ksaan serta nenbuat |aporannya; kenudian para penyi npan
nmenyanpai kan surat-surat untuk di cocokkan. Tentang semuanya itu
di buat berita acara.

Pihak ini dipanggil dengan akta juru sita di tenpat tinggal yang
dipilih untuk hadir pada waktu pereriksaan. (Rv. 8, 16, 106 dst.
157 dst., 215 dst., 349.)

Pasal 161.
Jika surat-surat telah diperlihatkan oleh para pejabat penyinpan
maka terserah kepada haki m atau haki m komi sari s unt uk
mener i nt ahkannya, sementara  nenyi npan surat - sur at itu, tetap
nmenghadiri  pemeri ksaan dan pada tiap-tiap sidang yang nmenerlukan
nmenperli hatkan dan rnenganmbil kenmbali surat, surat sinpanannya

ataupun dapat nenerintahkan agar surat-surat yang bersangkutan
di serahkan kepada panitera.

Dal am hal terakhir jika pejabat penyinpan adalah seorang pejabat
umum ia dapat nmenbuat turunan seperti diatur dalam pasal 159, dan
meski pun tenpat diadakannya peneriksaan berada di luar w | ayahnya,
penyi mpan itu menurut peraturan dapat menbuat akta.

Dal am hal itu pencocokan dil akukan ol eh ketua raad van justitie di
dal am wilayah hukum dimana surat-surat yang bersangkutan berada.
(KUHPerd. 1868; Rv. 349.)

Pasal 162.
Para ahli harus nengangkat sunpah.
Sur at -surat di sanpai kan kepadanya yang kenudian dibuatkan |aporan
di sertai al asan-al asan pertinmbangannya.
(s.d.u. dg. S. 1908-522, S. 1925-525.) Dalam hal ini berlaku
ket ent uan- ket entuan dal am pasal : 222, 225, 228 dan 229. (Rv. 160,
204, 223 dst., 349; Sv. 239.)

Pasal 163.
Sebagai saksi-saksi dapat didengar nereka yang nelihat penbuatan
akta atau penandat anganannya atau nereka yang nengetahui sel uk-bel uk
kej adi annya, untuk dapat ditenmukan kebenarannya.
surat-surat yang tidak diakui atau disangka palsu diperlihatkan
kepada nereka, serta nereka nenberi tanda nengetahui dan sel anj ut nya
diikuti ket ent uan- ket ent uan mengenai peneri ksaan saksi - saksi
(KUHPerd. 1895 dst.; Rv. 149 dst., 171 dst., 349; Sv. 239.)
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Pasal 164.
(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Jika peneriksaan telah selesai, nmaka
pi hak yang sudah siap lebih dulu nemanggil pihak yang lain dengan
perantaraan pengacara untuk nelanjutkan peneriksaan perkaranya,
kecuali jika perkara masih nenunggu giliran. (Rv. 154, 158, 160,
208, 349.)

Pasal 165.

Bila di dalam peneriksaan di sidang tinmbul dugaan telah dilakukan
penmal suan oleh orang yang nasih hidup, maka oleh hakim karena
jabatan atau atas pernintaan penuntut unmum di perintahkan agar surat-
surat di serahkan kepada penuntut umum untuk dil akukan peneriksaan
ol eh haki m pi dana yang ber sangkut an.

Sengketa perdatanya ditunda sanpai ada putusan hakim pidana. (AB.
29; KUHPerd. 1872, 1918; Rv. 321, 349, 952; KUHP 263 dst., 266; Sv.
9 dst., 231 dst., 390; IR 138; RBg. 164.)

Pasal 166.

Jika hakim perdata dalam putusannya nengenai tuduhan pemal suan
nmener i nt ahkan agar surat-surat yang di nyatakan pal su atau di pal sukan
di kesanmpi ngkan, disobek atau dicoret seluruhnya atau sebagi an

ataupun agar diperbaiki dan dirapi kan, maka bagian putusan ini
di tunda pel aksanaannya selana bagi terhukum belum |ewat tenggang
wakt u untuk banding, peninjauan kenbali atau kasasi atau bila ia
tidak nmenerima putusan. (AB. 29; KuUHPerd. 16; Rv. 329, 334, 349,
388, 402 dst.; Sv. 243.)

Pasal 167.
Dal am put usan haki m di sebut kan kecuali nengenai pal su tidaknya surat
yang bersangkutan juga tentang tenggang waktu dan cara bagai nana

para pi hak, saksi - saksi dan pej abat - pej abat penyi npan  harus
mengenbal i kan surat-surat yang ditunjukkan. (Rv. 155 dst., 349; Sv.
244.)

Pasal 168, 169 dan 170. Dicabut dg. S. 1872-13

Bagi an 6. Peneri ksaan Saksi - saksi .

Pasal 171.
Jika para pihak tidak nmendapat kesepakatan tentang kejadi an-
kej adi annya, dan ol eh undang-undang di perbol ehkan di bukti kan dengan
saksi -saksi, dan kejadian-kejadian itu akan dapat nenbawa ke arah
penyel esai an perkaranya, naka atas permintaan pihak-pi hak yang
bersangkutan haki m dapat nemrerintahkan dil akukannya pemneriksaan
saksi. (IR 121, 139; RBg. 145, 165.)
Dal am keadaan seperti di atas, naka ia karena jabatan dapat
meneri ntahkannya bila dianggapnya berguna atau perlu unt uk
nmerut uskan perkara itu. (Rv. 953.)
Pereri ksaan saksi, jika nenuju ke arah penyel esaian perkara, selalu
di per bol ehkan tanpa kecuali bila dikehendaki oleh orang |ndonesia
atau yang diperan dengan nereka, yang nengingat perkara dalam
sengketa tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau vyang tidak
menyat akan tunduk kepada hukum yang berlaku untuk gol ongan Eropa.
(IR 168; AB. 1 1 dst.; Rv. 953 .)
Bukti |awan nenurut hukum sel al u di perbol ehkan. (KUHPerd. 1866, 1895
dst.; Rv. 48, 173, 241 dst., 332, 349, 393.)
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Pasal 172.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) surat keputusan yang di dal ammya ternuat
peri ntah peneriksaan saksi harus nenyebutkan perbuatan-perbuatan
yang harus di bukti kan. Dal am perkar a- per kara nengenai hak menguasa
(bezit) yang tidak nengakui hak itu atau terhadapnya, tidak boleh
menyebut kan per buat an- perbuatan yang nmengenai hak mlik atas benda
yang bersangkutan (petitoir) itm
Dal am putusan itu haki m nemerintahkan, bahwa peneriksaan saksi akan
di | akukan di dal am persi dangan, atau atas perm ntaan para pihak atau
karena al asanal asan yang penting yang disebut dalam putusan itu, di
hadapan seorang hakim komi saris yang diangkat ol ehnya sepanjang ia
ti dak menggunakan hak yang diberi kan kepadanya dal am pasal 173 (Rv.
293a.)
Begitu pula bila telah terjadi putusan, seperti yang dinmksudkan
dal am dua alinea terdahulu, hakim dapat nmenggunakan wewenangnya
seperti yang disebut kan dal am pasal berikutnya, yaitu untuk nmengubah
putusan itu, baik karena jabatan, maupun atas pernohonan kedua bel ah
pi hak atau sal ah satu pihak.

Pasal 173.
(s.d. u. dg, S. 1908-522.) Jika para saksi bertenpat tinggal dalam
wi | ayah hukum raad van justitie tetapi di |uar karesidenan/afdeling
t enpat kedudukan raad van justitie, maka peneri ksaan dapat
di serahkan kepada haki m karesidenan di tenpat tinggal para saksi.
(Rv. 896.)
Jika para saksi bertenpat tinggal di luar wilayah hukum raad van
justitie nmaka peneriksa dapat diserahkan kepada raad van justitie
atau Residentierechter di tenpat tinggal para saksi. Raad van
justitie yang dimnta bantuannya dapat nelakukannya sendiri atau
menyer ahkannya kepada hakim komi saris atau dalam keadaan seperti
tersebut dalam alinea yang |alu kepada Residentierechter. (Rv. 896.)
Jika para saksi bertenmpat tinggal di luar Indonesia, maka hakim
dapat neninta kepada seorang pejabat di negara tenpat tinggal saksi
itu wuntuk mereriksanya atau nenyerahkan pereriksaan itu kepada
seorang pej abat konsuler di tenpat tinggal para saksi. Berita acara
itu menpunyai kekuatan yang sanma dengan berita acara yang dibuat
ol eh haki m I ndonesia. (Rv. 896.)
Ji ka saksi karena sakit atau karena hal angan yang sah tidak datang
menghadap, naka hakim dapat nenerintahkan kepada seorang hakim
komsaris, jika seya tidak ada perintah najeus untuk peneriksaan
saksi - saksi sel uruhnya, dan haki m kom saris nendatangi saksi untuk
nmendengar kesaksi annya. (Rv. 896.)
Dal am semua hal tersebut di atas, naka haki m juga nenentukan jangka
waktu yang harus diperhatikan dalam nenberitahukan pihak |awan
mengenai hari jam serta tenpat peneriksaan dilakukan dan juga
nmenent ukan hari perkara itu nendapat giliran di sidang pengadil an.

Pasal 174.

(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Jika peneriksaan saksi dilakukan di
dal am si dang pengadil an, naka dal am putusan disebutkan hari dan jam
saksi - saksi tersebut didengar.

Pemeri ksaan nengenai bukti lawan dilakukan pada hari dan jam yang
juga ditentukan dalam putusan atau segera ditentukan setelah
nmendengar ket erangan saksi sebagai penbukti an.

Jika salah satu pihak nohon perpanjangan tenggang waktu seperti
dal am al i nea pertama dan kedua, maka hal ini segera ditentukan tanpa
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ada kemungki nan upaya hukum I ai n.

Sel anjutnya untuk nmendengar keterangan saksi di sidang, harus
di perhati kan aturan-aturan seperti yang dimaksudkan dalam pasal -
pasal yang berikut ini.

Pasal 175.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Saksi-saksi dipanggil dengan bertenu
dengan nereka sendiri atau di tenpat tinggal nya sedikitnya tiga hari
sebel um hari peneriksaan. Tenggang waktu ini ditanbah dengan satu

hari untuk tiap-tiap jarak linma belas pal. (Rv. 953°)

surat panggilan nenmuat putusan, tenpat, hari dan jam diadakan
perei i ksaan serta mengenai hal-hal yang harus dibuktikan. (Rv. 8,
15, 96, 176, 188, 204, 896.)

Pasal 176.
Nama- nama serta tenpat tinggal saksi - saksi sel anbat - | anbat nya
del apan hari sebelum hari peneriksaan ol eh Para pihak diberitahukan
kepada pengacara pi hak lawan. (Rv. 96, 106 188, 200,)

Pasal 177.
Haki m nmenanyakan kepada saksi tentang naina nana depan, pekerjaan
umur serta tenpat tinggalnya, juga nengenai apakah ia nmenpunyai
hubungan kel uarga dengan para pihak karena keturunan atau Kkarena
perkawi nan dan bila ada dalam derajat ke berapa dan juga apakah
i anerupakan buruh atau penbantu rumah tangga sal ah satu pi hak.
Setelah itu mereka nasing-masing akan bersunpah atau berjanji
menurut agama nasi ng- nasi ng, bahwa nereka akan nenberi kan ket erangan
yang sebenar-benanmya dan tidak lain dari yang sebenanya. (ISR 173
KUHPerd. 290 dst., 1909 dst.; Rv. 179, 188 dst. 204, 896,; Sv. 48
139; IR 144, 147 dst., 265; S. 1920-69.)

178. Dicabut dg. S. 1925-525.

Pasal 179.

Kermudi an masi ng- masi ng  saksi secara sendiri-sendiri di dengar
ket erangannya di dalam sidang pengadilan dengan atau tanpa hadinya
para pihak lawan. Mereka tidak diperbol ehkan nmenbaca jawaban
tertulis.

Para pi hak tidak diperbol ehkan nemutus penbi caraan saksi, pernohonan
Para pihak, dan juga karena jabatannya dapat pertanyaan-pertanyaan
yang di pandangnya perlu kepada saksi. (Rv. 204, 896).

Pasal 180.
(s.d.u. dg. S. 1908-522, S. 1925-525.) Jika seorang dipanggi
dengan patut tidak datang nmenghadap atau jika nenberi jawaban, naka
pi hak yang berkepentingan dapat nenohon ke nenberi kesenpatan di
[ ai n wakt u.

Pasal 181.
Ji ka saksi nmenuntut ganti rugi, maka besar ganti rugi itu akan
di rencanakan pada turunan surat panggilan vyang bersangkutan dan
tentang hal itu akan dicatat dalam berita acara. (Rv. 204, 896; S.
1851- 27 pasal 53.)

Pasal 182.
Dal am hal Para saksi tidak dapat didengar dalam satu hari, naka
haki m nenundanya sanpai hari dan jam lain dan baik terhadap para
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pi hak ataupun saksi tidak diadakan panggilan baru. (Rv. 16, 204,

896.)

Pasal 183.
Pi hak yang nengaj ukan lebih dari |ima saksi mengenai satu perkara
ti dak dapat nenbebankan biaya sel ebihnya dari lima saksi.itu kepada

pi hak lawan. (Rv. 204, 958.)

Pasal 184.
(s.d.u. dg. S. 1917-497.) Saksi yang tidak datang nenghadap
wal aupun sudah dipanggil dengan patut di hukum untuk nengganti biaya
panggilan yang telah dilakukan dengan sia-sia, juga nmenbayar

kerugi an dan bunga kepada Para pi hak.
la dipanggil lagi atas biaya sendiri. (KUHPerd. 1909; Rv. 204, 896
954; Sv. 51 dst.; 133 dst.; IR 140, 260 dst., 263; RBg. 166.)

Pasal 185.
(s.d.u. dg. S. 1917-497.)Ji ka saksi-saksi yang telah dipanggil |agi
untuk kedua kalinya belum juga datang nenghadap, naka nereka di hukum
kedua haknya untuk menbayar biaya panggilan yang telah dikel uarkan
dengan sia-sia dan juga nenbayar ganti rugi serta bunga kepada para
pi hak.
Haki m dapat nenerintahkan agar saksi-saksi yang tidak datang di bawa
ol eh pej abat yang ber kuasa ke hadapannya unt uk menenuh
kewaj i bannya. (Rv. 204, 580-10-, 896, 956, 959; Sv. 51 dst., 133
dst.; IR 141; RBg. 167.)

Pasal 186.

Ji ka saksi, yang datang berdasarkan panggilan pertama atau kedua
atau setel ah di hadapkan kepada hakim tanpa alasan yang sah nenol ak
untuk bersunpah atau berjanji atau nenberikan kesaksiannya, naka
haki m atas pernobhonan pihak yang berkepentingan dapat nenerintahkan
agar terhadap saksi tersebut atas biaya pihak yang nengaj ukannya
di | akukan penyanderaan dan tetap disandera sanpai ia bersedia
menenuhi  kewaj i bannya. (Rv. 204, 580- 1 O, 896; Sv. 53, 136; IR
148; RBg. 176.)

Pasal 187.
Jika saksi yang tidak datang nenghadap dapat nenbuktikan bahwa
keti dakdat angannya di sebabkan karena al asan-alasan yang sah, mnaka
haki m setel ah nmendengar keterangannya dapat nenbebaskannya dari
segal a kewaji ban nmenbayar uang tel ah di bebankan kepadanya. (Rv. 204,
896, 959; Sv. 52; IR 142; RBg. 168.)

Pasal 188.

DI luar apa yang diatur dalam pasal 171 tentang pengucapan sunpah,
keal paan dal am nel akukan formalitas seperti tersebut dalam pasal 172
dan beri kutnya, hanya dapat nenbatal kan kesaksian itu, jika hal itu
nmeni nbul kan kerugi an bagi penbel aan pihak |awan dan keal paan itu
ti dak dapat diperbaiki atau tidak diperbaiki neskipun hal itu dapat
di | akukan.

Per bai kan, bila ada al asan untuk itu, diperintahkan ol eh haki m atas
per nohonan dan bi aya pi hak yang berkepentingan. (Rv. 92, 96, 204.)

Pasal 189.
(s.d. u. dg, S 1908-522.) Tanpa penberitahuan atau panggilan
terl ebih dahulu, hakim dapat nenerina keterangan-keterangan para
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saksi yang diajukan oleh kedua pihak dan datang kepadanya atas
kemauan sendiri. (Rv. 176, 179 dst.; IR 122; RBg. 145.)

190 - 196. Ditarik kenbali dg. s. 1908-522.

Pasal 197.
Bila Peneriksaan dilakukan di hadapan haki m kom saris, naka harus
diikuti ketentuan berikut. (Rv. 38, 349.)

Pasal 198.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Putusan, selain nmenuat nengenai kejadian-

kej adian yang diperbol ebkan atau diperintahkan penbuktiannyajuga

menuat :

1°. pengangi cat an haki m komi sari s,

2°. jangka wal du untuk mengaj ukan permohonan kepada haki m komi saris
tentang Perintah penmanggil an para saksi.

3° Jangka waktu dihitung nulai pada hari putusan diucapkan. (Rv.
15, 68.)

Pasal 199.
Dal am jangka waktu itu pihak yang diwajibkan nengaj ukan saksi harus
nengaj ukan pernmohonan tertulis kepada haki m kom saris agar mendapat
peri ntah pemanggi |l an untuk nenghadap saksi-saksi pada hari, jam dan
tenpat yang ditentukan.
Bila hal itu tidak dilakukan, maka tidak diperbol ehkan menbuktikan
per karanya dengan saksi-saksi. (Rv. 201, 206, 349.)

Pasal 200.
Pihak itu selanjutnya diwajibkan dengan ancaman batal sedikitnya
del apan har i sebel um har i peneri ksaan saksi - saksi unt uk

menberitahukan perintah itu dengan perantaraan pengacaranya kepada
pengacara pihak |awan dengan nmenyebutkan tentang nana dan tenpat
tinggal saksi-saksi yang akan mereka ajukan (Rv. 349.)

Pasal 201.
Jika Pihak |awan untuk kepentingan penbel aannya yang di perbol ehkan
menurut hukum juga ingin nengajukan saksi-saksi, maka ia dapat

mem nta untuk nemanggil saksi-saksi itu untuk nenghadap pada har
itu juga. Tetapi nereka bol eh didengar bila nana dan tenpat tingga
nmereka tidak diberitahukan kepada pengacara pihak lain sedikitnya
dua pul uh enpat jam sebel um diperiksa. (Rv. 171, 200, 206, 349.)

202 dan 203. Dicabut kenmbali dg. S. 1925-525

Pasal 204.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Ketentuan-ketenttian dalam pasal 175,
177, 179, 181 s/d. 188 dan 209 berlaku juga terhadap peneriksaan
saksi di hadapan hakim komi saris. (Rv. 349.)

205. Ditarik kenbali dg. S. 1908-522.

Pasal 206.
Bila pihak |awan karena keterangan saksi, nmenganggap perlu untuk
penbuktian |awan nengaj ukan saksi-saksi lain, maka ia untuk itu

dal am berita acara peneri ksaan saksi tersebut nmengaj ukan pernohonan
dan hakim kom saris nmenberikan kepadanya jangka waktu disertai
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ketentuan hari dan jam saksi-saksi akan didengar. la berkewajiban,
dengan ancanman batal, selanbat-lanbatnya enpat hari sebelum hari
peneri ksaan saksi yang sudah ditentukan, untuk nenberitahukan nanma
dan tenpat tinggal saksi-saksi yang iaingin ajukan kepada pihak
| ai nnya; tetapi kepada pihak itu tidak akan di adakan panggilan | agi
(Rv. 171, 188, 199 dst., 204, 207, 349.)

Pasal 207.
(s..d. u. dg. S. 1925-525.) Jika seorang saksi yang sudah di panggil
dengan patut tidak datang atau nenolak untuk nenberikan |awaban,
maka pihak yang berkepentingan dapat memohon dalam berita acara
pereri ksaan saksi itu agar diberi kesenpatan lain. (KUHPerd. 1910
1913; Rv. 174, 184 dst., 204, 206, 349.)

Pasal 208.
(s.d. a. dg. S. 1908-522.) Setelah sel esai pendengaran saksi atau
jika hal itu tidak terjadi nmaka hakim atau hakim kom saris

nmenent ukan hari perkara itu nendapat giliran untuk diperiksa | agi

Pasal 208a.
(s.d.t. dg. S. 1908-,1522.; s.d.u. dg. S. 1925-525.) Jika
pereri ksaan dil akukan di hadapan haki m yang diperintahkan nenurut
pasal 173 alinea pertama dan kedua, mnaka diikuti ketentuan-ketentuan
sebagai beri kut:
Nama serta tenpat tinggal saksi-saksi diberitahukan kepada pihak
| anan bersama-sanma dengan penberitahuan tentang hari, jam dan tenpat
peneri ksaan dil akukan.
Dal am hal -hal yang berhubungan dengan tindakan-tindakan terhadap
saksi -saksi yang tidak datang atau enggan nenjadi saksi, pendengaran
saksi yang sakit atau karena alasan yang sah yang tidak dapat
dat ang, pertanyaan-pertanyaan senentara yang diaj ukan kepada saksi -
saksi yang nenghadap, wewenang nereka untuk nmengundurkan diri
sebagai saksi, kecakapan nereka untuk nenjadi saksi, sunpah nereka
dan cara bagai mana peneriksaan dilakukan, maka oleh hakim yang
berwenang digunakan ket entuan-ketentuan vyang berlaku baginya,
semuanya dengan nenperhati kan pasal 209 dan apa yang ditentukan di
bawah i ni
Pengacara para pihak dalam peneri ksaan dapat newakil kannya kepada
teman sej awat nya yang diangkat pada pengaditan di tenpat peneriksaan
di I akukan.
Bila para pihak dalam pereri ksaan saksi tidak diwakili oleh scorang
pengacara, nmereka secara pribadi dapat nohon kepada najelis agar
dapat di aj ukan pertanyaan-pertanyaan yang disusunnya dan juga untuk

menganbi |  tindakan-ti ndakan yang di nungki nkan ol eh undang-undang
t erhadap saksi-saksi yang tidak datang atau menbangkang.

Jika saksi nenuntut ganti rugi, nmaka hal itu oleh hakim yang
di tunjuk dianggarkan dalam turunan surat panggilan. Tent ang

anggaran itu disebutkan dal am berita acara

Pasal 209.

(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Kecuali dalam hal peneriksaan dil akukan
ol eh hakim kom saris atau dilakukan di tenpat tinggal saksi, maka
pereri ksaan saksi dilakukan secara terbuka, kecuali jika dalam
ket entuan undang-undang diatur lain, atau oleh hakim karena al asan
yang penting yang disebut dalam berita acara diperintahkan agar
peneri ksaan seluruhnya atau sebagian dilakukan dengan pintu
tertutup. (RO 29.)
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Para pi hak bol eh hadir secara pribadi pada waktu peneri ksaan saksi .
(s.d. u. dg. S. 1925-525.) Berita acara dibuat pada tiap-tiap
peneri ksaan saksi harus nenuat berita apa yang dimnta oleh pasal
177 dan selaroutnya nenuat berita tentang penganbil an sunpah beserta
i si keterangan-keterangan saksi sel engkapnya

Berita acara dibuat oleh panitera dan dibacakan di hadapan para
saksi bagi anbagi an yang nenyangkut saksi itu. Saksi bol eh
mengadakan perubahan- perubahan dan tanbahan-tanbahan, yang dicatat
di bagian bawah atau di bagian tepi keterangannya dan dibacakan
kepadanya.

Saksi harus nenandatangani ket erangan-keterangan yang diberikan dan
di sebutkan pula alasan tentang tidak dapatnya ia menandatangani nya
atau nenol ak untuk nmenandatanganinya. (ISR 146; RO 29; Rv. 22,
177, 189, 204, 206, 277, 349, 896; Sv. 48 dst.)

Pasal 210.
Ket ent uan- ket entuan pasal 413, 414 dan 415 Peraturan Hukum Acara
Pi dana juga berlaku dal am perkara-perkara perdata. (IR 380 dst.;
RBg. 708 dst.)

Bagi an 7. Peneri ksaan DI Tenpat Dan Penyaksi annya

Pasal 211.
Ji ka hakim atas perm ntaan para pihak atau karena jabatan menmandang
perlu, maka dengan surat putusan dapat diperintahkan agar seorang
atau lebih para anggota yang duduk dalam majelis, disertai oleh
panitera, datang di tenpat vyang harus diperiksa untuk nenilai
keadaan setenpat dan nenbuat akta pendapatnya, baik dilakukan
sendi ri maupun dengan di bantu ol eh ahli-ahli
(s.d.u. dgS. 1908-522.) Dengan cara dan nmaksud yang sanma dapat
di peri ntahkan dengan suatu putusan, penyaksian benda-benda bergerak
yang tidak dapat atau sukar untuk diajukan ke depan sidang
pengadi | an.
(s.d.u. dg S. 1908-522.) Putusan itu nmenentukan waktu peneriksaan di
tenpat atau waktu dan tenpat peninauan, tenggang waktu, bilanmana
berita acara seperti tersebut dalam pasal 212 harus disediakan di
kepani teraan, dan nenentukan waktu dilakukannya persidangan bag
para pihak untuk nelanjutkan perkunya. (Rv. 48, 499; JR 153; Rbg.
180.)

Pasal 212.
(s.d.u. dgS. 1908-522.) Panitera nmenbuat berita acara tentang semua
hal yang terjadi di tenpat dilakukan peneriksaan. (Rv. 21 1; JR
153; RBg. 180.)

Pasal 213.
(sd.u. dg S. 1908-522.) Jika peneriksaan setenpat atau penyaksian
harus dil akukan dal am wi | ayah hukum suatu pengadilan, tetapi di |uar
t enpat kedudukannya, maka  hal itu dapat di serahkan kepada
Resi denti erechter. Dengan suatu keputusan ditetapkan hari perkara
itu mendapat giliran pemeriksaan | agi

Pasal 214.
(s.d.u. dgS. 1908-522.) Ongkos jalan ditanggung oleh pihak yang
menghendaki di adakannya Pengamatan atau penyaksi an setenpat, di bayar
| ebi h dan di serahkan kepada panitera.
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Ji ka hakim yang nenerintahkan penganmatan dan penyaksian setenpat,
maka ia nenentukan pula siapa yang harus nenbayar Ilebih dulu
bi ayanya. (Rv, 58, 349.)

Bagi an 8. Keterangan Para Ahli.

Pasal 215.
Ji ka haki m atas pernohonan para pihak atau karena jabatan nemandang
perl u, maka dengan putusan dapat diperintahkan agar di adakan
peneri ksan atau pengamatan ol eh ahli-ahli
putusan itu dengan jelas nmenyebut obyek yang harus diperiksa atau
diamati, berisi pengangkatan tiga ahli
Akantetapi jika kedua Pihak nmenohon agar peneri ksaan hanya dil akukan
ol eh satu orang ahli saja, mmka tidak diangkat |ebih dari satu orang
ahli. (Rv. 48. 150, 154, 162, 216 dst., 241 dst., 349, 963; KUHPerd.
389 dst., 396, 480, 1077 dO.. 1220., 150; IR 154; RB9. 181; S
1851-27 pasal 49; S. 1858-15; S. 1866108; S. 1934-683.)

Pasal 216.
Ji ka Para pihak dal am persidangan bersepakat tentang orangnya atau
keti ga orangnya yang di kehendaki sebagai ahli, maka nereka di angkat

dal am putusan itu

(sdu. dg. S. 1908-522.) Jika para pihak tidak nenperol eh kesepakatan
tentang orangnya, naka dal am putusan diperintahkan agar Para pihak
dal am waktu delapan hari nenyanpai kan nama-nama ahli itu dan jika
ti dak dapat dipenuhi dikeluarkan Perintah Pengangkatan ahli karena
j abat annya dal am put usan yang sanma.

Dal am jangka waktu tersebut maka para pihak, jika sudah nenyepakati
pengangkat an ahli-ahli, nenyerahkan Pernyataan kepada kepaniteraan.
(Rv. 15, 82, 215, 519.)

Pasal 217.
Dal am putusan yang di naksud dal am pasal 216 ditetapkan hari dan jam
penganbi | an sunpah dil akukan.
(sdu- dg. S. 1908-522.) Pihak yang paling siap nemanggil para ahli
dengan Pemntaraan juru sita untuk nmengangkat sunpah dengan surat
perintah hakim tetapi dalam hal para pihak di sidang tidak
mencapai kesepakatan nengenai siapa diangkat sebagai ahli, tidak
sebel um | ewat tenggang waktu seperti tersebut kedua pasal 216 atau
tidak sebelum nenberikan Pernyataan seperti tersebut daiam alinea
ketiga pasal itu. panggilan ini dilakukan sedikitnya tiga hari
sebel um hari yang ditentukan untuk mengangkat sumnpah.
Haki m dapat nenerintahkan agar sunpah dil akukan di hadapan Kepal a
Daerah tenpat peneriksaan/ pengamatan dil akukan; dalam hal itu pihak
yang sudah siap nenohon pejabat itu dengan surat untuk nenentukan
waktu dan tenpat dilakukannya sunpah. Ket et apan yang dianbil oleh
pej abat itu diberitahukan kepada pi hak |awan dengan suatu akta | ewat
pengacaranya kepada pengacara |awan, dan hal itu beriaku sebaga

panggi | an. Pemanggi |l an Para ahli dil akukan dengan cara seperti
ditentukan dalam alinea yang lain. (Rv. 221 dst., 349, 964; IR 154;
RBg. 181 .)

218, 219, 220. Dicabut dg. S 1925-525

Pasal 221.
(s. d.u. dg. S. 1,908-522.) Hakim nenetapkan dalam berita acara
sunpah, tenpat, hari dan jam di nmana dan kapan para ahli nmulai
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dengan peneriksaan dan juga kapan nereka harus nenyerahkan
keterangan tertulis nereka kepada panitera, dan kapan sidang akan
dil anjutkan wuntuk meneriksa perkara, kesenuanya setelah didengar
para ahli dan para pi hak yang datang nenghadap. (Rv. 966.)

Jika ahli yang telah diangkat dan telah disunmpah tidak mnel aksanakan
pekerjaan, naka atas pernphonan para pihak atau salah satu dari
nmer eka, haki m nenentukan hari lain untuk peneriksaan | anjutan.
Tenpat, hari dan jam di mana dan kapan para ahli nengadakan
peneri ksaan serta tenggang waktu yang harus di penuhi unt uk
menyanpai kan |aporan tertulisnya kepada panitera dengan begitu
ditentukan oleh Kepala Daerah (Asisten Residen) pada waktu
penganbi | an sunpah setel ah mendengar Para ahli dan pi hak-pi hak yang
hadi r, dan dinuat dalam berita acara sumpah. (Rv. 211, 217, 225; IR
17.)

Pasal 222.
Ji ka seorang ahli yang telah diangkat nenol ak pengangkatannya, atau
tidak datang nenghadap pada hari yang ditentukan, baik untuk
nmel akukan sunpah atau untuk nelaksanakan suatu perintah |ain, nmnaka
para pihak segera nengusahakan kesepakatan untuk nengangkat abhl
lain; jika tidak ada, inaka hakim karena jabatan akan nengangkat
seorang ahli.
Jika ahli yang telah diangkat dan telah bersunpah tidak mel aksanakan
pekedaan- pekerjaan yang telah diterimnya, ia dapat dihukum oleh
haki m untuk nenbayar sermua biaya yang di sebabkan kel al ai annya itu,
bahkan sanpai nenbayar kerugi an dan bunga, bila ada cukup al asan.
(KUHPerd. 1239, 1366, 1817; Rv. 162, 215 dst., 226, 607, 964.)

Pasal 223.
Turunan putusan hakim dan surat-surat yang diperlukan diserahkan
kepada para ahli.
Dal am penyelidi kan oleh Para ahli, para pihak dapat nengajukan
dasar-dasr serta pernmintaan yang diperlukan dan tentang hal itu
di cantunkan dal am surat |aporan. (Rv. 217, 228, 966 dst.)

Pasal 224.
Para ahli setelah bernmusyawarah nenbuat [|aporan tertulis dengan
suara terbanyak.
Dal am hal ada perbedaan pendapat, nmka pendapat yang berbeda itu
dapat di masukkan dal am | aporan tanpa menyebut siapa-siapa ahli yang
menpunyai pendapat tertentu itu.
Laporan di beri tanggal dan ditandatangani senmua ahli
Jika tidak ada di antara Para ahli yang dapat nmenyusun |aporan itu
maka di buat |aporan oleh notaris yang ikut nenandatanganiriya. (Rv.
223, 316, 966.)

Pasal 225.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Para ahli wajib nenyerahkan | aporannya
kepada panitera R V.J. yang telah nenerintahkan peneriksaan dalam
waktu yang telah ditentukan dal am pasal 221 dengan ancaman nenbayar
ganti rugi dan bunga; panitera wajib nenberikan tanda penyerahan
1tu.

Upah nereka dianggarkan oleh ketua di bagian bawah turunan asl

| aporan itu dengan di kel uarkan perintah pel aksanaan atas beban pihak
yang nenohon peneriksaan oleh ahli, atau dalam hal peri nt ah
di beri kan karena jabatan pihak yang nenuntutnya. (KUHPerd. 1239; Rv.
188, 316; IR 154; RBg. 181; S. 1851-27 pasal 49 dst.; S. 1856-15;
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Pasal 226.

Jika ada penolakan atau hanbatan mengenai pel aksanaan apa yang
di ntentukan dal am alinea pertana pasal yang lalu, maka ahli tersebut
oleh pihak yang telah siap lebih dulu dapat dituntut di hadapan
haki m yang mengangkat nya, pada akhinya bahkan dapat di hukum dengan
paksaan badan (1ijfsdwang) agar menyer ahkan | apor an yang
ber sangkut an kepada panitera. (Rv. 968.)

(s.d.u.dg.S. 1908-522,)Haki m menmutus tanpa didahului adanya surat
gugat an setel ah nmendengar ahli-ahli yang datang nenghadap. (Rv. 222,

580-101.)
227. Ditarik kenbali dg. S. 1908-522.
Pasal 228.

Jika hakim dalam laporan yang bersangkutan tidak nenjunpa
ket erangan- ket erangan yang diperlukan, naka ia dapat nengangkat
ahli-ahli baru yang dapat nemnta penjelman kepada ahli-ahli yang
| ama sepanj ang di pandang perlu. (Rv. 162, 215, 223 dst.)

Pasal 229.
Hakim sama sekali tidak terikat untuk nengikuti pendapat yang
di kemukakan para ahli jika keyakinannya bertentangan dengan itu.

(KUHPerd. 1908; Rv. 162, 224; IR 154; RBg. 181.)
Bagi an 9. Pendengaran Para Pi hak.

Pasal 230.
Para pi hak diperbol ehkan dal am senua perkara da, dalam segala tahap
pereri ksaan nenmohon agar masing-masing didengar tentang hal-ha
nmengenai pokok persoal annya dan tidak ditanyakan hal-hal yang tidak
ada hubungannya dengan itu.
Pi hak yang ingin I|awannya didengar dapat nengaj ukan pernohonan
tertulis yang nenuat kejadi an-kei adi an dan pertanyaan- pertanyaannya.
(KUHPerd, 1923 dst.; Rv. 48, 113 dst., 118 dst., 138 dst., 173, 241
dst., 323, 349.)
(s.d.t.dg. S. 1908-522.) Jika pernohonan diajukan setel ah ditentukan
haki m untuk nengaj ukan penbel aan atau pada hari itu juga, penbelaan
di | akukan juga dan jika pernohonan ditolak, bersama-sama atau
sesudah dil akukan pendengaran diputus rmengenai pokok perkaranya
tanpa proses |ain.

Pasal 231.
Haki m harus neneri ksa dengan cernmat apakah pertanyaan-pertanyaan itu
ada hubungaruiya dengan perkaranya; ia harus nengesanpi ngkan

pertanyaan yang bersifat nenjebak atau jika ada cukup al asan nenol ak
mendengar para pi hak. (Rv. 230, 241, 267, 281; Sv. 84; IR 269; RBg.
572.)

Pasal 232.
Ji ka haki m nmengabul kan pernohonan untuk nendengar para pihak, naka
i anerreri nt ahkan nereka untuk nenghadap di hadapan sidang atau di
hadapan hakim komisaris yang iatentukan pada hari dan jam untuk
di dengar tentang Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh [|awan
masi ng- masi ng.
(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Dalam putusan itu ditentukan juga hari
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perkara itu mendapat giliran peneriksaan lanjutan. (Rv. 16, 48, 68
230, 234.)

Pasal 233.
(s.d.u. dg. S. 1908-522; S. 1939-715.) Dalam hal tenpat tinggal
yang jauh letaknya atau ada halangan yang sah setelah diizinkan
unt uk mendengar
Pi hak yang bersangkutan, nmaka pendengaran dapat diserahkan kepada
haki m kar esi denan di tenpat pihak yang bersangkutan.
(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Pasal yang lalu alinea kedua berlaku dal am
hal ini. (RO 33; Rv. 239.)

Pasal 234.
Pi hak yang bersangkutan harus secara pribadi, tanpa dibantu oleh
pengacara, dan di luar hadinya penpbhon atau pengacaranya, tanpa

menbaca karangan tertulis, menjawab pertanyaan-pertanyaan kepadanya
yang diajukan oleh atau ol eh pejabat yang nengganti kannya dan hal -
i khwal yang dinuat dalam surat Pernohonan dan pertanyaan-pertanyaan
yang di aj ukan karena jabatan yang berhubungan dengan itu. (Rv. 231,
833.)

Pasal 235.
Ji ka pihak yang didengar tentang sesuatu dari pertanyaan-pertanyaan
yang diaj ukan kepadanya, nenyatakan tidak manpu nenjawab segera
dengan nemwkan dengan nmenberi kan al asan-al asannya, naka hakim atau
pej abat yang nengganti kannya dapat nenberikarl Penundaan jika
al asan-al asannya itu dapat diterina.

Pasal 236.
Pengurus | enbaga-| enbaga umum yayasan-yayasan dan badan- badan bukum
mengangkat salah seorang anggotanya untuk nenjawab pertanyaan-
pertanyaan mengenai kei adi an-kej adi an dan Pokok- pokok persoal annya.
Para pihak tetap nenpunyai hak untuk nengajukan pertanyaan kepada
Pengurus |enbaga unum yayasan- yayasan dan badan-badan hukum

mengenai
hal - hal yang bersangkutan dengan dirinya piibadi, agar mendapat
perhatian yang senestinya dari hakim (KUHPerd. 1655, 1795; Rv. 230,
234.)

Pasal 237.

(s.d.u. dg. S 1908-522.) Berita acara peneriksaan dibuat oleh
panitera dan di hadapan vyang didengar, yang Kkenudian dapat

mengadakan per ubahan- per ubahan serta t anbahan- t anbahan yang
di pandangnya perlu dan yang ditulis di akhir atau di sebelah kiri
berita acara. Tentang hal itu dibacakan juga di hadapan yang

di dengar dan berita acara ditandatangani oleh pihak yang didengar
ketua, hakim komi saris atau Residentierechter dan panitera. (Rv.
232.)

Pasal 238.
Ji ka pihak yang bersangkutan tidak datang tanpa alasail yang sah,
atau jika ia nenolak nenberi jawaban, nmaka hal itu di cantunkan dal am
berita acara dan hal-hal yang ditanyakan dapat dianggap telah
di akui .
Akan tetapi bila pihak yang tidak datang kenudian, sebelum dibuat
putusan nengenai pokok perkaranya, datang nelapor, nmaka ia dapat
di dengar dengan kewaji ban nenbayar biaya yang tinbul karena tidak
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hadi nya dan juga nenbayar kerugian serta bunga jika ada al asan-
al asan untuk itu. (KUHPerd. 1875; Rv. 239.)

Pasal 239.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.)Dal am hal pihak yang tidak datang dapat
menbukti kan adanya halangan yang sah tentang tidak hadinya naka
haki m nmenent ukan hari |ain untuk nmendenganya. (Rv. 16, 233.)

Pasal 240. Dicabut kembali dg. S. 1908-522
Bagi an 10. Qugatan Antara (insidentil).

Pasal 241.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Gugatan-gugatan antara diajukan ke hadapan
sidang pada hari-hari yang telah ditentukan disertai kesinpul an-
kesi mpul annya.
Terhadap sengketa antara berlaku ketentuan-ketentuan tersebut dal am
pasal : 113, 114, 117, 118, 119 dan 123 s/d. 126.
Haki m atas pernohonan para pi hak secara bersanma nengi zi nkan
di | akukannya replik dan duplik. (KUHPerd. 213 dst., 246; Rv. 23, 70
148, 171, 211, 215, 230, 256, 266, 279, 349, 839, 841.)

Pasal 242.
Senua gugatan antara di aj ukan bersana sekal i gus. biaya yang nungkin
di bayar kenudi an dan yang sebab- sebabnya sudah ada bersama- sama yang
dahul u tidak dapat dituntut kenbali. (Rv. 58, 98, 106, 117, 135.)

Pasal 243.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Gugatan-gugatan antara diputus pertama dan
| ebi h dahulu jika perkaranya nenghendaki nya. Sepanjang perkara itu
menmungki nkan, maka haki m dal am nmenut us gugatan antara juga
menent ukan hari perkara yang bersangkutan di periksa kenbali .
Dal am hal perkara yang di perintahkan untuk diperiksa berdasarkan
surat-surat, maka sengketa antara diajukan ke hadapan sidang
pengadi | an dan di putus sebagai mrana nestinya. (Rv. 53, 138 dst.,
281.)

Bagi an 11. CQugatan Balik (Rekonpensi).

Pasal 244.
Tergugat berhak untuk nengaj ukan gugatan balik (rekonpensi) dalam
senmua perkara, kecuali
1°. bila penggugat asli (konpensi) bertindak dal am suatu kedudukan
tugas, sedangkan gugatan balik itu mengenai pribadi penggugat
atau sebal i knya; (KUHPerd. 383, 452, 1655 dst.)

2°. bpila haki m yang neneri ksa perkara gugatan asal tiddk berwenang

untuk mengadili gugatan balik dal am hubungan dengan pokok
perkaranya; (ISR 136; Rv. 99, 130, 132 dst., 310.)
3%, dal am perkara-perkara tentang hak nenguasai (bezit), jika

gugatan balik mengenai hak mlik atas benda yang bersangkutan
sendiri (petitoir); (Rv. 103 dst.)

4°. dal am perkara perselisihan nengenai pel aksanaan suatu putusan
(Rv. 183,442.)

Ji kal au dal am ti ngkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal

itu tidak dapat diajukan dalam tingkat banding. (KUHPerd. 1425 dst.

W/. 134, 344, 349.)


http://www.legalitas.org

www.legalitas.org

a7

Pasal 245.
CGugat an bali k harus segera diaj ukan bersama dengan jawaban terhadap
penggugat. (Rv. 243.)

Pasal 246.
Per kar a- perkara gugatan asal dan gugatan baliknya disel esai kan dan
di putus bersanma- sana dal am satu surat keputusan kecuali jika hakim

ber pendapat bahwa yang satu dapat disel esai kan | ebih dulu dari yang
lain tetapi dengan ketentuan, bahwa gugatan asal atau gugatan balik
yang bel um di sel esai kan tetap ditangani ol eh haki m yang sana sanpa
di putusnya. (Rv. 53, 247.)

Pasal 247.
Bandi ng di mungki nkan bila jum ah gugatan asal ditanbah dengan
gugatan balik nelanpaui wewenang haki m untuk nenutus dal am ti ngkat
tertinggi. Jika kedua perkara dipisah dan diputus sendiri-sendiri
maka diikuti aturan-aturan yang biasa nmengenai wewenang peneri ksaan
bandi ng. (Rv. 246.)

Bagi an 12. Penundaan Dan Lanjutan Peneri ksaan Perkar a.
Pasal
248
Di sanmpi ng kej adi an- kej adi an mengenai penundaan seperti ditentukan
dal am regl enen ini atau peraturan-peraturan perundangan | ain,
makaj al annya peneri ksaari perkara dapat ditunda karena:
1°. sal ah satu pi hak meninggal duni a;

2°. perubahan kedudukan pribadi sal ah satu pihak; (KUHPerd. 105
dst., 330,433; F. 1, 22, 26 dst.; Rv. 249.)

3%, berhentinya hubungan di dal am mana mereka bersengketa; (KUHPer d.
409 dst., 460.)

4°. pengacara yang ditunjuk neninggal dunia atau kehil angan
j abatannya. (AB. 29; Rv. 106, 165, 246, 249 dst., 251, 257, 259
264, 267, 270, 349, 380, 500.)

Pasal 249.
Dal am hal - hal tersebut di atas tidak di adakan penundaan peneri ksaan
atau penghentian perkara jika keadaan sudah sebegitu jauh sehingga
perkara sudah pada tahap untuk diputus. (Rv. 112-120.)
Dal am tiga hal pertama tersebut dal am pasal yang |alu nmengenai soa
penundaan, naka yang diarti kan perkara sudah ada pada tahap untuk
di putus bila kesi npul an-kesi mpul an akhir sudah di anbil dal am sidang
majelis.
Dal am hal terakhir, sesudah sel esai penbel aan masi ng- masi ng atau
bil a peneri ksaan dengan surat-surat diperintahkan setel ah masing-
masi ng jawaban itu diberitahukan kepada para pihak atau jangka waktu
yang ditentukan telah lewat. (Rv. 145.)

Pasal 250.
Sebab penundaan peneri ksaan hakim jika perkara bel um sanpai pada
tahap untuk diputus, diberitahukan atas nama pi hak yang
ber kepenti ngan kepada pihak |ain dan tanpa penberitahuan semacam
itu, wal aupun ada sebab-sebab denikian, peneriksaan perkara dapat
di | anj ut kan.
Hanya dal am kej adi an nonmor 41 pasal 248 tidak di haruskan adanya
penberitahuan itu dan penundaan terjadi dengan sendirinya. (KUHPerd.
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1819; Rv. 252, 337.)

Senua acara setel ah penberitahuan itu adal ah batal dan tidak
nmenpunyai aki bat apa pun, kecuali bila di samping pengangkatan
pengacara baru ada pernyataan bahwa peneri ksaan perkara dil anjutkan
berdasar kan berkas perkara terakhir, dalam hal itu peneri ksaan dapat
segera dilanjutkan. (Rv. 106, 349; Sv. 393.)

Pasal 251.
Ji ka surat penberitahuan tidak tnermuat hal itu senua, maka pihak
| awan berhak untuk mermanggil pihak |lain dengan cara yang biasa untuk
mel anj ut kan peneri ksaan perkara berdasarkan berkas perkara terakhir.
Hal yang sama terjadi bila pengacara yang mneni nggal dunia atau
kehi | angan jabatannya tidak diganti. (Rv. 1, 250, 273.)

Pasal 252.
Peneri ksaan perkara dil anjutkan dan pengacara yang dem kian itu
diganti dengan akta penberitahuan yang sederhana. (Rv. 106, 250
dst.)

263. Ditarik kenmbali dg. S. 1908-522.

Pasal 254.
Ji ka terhadap pemanggil an peneri ksaan kenbali dijatuhkan putusan,
maka sepanj ang ada nanfaatnya, peneriksaan dinyatakan dil anjutkan
berdasar kan berkas perkara terakhir.
Dal am hal tidak ada pengganti an pengacara, maka pokok perkaranya
segera di putus dengan verstek. (Rv. 77 dst., 82 dst., 251.)

Pasal 255.
Per| awanan terhadap putusan verstek yang disebut dal am pasal yang
lain, juga dal am hal peneriksaan perkara dilakukan dengan surat-
surat, dapat disel esai kan dal am si dang pengadilan. (Rv. 83, 138
dst.)

Bagi an 13. Penyangkal an Dal am Peneri ksaan Haki m

Pasal 256.
Ji ka sel ama berjal annya perkara, atas nama sal ah satu pihak
di | akukan suatu tawaran dan diterima, terjadi pengakuan-pengakuan,
di berikan izin dan diterinma, tanpa oleh pihak itu diberikan kuasa
khusus dan tertentu secara tertulis, maka pihak itu di |iadapan
si dang dapat menyangkal perbuatan-perbuatan dem kian itu dengan
suatu akta biasa yang diberitahukan bai k kepada pengacara pi hak
| awan maupun kepada pengacara yang perbuat an- per buat arl nya
di sangkal , dan pihak itu dapat menpohon haki m untuk menganggap
per buat an- perbuatan itu seperti tidak penmah terjadi dan untuk
menyat akan tidak berharga senmua akta yang tinbul karenanya dan
put usan- putusan yang di beri kan untuk nenbawa perkara ini, dal am
keadaan siap diputus. (KUHPerd. 1405, 1795 dst., 1797, 1807, 1925
1934; Rv. 38, 372, 809, 860.)
Pemberi t ahuan kepada pengacara berl aku sebagai panggilan di sidang
untuk nenbuat bantahan terhadap penyangkal an.
D dal amya disebut hari untuk menghadap di sidang. (RV. 8-5° 117,
241, 349.)
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Pasal 257.
Ji ka pengacara tel ah mengundurkan diri, maka penyangkal an
di beri tahukan di tenpat tinggal nya oleh seorang juru sita dan jika
pengacara telah meninggal dunia, hal itu diberitahukan kepada ahl
wari snya dengan pemanggi |l an pada hari yang ditentukan menghadap pada
haki m yang nenangarti perkaranya, dan kepada pi hak-pi hak dal am
per kara di beritahukan dengan surat nelalui pengacara nasing-nmasing.

(RV. 1, 7, 248-4° 200.)

Pasal 258.
Penyangkal an sel al u di sanpai kan kepada haki m yang neneri ma
per buat an- per buat an yang di sangkal neski pun perkaranya ditangani
ol eh seorang hakim I ain.
Hal itu diberitahukan kepada para pi hak dal am pokok perkara dan
nmer eka harus di panggil dal am pemeri ksaan nengenai penyangkal an itu
(RV. 257, 260, 262.)

Pasal 259.
Pereri ksaan nengenai pokok perkaranya ditunda sanpai dij atuhkan
put usan nengenai penyangkal an dengan ancaman bat al
Akan tetapi haki m dapat nenerintahkan pi hak yang nengaj ukan
sangkal an unt uk nel anj ut kan pereri ksaan mnengenai penyangkal annya
dal am waktu tertentu atau bila tidak akan dijatuhkan putusan. (RV
248, 263.)

Pasal 260.
Ji ka penyangkal an nengenai suatu hal yang tidak sedang mnenj adi
perkara, maka gugatan di ajukan di hadapan haki m yang berwenang bagi
pi hak tergugat. (RV. 99, 257 dst.)

Pasal 261.
Ji ka penyangkal an di nyatakan benar, nmaka perbuatan yang di sangka
dan putusan yang dijatuhkan terhadapnya, atau hal -hal yang
di nyat akan dal am put usan yang ber hubungan dengan penyangkal an itu,
nenj adi batal dan tidak berharga. (RV. 48, 256, 264.)

Pasal 262.
Akan tetapi dalam hal telah dijatuhkan putusan akhir, dan tenggang
wakt u untuk nengaj ukan bandi ng bel um habis, pihak yang bersangkutan
dapat nenmohon penbat al an akt a-akta dan put usan-putusan yang di maksud
pasal 256 dal am tingkat bandi ng dan di putus pokok perkaranya. (RV.
48, 261, 334 dst.)

Pasal 263.
Dal am hal putusan akhir duatuhkan dalam tingkat tertinggi atau sudah
nmendapat kekuatan hukum yang pasti, tnaka pihak yang dirugi kan
sanpai saat pel aksanaan putusan dapat nenohon kepada haki m yang
menutus, agar hal itu ditarik kenbali.
Sel ama peneri ksaan tentang hal itu berjalan, maka pel aksanaan
putusan ditunda. (RV. 259, 329.)

Pasal 264.
Pengacara yang tuntutan penyangkal an terhadapnya diterim, di hukum
menbayar kerugi an dan bunga kepada penggugat dan pi hak |ainnya jika
ada ai asan-al asan untuk itu.
Haki m dapat juga berdasarkan sifat perkaranya, sesuai dengan pasa
192, RO, nenberhenti kannya untuk senentara atau nengusul kan agar
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di ber benti kan.

Ji ka penggugat yang di nyat akan tidak benar, maka ia di hukum nmenbayar
kerugi an dan bunga, jika ada al asan-al asan untuk itu. (KUHPerd. 1243
dst.; Rv. 60, 98.)

Pasal 265.
(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Jika salah satu pi hak menyangkal bahwa
pengacara yang newakilinya telah diberi perintah untuk mnel akukan
per buatan itu, naka berlaku ketentuan dal am bagian ini. (RV. 106
dst., 260.)

Bagi an 14. Penunj ukan Kepada Pengadilan Lain Dan Soal -soal Kekuasaan
Mengadi li ( Konpetensi).

Pasal 266.
Bi | a penol akan terhadap seorang haki m atau perm ntaan untuk
menbebaskan diri seorang hakim di setujui, jum ah anggota suatu raad
van justitie, termasuk panitera seperti ditentukan dal am pasal 122
RO, tidak lagi nencukupi untuk nengadili perkara yang bersangkutan
maka dapat diajukan tuntutan kepada H G H agar perkara itu diajukan
kepada suatu raad van justitie lain. (Ro. 121, 127, 154, 162; Rv. 34
dst., 269, 349; Sv. 277.)

Pasal 267.
Tuntutan di sj ukan sebel um di adakan penbel aan dan dal am hal
peneri ksaan dil akukan atas surat-surat sebel um jawaban-j awaban
per si apan sel esai sel uruhnya, dengan suatu surat pernohonan yang
nmenyebut kan al asan- al asannya. Hal itu diberitahukan kepada pi hak
| anan dengan peringatan nenberikan jawaban serta al asan-al asannya
dal am waktu enpat bel as hari dan nmenyanpai kannya di kepaniteraan.
Jawaban Pi hak | awan dal am tenggang waktu itu juga harus sudah
di sanpai kan di kepaniteraan raad van justitie.
Jal annya Persi dangan ditunda seiak hazi penberitahuan tersebut
alinea pertama pasal Ini. (Rv. 38, 135 dst., 145, 248, 270.)

Pasal 268.
Setel ah | ewat waktu seperti tersebut dal am pasal yang |alu, naka
panitera raad van justitie nmengirinkan surat pernmohonan pengugat
unt uk penunj ukan pengadilan |ain dan jawaban pihak | awan segera ke

H G H
H G H nenberi putusan tentang pernohonan itu dan jika ada al asan-
al asan untuk itu nenunjuk haki m yang akan nengadili perkara

tersebut. (Ov. 84; Rv. 270, 354.)

Dal am hal ini, nmaka perkara dengan satu akta ol eh pihak yang sudah
sipil lebih dulu diberitahukan kepada pi hak |awan pribadi atau di
tenpat tinggal nya dengan nengi ngat jangka waktu yang tel ah

di tentukan untuk pemanggil an nenghadap di sidang guna dil anj ut kan
per si dangan berdasarkan segal a surat-surat yang disanpai kan kepada
hakim (Rv. 10.)

Pasal 269.
Dal am hal terjadi yang disebutkan dal am pasal 266, yakni nengenai H
G H.; nmaka Qubernur Jenderal, atas perm ntaan pihak yang paling
siap, setelah nem nta pendapat H G H, untuk senentara dan hanya
untuk menyel esai kan perkara di mana penol akan telah terjadi, dapat
menanbah jum ah anggota majelis itu secukupnya.
Dal am pengangkat an sementara yang tidak nengaki bat kan penggajian


http://www.legalitas.org

www.legalitas.org

51

sedapat di perhati kan ketentuan-ketentuan pasal 153 RO dan
kebi j aksanaan justitie. (Sv. 279.)

Pasal 270.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Jika tinbul perselisihan tentang
kekuasaan untuk mengadili, maka diaj ukan tuntutan untuk pengaturan
kekuasaan itu dengan surat Penpbhonan yang nenyebutkan al asan-
al asannya.

Surat Permohonan ini diberitahukan kepada pihak |awan diserta
peringatan untuk nenjwabnya datam waktu satu bul an dan sel anut nya
sekal igus surat-surat relas pemanggilan dan Peringatan serta surat-
surat |ai nnya disanpai kan kepada badan Peradil an yang nenurut RO
harus nengadili soal perselisihan tersebut kepada badan mana Pi hak
| awan juga nengaj ukan jawabannya.

Set el ah jawaban masuk atau jangka waktu yang ditentukan untuk itu
tel ah | ampau, maka perkaranya diperi ksa berdasarkan surat-surat dan
di putuskan tentang kekuasaan nengadili (konpetensi). (RO 127, 162

Rv. 267; RBg. 322-5% S 1926-356j0. S. 1927-246.)

Bagi an 15. Pencabutan instansi (Tingkatan Kewaji ban Dal am Peneri ksaan
Per kar a) .

Pasal 271.
Penggugat dapat nel epaskan instansi (nmencabut perkaranya) asal hal
itu dilakukan sebel um di beri kan jawaban.

Set el ah ada j awaban, naka pencabutan instansi hanya dapat terjadi
dengan Persetujuan pihak |awan. (RV. 58, 113 dst., 120, 349.)

Pasal 272.

Pencabutan tnstansi dapat dil akukan di dal am sidang pengadilan jika

senmua pi hak-hadir secara pribadi atau pengacara- pengacara nereka

yang nendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama

di beri tahukan dengan akta sederhana ol eh pengacara pi hak satu kepada

pengacara pihak |lawan. (Rv.335, 349.)

Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. (Rv. 256.)

Pencabutan instansi nenbawa aki bat dem hukum bahwa:

1°. semua pada kedua bel ah pihak di kenbal i kan kepada keadaan yang
sama seperti sebel um di aj ukan gugatan; (KUHPerd. 1979, 1981,)

2°. pi hak yang mencabut gugatannya ber kewaji ban nmenbayar biaya
perkara yang harus dil akukan berdasarkan surat perintah Ketua
yang ditulis nenurut penaksiran besanya biaya. (Rv. 58 dst., 607

dst.)
surat perintah ini dapat dilaksanakan segera. (Rv. 54. dst., 246
334,)
Bagi an 16. Gugunya | nstansi
Pasal 273.

Instansi gugur jika dalamtiga tahun tidak dilanjutkan. Jangka
wakt u di tanmbah dengan enam bul an dal am hal pernmohonan unt uk

nmel anj ut kan perkara masih dapat terjadi. (KUHPerd. 271; Rv. 90, 248
dst., 275, 349.)

Pasal 274.
Jangka waktu yang di persyarat kan untuk gugunya suatu instansi
berl aku terhadap negara, |enbaga-lenbaga unum anak-anak di bawah
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umur dan pada unmunnmya terhadap senua orang, tanpa kecuali, dengan
tidak nengurangi hak senua pihak tersebut untuk ninta
pertanggungj awaban dari pengurus-pengurusnya dan wali-wali nya.
(KUHPerd. 385, 404, 452, 1365, 1987.)

Pasal 275.
Instansi tidak gugur dem hukum  Pernyataan gugur dapat di cegah
dengan tindakan hukum yang dil akukan ol eh sal ah satu pi hak, sebel um
per nohonan unt uk di nyatakan gugur diajukan. (KUHPerd. 1950, 1979,)

Pasal 276
Per nyat aan gugur di ucapkan dal am si dang secara sederhana dan
di beri tahukan kepada pi hak yang bersangkutan atau di tenpat
ti nggal nya.
Pernyat aan gugur tidak nenbatal kan tuntutannya nel ai nkan hanya acara
perkara yang telah dimulai; biaya perkara karena pernyataan gugur
itu dianggap sudah dibayar. (Rv. 58, 106, 272, 278.)

Pasal 277.
Dal am pengaj uan gugatan yang baru, maka pi hak-pi hak satu sama lain
ber hak untuk nmenggunakan |agi sunpab-sunpah, pengakuan-pengakuan,
dan ket erangan-keterangan yang tel ah di berikan ol ehnya dal am perkara
yang terdahulu, begitu juga keterangan-keterangan yang tel ah
di beri kan ol eh saksi-saksi yang sudah neni nggal dunia, jika hal itu
tel ah di cantunkan dal am berita acara yang di buat dengan bai k.
(KUHPerd. 1925, 1929 dst.; Rv. 209, 230 dst., 293 dst,, 894 dst.)

Pasal 278.
Dengan gugunya instansi dal am tingkat bandi ng, naka putusan yang
di nohonkan bandi ng nendapat kekuatan yang pasti. (Rv. 329, 334.)

Bagi an Ke 17. Penggabungan Dan Penengahan.

Pasal 279.
(s.d.u. dg. S 1908-522.) Barangsi apa nmenpunyai kepentingan dal am
suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain
dapat menuntut untuk nmenggabungkan diri atau canpur tangan.
(KUHPerd. 188, 1558; F. 118; Rv. 72, 74, 128, 282, 349, 378, 535
dst.)

Pasal 280.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Tindakan-tindakan ini dilakukan dengan
surat pernohonan pada hari sidang yang tel ah ditetapkan sebel um atau
pada waktu kesimpul an terakhir dianbil dalam perkara yang sedang
berj al an.
Dal am perkara yang di peri ksa t)erdasarkan surat-surat, tindakan itu
di | akukan dengan penberitahuan kepada para pihak disertai
permanggi | an nereka untuk nenghadap di sidang pengaditan. (Rv. 112-
117; 120, 138 dst., 249, 281.)

Pasal 281.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) surat pernohonan, yang sekaligus berisi
pengangkat an seorang pengacara, nemuat nana kecil, nana dan tenpat
ti nggal yang nengaj ukan pernohonan serta dasar al asan pernohonan iiu
di aj ukan, senua dengan ancaman batal. la dianggap telah nemlih
tenpat tinggal pada pengacaranya, kecuali jika dal am surat
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per nohonannya ia nmenyatakan nmenmilih tenpat tinggal lain. (Rv. 8, 94,
106.)

Pasal 282.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Jika haki m yang menutus pernmohonan itu
nmemrer i nt ahkan para pi hak untuk nel anjutkan perkaranya, maka dal am
putuan yang sana itu ditentukan pula haii mereka harus nenghadap di
nmuka persidangan untuk el anjutkan perkaranya itu. (Rv. 241, 243.)

Bagi an 18. Peneri ksaan Singkat DI Hadapan Ketua R v.J.

Pasal 283.
Dal am per kar a- perkara yang nenghendaki segera diberi kan putusan,
tuntutan dapat diaj ukan kepada sidang secara singkat yang di adakan
ol eh ketua R v.J. pada hari-hari yang sudah ditentukan untuk itu
tentang pel aksanaan putusan pengadilan atau suatu al as hak
pel aksanaan (executoriale titel), tentang perselisihan penyegel an
atau pengangkatan segel, maupun tentang kewaji ban seorang Notaris
untuk nmenbuat suatu akta notaris yang tidak dapat ditunda dan
sel anj ut nya dal am segal a hal untuk kepentingan pihak-pi hak yang
mener | ukan pel aksanaan seger a.
Dal am hal - hal yang benar- benar sangat mendesak, maka pemanggil an
dapat diperintahkan pada hari dan jam ternmasuk hari M nggu, yang
di tentukan ol eh ketua bagi setiap perkara atas pernohonan secara
lisan ol eh pihak yang berkepenti ngan.
Dal am hal ini ketua dapat menerintahkan agar persidangan di adakan di
rumah yang berkepentingan. (RO 29; Rv. 17, 22, 285, 293, 348, 442

599, 659, 668, 669-8°, 676, 682, 688, 720 dst., 884.)

Pasal 284.
Dal am hal yang terakhir ini ketua menerintahkan secara |isan
kepada seorang juru sita untuk mnel akukan pemanggi|l an dan di kepata
surat panggil an di cantumnkan bahwa perkara itu sangat nendesak.
Para pi hak dal am hal seperti tersebut dalam pasal yang lain juga
secara sukarel a dapat datang nenghadap kepada ketua raad van
justitie (Rv. 283.)

Pasal 285.
Ji ka dal am persi dangan kepada ketua ternyata bahwa perkara dapat
di tunda tanpa meni nbul kan kerugi an yang besar atau kerugi an yang
ti dak dapat diperbaiki untuk diperiksa secara biasa atau secara
singkat oleh raad van justitie sendiri atau jika perkara tidak
menpunyai al asan untuk diperiksa secara singkat, nmaka ia nmenunjuk
para pi hak ke acara biasa, atau menberi izin kepada pihak yang
nmengaj ukan untuk menggugat dengan acara singkat di pengadilan yang
berwenang mengadili perkara itu. (Rv. 10, 120, 284.)

Pasal 286.
Put usan- putusan yang segera harus dil aksanakan ti dak nembawa
kerugi an kepada perkara pokoknya. (Rv. 53, 58, 68, 283, 332, 682,
688.)

Pasal 287.
Ket ua berwenang nenerintahkan pel aksanaan putusan- putusannya dengan
segem atau tanpa jam nan, neski pun ada perlawanan atau bandi ng dal am
per kar a- perkara yang dapat di m ntakan banding. (RO 124 dst.; Rv. 54
dst., 291, 311.)
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Pasal 288.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Perlawanan diaj ukan kepada raad van
justitie. (Rv. 83 dst.)
Pasal 289.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Banding dapat segera dil akukan setel ah
di j atuhkan putusan yang dapat dil aksanakan dengan segera ataupun
tidak.
Bandi ng di aj ukan kepada H G H.
Setelah lewat tiga mnggu dihitung dari hari keputusan, maka
per nohonan banding tidak dapat diterima lagi. (RO 124 dst., 190
Rv. 68, 287, 330, 334, 338 dst., 435.)
Pasal 290.
surat-surat asli (mnut) keputusan ketua di masukkan dal am daftar
khusus di kepani t eraan dan ditandatangani ol eh ketua dan
panitera. (Rv 62.)
Pasal 291.
Ji ka diperlukan sekali untuk kepentingan perkara, naka ketua dapat
mener i nt ahkan pel aksanaan atas dasar keputusan asli. (Rv. 287, 435.)
292. Di cabut dg. S. 1901-168. (Lihat RB9. pasal 321-2%an 322-
79
Pasal 293.

Di setiap raad van justitie diadakan daftar giliran sidang
tersendiri, untuk perkara-perkara yang di periksa secara singkat ol eh
Ketua nenurut pasal 65 RO (Rv. 283 dst., 290.)

ATURAN PENUTUP BAB | |

Pasal 293a.
(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Jika suatu gugatan yang dal am peneri ksaan
terdahul u tidak dapat disel esai kan, bukan karena pencabutan atau
gugur, diajukan kenbali, maka masi ng-masi ng pi hak terhadap satu sama
| ai n, berhak untuk menggunakan |agi sunpah, pengakuan serta
ket er angan- ket erangan dal am si dang yang tel ah di aj ukan dal am
peneri ksaan perkara yang dahul u.
Hal yang sana berl aku terhadap keterangan para saksi-saksi,
ket erangan ahli, dalam perkara terdahulu atau pendapatnya tentang
peneri ksaan atau pengamatan setenpat asal satu dan |ain tercantum
dalam berita acara atau |aporan tertulis yang dibuat dal am bentuk
bai k.
Ji ka haki m memandang perlu untuk nmendengar |agi beberapa atau senua
saksi yang dal am perkara yang terdahulu penah di dengar, naka
peneri ksaan yang baru itu dilakukan di hadapan hakimitu sendiri
(Rv. 172 dst., 277.)
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BAB |11
BERACARA DI MJUKA SI DANG DALAM PERKARA- PERKARA
VESEL DAN KELAUTAN

294, 296-298. Dicabut dg. S 1.938-276
295. Ditarik kenbali dg. S. 1908-522.

Pasal 299.
(s.d.u. dg. S. 1938-276) Ketua R v.J. dapat nenberi izin kepada
scorang penegang surat Wsel atau surat tanda utang, yang
t erhadapnya di nyatakan tidak akan di bayar, untuk nel etakkan sita
jam nan atau, benda-henda bergerak mlik orang yang nengel uarkan
Wesel , yang menbuat akseptasi dan Para endosan (orang-orang yang
mem ndahkan Wesel). (KUHD 142 dst.; 176; Rv. 720 dst., 763a dst.
763h dst.; Cpt. 65 dst.; S. 1926-28 pasal 9.)
(s.d.t. dg. S. 1935-77jo. 562.) lzin yang sama dapat diberikan
kepada penegang cek yang terhadapnya di nyatakan tidak akan di bayar
atau pernyataan |ain semacam itu atas benda- benda bergerak milik
orang yang nengel uarkan cek atau yang nem ndahkan cek itu. (KUHD 217
dst.; RBg. 321, 322-20'.)

300-307. Dicabut dg. S. 1938-276

Pasal 308.
Dal am per kar a- perkara nmengenai kel autan atau yang di sanakan dengan
itu jika ada pihak-pi hak yang tidak nenmpunyai tenpat tinggal yang
tetap dan juga dal am perkara nengenai al at-al at perl engkapan kapal
per sedi aan nmakan di kapal, anak buah kapal, bagi an-bagi an dari kayu
pada perahu-perahu yang siap berlayar dan hal-hal lain yang perlu
segera di sedi akan, nmaka penmanggilan di sidang dapat dil akukan ti ap-
tiap hari, tiap-tiap jamtanpa surat perintah dan perkara itu
segera, bahkan dapat diputus verstek. (KUHD 309 dst.; Rv. 79, 316a
dst., 577.)

Pasal 3009.
Senua penanggi l an yang dil akukan di kapal bagi nakhoda, opsir atau
anak buah kapal, atau seorang penunpang adal ah sah dan berl aku. (Rv.
1, 3 dst.)

310, 311, 312. Dicabut dg. S. 1938-276

Pasal 313.
(s.d.u. dg. S. 1908-522) Jika diperlukan penbagi an dal am semnua
bi aya, luar biasa kapal yang di kel uarkan, maka atas pernobhonan sal ah
satu pihak oleh raad van justitie akan diangkat ahli-ahli, kecual
jika para pihak telah nmenyetujui pengangkatan ahli-ahli yang I|ain.
(KUHD 698 dst., 724, 726; Rv. 215 dst.)

Pasal 314.
Nakhoda atau, jika ini tidak ada, pengusaha angkutan |aut diwajibkan
dal am waktu del apan hari setelah ahli-ahli diangkat ol eh para pihak
atau oleh raad van justitie, menyanpai kan kepada panitera: (KUHD
724.)
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1°. daftar barang-barang yang dimuat dal am kapal yang nenyebut kan
jum ah, nerek dan nonor-nonor barang-barang peniagaan, nana para
penyewa ruangan kapal dan yang nenmasukkan barang itu dal am kapa
dan nama nereka yang barang- barangnya ditahan. (KUHD 347, 454
dst, 505 dst.)

2°. keadaan serta besanya kapal serta besanya biaya angkutan. (KUHD
347.)

Senentara itu Para pemlik barang-barang yang diangkut wajib

menyanpai kan kepada panitera suatu daftar harga barang-barang itu

sewakt u di nuat dal am kapal dan diturunkan dari kapal.

Para pihak jika dimnta, harus nenguatkan kebenaran isi surat-surat

yang di sanpai kan dengan sunpah.

Pasal 315.
Setel ah para ahli disunpah, nmaka panitera menyerahkan kepada Para
ahli itu surat-surat yang tel ah disanmpai kan ol eh Para pi hak kepada

panitera, dengan nenerima tanda terinma. Para ahli kenudi an

mengadakan penbagi an sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum
Dagang (KUHD), juga neski pun sal ah satu pihak tidak nenyerahkan
surat -surat nya kepada panitera. (KUHD 724, 727 dst.; Rv. 32 1.)

Pasal 316.
Laporan para ahli beserta surat-surat yang diterinma dari panitera
di serahkan kepada panitera. Pihak yang sudah siap lebih dulu
mem nta pengesahan raad van justitie, dan setelah Para pihak
di dengar atau di panggi| dengan patut, doatuhkan putusan. (RO 124
KUHD 214; Rv. 225.)

Dg. S. 1933-47jo. 1938-2 ditanbahkan pasal - pasal 316a-316r.

Pasal 316a.
Untuk dapat mendasar kan pada penbat asan tanggungj awabnya yang
di t ent ukan dal am pasal 474, 525 dan 541 KUHD, naka pemilik
perusahaan angkutan laut wajib nmenyetorkan kepada panitera raad van
justitie tenmpat kapal tersebut telah didaftar, sejum ah uang yang
tersebut dal am pasal itu untuk kepentingan mereka yang menpunya
tagi han seperti tersebut dalam pasal itu, disertai pernohonan kepada
raad van justitie untuk pengangkatan haki m komi sans.
Dal am nener apkan pasal 316a-3160 pengusaha angkutan | aut diwakil
ol eh pengacara; pengusaha angkutan |aut tersebut dianggap nemlih
tenmpat tinggal di tenpat tinggal pengacara tersebut. (KUHPerd. 24,
1916; KUHD 314, 320; Rv. 106, 108j, 3161, p, r, 483, 512, 547.)
Dal am hal kapal tidak terdaftar, naka penyerahan uang tersebut dal am
al i nea pertanma dil akukan kepada panitera raad van justitie yang
wi | ayah hukummya neliputi tenmpat tinggal pemilik kapal yang
bersangkutan. (Ths. 3, 8° 19 dst.)
Jika tenpat tinggal itu tidak termasuk wi | ayah sal ah satu raad van
justitie, penyerahan uang itu dilakukan di kepaniteraan raad van
justitie di Jakarta. (RO 117 dst; RBg. 73 dst.)

Pasal 316b.
Tent ang penyetoran uang serta pengangkatan haki m kom saris ol eh
panitera segera diumunkan dal am naj al ah resm (Berita Negara) dan
dal am satu atau beberapa surat kabar |ain yang ditunjuk ol eh hakim
kom sari s.
Pengunurman itu menuat nama, al amat serta kantor pengusaha angkutan
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| aut yang bersangkutan, nama kapal, nama haki m komi saiis, dan junlah
uang yang tel ah disetorkan kepada panitera. (KUHPerd. 17; Rv. 316a,
d p, g r.)

Pasal 316¢c.
Dal am wakt u del apan hari setel ah nengaj ukan pernohonan, naka penohon
menyanpai kan daftar orang-orang yang ia kenal terhadap siapa ia
menurut pasal 474, 525 dan 541 KUHD dapat nendasar kan penbat asan
akan tanggung jawabnya. (Rv. 316a, p, q, r.)

Pasal 316d.
Sel anj ut nya haki m komi sari s menentukan sebel um habi s jangka wakt u,
unt uk nengaj ukan tagi han-tagi han disertai dengan surat-surat yang
ber sangkut an kepada panitera, denikian pula hari, jam dan tenpat
unt uk mencocokkan tuntutan-tuntutan, termasuk di dal ammya hak- hak
yang harus di dahul ukan. (KURD 316, 318.)
pani tera segera nenberitahukan penetapan-penetapan ini dengan surat
kepada serua penagi h tersebut dal am daftar di maksud dal am pasal yang
| ain dan juga kepada perohon; di sanping itu maka hal itu
di umunkannya dal am maj al ah resnm (Berita Negara) dan dal am satu
atau beberapa surat kabar yang ditunjuk ol eh haki m kom saris. (Rv.
316a-c, g, p, q, r.)

Pasal 316e.
Setel ah | ewat jangka waktu tersebut dal am pasal 316d, maka ol eh
pani tera dibuat daftar tagi han-tagi han yang tel ah diterinanya dengan
nenyebut tiap-tiap surat yang bersangkutan dengan tiap-tiap tagi han
itu.
Daftar ini diletakkan di kepaniteraan dal am waktu paling sedikit
del apan hari sebelum hari di adakan pencocokan tagi han-tagi han unt uk
dapat dilihat oleh siapa ptin tanpa menbayar. (Rv. 316a, h, p, q,
r.)

Pasal 316f.
Pada hari yang telah ditetapkan, naka haki m kom sari s dengan di bantu
pani t era nengadakan sidang terbuka untuk pencocokan tagi han-tagi han.
Untuk itu ianmenyurith menbacakan daftar tagi han yang nasuk.
Pengusaha angkutan |aut dan tiap-tiap penagi h dapat nengaj ukan
keberat an terhadap pengakuan tagi han atau tentang hak untuk
di dahul ukan. (Rv. 316a, |, p q, r.)

Pasal 316g.
Tagi han-tagi han yang di masukkan setel ah | ewat jangka waktu seperti
tersebut dal am pasal 316d atas pernobhonan penagi h dapat diterinma
ol eh haki m untuk di cocokkan.
Per mohonan harus diterima jika penagi h bertenpat tinggal di |uar
I ndonesi a dan karena itu terhalang untuk datang |ebih awal. (Rv.

316p, g, r.)
Pasal 316h.
Tagi han-tagi han dan hak untuk di dahul ukan yang tidak di bantah
di anggap sebagai diakui. Tentang pengakuan itu dicatat dalam berita

acara persidangan dan dal am daftar tersebut dal am pasal 316e. (Rv.
316f, p, q, r.)

Pasal 316i.
Dal am hal ada bantahan, maka haki m kom saris nenerintahkan para
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pi hak apabila tidak dapat nencapai kesepakatan, untuk menghadap ke
sidang raad van justitie yang ia tentukan harinya tanpa perlu

di adakan panggil an.

Para pengacara yang nmewakili nasing-masi ng pi hak nmenyatakan hal itu
pada waktu di panggil dal am persi dangan

Ji ka orang yang berpi utang yang nohon pengesahan tidak datang di
hadapan persidangan, nmaka ia dianggap tnenari k kenbali pernohonannya
yang di bantah; jika ia datang nenghadap sedangkan yang nenbantah
tidak datang, naka ia dianggap tidak menpertahankan bantahannya dan
haki m nengakui tagi han itu atau hak untuk didahul ukan. (Rv. 1, 106,
108; 316a, 1, p, q, r.)

Pasal 316j.
Bila kreditur yang tagi hannya atau haknya untuk di dahul ukan
di bantah, tidak datang dal am rapat, panitera segera nenberitahukan
kepadanya tentang bantahan yang dil akukan dan penunjukan ke sidang.
Si Penagi h dal am si dang pengadilan tidak dapat nenpergunakan sebaga
al asan tentang tidak adanya penberitahuan itu. (Rv. 316f, i, p, q

r.)

Pasal 316k.
Per nobhonan bandi ng atas putusan raad van justitie harus diajukan
dal am wakt u enpat belas hari sesudah putusan dijatuhkan.
Pemohon bandi ng dengan perantaraan pengacaranya harus mnenberitahukan
tentang itu kepada panitera raad van justitie dengan bantuan juru
sita.
Put usan yang duat uhkan dal am ti ngkat bandi ng segera di beritahukan
oleh juru sita H GH kepada panitera raad vanjustitie. (Rv. 316a
m p, q, r, 327, 334 dst,,338, 489, 554.)

Pasal 3161.
Dal am si dang pencccokan tagi han-tagi han maka tiap-tiap penagi h dapat
menohon penbenaran junl ah uang yang di setorkan ol eh pengusaha
angkutan taut dan nenmbantah kebenaran jum ah itu.
Haki m kom sari s dal am hal ada bantahan, nenentukan hari persidangan
di mana raad van justitie menyel esai kan perkara itu. (Rv. 316a, f, i,

p, g, r.)

Pasal 316m
Pada hari yang ditentukan maka para pi hak atau wakil -wakil nya
di dengar dal am si dang terbuka yang kenudi an di putus ol eh raad van
justitie.
Ket ent uan dal am pasal 316k berlaku dalam hal ini. (Rv. 316a, p, q,
r.)

Pasal 316n.
Sesudah rapat, atau jika hal ini meninbul kan perselisihan, sesudah
tentang hal itu di adakan keputusan yang tetap, mnmaka ol eh panitera
di buat daftar penbagi an dan kenudi an di m ntakan persetujuan haki m
kom saris. Hakim komi saris dapat mengangkat seorang ahli untuk
menbant u panitera dal am nenyusun daftar. |ajuga yang nenentukan
upahnya. (Rv. 316f, k, o, q, t.)

Pasal 3160.
Daftar penbagi an yang sudah di setwui ol eh haki m kom saris sel ans,
enam m nggu dil etakkan di kepaniteraan raad van justitie untuk dapat
di i hat dengan cunma-cuna ol eh para penagi h yang tel ah diakui
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t agi hannya.

Tentang pel etakan daftar tersebut ol eh panitera diberitahukan kepada
pi hak- pi hak kreditur dengan surat tercatat; nasing-nmasing dari

mer eka sel ama waktu di maksud dapat nengaj ukan perl awanan terhadap
daftar penbagi an tersebut dengan nengaj ukan surat keberatan diserta
al asan- al asannya ke kepaniteraan.

Setelah |l ewat tenggang waktu yang ditentukan, raad van justitie
menberi kan keputusannya sesudah nendengar para kreditur atau setel ah
nmer eka di panggil dengan patut. Panggilan dil akukan ol eh panitera
dengan surat tercatat.

Ter hadap bandi ng terhadap putusan ini berlaku pasal 316k.

Set el ah daftar penbagi an ol eh haki m kom saxis atau, bila ada

per| awanan, ol eh haki m di nyatakan dapat dil aksanakan, mnaka panitera
raad van justitie nmemanggil dengan surat tercatat para kreditur
untuk menerima bagi an nasi ng- masi ng.

Daftar tersebut setel ah di nyatakan dapat dil aksanakan dil et akkan di
kepani teraan untuk dapat dilihat dengan cuma-cuna ol eh yang

ber kepenti ngan. (Rv. 316e, n, p, q, r.)

Pasal 316p.
Bi aya yang tinmbul karena penerapan pasal 316a-3160 ditanggung ol eh
pengusaha angkutan |aut, dengan tidak nengurangi penerapan pasal 58-
60 undang-undang ini, terhadap perkara-perkara, yang merupakan
aki bat dari penunjukan ol eh hakim kom sari s berdasarkan alinea
pertana pasal 316i dan 3161. (Rv.316q, r.)

Pasal 316q9.
Pasal 316b-316p tetap berlaku jika pengusaha angkutan | aut
di nyat akan dal am keadaan pailit. (KUHD 320; F. 1.)

Pasal 316r.
Pasal 316a-316q juga berlaku jika pengangkut nendasarkan diri
mengenai Penbat asan Pertanggungj awaban karena pasal - pasal 475 dan
526 KUHD.
Dal am Penerapan itu di mana dibi carakan tentang Pengusaha angkutan
pengangkut bertindak di tenpat pengusaha angkutan. (KUHD 466, 521.)

BAB | V
PENUNTUT UMJUM
317. Ditarik kenbali dg. s. 1874-149. (Bdk. S. 1922-522.)
Pasal 318.

S. 186.4-522 jo. 1908-522 pasal 105c dengan ditariknya kenbali pasa
318 dan 320 dan RO pasal 55 ayat terakhir, dan senua peraturan yang
bert entangan dengan itu, telah ditentukan: Dalam suatu perkara
perdata penuntut urmum di |ndonesia tidak nenberikan suatu pendapat,
dan hanya hadir di persidangan bila ditentukan ol eh undang-undang
atau dem kepentingan peradilan. (RO 54 dst., 61 dst.; Rv. 806.)

Pasal 319.
(s.d.u. dg. S. 1872-13; |1WB-522.) Jika penuntut umum karena
j abat annya bertindak sebagai satu Pi hak, nmaka ia harus mengi kut
ket ent uan- ket ent uan unum dal am hukum acara Perdata, kecuali dalam

hal penunjukan pengacara. (RO 55, 170-1° 171; KUHPerd. 65, 86, 88
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dst., 92, 381, 435, 463, 465, 1127; Rv4 106, 867)

Hukuman- hukuman yang nungki n dij atuhkan terhadapnya nengena
pengganti anbi aya, kerugian ke bunga serta biaya perkara selalu
di pi kul ol eh Negara. (Rv. 58.)

320. Ditarik kenbali: |ihat pasal 318

Pasal 321.
Penunt ut unum dapat nenuntut agar kepadanya di beritahukan senua
perkara yang di pandang perlu berhubung dengan pekerjaannya itu.
Haki m karena jabatan, dapat juga nenerintahkan agar hal-hal sermacam
itu diberitahukan kepada penuntut unmum (RO 55.)

Pasal 322.
Penunt ut umum segera setel ah sel esai pertukaran pendapat para pihak
(pleidoi) atau pada hari sidang |ain yang ditentukan nenyarnpai kan

pendapat nya. (Rv. 61-2°)

Pasal 323.
Para pi hak atau penbel a- penbel a nmereka, tanpa al asan apa pun
mendapat kesenpatan untuk nengaj ukan penbel aannya setel ah penunt ut
umum nengaj ukan pendapat nya.
Hanya catatan-catatan kecil untuk nenjelaskan hal -i khwal yang
nmenurut pendapat nya mnerupakan kekhil afan penuntut urnum dapat segera
di sanmpai kan kepada ketua. (Rv. 146.)

BAB V
KEKUASAAN MENGADI LI YANG ADA PADA RAAD VAN JUSTI TI E
DAN HOOGGERECHTSHOF MENYI MPANG
DARI WEWENANG YANG DI BERI KAN OLEH UNDANG- UNDANG
( PROROGASI PERADI LAN)

Pasal 324.
Dal am hal perkara yang mungki n bandi ng kepada raad van justitie atau
H G H, maka para pihak bebas untuk bersepakat dengan suatu akta
unt uk menmohon agar perkara mereka sejak semula |angsung diperiksa
ol eh badan peradilan yang scharusnya akan mengadili perkara itu
dal am ti ngkat banding. (ISR 136; RO 127, 163 dst.; KUHPerd. 1851
dst.; Rv. 133, 351, 354, 615, 638.)

Pasal 325.
Para wali penganpu dan nereka yang nenurut Kketentuan-ketentuan
undang-undang tanpa izin atau kuasa, tidak bol eh rnengadakan
perdanai an atau nenyer ahkan perkara kepadanya wasit, dalam nmenbuat
kesepakat an yang tersebut dalarn pasal 324 harus mendapat izin atau
kuasa pula dari yang berkepentingan. (KUHPerd. 307, 352, 361, 393
dst., 407, 452, 789, 983, 1019, 1797, 1852; F. 100; Rv. 615.)

Pasal 326.
Bagi raad vanjustitie dan H G H dal am proses perkara-perkara ini
berl aku aturan-aturan tentang pereri ksaan perkara dal am tingkat
pertarna.
Badan peradil an yang neneri ksa karena prorogasi nemutus perkara yang
ber sangkut an dal am ti ngkat pertama dan terakhir dengan tidak
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nmengur angi peni nj auan kenbali, dan bagi raad van justitie juga
dengan tidak mengurangi kasasi bila untuk satu dan lain ada dasar
hukumya. (Rv. 385 dst., 402 dst.)

BAB VI
PEVERI KSAAN DALAM TI NGKAT BANDI NG TERHADAP PUTUSAN

RAAD VAN JUSTI Tl E
Bagi an 1. Perkara-perkara yang Dapat D nohonkan Bandi ng.

Pasal 327.
Para pi hak dapat mengaj ukan pereri ksaan dal am ti ngkat bandi ng kepada
H G H dal am perkara yang dipiitus dalam tingkat pertana ol eh
Rv.J. (RO 124 dst.; F. 8 dst., 82, 150, 210, 217; Rv. 44, 247,
289, 330, 438, 641, 847, 892.)

Pasal 328.
Dal am persengket aan tentang wewenang nengadili, maka bandi ng dapat
diterim, neskipun haki m yang wewenangnya untuk nengadili ditangkis,
sebenanya berhak nengadili pokok perkaranya dal am tingkat tertinggi

(Rv. 130; Sv. 313.)

Pasal 329.
tiap-tiap pihak yang nenyatakan nenerima putusan tidak dapat
diterima untuk nengaj ukan peneri ksaan dal am ti ngkat bandi ng. (Rv.
84, 278, 385, 404.)

Pasal 330.
Put usan- put usan verstek tidak dapat dim ntakan banding, tetapi jika
penggugat aslinya nenyatakan bandi ng, maka tergugat dapat juga
menyanpai kan senua penbel aannya dal am ti ngkat bandi ng, bahkan
sebagai banding insidentil tanpa dapat nmenggunakan | agi upaya
per| awanan dal am ti ngkat pertama.
Akan tetapi dalam hal terjadi seperti diatur dalam pasal 81 bagian
akhir, nmaka pihak yang ketinggal an dapat m nta bandi ng, asa
sebel umya nenenuhi putusan terl ebi h dahul u dengan nenberi kan
jam nan dan bahkan bila dalam putusan itu tidak diperintahkan
pel aksanaan | ebi h dahulu. (Rv. 89, 324 dst., 611.)

Pasal 331.
(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Bandi ng terhadap putusan persiapan,
putusan sela, dan putusan insidentil, tidak dapat diajukan kecual

dal am waktu yang sudab ditentukan dan bersana- sama dengan bandi ng

t erhadap putusan akhir.

Bandi ng ini dapat diterinma neski pun putusan persiapan, putusan sela
dan putusan insidentil tanpa kecuali terhadap mereka yang

ber keberatan tel ah dil aksanakan. (Rv. 48, 332, 334, 363, 404; IR
190; RBg. 201.)

Put usan pengadi |l an yang nmengandung ket etapan sedem ki an rupa

sehi ngga nenyebabkan penyel esai an pokok perkara tidak ada, dianggap
sebagai putusan akhir.

Put usan pengadil an yang berisi penol akan penggabungan atau canpur
tangan berlaku terhadap nereka yang nengaj ukannya juga sebaga
putusan akhir. (Rv. 48, 53.)
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Pasal 332.
(s.d.u. ag. S. 1908-522.) Permohonan bandi ng terhadap suatu putusan
pengadi | an yang nengabul kan atau nenol ak tuntutan provisi dapat
di I akukan sebel um putusan akhir dij at uhkan.
Hal yang sanma berl aku terhadap putusan yang dijatuhkan atas
per nohonan- per nohonan sementara, begitu pula terhadap putusan yang
dt at uhkan atas pernohonan untuk nemanggil| seseorang untuk
menanggungnya terhadap tuntutan atau terhadap penbel aan yang

di maksud dal am pasal 114, jika kesenuanya itu diajukan secara

t er pi sah.

Akan tetapi jika dalam hal pasal 70 tangkisan terhadap wewenang
nmengadi | i berkaitan dengan pernmohonan peranggi |l an untuk penanggungan

dan dal am hal ini haki m menyatakan diri berwenang, naka pernohonan
bandi ng tidak dapat diajukan tersendiri sebelum dijatuhkan putusan
akhir terhadap pokok perkaranya. (Rv. 48, 53, 171, 211, 215, 230,
286, 331, 334, 336, 404; IR 190; RBg. 201.)

Pasal 333.
Ditarik kenbali dg. S. 1908-522.

Bagi an 2. Jangka Waktu Unt uk Pernohonan Bandi ng.

Pasal 334.
(s.d.u. dg. S. 1908-522) Jangka waktu untuk pernmohonan bandi ng
adal ah tiga bulan terhitung hari dijatuhkan putusan, kecuali yang
di tentukan dal am pasal 339 alinea kedua dan ketiga. (Rv. 15, 289,
331, 336, 341, 489, 515, 530, 539, 554, 818; F. 8, 11, 150, 217; IR

188.)
Pasal 335.
(s.d.u. dg. S. 1908-522) Pi hak terbandi ng sebal i knya dapat
nmengaj ukan bandi ng insidentil, bahkan sesudah |anpau jangka waktu

tersebut dal am pasal yang | ain dan sesudah nenyat akan neneri ma

put usan. Per nobhonan bandi ng insidentil dalam kesenpatan ini

di aj ukan dal am kesi npul an j awabannya, dengan ancaman gugur. (Rv. 329
dst., 342 dst., 420.)

Pencabut an bandi ng pokok tidak nenbatal kan bandi ng insidentil yang
di aj ukan. (Rv. 272, 278.)

Pasal 336.
Set el ah | anpauj angka waktu tersebut dalam pasal 334, nmka bandi ng
ti dak dapat diajukan | agi
Jangka waktu itu berlaku terhadap sermua pi hak dengan tidak
nmengurangi ganti rugi menurut hak masing-nmasing. (KUHPerd. 1239.)
Alinea ketiga dan keenpat dicabut dg. S. 1908-522

Pasal 337.
(s. d. u. dg. S. 1908-522) Jika pihak yang kal ah neni nggal dunia
dal am tenggang waktu untuk nengaj ukan bandi ng, naka pernohonan
bandi ng nasi h dapat diaj ukan oleh ahli warisnya atau nereka yang
mendapat hak dari padanya dal am waktu enam bul an set el ah. kemat i annya,
atau jika nereka nenggunakan hak untuk berpikir dalam dua bul an
setel ah tenggang waktu untuk itu lewat. (Rv. 248, 250, 390, 404;
KUHPerd. 1023 dst., 1992.)
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Pasal 338.
Bandi ng terhadap suatu putusan yang tidak dapat dil aksanakan |ebih
dahul u, tidak dapat dil aksanakan dal am waktu del apan hari setel ah
put usan diucapkan; jika pernphonan bandi ng di aj ukan dal am t enggang
waktu itu, naka perinohonan itu tidak dapat diterima dengan tidak
mengur angi wewenangnya mnengul angi per nbhonan bandi ngnya, asal |jangka
wakt unya bel um habi s
Put usan yang tidak dapat dil aksanakan | ebi h dahulu, ditunda dal am
waktu delapan hari itu. (Rv. 54 dst., 289, 334, 346, 515, 530.)

Bagi an 3. Peneri ksaan Dal am Ti ngkat Bandi ng Dan AKki bat - aki bat nya.
Pasal 339.

Pemeri ksaan dal am ti ngkat bandi ng di mul ai dengan suatu penanggil an

untuk nmenghadap di sidang yang bentuk dan caranya sama dengan

penei i ksaan dal am tingkat pertama tanpa harus nenyebutkan al asan-

al asan yang nenj adi dasar pernohonan bandi ng maupun tanpa harus

nmel anpi rkan turunan-turunan surat-surat yang bersangkutan, kecual

dal am hal penmanggilan itu nmengandung tuntutan baru yang

di per bol ehkan ol eh pasal 344. Senua itu diberitahukan dengan cara

yang sana.

Pasal 10 alinea terakhir berlaku juga bagi penggugat penbandi ng.

Surat pernobhonan yang bersangkutan harus di sanpai kan ke kepaniteraan

H G H. Sebelum jangka waktu yang ditentukan habis.

(s.du. dg. . 1908-522.) Hari pengajuan surat pernohonan berl aku

sebagai hari pernmul aan peneri ksaan tingkat bandi ng dan dicatat ol eh

panitera H G H dalam surat pernphonan tersebut dan kenudi an

segera dengan surat tercatat diberitahukan kepada pi hak terbanding.

H G H tidak akan nenperhati kan pernohonan bandi ng tersebut jika

tidak diajukan dal am jangka waktu seperti tersebut dalam alinea

kedua kepada panitera;

Ket ent uan- ket ent uan dal am bagian 7 Bab | buku ini berlaku juga dal am

ti ngkat banding. (Rv. 1 dst., 6 dst., 10 dst., 15, 17 dst., 21, 92

94, 96 d3t., 106, 345 dst., 349, 388, 402 dst., 437 dst; IR 191.)

340. Ditari k kenmbazi dg. s. 1908-522.

Pasal 341.
Bandi ng terhadap ketetapan-ketetapan nmengenai pernohonan-per nohonan
di aj ukan juga kepada haki m yang |ebih tinggi dengan surat
per mohonan.
Hal yang sanma harus dil akukan ol eh nereka yang neneri ma penet apan-
penet apan semacam itu dal am waktu tiga bul an setel ah tangga
penandat anganan surat penetapan ftu dan orang-orang |ain yang
ber kepenti ngan dalam tiga bulan setelah surat itu diberitahukan
kepada nmereka.
Jangka waktu itu menjadi enam bulan jika yang diberitahukan itu
bertenpat tinggal di suatu pulau di |ndonesia seperti dinmksud dal am
pasal 334 lama alinea terakhir.

342. Ditarik kenbaii dg. S. 1908-522.

Pasal 343.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Dalam tingkat bandi ng di gunakan acara
seperti diatur untuk tingkat pertama dengan perbedaan, bahwa hanya
kesi mpul an gugat an dan kesi npul an j awaban yang dapat di aj ukan.
Tetapi jika diajukan banding insidentil ataujika ol eh terbanding
di aj ukan tangki san terhadap bandi ng pokok, naka atas pennohonan
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penbandi ng di beri waktu untuk dapat nenberi jawaban terhadap bandi ng
i nsidentil atau terhadap tangkisan itu. (Rv. 107 dst., 118 dst.

335.)

Pasal 344.
Dal am ti ngkat bandi ng tidak dapat diajukan tuntutan-tuntutan baru
kecual i jika nengenai

1°. uang bunga, sewa dan lain-lain akibat kebendaan yang sudah ada
atau tinbul sejak putusan dalam tingkat pertama; (KUHPerd. 500

dst., 502, 588, 1250, 1560-5° 1765.)
2°. biaya, kerugian dan bunga karena kerugian yang diderita, sejak
putusan itu; (KUHPerd. 1243.)
3% tuntutan untuk dapat dijal ankan |ebih dahulu. (Rv. 53.)
(s.d. u. dg. S. 1908-522) Tergugat asli dapat nengaj ukan penbel aan
baru tentang hak-hak yang nengenai persoalan pokoknya, kecuali ha
itu ditutupnya dalam tingkat pertama, tidak termasuk kejadian yang
menyebabkan gugunya jawaban nenurut pasal 114; tetapi seandainya ia
di benar kan dal am persoal an pokoknya, ia dapat di hukum juga menbayar
bi aya acara sanpai pada pengaj uan penbel aan yang ia sebenanya dapat
| akukan dal am tingkat pertama. (KUHPerd. 443, 1426, 1951; Rv, 71,

132, 244-2° 339, 345, 349, 989.)

Pasal 345.
(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Bai k dal am bandi ng pokoknya nmaupun dal am
bandi ng insidentil dapat diajukan tuntutan baru dan penbel aan baru
yang telah diatur dalam pasal yang |ain dengan disertai kesinpulan
yang berdasar kan al asanal asan yang jelas. (Rv. 241, 399.)

Pasal 346.
Qugat an tersebut dal am pasal 339 nenangguhkan pel aksanaan putusan
pengadi | an, jika tidak ditentukan bahwa putusan tersebut dapat

di | aksanakan | ebi h dahul u dal am hal - hal yang di perbol ehkan. (Rv. 54
dst., 381, 403, 437 dst., 442, 585.)

Pasal 347.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Jika pel aksanaan tidak di perintahkan
| ebi h dahul u dal am hal - hal yang di perintahkan ol eh undang- undang
at au di perbol ehkannya, mnaka terbandi ng dal am kesi mpul an nmasi h dapat
nmenunt ut agar pel aksanaan dil akukan dengan |ebi h dahul u pada hari
yang ditentukan sebagai hari persidangan pertama. (Rv. 54 dst., 82,
403.)

Pasal 348.
Jika di luar yang ditentukan nenurut undang-undang diperintahkan
agar putusan provisional dilaksanakan, naka penbandi ng dal am
per si dangan dapat nphon agar pel aksanaan di hentikan; ia setelah
mendapat izin, juga dapat nenanggil |awannya dal am persi dangan
singkat. (Rv. 10, 54 dst., 82, 381.)

Pasal 349.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Pasal 23 tentang pendaftaran di dal am
daftar giliran sidang dan ketentuan dal am Bab |l buku ini dan juga

ket ent uan- ket entuan penutup dalam bab itu berlaku juga dal am ti ngkat
bandi ng dal am hal :

- pengangkat an pengacara (Rv. 106.)

- pengaj uan hari sidang (Rv. 107.)
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- per nohonan- per nohonan senmentara dan tangki san-tangkisan (Rv. 128
dst.)
- peneri ksaan berdasarkan surat-surat (Rv. 138 dst.)
- sengketa nengenai asli atau tidaknya surat-surat (Rv. 148 dst.)
- pereri ksaan saksi-saksi (Rv. 171.)
- peneri ksaan dan penganatan setenpat (Rv. 211 dst.)
- | aporan para ahli (Rv. 215 dst.)
- pereri ksaan para pihak (Rv. 230.)
- tuntutan-tuntutan insidentit (Rv. 241 dst.)
- penundaan dan | anjutan peneri ksaan (Rv. 248 dst.)
- penyangkal an perbuat an- perbuat an dal am sidang (Rv. 256 dst.)
- nmel epaskan kesenpatan peneri ksaan tingkat pertama (Rv. 271 dst.)
- gugunya pel epasan tingkat itu (Rv. 273.)
penggabungan dan canpur tangan (Rv. 279.)
dalanlbandlng berl aku pul a seperti yang di sebut kan dal am pasa
penutup dari Bab itu. (Rv. 244, 343 dst.)
Dal am pada itu pasal 128 dan 129 hanya berl aku dengan ti dak
mengur angi ket ent uan- ket ent uan sebagai beri kut:
Tergugat asli, penggugat dal am banding, tidak terikat kepada
ket entuan nengenai jam nan yang di naksud dal am pasal - pasal tersebut.
Terbandi ng juga tidak terikat, juga jika diadakan bandi ng
insidentil. Jam nan yang ditentukan dal am tingkat pertama tetap
terikat untuk biaya bandi ng.
Jam nan dituntut untuk semua penbel aan hak-hak. (Rv. 335, 339.)

Pasal 350.
Dal am hal keputusan di kuat kan, naka pel aksanaannya dil akukan ol eh
haki m yang nengadil i nya dal am tingkat pertana.
Dal am hal putusan dibatal kan untuk sel uruhnya atau untuk sebagi an,
maka pel aksanaannya dil akukan ol eh haki m yang nmenutus dal am ti ngkat
bandi ng atau ol eh yang ditunjuk dal am putusan, kecuali dal am
tuntutan untuk menbatal kan penyanderaan dan pencabutan dengan paksa
dan |l ain-1ain yang diperintahkan ol eh undang-undang kepada
pengadi |l an. (Rv. 61, 360, 429, 460, 497 dst., 605, 734, 766; IR
195; RBg. 206,)

Pasal 351.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Dalam hal bandi ng putusan-putusan yang
di maksud dal am pasal 332 diaj ukan sebel um dij at uhkan putusan akhir,
maka haki m bandi ng dal am Put usannya nenyanpai kan perkara tersebut
kepada haki m pertama untuk nenutus pokok gugatannya, kecuali jika
t angki san tentang wewenang nengadili yang bersangkutan dengan
per nohonan penmanggi | an unt uk penanggungan ataupun jika penbel aan
di maksud dal am pasal 114 di nyatakan beral asan atau jika terjadi
penunj ukan perkara kepada hakim lain atau kepada para wasit.
Pengenbal i an perkara kepada haki m pertanma untuk di putuskan tentang
pokok perkaranya, dilakukan juga dal am hal haki m bandi ng nenberi kan
keputusan atau putusan ternaksud dal am pasal 331 alinea keenpat.
(Rv. 48, 241, 324 dst., 357.)

352, 353. Ditarik kenbaii dg. s. 1908-522.

Pasal 354.
Ji ka haki m pertama tel ah nmenyatakan diri tidak berwenang dan putusan
itu dibatal kan, maka haki m bandi ng akan nenyanpai kan perkara itu
kenbal i kepada haki m pertanma untuk diputus pokok persoal annya,
kecual i
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1°. jika kedua pi hak nenuntut agar haki m banding itul ah yang
nmengadi | i perkara itu; (Rv. 324 dst., 351, 357.)
2°. jika haki m banding itu nemandang ada al asan-al asan yang

ber hubungan dengan sifat perkaranya untuk nenarik perkara itu
kepadanya. (Rv. 991.)

BAB VI |
PEVERI KSAAN DALAM TI NGKAT BANDI NG
TENTANG
PERKARA- PERKARA YANG DI ADI LI OLEH PENGADI LAN
UNTUK ORANG- ORANG | NDONESI A

Pasal 355.
(s.d.u. dg. s. 1908-522.) Pernyataan pernphonan bandi ng terhadap
perkara yang di putus ol eh badan pengadil an untuk orang-orang
I ndonesi a dianggap ol eh R v.J. nengandung pernyataan bahwa
di nrohonkan bandi ng juga terhadap putusan-putusan yang nendahul ui
put usan pengadilan itu serta penetapan-penetapan, kecuali jika dal am
catatan pernohonan bandi ng di nyat akan secara tegas sebaliknya. (RO
96, 109; IR 188, 192; RBg. 199, 204.)

Pasal 356.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Para pi hak berhak untuk nenyerahkan
penj el asan- penj el asan dan surat-surat di kepaniteraan pengadil an
yang lebih tinggi yang mereka anggap perlu asal surat-surat
sebel umya tel ah diberitahukan kepada pihak |awan dengan perantaraan
pengacaranya atau orang lain yang herwenang untuk menyanpai kan
penberitahuan, menurut ketentuan dalam H |. R atau aturan-aturan
yang sama yang nengatur pengadilan untuk daerah |uar Jawa dan
Madur a. Penyerahan surat-surat itu sekali-kati tidak boleh
menghanbat penyel esai an perkar anya.
Haki m yang | ebih tinggi tidak akan menperhatikan surat-surat
dem ki an itu atau yang dahul u sudah di sanpai kan di kepaniteraan
haki m pertama, yang sebel umya sesuai ketentuan tidak ternyata tel ah
di beri tahukan kepada pi hak lawan (RQ . 432; IR 192 dst., 388 dst.
RBg. 202 dst., 716 dst.)
(s.d.t dg. S. 1908-522.) Dalam tingkat banding tidak bol eh diajukan
tuntutan baru kecuali yang berhubungan dengan pasal 344 alinea
pert ama.
(s.d.t. dg. S 1908-522.) Sebaliknya tergugat bol eh nengaj ukan
penbel aan yang baru asal nengenai pokok persoal annya dan bel um
di kenukakan dal am tingkat pertanm; ia dapat di hukum untuk nenbayar
bi aya tanbahan yang di sebabkan pengaj uan penbel aan itu, neskipun
gugat an pokoknya dapat di kabul kan. (Rv. 344.)

Pasal 357.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Perkara kerudi an ol eh haki m bandi ng yang
ber sangkut an tanpa hanyak proses diputus berdasarkan surat-surat
saja tetapi ia berwenang sebel um nmenj at uhkan putusan akhir untuk
menberi putusan persiapan atau putusan sel a.
Pasal 354 berlaku dal am hal i ni
(s.d.t. dg. S. 1914-414.) R v.J. berhak nengadakan cat atan-catatan
tentang cara penyel esai an perkara tersebut.
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Pasal 358.
Put usan pengadi |l an bandi ng di buat dan di ucapkan dengan cara bi asa.
(Rv. 61, 64; IR 184; RBg. 195.)
(s.d.u. dg. S. 1901 -124.) Panitera raad vanjustitie segera
mengi ri nkan turunan otenti k putusan dal am bentuk yang dapat
di t aksanakan dengan berkas yang bersangkutan kepada haki m pertana
serta nenberitahukannya kepada penuntut unmum tentang putusan asl
yang ada di kepaniteraan. Penuntut umum dapat nelihatnya dan bila
perlu dapat nmeminta turunannya yang otentik. (Rv. 360, 435, 992; IR
194; RBg. 205.)

Pasal 359.
(s.d.u. dg. S. 1,937-631.) Sermua putusan raad vanjustitie dalam
ti ngkat bandi ng di anggap dijatuhkan atas bantahan. (Rv. 81, 385,
993.)

Pasal 360.
Pel aksanaannya sel al u di | akukan ol eh haki m yang nenutus dal am
ti ngkat pertama. (Rv. 350, 358, 429, 432, 994; IR 195; RBg. 206.)

Pasal 361.
(s.d.u. dg. S. 1901-24, S. 1937-631.) Panitera raad van justitie
nmencat at dengan seksama senua perkara yang ada dal am ti ngkat bandi ng
dal am sebuah register yang di peruntukkan untuk itu. Pencatatan itu
menyebut nama para pi hak dan tanggal putusan yang di nbphonkan
bandi ng, tentang pernyataan bandi ng, tentang penerimaan berkas
per karanya, tentang putusan yang doatuhkan dal am ti ngkat bandi ng,
dan tentang pengirinman putusan itu kepada hakim pertama. (Rv. 358,
438, 994; IR 191; RB9. 202.)

BAB VI | DAN BAB | X
(Ditarik kembali dg S 1901 -319 jo. 465.)

BAB X
PERLAWANAN Pl HAK KETI GA
Pasal 378.
Pi hak- pi bak ketiga berhak nel akukan perlawanan terhadap suatu
put usan yang nerugi kan hak-hak nereka, jika mereka secara pri badi
atau wakil mereka yang sah menurut hukum atau pun pihak yang mereka
wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena

penggabungan perkara atau canmpur tangan dal am perkara penmah nenj adi
pi hak. (KUHPerd. 383, 452, 833, 955, 1917; F. lo, 24; Rv. 279, 349,
382, 384.)

Pasal 379.
Perl awanan ini diperiksa haki m yang menj atuhkan putusan itu.
Per | awanan di aj ukan dengan suatu penanggil an untuk nenghadap si dang
terhadap sermua pi hak yang tel ah nmendapat keput usan dan peraturan
umum nengenai cara berperkara berlaku dal am perl awanan ini
(KUHPerd. 1967; Rv. 1, 99 dst., 384.)

Pasal 380.
Ji ka putusan yang dem ki an dijatuhkan terhadap pihak ketiga dal am
suatu persi dangan dan perlawanan terhadapnya dil akukan sesuai pasal


http://www.legalitas.org

www.legalitas.org

68

yang lain, maka hakim yang neneri ksa perkara berwenang jika untuk
itu ada al asan-al asan nengi zi nkan penundaan perkara itu sanpa
perkara perlawanan diputus. (Rv. 248 dst., 384, 393)

Pasal 381.
Haki m yang neneri ksa perkara perl awanan, jika ada al asan-al asannya,
dapat menunda pel aksanaan putusan yang dil awan sanpai soal
perl awanan itu diputus. (Rv. 346, 384, 396, 437.)

Pasal 382.
Bi |l a perlawanan di sahkan, maka putusan yang dilawan itu di perbai ki
hanya sejauh hal nerugi kan hak-hak pihak ketiga itu, kecuali jika

putusan yang dijatuhkan nmengenai hal-hal yang tidak dapat dipecah,
nmenghendaki penbat al an sel uruh putusan. (Rv. 378.)

383. Ditarik kembali dg. S. 1872-13.

Pasal 384.
Ket ent uan- ket ent uan dal am bab ini berlaku juga bagi keputusan yang
di jatuhkan oleh H G H

BAB Xl
PENI NJAUAN KEMBALI

Pasal 385.
Put usan atas bantahan yang dijat uhkan pada tingkat terakhir dan
putusan verstek yang tidak dapat diajukan perlawanan |agi, dapat
ditari k kenbali atas Perm ntaan seorang yang permah nenjadi sal ah
satu pihak atau seorang yang terpanggil dengan al asan-al asan sebaga
berikut: (Rv. 55 dst., 67 dst., 83 dst., 89 dst., 327 dst., 330
dst., 334 dst., 396, 401, 652; KUHPerd. 1917.)

19 (s.d.u. dg. S. 1908-522.) jika putusan di dasarkan pada peni puan
atau tipu nuslihat pihak | awan dal am proses perkara yang
di ket ahui sesudah putusan dijatuhkan atau karena sunmpah yang
di peri nt ahkan ol eh haki m pi dana di nyat akan pal su, kecual
nmengenai sunpah penentu yang di maksud dal am pasal 1929-1° Kitab
Undang- undang Hukum Perdata. (KUHPerd. 1328, 1367, 1449, 1936;
Rv. 385-70, 391, 643-10°)

2°. jika diputuskan mengenai hal yang tidak dituntut; (Rv. 8-30,

643-10°.)
3% jika diputuskan lebih dari yang dituntut; (Rv. 8-31, 643-4°)
4°. jika ada kel alai an dal am nemberi putusan tentang sebagi an dari
tuntutan; (Rv. 51.)
5°. jika antara pihak-pi hak yang sam, berdasarkan al asan-al asan

yang sama dan ol eh haki m yang sama, dalam tingkat tertinggi
di j atuhkan putusan yang saling bertentangan. (Rv. 392, 430.)

6°. jika dal am satu keputusan ada penetapan- penetapan yang saling
bertentangan; (Rv. 385-51.)

7°. jika dijatuhkan putusan berdasarkan surat-surat yang sesudah
keputusan di akui pal su atau di nyatakan pal su; (Rv. 385-11, 391.)

8°. jika, sesudah putusan, diketermukan surat-surat yang

bersifat menentukan yang karena perbuatan pihak |awan
di senmbunyi kan. (KUHPerd. 1873; Rv. 391, 643-9-.)
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Pasal 386.
Anak- anak yang di bawah umur masi h dapat nengaj ukan peni njauan
kenbali, jika nereka tidak permah dibela. (KUHPerd 229, 330, 383,
403, 452, 1446 dst., 1450; Rv. 401.)

Pasal 387.
Ji ka hanya ada al asan untuk nenari k kenbali sebagian putusan, naka
hanya bagian itu yang ditarik kenbali, kecuali jika bagi an-bagi an

lain tergantung dari bagian itu. (Rv. 398, 401.)

Pasal 388.
(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Peninjauan kenbali dil akukan dengan
pemanggi | an untuk nenghadap si dang dan dil akukan dal am waktu tiga
bul an terhitung hari keputusan yang tidak disetujui diucapkan dengan
ti dak nengurangi apa yang ditentukan dal am pasal 339 alinea kedua
dan ketiga yang juga berlaku dal am hal ini.
Jangka waktu nenjadi enam bul an bagi nereka yang bertenpat tingga
di sebuah pulau di |ndonesia, di luar Jawa dan Madura. (Rv. 10, 15,
402; RBg. 322-9°.)
Ter hadap anak-anak, dalam hal apa yang diatur dal am pasal 386,
jangka waktu tidak berlaku sebel um anak itu nenjadi dewasa, dan
penberitahuan dil akukan kepadanya sendiri atau dil akukan di tenpat
ti nggal nya. (KUHPerd. 330, 420; Rv. 68, 336, 389 dst., 391 dst.
394, 401, 435.)

Pasal 389.
Ter hadap perkara-perkara yang di putus verstek, tenggang waktu nul ai
berjal an sejak hari tidak dapat |agi dilakukan perlawanan. (Rv. 84
dst., 385, 401.)

Pasal 390.
Ji ka pihak yang kal ah meni nggal duni a dal am jangka waktu seperti

tersebut di atas, maka berlaku pasal 337. (Rv. 284-4° 250, 388,
401.)

Pasal 391.
Ji ka peni njauan kenbali diajukan berdasarkan pemal suan peni puan,
ti pu-muslihat atau karena ditenukan surat-surat baru, naka tenggang
waktu nul ai berlaku baru sejak diketahui kepal suan, penipuan atau
ti pu-muslihat atau ditenukannya surat-surat yang di senbunyi kan asa
dal am hal -hal terakhir itu dengan surat-surat dibuktikan tentang
hari di ketahui atau ditenukannya kenyataan-kenyataan tersebut.

(KUHPerd. 1861, 1866; Rv. 385-1° 7° dan 8°, 388, 401.)

Pasal 392.
(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Jika terjadi pertentangan antara putusan-
put usan maka tenggang waktunya di hitung nulai hari dijatuhkan
putusan terakhir allujika itu diputus verstek dihitung sejak hari
terhadap verstek itu tidak dapat |agi diadakan perlawanan. (Rv. 385-
61, 388, 398, 401, 430.)

Pasal 393.
Peni nj auan kenbali diaj ukan kepada haki m yang sana yang tel ah
nmenj at uhkan putusan yang tidak disetujui. (Rv. 399.)

Ji ka putusan yang tidak disetujui diajukan dalam suatu perkara yang
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sedang di peri ksa ol eh hakiin lain, naka hakimini dengan nelihat
keadaan dapat nel anj ut kan peneri ksaan perkara itu atau nenundanya.
(Rv. 134, 250, 380, 399.)

Pasal 394.
Peni nj auan kenbali diaj ukan dengan pemanggi| an untuk nenghadap
si dang dal am bent uk biasa, diberitahukan kepada pi hak yang
bersangkutan atau di tenpat tinggal nya.
D dal amya di sebut kan upaya- upaya yang nenj adi dasar pernohonan
itu; upaya lain tidak dapat diajukan, baik di dalam sidang naupun
dengan surat. (Rv. | dst., 8-31, 118 dst., 230, 267, 280, 388, 393

401, 411.)
395. Ditarik kembali dg. S. 1872-13.

Pasal 396.
Peni nj auan kenbal i tidak menghanbat pel aksanaan putusan yang tidak
disetujui dan ini tidak dapat dicegah dengan perintah hakim (Rv.
346, 348, 381, 393, 398, 401.)

Pasal 397.
Ditarik kenbali dg. S. 1872-13.

Pasal 398.
(s. d. u. dg. S. 1872-13.) Jika peninjauan kenbali dikabul kan, naka
put usan yang bersangkutan ditarik kenbali dan para pihak
di kenbal i kan dal am keadaan seperti sebelum putusan itu dijatuhkan,
segal a apa yang sebagai aki bat penghukunan yang dij at uhkan dal am
putusan telah dinikmati atau diterim harus dikenbalikan. (Rv. 385-
5°, 387, 392.)
Ji ka peni njauan kemnbal i di kabul kan karena ada pertentangan antara
put usan- put usan, maka dengan putusan diperintahkan, bahwa putusan

yang pertamal ah yang menpunyai kekuatan. (Rv. 385-5° 392, 401,
430.)

Pasal 399.
Sengket a pokok, terhadap mana putusan yang ditiwau kenbali
di j at uhkan, diperiksa ol eh haki m yang sama, yang nenutus peninjauan
kenbali. (Rv. 393, 401.)

Pasal 400.
Set el ah nengaj ukan peni njauan kenbali, entah itu diterinma atau
tidak, naka tidak dapat diajukan peninjauan kenbali yang kedua, baik
t erhadap putusan yang di beri kan dal am peni njauan kenbah naupun
t erhadap putusan, sesudah peninjauan kenbali itu diterinma, dalam
pokok perkaranya. (Rv. 89, 330, 385, 401; Sv. 324.)

Pasal 401.
Ket ent uan- ket entuan bagi an ini berlaku juga bagi putusan-putusan
H G H
BAB Xl |
Bab Xl 11 M (pasal 402-434) tidak dimuat; untuk kepentingan ini, |ihat

Undang- undang Mahkamah Agung (UU 1411985, LN. 1985-72.)
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BUKU KEDUA
HAL MENJALANKAN PUTUSAN
DAN SURAT PERINTAH YANG DIANGGAP
SAMA DENGAN ITU SERTA AKTA

BAB |

Bab | ini (pasal 435 -476) tidak dinuat; untuk kepentingan ini, I|ihat
Undang- undang Mahkamah Agung (UU 1411985, LN. 1985-72.)

Bagian 2. Sita Eksekutorial Pada Pihak Ketiga.
(S. 1853-70, 71.)

Pasal 477.
(s. d. u. dg. S. 1925-497.) Sita atas piutang-piutang yang mungkin
dapat dituntut pihak yang dieksekusi dari pihak ketiga, at4u atas
bar ang- barang nili knya yang mungki n ada pada pi hak ketiga, nenuat
kecual i persyaratan-persyaratan yang biasa tentang eksplot, juga
pem | i han tenpat tinggal pada ibu kota dari afdeling tenpat tingga
pi hak ketiga itu, dengan perintah untuk menahan apa yang disita
dal am kekuasaannya, dengan ancaman penbayaran atau penyerahan yang
tel ah dil akukan, tidak berharga.
Sal i nan ekspl ot diberi kan kepada pi hak ketiga yang terkena sita,
dengan salinan keputusan haki m atau al as hak eksekutorial |ainnya,
ber dasarkan surat-surat mana pel aksanannya dil akukan. (KUHPerd. 24,
511-31; Rv. 2 dst., 8, 433, 450, 474 dst., 48la, 481b, 491, 542,
593, 728 dst., 812.)

Pasal 478.
Dal am del apan hari setelah nel akukan sita ini, hal itu harus
di sanpai kan kepada pi hak yang di eksekusi dengan ancanan batal, tanpa
di haruskan untuk nenberi kan suatu keterangan yang cukup tentang hal
itu. (Rv. 475, 481, 731.)
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila yang di eksekusi bertenpat tingga
dal am karesidenan lain dari tenpat dilakukannya sita pada pihak
ketiga, jangka waktu penberitahuan di perpanjang nenurut ukuran yang
di t et apkan pada pasal 10 dengan pengertian, bahwa bila tinmbul ha
yang di maksud dal am alinea terakhir pasal itu, penberitahuan

di | akukan dal am enpat puluh hari. (Rv. 479, 481g®% RBg. 322-10°)

Pasal 479.
Dal am del apan hari setel ah penberitahuan tersebut dalam pasal yang
| al u, pihak yang terkena eksekusi, bila dia beranggapan nenpunyai
dasar-dasar untuk itu, dapat nelakukan perlawanan terhadap sita ini,
dan dal am hak itu nenyanpai kan perl awanannya dal am del apan hari
kenmudi an kepada pi hak ketiga yang terkena sita.
(s.d.u. dg. S 1908-522.) Jangka-jangka waktu itu di perpanjang
menurut ukuran yang ditetapkan dal am pasal 10, bila tentang hal yang
pertanma pi hak yang nel akukan sita bertenpat tinggal dal am
karesi denan |l ain daripada tenpat tinggal pihak yang terkena
eksekusi, dan mengenai hal yang kedua, pihak ketiga yang terkena
sita tidak bertenpat tinggal di karesidenan yang sana dengan tenpat
permanggi | an perl awanan di kel uar kan
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(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Bila terhadap eksekutan terjadi ha

seperti yang di naksud dal am ali nea terakhir pasal 10, maka surat

per mohonan di maksud di situ, yang dilanpiri dengan salinan ekspl ot
penberitahuan yang diterima ol eh pihak yang di eksekusi, di nasukkan
dal am wakt u del apan hari sesudah penberitahuan pada kepaniteraan
haki m yang meneri ksa perlawanan itu. Hari pemasukan ol eh panitera
di catat pada surat pernohonan. Hakim tidak akan mengi ndahkan

perl awanan, bila tidak di masukkan dal am jangka waktu del apan hari
pada kepaniteraan.

(s.d.t. dg. S 1908-522.) Bila hal itu terjadi neiigenai pihak
ketiga yang terkena sita, naka haki m yang nenangani perlawanan itu
menent ukan jangka waktu untuk penberitahuan. Surat pernphonan untuk
itu yang nenyatakan penanggilan untuk perlawanan, di masukkan pada
kepani teraan paling |anbat pada hari sidang terhadap mana pi hak yang
di eksekusi nel akukan permanggil an terhadap eksekutan. Hari penasukan
surat itu oleh panitera dicatat di atas surat pernohonan. Hakim

ti dak akan nengi ndahkan hal terakhir ini, bila pemasukan surat itu

terjadi setelah hari sidang yang di maksud. (RBg. 322-11°)
Perl awaan itu harus dibawa di hadapan haki m yang berwenang bagi
pi hak yang di eksekusi. (ISR 136; KUHPerd. 1786; Rv. 15, 480 dst.,

481d, 749-3°)

Pasal 480.
Bi |l a perlawanan pi hak yang di eksekusi dianggap menpunyai dasar, dan
karena itu,dia mendapat hak untuk diangkat sitanya, bila ada dasar
untuk itu, eksekutan diputuskan untuk di hukum atas pengganti an
bi aya- bi aya, kerugi ankerugi an dan bunga- bunga, untuk kepentingan
pi hak yang di eksekusi. (KUHPerd. 1365 dst.; Rv. 479, 481d, 607
723.)

Pasal 481.
Bi |l a yang di eksekusi tidak mel akukan perlawanan tersebut dal am pasa
479, atau bila hal itu dilakukan, tetapi ditolak, pihak ketiga yang
terkena sita (dalam hal terakhir dengan penberitahuan keputusan
penol akannya) di panggil ke sidang pengadilan untuk nenberi
ket erangan dengan cara sama dan dengan aki bat-aki bat yang sana
seperti yang ditentukan pada pasal 733 dan berikutnya. (Rv. 476,
48l e, 734 dst.)

Pasal 481la.
(s.d.t. dg, S. 1938-680.) Penyitaan pada pihak ketiga untuk negara
umum at au dana pensiun |Indonesia, dengan tidak mengurangi ditentukan
dal am pasal 65 dan 66 Undang-undang Perbendaharaan |ndonesia (ICW,
pasal 23 Keputusan Desentralisasi dan pasal 9 Keputusan Raja 3
desenber 1925 No. 51 (I.S. 1926 No. 28) diperkenankan, namun hanya
atas piutang-piutang atau barang-barang tertentu yang di uraikan
dal am surat juru sita atau dalam hal sita yang di sederhanakan, yang
di urai kan dal am penberitahuan atau dal am tuntutan.
Penmbayaran atau penyerahan setel ah penyitaan nenbebaskan Negar a,
badan-badan umum atau dana pensiun |ndonesia, bila suatu perintah
yang di beri kan sebel um sita untuk nenbayar atau menyerahkan tidak
dapat lagi ditarik kenbali tepat pada waktunya.
Dengan al asan kepentingan umum Negara, badan-badan umum atau dana
pensi un | ndonesia, dalam proses singkat di hadapan ketua dapat
mem nta pengangkatan sita pada pihak ketiga. (Rv. 283 dst., 481lb
dst., 730.)
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Dengan S. 1933-622, nb. 22 Desenber 1938, ditanbahkan bagi an
beri kut:

Bagi an 2A. Sita Eksekutorial Terhadap Pihak Ketiga Mengenai
Pengur usan.

Pasal 48l b.
Pengenaan sita atas tagi han sejunm ah uang yang di gunakan untuk
pengurusan sesuatu nenurut Buku Kesatu Kitab Undang- undang Hukum
Perdata, termasuk di dal amya bi aya pengurusan dan pendi di kan
seorang anak di bawah unmur, upah atau penberian tunjangan secara
berkal a, yang dapat ditagi h kepada pi hak ketiga ol eh orang yang
t erhadapnya di kenakan sita, dilaksanakan dengan tuntutan dan cara
yang nendat angkan aki bat seperti yang ditentukan dal am bagi an yang
| al u, sejauh nmengenai hal itu dalam bagian ini tidak di adakan
penyi npangan. (KUHPerd. 329a.)

Pasal 481c.
Ket ent uan- ket ent uan dal am perat uran- peraturan umum yang nenj adi
dasar wewenang para kreditur, begitu pula tentang upah dan
t unj angan-tunj angan berkal a |ai nnya, tidak diberlakukan untuk bagi an
itu. (KUHPerd. 1602g; Rv. 451 dst.)
Akan tetapi dalam hal ini ketentuan dal am pasal 750 hanya di nyatakan
tidak berlaku bila eksekutannya adal ah Dewan Perlindungan Anak-anak

Pasal 481d.
orang yang di kenakan sita, setiap waktu dapat nengadakan perl| awanan
dengan cara dan aki bat-aki bat ternmaksud dal am pasal 479 dan 480,
atas dasar bahwa ketentuan tnengenai penberian tunjangan itu pada
waktu itu telah diubah atau telah dicabut, atau bahwa kewaji ban
untuk menbelikan tunjangan itu telah tidak ada. (KUHPerd. 329b.)

Pasal 481le
Senenj ak hari di kenakan sita terhadap pihak ketiga, pihak ini wajib
nmel akukan penbayaran, seperti yang tel ah di kenakan sita kepadanya
kepada eksekutan bila eksekutan ini menghendaki, dan bila hal itu
mengenai upah dan tunjangan-tunjangan berkala lainnya, ia wajib
nmel akukan penbayaran sejunml ah uang yang penbayarannya ditunggak,
kecuali bila ada tagi han yang di kenakan sita terhadap utang-utang
yang derajatnya lebih tinggi atau sama. (Rv. 477 dst. 728 dst.)
Dal am hal termaksud pada akhir alinea yang lalu, pihak ketiga yang
di kenakan sita ini dapat digugat untuk nmengadakan pernyataan

tersebut dal am pasal 734. (Rv. 481; RO 116g°.)

Perl awanan yang di aj ukan ol eh orang yang di kenakan sita, menunda
kewaj i ban untuk nel akukan penbayaran, kecuali bila ketua raad van
justitie nemerintahkan mel aksanakan kel anj utan penbayaran yang

di t et apkan dal am si dang perkara yang singkat (kort geding).

Pi hak ketiga yang di kenakan sita di bebaskan dari kewaji bannya demi
hukum bila ia telah nel akukan penbayaran kepada eksekutan dengan
itikad bai k. (KUHPerd. 1386; Rv. 481f.)

Pasal 481f.
Tagi han yang dituj ukan kepada pi hak ketiga, yang telah di kenakan
sita tetapi lalai dalam el akukan kewaji bannya, dicatat ol eh
residentierechter (kini: kepaniteraan Pengadilan Negeri). (RO 116g
Rv. 924 dst.)
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Pasal 481g.

Bil a Dewan Perlindungan Anak-anak mnenjadi eksekutan sendiri, maka ia
dapat nel akukan sita itu dengan cara yang biasa, dapat juga dengan
menberit ahukan salinan putusan atau penetapan dari pengadil an kepada
pi hak keti ga.

Dal am hal yang terakhir ini, pihak ketiga yang di kenakan sita ini
harus mengiri nkan kenbali salinan penberitahuan itu kepada Dewan
Perli ndungan Anak-anak, setelah nenandatangani nya dan nenyat akan
"tel ah saya ketahui" di atasnya

Dengan pengiriman kenbali ini, pelaksanaan sita telah sel esa

di kerj akan.

Dewan Perlindungan Anak-anak dapat nel akukan sita satu hari

sebel umya untuk nel akukan penbayaran tagi han ol eh pihak ketiga ini
tanpa terlebi h dahul u harus nenandat angani surat perintah dari
panitera atau nenberi kan keterangan, seperti yang di naksud dal am
pasal 88 dan 437(%).

Diteri manya kenbali salinan penberitahuan, yang dikirinkan ol eh
eksekutan secara tercatat dalam tujuh hari setel ah pengiriman
penberitahuan itu kepada pi hak ketiga yang di kenakan sita untuk

di nyat akan "di ketahui" secara tertulis, berlaku sebaga

penandat angan tersebut dal am pasal 471(%).

(Y Bunyi pasal yang di maksud adal ah sebagai berikut ;

437.

Put usan pengadi |l an, yang tidak berisi kan perintah dapat dil aksanakan
terlebi h dahulu (untuk senentara), tidak dapat dil aksanakan terhadap pi hak
ketiga, begitu pula tidak dapat dipenuhi ol eh pihak ketiga ini, kecual
setel ah 14 hari ditandatangani ol eh pi hak yang tidak di benarkan dan
di sanpai kan keterangan secara tertulis dari panitera, yang nenyatakan bahwa
dal am daftar perkara tidak ada catatannya nengenai nai k bandi ng atau kasas
dari perkara yang bersangkutan (Rv. 54 dst., 87 dst., 346, 396, 403, 413
438)

(2) Bunyi pasal yang di naksud adal ah sebagai beri kut

471.

Pada hal aman terakhir berita acara, juru sita nmencatat tentang paj ak-paj ak
yang tel ah di bayar dan pengununan tentang penjual an, bila pengumuman itu
nmemang tel ah di adakan (Rv. 447, 469)

Bagi an 3. Penbagi an Hasil Eksekusi

Pasal 482.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila tidak ada kreditur yang nengaj ukan
per| awanan, maka kantor |elang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang ada atau yang akan di adakan nenbayarkan jum ah uang
kepada yang nmenphon sita sebesar yang nenjadi haknya nenur ut

keput usan pengadilan dari hasil pelelangan itu, dikurangi dengan
jum ah biaya eksekusi

Ji kal au ada sisa, naka sisa itu dipertanggungi awabkan kepada orang

yang barangnya dilelang. (KUHPerd. 1139-1° 1149-1% Rv. 449, 455,
473, 481, 558, 576, 702, 744 dst., 747.)

Pasal 483.

Ji ka dal am waktu del apan hari terhitung dari hari penjual an pihak
yang nmenohon sita, pihak yang barang- barangnya disita dan pihak-

pi hak | awan tidak dapat bersepakat tentang penbagi an hasi

penual annya, maka pi hak yang barang-barangnya disita, pihak yang
menohon sita atau pihak |awan yang paling siap, dapat nenohon kepada
ketua raad van justitie di wlayah penjualan, agar diangkat seorang
haki m kom sari s yang akan nenyaksi kan penbagi an hasil| penjual an

t er sebut
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Per nohonan ini dicatat dalam daftar/register yang ada di
kepaniteraan. (Rv. 461 dst., 481, 484, 547 dst., 576, 746 dst.)

Pasal 484.
Dalam tiga puluh hari terhitung dari hari pengangkatan haki m
kom saris, oleh orang yang nmenohon eksekusi, orang yang barang-
bar angnya di eksekusi atau |awan yang paling siap, diberitahukan
kepada orang-orang yang di sebut dal am pasal yang |alu, nmaka para
kreditur wajib nenyerahkan kepada haki m kom saris alas hak mereka,
dengan ancaman jika tidak nelakukannya, nereka tidak akan diikutkan
dal am penbagi an hasil |elangnya. Mereka wajib nmengganti tenpat
ti nggal nya yang dahul u dengan tenpat tinggal pengacara yang
di pi li hnya dan nmenyuruhnya nengaj ukan gugatan tertulis yang
di t andat angani nya agar di beri kan urutan sebagai kreditur yang
di dahul ukan atau yang sejajar. (KUHPerd. 1139, 1149; Rv. 106, 461
dst., 485, 549 dst., 556, 576.)
Tent ang pengaj uan pernohonan itu, jika ada, dicatat dalam berita
acara hakim - komi sari s.

Pasal 485.
Setelah lewat tiga puluh hari seperti ditentukan dal am pasal yang
| al u, maka haki m kom sari s berdasarkan surat yang di sanpai kan
kepadanya nenbuat daftar penbagi an. (KUHPerd. 1139-1', 1140-11; Rv.
480, 551, 576.)

Pasal 486.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Daftar penbagi an dil et akkan di
kepani teraan ol eh haki m komi saris dan tentang pel etakan itu dal am
del apan hari ol eh yang menbuat urutan diberitahukan kepada pihak
seperti tersebut dal am pasal 483 dengan perantaraan juru sita,
dengan di sebut kan nengenai hari dan jam senua pi hak dapat
menghubungi haki m komi sari s untuk mengaj ukan keber at an- keber at an
(Rv. 483, 487, 551 dst., 576.)

Pasal 487.
(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Jika dal am waktu enpat bel as hari
setel ah penberitahuan seperti tersebut dal am pasal yang lalu tidak
ada yang nengaj ukan keberatan, naka haki m kom sari s akan nenutup
berita acaranya dan dengan satu surat perintah nenerintahkan kantor
| el ang untuk menbayar kan kepada nereka yang berhak nenurut peraturan
per undang- undangan yang ada atau yang akan di adakan, jum ah yang
tel ah ditentukan dal am daftar tersebut.
Surat-surat perintah itu dikeluarkan dal am bentuk seperti ditentukan

dal am pasal 435(%)
Keberatan dicatat dal am berita acara hakim kom saris. (RV.482, 484,
486, 488, 491, 553, 576, 580 — 3° dan 49

(Y Bunyi dal am pasal di maksud adal ah sebagai beri kut

Grosse putusan pengadil an di | ndonesia, dapat dilaksanakan dimana saja (ISR 1
159, RV 6 -7, 291, 491, 614; RBg. 321 - 2, 7; Ov. 89)

Pada kepal a surat putusan itu harus di nmuat perkataan : “Dem keadil an
ber dasar kan Ket uhanan Yang Maha Esa” (ISR 130; R 27; Rv 440)

Put usan pengadi | an harus ditandat angani ol eh orang yang berkepentingan itu
sendiri, atau hal itu dilakukan di tenpat kedi amannya dengan cara sepert
yang di sebut kan dal am pasal 3 dan 6 (Rv. 6 — 7 dan 8, 66 dst., 106, 440
487, 553, 639, 853, 856 dst., 858; IR 130, 224; RBg. 154, 258; (Oogstv. 10
Cred. verb. 19; S. 1902 - 184, pasal 11; S 1904 - 241 pasal 7)
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Pasal 488.
(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Dalam hal ada keberatan, naka haki m
kom saris akan mem nta mereka yang berkeberatan untuk datang ke
hadapan si dang pengadilan yang ia tentukan tanpa dil akukan
permanggi |l an. (Rv. 442, 489, 554, 576.)

Pasal 489.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bandi ng dapat diajukan seketi ka dan harus
di sanpai kari dal am enpat bel as hari sesudah di ucapkan putusan. (RBg.
322-13%)
Per mohonan bandi ng harus diberitahukan kepada pengacara pihak |awan
dan harus nenuat tuntutan, disertai penjelasan nengenai al asan
keberatan pi hak penbandi ng.
Dal am bandi ng ini hanya diadakan tuntutan terhadap nereka yang ada
pada waktu pengaj uan keberat an.
Permberi t ahuan keberatan juga dil akukan kepada panitera pengadil an
yang nenj atuhkan putusan. (Rv. 106, 334, 338 dst., 402, 487 dst.
554, 576.)

Pasal 490.
(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Putusan bandi ng atas perrnohonan pihak
yang paling siap diberitahukan kepada panitera yang sel anjutnya akan
i nenberi kan putusan itu kepada haki mkom saris. (Rv. 342, 488 dst.,

554, 576.)
Pasal 491.
Set el ah penberitahuan itu, hakimkomsaris, jika tidak ada

per nohonan kasasi, akan nenutup berita acaranya dan akan
mengel uarkan surat perintah penbayaran sesuai dengan pasal 487. (Rv.
402 dst., 413, 437, 489, 555, 576.)

Pasal 492.
Set el ah penut upan berita acara penbagi an, nmaka masi ng- nasi ng pi hak
yang berkepentingan tidak berhak |agi atas bungajum ah yang tel ah
nereka terima. (KUHPerd. 1515; Rv. 555, 576.)

BAB |11
TUNTUTAN KEMBALI BARANG- BARANG TETAP

Bagi an 1. Ketentuan-ketentuan Urum

Pasal 493.
Kredi tur karena suatu putusan pengadilan atau karena al as hak
eksekutorial lin dapat menuntut penjlan paksa (onteigening) dengan

suatu eksekusi. (KUHPerd. 1210; Rv. 435, 440 dst.; Cpt. 65 dst.; S
1905- 137 pas. 23; S. 1926-28 jo. 1929 pas. 9.)
0

1" arang-barang tetap yang dal am perdagangan, dengan segal a
kel engkapannya, sepanjg yang tersebut terakhir itu dianggap

sebigai barang tetap; (KUHPerd. 506 dst., 1164-1° Rv. 451-1°
509. )

2° hak pakai hasil barang-barang serta kel engkapannya; (KUHPerd.
508-1°; 756 dst., 1164-2°)

3°. hak nunpang karang (opstal) dan erfpacht; (KUHPerd. 508-31, 41,
711dst., 720 dst., 1164-3°)

4°. hak atas tanah, baik dal am bentuk uang maupun dal am bent uk hasi
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buni yang harus dibayar. (KUHPerd. 508-5° 737 dst.; Rv. 541
dst.)

5°. hak atas sepersepul uh hasil; (KUHPerd. 508-6° 740 dst., 1164-
5%.)

6°. bazar-bazar atau pasar - pasar yang di akui penerintah serta
kemudahan- kenudahan yang terkait dengannya. (KUHPerd. 508-7°.
1164-6°, Rv. 494.)

Pasal 494.
Karena utang pribadi, bagian sesana ahli wares dari warisan yang
berupa barang-barang tetap, tidak bol eh dbual sebelum harta warisan
itu dibagi yang, jika dipandang perlu, dapat dituntut penbagi annya
(KUHPerd. 128, 1066 dst., 1083, 1111, 1131, 1166; Rv. 578.)

Pasal 495.
Ji ka suatu barang yang di bebani hi potek pindah ke tangan pihak
ketiga, maka pernegang hipotek dapat nengeksekusi barang tersebut
terhadap pi hak ketiga itu dengan kewajiban menberi kan perintah
kepada debitur menurut ketentuan pasal 1198 dan 1199 KUHPerd. (Rv.

504.)

Pasal 496.
Kreditur tidak dapat nel anjutkan penjual an barang-barang tetap yang
ti dak di bebani hipotek, kecuali jika barang-barang yang di hipotekkan

kepadanya tidak nencukupi dan kecuali apa yang ditentukan dal am
pasal 499. (KUHPerd. 1220; Rv. 499.) -

Pasal 497.
Penj ual an di | akukan dengan perantaraan kantor |elang yang w | ayahnya
nmeliputi letak barang tersebut. (Rv. 350, 505, 521.)

Pasal 498.
Penj ual an bar ang- barang yang terletak dalam w | ayah beberapa kantor
| el ang, tidak dapat dil akukan sel ain dengan cara dari barang satu
pi ndah ke barang yang lain, kecuali yang ditentukan dal am pasa
beri kut. (Rv. 99, 497.)

Pasal 499.
Ji ka barang-barang yang di hi pot ekkan kepada kreditur, dan barang-
barang yang tidak dihi potekkan atau barang-barang yang terl etak di
dal am wi | ayah wewenang beberapa kantor |elang nerupakan bagi an-
bagi an dari penggarapan yang sama, maka penjual an dil akukan bersama-
sama jika debitur tidak nenentangnya.
Penj ual an di | akukan dengan perantaraan kantor telang yang
I i ngkungannya neliputi ibu kota tenpat penggarapan utama, atau jika
ti dak ada, di bagi an-bagi an penggarapan, di mana di pungut pajak yang
tertinggi dan diperhitungkan harga barang-barang yang di hi potekkan
menurut ketentuan pasal 1220 KUHPerd. (Rv. 496 dst., 525.)

Pasal 500.
Ji ka debitur dengan surat-surat bukti otentik atau dengan bukti -
bukti yang sah |ain nenunjukkan bahwa hasil bersih dan nurni barang-
barang tetap selama satu tahun cukup untuk nenbayar utang pokoknya
beserta biaya dan bunganya dan ia nenawar kan penyerahan hal itu
kepada kreditur dengan nernberi kuasa, maka penuntutan di hadapan
raad van justitie dapat ditunda, dengan di mungki nkan nel anj ut kannya
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jika terjadi keterlanbatan atau hal angan dal am penbayar annya
Raad van Justitie tidak akan menberi kan penundaan jika karenanya
akan tinbul kerugian besar bagi kreditur. (KUHPerd. 502, 613, 1471

dst., 1548 dst.; Rv. 751 dst.; RBg. 321-1° 322-20°)

Pasal 501.
Penj ual an paksa barang-barang tetap hanya dapat dilakukan untuk
utang atau tagi han tertentu yang tel ah diperiksa ol eh instansi yang
berwaji b.
Ji ka utang atau tagi han nmengenai jum ah yang bel urn ditentukan
besarnya, naka tuntutan pengadil annya sah adanya, tetapi penual an
baru dapat dil akukan setel ah di adakan perhitungan. (KUHPerd. 1176,
1263, 1265; Rv. 443, 445, 503.)

Pasal 502.
Bar angsi apa nenadi pemlik suatu alas hak atau bukti utang yang
sudah nenmpunyai kekuatan eksekusi, tidak dapat nel akukan jual paksa
bar ang- barang sebel um nenberitahukan hal itu kepada debitur.
(KUHPerd. 613; Rv. 504, 579.)

Pasal 503.
Penuntutan di pengadilan tidak dapat dibatal kan atas dasar kreditur
merrul ai dengan tuntutan jum ah yang | ebih besar daripada jum ah yang
atasnya ia berhak. (Rv. 106, 501, 579.)

Bagi an 2. Penyitaan Barang-barang Tet ap.

Pasal 504.
(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Penyitaan barang-barang tetap harus
di dahul ui dengan perintah menbayar yang di sanpai kan dengan
perantaraan juru sita.
Harus di sebut kan al as hak yang nenjadi dasar tuntutannya dan juga
menuat pilihan tenpat tinggal di salah satu pengaeara pada raad van
justitie yang nmenpunyai w | ayah hukum tenpat penjual an akan
di I akukan; juga disebutkan bahwa ji ka penmbayaran tidak dil akukan
akan dil akukan penyitaan atas barang-barang tetap mlik debitur.
(KUHPerd. 24; Rv. 6, 92, 435, 443 dst., 497, 530, 559, 593.)
(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Jika penberitahuan putusan atau al as hak
sudah nenuat perintah yang diperlukan, maka tidak dikel uarkan
perintah tersendiri.

Pasal 505.
(s.d. u. dg, S. 1908-522.) Tidak boleh dilakukan penyitaan barang-
barang tetap sebelum | ewat dua hari setel ah di sanmpai kan surat

perintah; jika kreditur nenbiarkan surat perintah itu |lewat selana
satu tahun, naka ia harus nengul angi perintah itu. (Rv. 15, 92, 273,
530.)

Pasal 506.

Set el ah tenggang waktu yang ditentukan |ewat, maka penyitaan akan

di | akukan dengan berita acara juru sita yang menuat:

1°. pernyat aan, bahwa juru sita telah datang di tenpat adanya
barang, nenyebutkan nama depan, nama serta tenpat tinggal orang
yang nmenohon sita dan orang yang barangnya disita; (Rv. 560;
KUHP 429.)

2°. penyebutan al as hak yang menjadi dasar tuntutan; (Rv. 443.)
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3% sifat barang-barang tetap yang disita, |etaknya nenurut
penbagi an pendaftaran tanah, jika itu ada dan jika mengena
tanah negara, |uasnya, senuanya dengan sejelas mungkin; (Rv.
517-2°%)

4°. penunjukan kantor |elang yang akan nel akukari pel el angan dan
penyebut an tenpat tinggal nenurut pasal 504. (Rv. 6, 92, 497
dst., 521, 530, 561.)

Pasal 507.
Turunan berita acara penyitaan diberikan kepada orang yang barangnya
disita. (Rv. 3, 457.)
Hal itu diumunkan di kantor penyi npanan hi potek yang wil ayahnya
meliputi |etak barang-barang yang disita, dengan nenyebut jam hari,
bul an dan tahun pengumuman itu dim ntakan. (Ov. 50; Rv. 515.)
Pej abat yang di serahi tugas penyi npanan hi potek harus nencat at
senmenj ak nenerimanya: jam hari, bulan, dan tahun pada hipotek
aslinya. (Ov. 50.)
(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Terhitung dari sejak hari pengunuman,
maka orang yang barangnya disita tidak bol eh nem ndaht angankan,
menbebani dengan hi potek atau nenyewakan barang-barang yang disita;
perjanjian-perjanjian yang dil akukan bertentangan dengan | arangan
itu tidak dapat digunakan untuk nenentang pi hak yang menohon sita.
Perjanjian-perjanjian sewa yang dil akukan sebel um hari itu akan
tetap berlaku asal tidak dibuat untuk rmengurangi hak kreditur.
(KUHPerd. 1185, 1341, 1880; Oogstv. 19.)
(s.d.u. dg. S. 1906-348.) Pendaftaran barang tetap yang hak
mliknya telah diserahkan |ebih dulu, atau pendaftaran hipotek yang
tel ah dilakukan lebih dulu dari pengumunman berita acara penyitaan
ti dak dapat nengurangi hak pihak yang nenohon sita. (Ov. 52;
KUHPerd. 1180; Rv. 509, 526, 549, 562.)

Pasal 508.
Sel ama dal am penyi taan, naka pi hak yang barang-barangnya disita
menj adi penyi npan barang-barang itu nenurut hukum nenguasai barang-
barang yang disita yang tidak nerupakan barang-barang yang di sewakan
atau di pah,
Hal itu tidak bol eh meni mbul kan turunnya harga barang-barang itu,
dengan ancaman nenbayar ganti rugi dan bunga, bahkan denganjal an
paksaan badan, jika sanpai terjadi hal itu. Raad van justitie atas
per nohonan seorang atau beberapa kreditur dapat mengangkat penyinpan
| ai n yang tugasnya akan berakhiir pada hari akta penjual an dan
penunj ukan di umunkan. (Ov. 52; KUHPerd. 1239 dst., 1243, 1739; Rv.

454 dst., 580-10°% RBg. 321-1° 322-20°)

Pasal 509.
(S. d. u. dg. S. 1908-522.) Hasil tanah yang di kunmpul kan set el ah
di umunkan penyitaan atau siap untuk dikumpul kan, di anggap sebaga
barang tetap dan para kreditur dapat nenerintahkan agar buah yang
masi h ada di pohon atau unbi-unbian serta tunbuh-tunbuhan
di kunpul kan atau dijual; uang sewa atau uang pah (sewa tahunan)
dengan sendirinya ternmasuk barang-barang yang disita dan setel ah
di beri tahukan dengan perantaraan juru sita kepada penyewa atau
penegang pah di bayarkan kepada kreditur agar bersanma-sanma dengan
hasi| penjual an barang tetapnya di bagi nenurut urutan tagi hannya.

(KUHPerd. 500, 502, 506-3°, 588 dst., 753; Rv. 477 dst., 507.)
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Pasal 510.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Jika ada perjanjian seperti tersebut
dal am pasal 1178 KUHPerd., nmka penohon eksekusi dal am waktu sepul uh
hari setel ah pengumuman seperti tersebut dal am pasal 507
menberitahukan tentang penyitaan itu kepada kreditur yang nengadakan
perjanjian itu dan kepada peregang register hipotek di tenpat
tinggal pilihan. (Ov. 50, 53; KUHPerd. 1186-1°; Rv. 15, 506-4° 511
513 dst.)

Pasal 511.
Ji ka berdasarkan apa yang di atur dal am pasal 1178 karena debitur
ti dak nel aksanakan kewaji ban yang dijanjikan, ia berhak untuk
menj ual tanah yang nerdadi obyek perjanjian, dan bila ia hendak
nmenggunakan haknya itu, naka penual an dil akukan dengan cara seperti
di tent ukan dal am pasal KUHPerd. di atas
Narmun ia berkewajiban untuk, di sanping nengi kuti fornalitas-
formalitas tersebut dal am pasal ini, nenberitahukan hari penjual an
sedi kitnya tiga puluh hari sebelumya lewat juru sita kepada penohon

eksekusi, kecuali jika sudah dimulai dengan penjual an sebel um
di | akukan penyitaan. (KUH Perd. 24, 1211; Rv. 506 - 4°, 513 dst,
530)

Pasal 512.

la sel anjutnya berkewajiban untuk menyerahkan hasil penjual annya
kepada kepaniteraan pengadilan yang menangani penyitaan setel ah

di kurangi dengan jum ah yang nenjadi haknya menurut tuntutannya
beserta biaya dan bunganya dan nenberitahukan hal itu kepada penohon
eksekusi di tenpat tinggal pilihannya. (KUHPerd. 1149-1° 1209; Rv.
506-4°, 514, 547.)

(s.d.t. dg. S. 1924-329jo0. 391.) Pengurangan tidak dilakukan jika
kredi tur, yang menpunyai hak di dahul ukan atas tanah tersebut dari

hi pot ek, sebel um penjual an dengan perantaraan juru sita
menberitahukan | ebi h dulu kepada penegang register di tenpat tingga
pi li han, agar seluruh hasil penjual an di sanpai kan ke kepaniteraan
pengadi | an yang bersangkutan. (F. 58.)

Pasal 513.
Bi |l a kreditur berwenang dan berhasrat untuk rnenggunakan hak yang
ada padanya itu, naka ia berkewajiban dal am waktu tiga pul uh hari
sesudah penberitahuan penyitaan untuk nenberitahukan hal itu kepada
pengacara penohon eksekusi, disertai keterangan jangka waktu ia akan
pengadakan penjual an; tanpa penberitahuan itu eksekusi dapat
di | anj utkan. (KUHPerd. 1198, 1211; Rv. 510 dst., 515 dst.)

Pasal 514.
Ji ka tenggang waktu yang ditentukan dianggap terlalu lama atau jika
kreditur lalai untuk nengadakan penjual an dal am waktu yang tel ah
di tentukan, maka penphon eksekusi dapat menuntutnya di hadapan haki m
agar ditentukan waktu yang diwaji bkannya untuk nengadakan penjual an,
dan jika lalai dalam tenggang waktu itu, ia akan kehilangan haknya
dan penmohon eksekusi dapat nel aksanakan eksekusinya. (Rv. 283, 508
dst., 513.)

Pasal 515.
Ji ka ada beberapa kreditur yang mem nta penjual an barang-barang yang
sama, maka izin untuk itu atas tuntutan kreditur yang pertarna-tanta
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mengur nunkan berita acara penyitaan nmenurut pasal 507 dan penohon-
penohon sita yang |ainnya wajib nienghentikan tuntutannya. (Ov. 50.)
Raad van justitie dengan jalan subrogasi dapat nendahul ukan kreditur
yang nel akukan penyitaan bel akangan: (KUHPerd. 1400 dst.)

1°. jika telah terjadi tipu-nuslihat yang dilakukan ol eh kreditur
yang tel ah nel akukan penyitaan pertarna-- tama atau ada
per sekongkol an dengan pi hak yang barangnya disita; dalam hal itu
maka kreditur karena tipu-nuslihat atau persekongkolan itu
di hukum unt uk nmenbayar ganti rugi. (KUHPerd. 1328.)

2°. jika penphon sita pertana mengabai kan formalitas atau menbi arkan
tenggang waktu | ewat tanpa nel akukan penuntutan. (KUHPerd. 1365;
Rv. 530 dst.)

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Perselisihan yang tinbul harus diajukan
dengan akta dari pengacara terhadap pengacara.

Bandi ng terhadap putusan nengenai hal itu tidak akan diterinma

setel ah | ewat detapan hari terhitung sejak putusan diucapkan. (Rv.

334, 402; RBg. 322-13%)

Bar angsi apa yang tenpatnya diganti kan dal am putusan, wajib

menyer ahkan surat-surat yang bersangkutan kepada yang

nmenggant i kannya dan bi aya-biaya resrni yang telah ia keluarkan tidak

di ganti setel ah dil akukan penjual an dan penbagi an hasil nya.

Pasal 516.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Dal am waktu sedi ki tnya dua pul uh hari dan
sel anbat - | anbat nya enam pul uh hari setel ah pengumunman berita
penyi taan, akan di mul ai penberitahuan bahwa penjual an akan dil akukan
dengan cara yang | azi m dil akukan mengenai barang-barang sitaan. (AB
15.)
Permberi t ahuan dil akukan dengan nenuatnya di dal am suatu surat kabar
ber bahasa Bel anda dan berbahasa Mel ayu (Indonesia), keduanya di
tenmpat penjual an akan dil akukan dan jika satu atau kedua surat kabar
semacam itu tidak ada di situ, di satu tenpat terdekat, begitu pula
dengan penenpel an surat-surat, kesermuanya dengan cara seperti
tersebut dal am dua pasal berikut. (Ov. 50; Rv. 84, 507 dst., 521

527, 530, 533, 564, ;IR 200" ®° 206; RBg. 217, 224%

Pasal 517.
(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Penberitahuan dal am surat kabar
ber bahasa Bel anda dil akukan enpat kali
Ant ara penberitahuan pertama dan kedua harus | ewat sedikitnya tiga
pul uh hari .
Permberit ahuan ketiga dan keenpat dal am surat kabar berbahasa
Bel anda, begitu pula peruatan dal am surat kabar berbahasa Ml ayu
(I'ndonesi a) dilakukan dalam |ima belas hari sebel um dil akukan
penj ual an.
Penberitahuan berisi:

1°. tenpat, hari dan jam penual an akan dil akukan;

2°. sifat barang-barang yang akan dijual, |etaknya nenurut surat
pendaftaran tanah, kalau ada, nonor verponding, jika ada
nmengenai tanah negara; (Rv. 506—39)

3%, penyebutan nanma depan, nana dan tenpat tinggal permohon eksekusi
dan pengacaranya dan orang yang barang-barangnya disita.
(KUHPerd. i7, 24; Rv. 504, 523, 536.)


http://www.legalitas.org

www.legalitas.org

82

Pasal 518.
(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Penenpelan surat-surat pengununan
di | akukan dal am waktu del apan hari setel ah dinmuat dal am surat kabar
yang berbahasa Bel anda dan di tenpat yang biasa di gunakan dal am
kantor |elang dan pada bangunan atau dekat bangunan yang disita dan
bila mungkin di tenmpat yang nudah dilihat dari jalan unum (Rv. 84,
86, 497, 564.)
Tent ang penenpel an surat-surat itu dibuatkan berita acara ol ehjuru
sita dan dilanpiri surat penetapan pajak atau turunannya. Dal am
berita acara tersebut diterangkan ol ehjuru sita bahwa penenpel an
tel ah dil akukan dengan cara seperti toirsebut di atas. (Rv. 530.)
Surat penetapan pajak kecuali nenuat apa yang ditentukan dal am pasa
yang lalu, juga nenuat:

1°. anggar an nengenai pendapatan nenurut pajak bum; jum ah sewa,

sewa tahunan atau penghasil an-penghasilan lain, jika dapat
di ket ahui ;

2°. beban yang mungki n ada atas barang tersebut pada waktu dilakukan
penyit aan;

3°. batas tawaran terendah yang di beri kan ol eh penohon eksekusi dan
apa yang nmenjadi ganti tawaran pertama itu. (Rv. 523.)

Pasal 519.
Pemmohon eksekusi neminta dari pejabat penyi npan surat-surat hipotek
turunan senua surat-surat pendaftaran barang-barang yang disita pada
wakt u pengunuman penyitaan dan ia nel etakkannya di kantor |elang
agar dapat dilihat unum (Ov. 50.)
(s.d.u. dg. S. 1908-522) Sehelai surat pajak atau turunannya akan
di beri tahukan/ di serahkan kepada orang yang barang-barangnya disita
dan kepada senua kreditur yang didaftar di tempat tinggal

pili hannya. (KUHPerd. 1186-1° 1224; Rv. 507, 516 dst., 530, 540,
566; S. 1932-112.)

Ji ka di pandang perlu untuk menentukan syarat-syarat khusus yang
tidak termuat dal am i nstruksi kantor-kantor |elang, maka syarat-
syarat itu ditetapkan ol eh penohon eksekusi dan pada hari surat-
surat pengunuman ditenpel kan, diletakkan di kantor |elang untuk
dapat di baca.

Syarat-syarat |elang setidak-tidaknya tidak bol eh bertentangan
dengan instruksi-instruksi tersebut di atas. (Rv. 467, 521; S. 1908-
190.)

Pasal 520.
Segal a perselisihan nmengenai syarat-syarat pelelangan harus diaj ukan
kepada ketua raad van justitie dalamwaktu enpat belas hari setel ah
pel et akan di kantor |elang, agar diputus dal am sidang singkat. (Rv.
283 dst., 442; RBg. 321-1° 322-12° dan 20°)

Pasal 521.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Sedikitnya tiga puluh hari sesudah
penberitahuan kedua dal am surat kabar berbahasa Bel anda ol eh kantor
| el ang, dil akukan pel el angan barang-barang sitaan itu. (Rv. 516,
526, 530.)
Sedi kitnya tiga hari sebel um pel el angan, naka ol eh ketua raad van
justitie dirancang biaya seperti tersebut dalam pasal 524 dan
rancangan itu dil etakkan di kantor |elang untuk dapat dibaca. (RBg.
321-11, 322-201.)
Sebel um di adakan pel el angan di bacakan syarat-syarat |elang. (Rv.
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519.)

Pasal 522.
Pem |i k barang-barang yang dil el ang tidak bol eh ikut nenbeli
kenai kan penawaran atau penurunan yang dil akukan ol ehnya ti dak
berl aku. Barangsi apa nmenjadi penbeli karena nenawar secara pri badi
dan | angsung, bertanggung jawab atas kerugi an dan bunga yang harus
di bayanya dan dapat di paksakan kepadanya, bahkan dengan jal an
paksaan badan.
Bar angsi apa nenj adi penbeli sesuatu atas beban rekening dari orang-
orang yang nyata-nyata berada dal am keadaan tidak manpu nenbayar,
bertanggung jawab dan nenanggung kerugi an - bahkan dapat di kenakan
paksaan badan untuk diri sendiri dan untuk mereka tentang penbayaran
uangnya, wal aupun terdapat keterangan bahwa perbuatan itu dil akukan
karena pengaj uan atau penawaran dari mereka. (KUHPerd. 396, 399,

1199, 1204, 1293, 1460, 1799; Rv.496, 527, 580-10°)

Pasal 523.
Pemohon eksekusi nenjadi penbeli bila dengan batas harga terendah

tidak ada penawaran yang lebih tinggi. (Rv. 517-6°)

Pasal 524.
Bi aya eksekusi dan |elang di dahul ukan penbayarannya dari hasi

pel el angan. (KUHPerd. 1139-1°; Rv. 482, 521, 525 dst., 553.)

Pasal 525.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Jika urutan penjual an dan penunjukan
bar ang-barang tetap dal am satu penyitaan sudah nmencukupi untuk
menbayar penohon eksekusi dan kreditur-kreditur |ainnya beserta
bi ayanya, naka penjual an bar ang- barang sel ebi hnya di henti kan,
kecual i jika debitur nenghendaki agar penjual an dil anjutkan. (Rv.
411, 473, 521, 524.)

Pasal 526.
Hak mlik barang yang dil el ang berpi ndah ke tangan penbel
berdasar kan pengurmuman kuti pan daftar pel el angan yang tidak dapat
di bukti kan sel ai n dengan menunj ukkan dengan bukti tertulis yang
di kel uarkan ol eh kantor |elang, yang nmenyatakan bahwa tel ah di penuhi
senmua syarat-syarat pelelangan. (Ov. 52.)
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Orang yang barang-barangnya di eksekusi
dapat di paksa untuk nengosongkan bangunan dengan cara seperti

di sebut dal am pasal 1033('). (KUHPerd. 616, 1459, 1514; Rv. 507,
527, 532, 579; IR 200", '; RB9. 218.)

(1) Bunyi pasal yang di naksud adal ah sbb

Pasal 1033.
(s.d.u. dg. S. 1901-168.) Bila putusan untuk pengosongan barang ti dak
bergerak harus dan debitur, setelah diberi peringatan seperti yang di maksud
dal am pasal 999, tidak nenmenuhi putusan tersebut dal amjangka waktu yang
telah ditetapkan itu, naka residentierechter nengel uarkan perintah tertulis
kepada pegawai yang berwenang untuk nenjal ankan ekspl ot, dibantu dengan
cara seperti yang di sebut kan dal am pasal 1000, jika perlu dengan
nenggunakan tangan besi dari yang berwenang untuk itu, untuk nmem ndahkan
debitur tenpat itu dan nengosongkan runmah atau barang ti dak bergerak
| ai nnya.

Pasal 999
Pel aksanaan putusan di nul ai dengan perintah dari residentierechter kepada
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si terhukum untuk diperingati sekali |agi agar nmenenuhi putusan pengadil an
dal am wakt u dua hari .
Pi hak yang di menangkan, segera setel ah jangka waktu tersebut habis, wajib
nmenberitahukan atau nmenyuruh nenberitahukan kepada residentierechter
tentang sudah- atau bel um dipenuhi nya putusan tersebut. (Rv. 936; IR
196.)

Pasal 1000
Bi | a dal am j angka waktu yang tel ah ditetapkan putusan pengadil an ti dak
di penuhi dan hal itu berkaitan dengan barang-barang bergerak dari debitur
residentierechter nengeluarkan perintah tertulis untuk nel akukan penyitaan
atas barang-barang itu sanpai seharga sejum ah uang yang dapat di perKkirakan
akan cukup untuk menbayar utang debitur menurut putusan pengadilan dan
bi aya perkara
Pel aksanaan penyitaan ini dilakukan ol eh pejabat yang berwenang nenj al ankan
perintah (eksplot) dengan dibantu ol eh panitera pengadil an atau ol eh
pej abat atau pegawai yang atas perm ntaan residentierechter ditunjuk ol eh
Kepal a Penerintahan Daerah setenpat.
Pada setiap pel aksanaan penyitaan di buat berita acara yang ditandat angan
ol eh penyita (juru sita), pejabat atau pegawai dan ol eh seseorang yang
ber dasar kan pasal 1002 ditugaskan untuk nengurus penyinpanan barang-barang
sita tersebut. Dalamberita acara itu dinyatakan al asan-al asan penyitaan
yang di sebut kan dal am surat perintah yang bersangkutan dan pul a rincian
secara teliti tentang barang-barang yang disita. Isi berita acara ini
di beritahukan kepada orang yang kena sita, bila ia hadir pada waktu itu
Bila ia nenurut pasal 1002 juga ditugaskan untuk nenguni s penyi npanan
bar ang- barang yang disita, begitu pula bila ia berkeingi nan untuk mnel akukan
hal dem ki an, maka kepadanya di beri kan tenbusan berita acara
Tenbusan yang kedua di beri kan kepada orang yang tel ah di angkat untuk itu,
bi | a bukan orang yang kena sita itu sendiri bertindak sebagai dem ki an
Pasal - pasal 448,451 dan 452 berl aku dal am pel aksanaan penyitaan ini. (Rv.
443dst.; IR 197.)
(s.d.t. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) Pasal 448a dan 448b di nyat akan
berlaku juga di sini.

Pasal 1002
Seseorang yang ditugaskan untuk nel aksanakan penyitaan, setel ah
nmenper hati kan perti nbangan- pertinbangan yang di aj ukan ol eh pej abat atau
pegawai yang nendanpi ngi dan nenberi kan bantuannya dal am penyitaan ini,
dapat nenyerahkan sel uruhnya atau sebagi an dari barang barang yang disita
itu kepada suam (istri) orang yang kena sita itu, keluarga sedarah atau
senenda atau orang seisi rumah, bila mereka nenghendaki nya dan nendapat kan
per set uj uan unt uk mengurus penyi npanan bar ang- barang tersebut, ataupan
unt uk nmem ndahkan barang-barang itu ke tenpat penyinpanan |ain yang
di anggap | ebi h bai k, sesuai dengan kepentingannya
Penyi npanan uang kontan dan surat-surat berharga di pi ndahkan ke kant or
Kepat a Penerintahan Daerah Setenpat, kecuali bila telah tercapa
per set uj uan dengan pi hak yang kena sita untuk disinmpan di tenpat lain
Dal am berita acara penyitaan harus di cantunkan pul a hal -hal seperti yang
di sebut kan dal am al i nea pertama dan kedua dari pasal ini
(s.d.u. dg. S. 1901-168.) Bila di antara surat-surat berharga tersebut
terdapat bukti nengenai utang kepada pi hak ketiga, yang tidak dapat
di bayarkan al as tunjuk (aan toonder), residentierechter, bila dianggap
perlu, menbebaskan utang yang tel ah nenjadi barang sitaan itu, kepada
debitur pihak ketiga, dengan nenberikan |arangan untuk nemnbayar utang
t enebut kepada orang yang kena sita dengan sanksi bahwa penbayaran itu akan
di nyat akan ti dak berharga dem hukum tentunya dengan tidak nengurang
wewenang dari eksekutan dan para pi hak yang nel akukan bant ahan seperti yang
di sebut kan dal am pasal 1007, untuk nmenbebankan utang itu kepada seseorang
dengan cara yang sanmm, bila nenang ada al asan untuk berbuat dem kian. (Rv.
449 dst., 728.)
Senua penbayaran yang di |l akukan kepada residentierechter dianggap berharga
dem hukum bila penyi npanan uang tel ah di pi ndahkan pada kantor Kepal a
Pereri nt ahan Daerah setenpat yang ber sangkutan

Pasal 1007
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Kredi tur dari seorang debitur yang terhadap barang-barangnya tel ah di adakan
penyi taan, sana sekali tidak diperbol ehkan untuk nengaj ukan bant ahan

(oposi si) bahkan terhadap uang sewa sekal i pun, kecuali hanya terhadap
penberi an hasil penjual an dal am bentuk mata uang

Bantahan ini diajukan sehari sebel um di adakan penjual an, bai k secara
tertulis maupun secara |isan, kepada residentierechter yang wi |l ayah
kekuasaannya neliputi tenpat penyitaan itu dil akukan, Residentierechter
akan menbuat bantahan |isan ini dal am bentuk tertulis.

Bantahan ini, selain harus nenuat tenpat kedi aman yang dipilih dan yang
berada dal am wi | ayah kekuasaan resi denti erechter, juga nenuat al asan-al asan
yang di gunakan, perkenbangan jum ah uang yang di persoal kan atau bila jum ah
uang itu tidak dapat dipastikan atau disel esai kan secara bai k, diaj ukan
nmenurut jum ah taksiran dari pihak penbantah. Bantahan tertulis dapat

di | akukan dengan akta khusus di bawah tangan atau di buat di hadapan

pani tera pengadi |l an (residenti egerecht) atau orang yang di beri kan kuasa
dengan akta notaris yang hersifat unum at aupun khusus. (Rv. 461, 944,

1037.)

Bant ahan- bant ahan tertulis yang tidak nenmenuhi persyaratan seperti tersebut
dal am al i nea pertanma pasal ini atau yang tidak nengenukakan surat kuasa
yang bersangkut an, diurai kan secara |isan dengan nenyebut kan al asan-

al asannya kepada penbantah secara pribadi atau orang yang di kuasakan unt uk
itu dan di persil akan nengadakan perbai kan seperl unya dan nenanbahkan surat
kuasa yang telah di kenbal i kan atau di kirinkan kenbali. (Rv. 928.)

Bant ahan secara |isan baru di buat dal am bentuk tertulis, bila penbantah
(oposan) tel ah nmenenuhi syarat-syarat seperti yang disebutkan dal am alinea
ketiga pasal ini. (Rv. 9282.)

Penol akan secara pasti untuk neneri ma bant ahan yang tel ah di aj ukan itu,

di beri kan ol eh residentierechter dal am bentuk penetapan dengan nengenukakan
al asan- al asannya. Untuk penetapan dem ki an di perkenankan nai k bandi ng

(Rv. 928 al. 3-6, 1035.)

Bant ahan- bant ahan yang di aj ukan sesudah di adakan penjual an adal ah batal dan
tidak herharga dem hukum dan tidak akan di perhati kan pada penbagi an yang
di adakan. (Rv. 461 dst.) Mengenai bunyi pasal 448, 451 dan 452 |ibat
catatan kaki di bawah pasal 823b

Pasal 527.
Ji ka penbeli lalai nenmenuhi syarat-syarat penbelian, maka ketua raad
van justitie atas pernohonan nereka yang berkepenti ngan, dapat
meneri nt ahkan atas beban penbeli pel el angan ul ang serta penbagi an,
dan dal am hal ini berlaku ketentuan-ketentuan dal am pasal 516 dan
beri kutnya. (Rv. 526, 528 dst.; 569; RBg. 321-1% 322-20°)

Pasal 528.
Dal am hal seseorang tel ah nmenenangkan penawaran, kenudi an
menbukti kan tel ah menenuhi syarat-syarat dan menyerahkan jum ah uang
untuk disinmpan di pengadilan yang direncanakan haki m untuk menbayar
bi aya pel el angan ul ang, naka pel el angan ul ang dan penunj ukan ti dak
akan dil anjutkan. (Rv. 526.)

Pasal 529.
Penbel i yang lalai, dalam hal dil akukan paksaan badan bertanggung
jawab atas perbedaan harga antara penawaran yang ia nenangkan dahul u
dengan hasil pel etangan ul ang barang yang bersangkutan, dan tidak
dapat menuntut perbedaan |ebih, yang nmungkin ada karena hasil |elang
ul ang; kel ebi han itu akan di bayarkan kepada kreditur-kreditur dan
bil a nereka sudh di bayar penuh, yang |ebi hnya |agi diberikan kepada

pi hak yang barangnya disita. (Rv. 527, 558, 580—119)

Pasal 530.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila fornalitas-forrnalitas untuk
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mengadakan penjual an seperti tersebut dalam pasal terdahulu tidak
di perhati kan, maka orang yang barangnya disita atau para kreditur
yang didaftar dapat nmenuntut agar syarat-syarat itu di penuhi, tetapi
tuntutan itu tidak akan diterima, jika tidak diajukan kepada raad
van justitie dal am waktu dua pul uh hari sebelum hari/tanggal yang

tel ah ditentukan untuk nengadakan penjual an. (RBg. 321-1° 322-20%.)
Bandi ng terhadap putusan itu harus diajukan dal am waktu del apan hari
setel ah putusan di ucapkan, terhadap sidang beiikutnya sesudah

di sar npai kan pemanggi | an, dengan mengi ndahkan tenggang waktu menur ut
undang-undang. (Rv. 92, 94, 96, 334, 402, 504 dst., 515, 531; RBg.

322-13%)

Pasal 531.
Ji ka dal am kej adi an yang di sebut dal am pasal yang lalu raad van
justitie menmerintahkan agar formalitas diperbaiki, maka senua
formalitas berikutnya harus di penuhi |agi dan biayanya di bebankan
kepada orang yang nenyebabkan kejadian itu. (Rv. 21, 96, 98; RBg.

321-1°% 322-20°%)

Pasal 532.
Pengumurman kuti pan daftar |elang nmenberi kan hak nilik kepada penbel
ti dak nel ebi hi hak yang pernah dirniliki orang yang barangnya

disita. (Ov. 52; KUHPerd. 1519, 1523; Rv. 526; IR 200°.)

Pasal 533.
Para kreditur dari orang yang barangnya disita dapat mengaj ukan
per| awanan terhadap penbayaran hasil pel el angan sanpai pada saat
penunj ukan.
(s.d.u. dg. S. 1925-497.) Perlawanan selain nmenuat syarat-syarat
eksploit biasa juga nmenuat dasar hukumya dan juga tenpat tingga
pilihan di ibu kota afdeling, di mana terletak barangnya, bila |awan
tidak bertenpat tinggal di situ juga.
Hal itu diberitahukan kepada pi hak | awan dan pengacaranya dan juga
kepada kantor |elang
Senuanya dengan ancarman batal jika tidak dipenuhi. (Rv. 8, 92, 461,

506-4° 525, 547, 549, 558, 571, 573.)

Pasal 534.
Ket ent uan- ket ent uan dal am pasal 462(a) berlaku juga dal am hal ini
(a) Bunyi pasal yang di maksud adal ah sbb
Pasal 462
Pi hak penbant ah (oposan) tidak dapat nenul ai gugat annya sel ai n kepada pi hak
yang bar ang- barangnya tel ah disita; kepada pi hak peni bantah tidak akan
di | akukan prosedur perkara dal am si dang, selain untuk di adakan peneriksaan
tentang kedudukannya nenurut hukum sebagai penbantah untuk nendapat kan
bagi annya dari uang yang akan di bagi kan. (Rv. 443, 484, 493, 534, 550 dst.)

Bagi an 3. Penuntutan Hak M i k.

Pasal 535.
Sebel um di | akukan penj ual an sel uruh atau sebagi an barang yang
disita, nmereka yang mau nenuntutnya sebagai mliknya harus
nmengaj ukan perlawanan terhadap penjualan itu. (KUHPerd. 547, 1471;
KUHD 230; Rv. 279 dst., 378, 460, 532, 571; IR 208; RBg. 228.)
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Pasal 536.
Per | awanan di | akukan dengan surat penberitahuan gugatan dengan
perantaraan juru sita dan berisi:

1°. suatu penj el asan yang rinci tentang barang yang dimnta kenbali;
(Rv. 101.)

2°. upaya hukum dan kesimpul an; (Rv. 8-3°%)

3°. hari dan jam para pi hak harus nenghadap hakim; (Rv. 8-5°)

Surat panggil an ditujukan kepada penphon eksekusi ditenpat tinggal

pi | i hannya nmenurut pasal 504 dan kepada orang yang barangnya disita

atau ditenpat tinggalnya; turunan surat tersebut disanpai kan kepada

kantor lelang (Rv.506-4° 517.)

Al as hak dan bukti-bukti hak mlik pelawan sebel utmya harus
di sarnpai kan di kepaniteraan yang dapat dilihat dan di anbil
turunannya ol eh para pi hak dan Hal itu disebut dal am surat
panggil an. (Rv. 280.)

Pasal 537.
Setiap kali terjadi penuntutan hak mlik, naka penjual an barang yang
di tuntut ditangguhkan. (Rv. 540.)

Pasal 538.
Ji ka penuntutan kenbali itu hanya nmengenai sebagi an saja barang yang
disita, raad van justitie dapat menerintahkan penjual an barang-
barang sel ebi hnya atau sel uruh penjual an ditangguhkan. (Rv. 540;

RBy. 321-1° 322-209

Pasal 539.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Pada hari yang telah ditentukan raad van
justitie menjatuhkan putusan tentang tuntutan hak mlik itu dan
terhadap putusan itu tidak dapat diajukan bandi ng setel ah | ewat
enpat belas hari setelah putusan diucapkan. (Rv. 47, 334, 402, 435;
RBg. 322-131.)

Pasal 540.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.). Jika penjualan terhanbat ol eh adanya
tuntutan kenbali hak mlik, maka penjual an tidak dapat dil anjutkan
sebel um di per baharui penberitahuan dan penenpel an bilyet-bilyet
(bukti pajak) menurut pasal 516 dan beri kutnya. Biaya harus
di tanggung ol eh pi hak yang tuntutan kenbali haknya ditol ak.
D sanping itu, jika ada dasar hukummya, penohon sita dapat di hukum
untuk menbayar ganti rugi, biaya serta bunga. (Ov. 105; KUHPerd
1365 dst.; Rv. 58, 346, 460, 538 dst., 607.)

Bagian 4. Sita Eksekutorial Atas Bunga Tanah (G ondrente).

Pasal 541.
Kecual i dengan perubahan-perubahan sebagai berikut, maka pada
eksekusi bunga tanah seperti tersebut dal am pasal 737 KUHPerd. harus
diikuti formalitas seperti pada penyitaan dan penjual an barang tetap

lain. (KUHPerd. 508-51; Rv. 463-4%')

Pasal 542.
Penyi taan atas bunga tanah dil akukan dengan penberitahuan juru sita
kepada debitur dan juga kepada si wajib bayar bunga. (Rv. 477 dst.,
504, 507, 544.)
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Pasal 543.
Si wajib bayar bunga dapat dipanggil ol eh pemohon eksekusi untuk
nmenberit ahukan tentang sifat dan besanya bunga yang harus di bayar.
Permber it ahuan keterangan itu akan dil akukan menurut Kketentuan-
ket entuan dan dengan aki bat seperti tersebut dalam bagian 3 Bab |V
Buku Ketiga. (Rv. 478, 734 dst.)

Pasal 544.
Dengan penberitahuan tersebut di atas, nmmka bunga yang sudah
diterbitkan dan yang akan diterbitkan ikut disita. (Rv. 542.)

Pasal 545.
Penj ual an harus di dahul ui dengan penenpel an surat-surat pajak
seperti tersebut dal am pasal 518 yang harus nenuat:

1°. nama depan dan nama nereka yang nengadakan penyitaan, orang yang

barangnya disita dan si wajib bayar bunga
0

2°. penyebutan barang yang di kenakan bunga;

3%, jum ah bunganya;

4°. pendaftaran hipotek, jika ada

5°. tawaran terendah yang ditentukan ol eh penohon eksekusi;

6°. tenpat, hari dan jam penjual an akan dil akukan. (Rv. 497, 517.)
Pasal 546.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Jika bunga yang disita berjumah |ebih
dari seratus gul den per tahun, maka harus dil akukan pengumuman dal am
wakt u del apan hari setel ah dil akukan penenpel en di sal ah satu surat
kabar di tenpat akan di adakan penjual an, dan jika tidak ada surat
kabar di tenmpat itu, di surat kabar tenpat yang terdekat.

Bagi an 5. Pengaturan Hak Di dahul ukan Dan Penbagi an Uang Hasi
Penj ual an.

Pasal 547.
(s.d.u. dg. S. 1908--522.) Bila para kreditur dan pihak yang
barangnya disita tidak dapat nenyetujui penbagi an uang hasi
penj ual an dan sisanya seperti dimaksud dal am pasal 512, naka ol eh
kreditur, penbeli dan pihak yang barangnya disita yang paling siap,
nohon kepada raad van justitie agar diangkat seorang haki m kom saris
yang di hadapannya akan dil akukan pengaturan tentang hak untuk

di dahul ukan. (KUHPerd. 1196, 1209-3° 1210, 1212; F. 175; Rv. 402,
482 dst., 521, 533, 549, 552, 558, 576.)

Pasal 548.
Raad van justitie nmengangkat seorang haki mkom saris dan
i anenberi kan perintah berdasarkan penetapan majelis. (Rv. 483, 549
dst., 576.)

Pasal 549.
(s.d.u. dg. S. 1906-348, S. 1908-522.) Barangsi apa menunt ut
pengat uran hak untuk di dahul ukan harus nengaj ukan ketetapan raad van
justitie dengan surat perintah hakimkom saris yang pada hari yang
di tentukan akan nenbuka berita acara pengaturan itu dan nel anpi rkan
padanya kutipan senua pendaftaran yang di kel uarkan ol eh pegawai
penyi npan hi potek, begitu juga petikan dan daftar para kreditur yang
nmengaj ukan perl awanan. (Rv. 484, 507, 519, 533, 558, 576.)
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Pasal 550.
(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Berdasarkan surat perintah yang
di bei i tahukan kepada kantor |elang, naka penohon akan nenyuruh
menmanggi | para kreditur di tenpat tinggal pilihannya agar dal am
wakt u satu bul an setel ah pemanggilan itu nmenyerahkan surat-suratnya
kepada haki m kom sari s dengan tuntutan agar di masukkan dal am
penentuan urutan. Sekaligus ia nmemlih tenpat tinggal pada sal ah
seorang pengacara; para kreditur yang dipanggil juga wajib
nmel akukannya, jika dulu belum dil akukannya pada waktu mnel akukan
tuntutan. Haki m kom saris akan nencatat semua surat-surat itu dal am
berita acaranya. (Ov. 53; KUHPerd. 1186-1% Rv. 15, 106, 484, 533
dst., 551, 576; S. 1932-112.)

Pasal 551.
Set el ah penphon nenyat akan bahwa tenggang waktu seperti ditentukan
dal am pasal yang lalu telah |anmpau, maka haki m kom saris berdasarkan
surat-surat yang telah ada padanya menbuat daftar urutan dan dal am
satu berita acara menentukan tenpat, hari dan jam di mana para pihak
harus dat ang nenghadap. (KUHPerd. 1187; Rv. 485, 549, 556.)

Pasal 552.
Pemohon akan nenberitahukan kepada pi hak yang barangnya di eksekusi
dan para kreditur di tenpat tinggal pilihan nmereka, bahwa pengaturan
uni tannya telah tersusun dan mnereka nasing-nmasi ng dapat nelihatnya
di kepaniteraan, dengan peringatan, bahwa nereka harus menghadap
haki m kom sari s pada tenpat, hari dan jam yang tel ah ditentukan
agar, jika ada alasan, dapat nenyatakan keberatan atas penenpatan
nmer eka dal am urutan yang ditenpatkan ol eh hakiiin-ko a dalam berita
acara yang di buatnya. (Rv. 486, 550, 576.)

Pasal 553.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Jika tidak ada keberatan yang diaj ukan,
maka haki m kom sari s akan nmenutup pengaturan urutannya dan
menent ukan biaya yang harus di bayar |ebi h dahulu. |a akan
nmemrer i nt ahkan penyerahan perincian tentang penenpatan nereka yang
menpunyai tagi han lebih (sisa |ebih) dan pencoretan-pencoretan dati
daftar dan pem ndahan penyitaan yang tidak nenpunyai sisa |ebih.
Surat rincian-rincian itu beserta apa yang tersebut dal am pasa
beri kut di kel uarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dal am pasa

435("). (KUHPerd. 1213 dst.; Rv. 487, 524, 576.)
(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Biaya-hiaya yang didahul ukan adal ah gaji
dan uang nmuka pengacara yang tel ah nel akukan kewaji bannya pada waktu
di | akukan penyitaan dan pada waktu pengaturan urutan untuk para
pi hak.

Mengenai bunyi pasal 435, l|ihat catatan kaki pasal 487.

Pasal 554.
Dal am hal ada keberat an-keberatan yang di aj ukan, naka haki m
kom sari s nenerintahkan para yang nengaj ukan keberatan untuk tanpa
di panggil lagi nenghadap pada sidang pengadi |l an yang ditetapkannya
Namun ia akan menentukan urutan tagi han-tagi han yang harus
di dahul ukan di atas yang di bantah dan neneri ntahkan nenyerahkan
daftar rincian penenpatan para kreditur.
Per kara kerudi an di putus berdasarkan | aporan haki mkom saris dan
sesudah ada kesi npul an- kesi nmpul an, bila perlu sesudah di adakan
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pertukaran penbel aan- penbel aan

Keputusan tidak dapat dibanding jika hal itu tidak diajukan dal am
wakt u enpat belas hari setel ah putusan diucapkan. (F. 180, Rv. 334,
338, 342, 402, 576; RBg. 322-13°%)

Al i nea keenpat dicabut dg. S. 1908-522

Pasal 555.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Enpat belas hari sesudah di putuskan
nmengenai keber at an- keberat an dan dal am hal ada bandi ng atau kasasi
enpat belas hari setelah putusan diberitahukan kepada panitera, maka
haki m kom sari s akan nenetapkan utang-utang yang di bantah dan yang
mendapat giliran kenmudi an dan begitu sel anjutnya seperti yang diatur
dal am pasal 553. Keuntungan- keuntungan dan bunga para kreditur yang
mendapat tenpat dal am urutan yang nenpunyai sisa |ebih berhent
dal am perhitungan satu sama |lain, kecuali tetap adanya hak nereka
terhadap debitur. (Rv. 402, 438, 489 dst., 491 dst., 558, 576.)

Pasal 556.
Kreditur yang |ewat tenggang waktu di atas, tetapi sebelum
pengat uran urutan ditutup, nmasih nmenyanpai kan surat-surat dan
keberatan, masih dapat diterinm dal am penyanpai an surat-surat dan
keberatan itu dengan nenbayar kerugi an dan bunga yang tinbul karena
keterlambatan itu. (KUHPerd. 1243 dst.; Rv. 484, 576, 607.)

Pasal 557.
Pegawai penyi npan hi pot ek berkewaji ban tnel akukan pencoretan atas
penunj ukan perintah hakim atau akta otenti k yang berisi persetujuan
kreditur. (KUHPerd. 1196, 1213; F. 183; Rv. 576.)

Pasal 558.
Set el ah di bayar utang-utang hi potek dan biayanya, naka sisa uang
penj ual an di bagi antara para kreditur yang tel ah nengadakan bant ahan
dan jika tidak ada kreditur semacam itu, diserahkan kepada debitur;
senmuanya sesuai dengan ket entuan-ketentuan dal am bagi an 3 bab yang
lain. (Rv. 482 dst., 533, 549 dst., 576, 702.)

BAB |V
SI TA EKSEKUTCORI AL ATAS KAPAL DAN PENJUALAN KAPAL

Pasal 559.
(s.d.u. dg. S 1933-48 jo. S. 1938-2.) Sita eksekutorial atas
kapal , termasuk kapal yang sedang di bangun, tidak dapat dilakukan,
kecuali atas dasar suatu keputusan hakim atau al as hak eksekutoria
| ai nnya. (Rv. 435, 440, 443, 502, 579, 720 dst.)
Hal itu harus didahului oleh suatu perintah, yang dua pul uh enpat
j am sebel unmya di beritahukan kepada pemlik atau tenpat tingga
pem | ik atau agennya, atau penegang bukunya, atau dengan cara yang
di atur pada pasal 3 dan pasal 6. (KUHD 320 dst., 327, 329; Rv. 504,
563.)
Namun bila ada kekhawatiran bahwa kapal itu akan segera berangkat ke
tenmpat lain, maka kreditur setelah mendapat izin dari ketua raad van
justitie yang di dal am daerah hukummya kapal itu berlabuh, juga
tanpa perintah |ebih dahulu, dapat mel akukan penyitaan. (KUHPerd.

510; KUHD 309; Rv. 560, 576 dst., 579, 593; RBg. 321-1° 322-20°)
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Pasal 560.
Sita atas kapal harus dilakukan di atas kapal itu sendiii. (Rv. 456
506- 1°.)

Juru sita dalam pada itu didanpingi dua saksi, yang nana- nanma

nmer eka, pekerjaan dan tenpat tinggal dia sebutkan dalam berita
acara. Mereka senmua nenandat angani surat yang asli dan sali nan-
salinannya. (Rv. 19.)

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Hal itu diberitahukan kepada penilik atau
tenpat tinggal pemlik atau agennya atau permegang bukunya ataupun
dengan cars yang di atur pada pasal 3, dengan nenyerahkan suatu
salinan alas haknya, bila hal itu belum diberitahukan. (Rv. 559,
563, 578; KUHD 320 dst., 327, 329.)

Bila sita dil akukan untuk utang dengan hak di dahul ukan atas kapal
ataupun untuk utang, yang atasnya nenurut peraturan-peraturan Buku
Kedua Kitab Undang- undang Hukum Dagang, kapal itu bertanggungj awab
maka berita acara penyitaan di atas kapal dapat di sanpai kan kepada
juragan kapal. (KUHD 314, 315d, 316, 318, 341d; Tbs. 24; Rv. 504.)

Pasal 561.
(s.d.u. dg. S 1925-497.) Dalam berita acara penyitaan, jurusita
nmenyat akan:
- nanma depan, nana, pekerjaan dan tenpat tinggal kreditur (Rv. 8,
506.)

- al as hak sebagai dasar dia nengeksekusi; (Rv. 559.)

- jum ah-jum ah yang dia tuntut penbayarannya; (Rv. 503, 579.)

- pem | i han tenpat tinggal oleh kreditur di ibu kota afdeling
tenpat kapal itu berlabuh, dan pada seorang pengacara pada raad
van justitie yang di dal am daerah hukumya ditunt ut
penj ual annya;

- nama dari pemlik, dari agennya atau penegang bukunya, bila
mer eka di ketahui, dan dari juragan kapal; (KUHD 320 dst., 327,
329, 341.)

- nama, macam dan sedapat mungkin ruang kapal; (KUHD 347, 506,
592-1°)

- urai an secara unum tentang sekoci-sekoci, perahu-perahu, tali-
temali, alat-alat perlengkapan, senjata-senjata, alat-alat
perang dan kebut uhan hi dup.

D a sel anjutnya harus nengangkat seorang penyinpan di atas kapal

setel ah nenganbil | angkah-1angkah untuk menghal angi keberangkat an

kapal itu. (KUHPerd. 1739; Rv. 454 dst., 508, 560, 563.)

Perw ra-perwi ra dan pegawai - pegawai yang di bebani tugas kepofisian

pel abuhan- pel abuhan dan tenpat-tenpat berlabuh, bila dimnta,

menberi kan bantuan untuk nencegah dengan paksa keberangkatan kapa

itu. (S. 1924-500, pasal 23.)

Pasal 562.
(s.d.u. dg. S. 1906-348; S. 1933-48jo0. S. 1938-2.) Berita acara
tentang penyitaan kapal atau saham saham dal am kapal, yang ukurannya
paling sedi kit dua puluh meter kubik kotor, dibuat di rnuka umum
dal am regi ster yang di sel enggarakan khusus untuk itu pada
kepaniteraan raad van justitie dalam resort penyitaan itu dilakukan.
(KUHPerd. 309, 310 dst., 314, 315b.)
Bila kapal itu di bukukan dal am regi ster yang ditentukan untuk itu,
pencatatan sita itu dilakukan dal am regi ster pokok, tenpat kapal itu
di bukukan, baik atas penunjukan dan penyerahan salinan otentik
belita acara sita ol eh yang berkepentingan, naupun berdasarkan
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per nohonan dan atas beban yang berkepenti ngan yang ol eh panitera
yang dal am kepani teraannya sita di umunkan, diberitahukan secara
telegrafis, kepada penyinpan register pokok. (Ths. 7 dst., 28.)
Penyerahan atau penbebanan kapal atau saham kapal setel ah pencatatan
dal am regi ster pokok tidak bol eh nendatangkan kerugi an kepada hak-
hak pihak yang nel etakkan sita. (Ths. 21 dst., 24; Rv. 507.)

Pasal 563.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila penmlik kapal, agennya atau penegang
bukunya bertenpat tinggal dal am karesi denan yang di dal amya
di | akukan sita, mmka arrestan (si penahan) dal am waktu del apan hari
harus menberitahukan salinan berita acara penyitaan kepadanya. (KUHD
320 dst., 327, 329.)
Ali nea kedua hapus dg. S. 1908-522
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila dia tidak bertenpat tinggal dalam
karesi denan itu, jangka waktu penberitahuan di perpanjang nenurut
ukuran yang ditetapkan pada pasal 10, dengan pengertian, bahwa bila
terjadi hal termaksud dalam alinea terakhir pasal itu, penberitahuan
di | akukan dal am enpat puluh hari. (RBg. 322-14-.)
Bila dia bertenpat tinggal di luar I|Indonesia, atau tidak dikenal
penberitabuan dil akukan kepada juragan kapal atau wakilnya. (KUHD
341, 341d.)
Dal am hal satu dan lain tidak ada, penberitahuan ditenpel kan pada
kapal. (Rv. 10 dst., 560.)

Pasal 564.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Dua pengumunan di adakan dari del apan
sanpai del apan hari dalam suatu surat kabar di tenpat penjual an akan
di | akukan, dan bila surat kabar demi kian tidak ada, dalam surat
kabar di tenpat sekitanya.
Dal am wakt u sepul uh hari setel ah pengunmunman- pengunmunman yang pertans,
di tenpel kan bilyet-bilyet pada tenpat-tenpat yang ditunjukkan pada
pasal 518, serta pada tiang kapal yang disita. (Rv. 468 dst., 516,
518, 565, 568; RBg. 322-15°%)

Pasal 565.
Pengunmuman- pengunmunan dan bilyet-bilyet itu berisi: nama depan,
nama, pekerjaan dan tenpat tinggal orang yang nengeksekusi; alas hak
yang nenjadi dasar dia nelakukan penuntutan; keseluruhan jun ah
terutang kepadanya; pemlihan tenpat tinggal yang dil akukan di
tenpat sidang raad van justitie, dan dalam residentie afdeling
tenpat kapal itu berlabuh; nama dan tenpat tinggal penilik kapa
atau agennya, atau dari penegang buku kapal yang disita, bila ada
sal ah satu yang di ketahui; nama kapal itu, dan bila kapal itu
berawak, nana dari juragan kapal; ruang kapal, sedapat nungkin
di tentukan dengan jelas; tenpat kapal itu berlabuh; jum ah pertama
dari tuntutan eksekutan; tenpat, hari dan jam di mana dan bil anana
penj ual an dil akukan. (Rv. 517, 523, 545, 561, 564, 567 dst.)

Pasal 566.
(s. d. u. dg. S 1908-,522; S. 1933-48jo. S 1938-2.) Dal am waktu
enpat belas hari setel ah pengumunman pertanma, orang yang nenuntut
penyi taan, nenberitahukan salinan bilyet-bilyet kepada para
kredi tur, yang di bukukan pada register pokok tersebut dalam pasal 7
Peraturan Pendaftaran Kapal, yaitu pada tenpat tinggal yang dipilih
nmer eka pada waktu penmbukuan. (Ov. 53; KUHD 314, 315b, 316, 316e, 318
dst.; Tbs. 11, 21, 24; Rv. 562, 564.)
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Pasal 567.
Tiga puluh hari setelah pengumuman kedua, penjual an dil akuan dengan
cara yang di atur untuk penjual an barang-barang tetap yang disita.
(Rv. 521 dst., 579.)

Pasal 568.
(s.d.u. dg. S. 1933-48j0. S.1938-2.) Penyitaan dan penjual an
per ahu- perahu, sekoci-sekoci atau lain-lain alat berlayar yang
besanya kurang dari dua pul uh neter kubik isi-kotor, dilakukan
dengan cara yang sanma seperti untuk barang-barang bergerak | ainnya.
(Rv. 466 dst.)

Pasal 569.
Si apa saj a yang kepadanya dijual kapal yang berapa saja besanya,
ber kewaj i ban unt uk nenbayar kan uang-uang penbel i annya dal am enpat
bel as ban pada kantor | elang, dengan ancaman paksaan badan, bila
tidak dilakukan.
Bila tidak dibayar, kapal itu di kenakan penetapan |agi untuk dijual,
dengan nengi ndahkan formalitas-formalitas yang sama seperti yang
tersebut pada pasal -al pasal yang | anpau, dan dijual untuk beban
penbeli yang pertama, yang juga terikat pada paksaan badan untuk
kekurangannya, serta untuk kerugi an dan bunga-bunga dan bi aya-bi aya.

(Rv. 472, 512, 527, 529 dst., 566, 573, 580-10°)

Pasal 570.
Karena penjual an nel al ui pengadil an, kapal itu terbebas dari segal a
ut ang-ut ang dengan hak untuk di dahul ukan yang mnengi kat kapal itu.
(KUHD 314 dst., 315e, 316, 318b; Tbs. 26, 28; Rv. 526, 560, 573
579.)

Pasal 571.
Tunt ut an-tuntutan untuk reklanme di kenukakan di hadapan raad van
justitie dan diberitahukan sebelum hari penjual an, sesuai dengan
yang di atur pada pasal 536.
Bila hal itu baru dikenmukakan setel ah penjual an, inaka hal itu
menurut hukum di anggap di adakan untuk nel awan terhadap penbayaran
harga penbelian. (Rv. 460 dst., 535 dst., 572 dst.)

Pasal 572.
(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Orang yang nengenukakan rekl ane, atau
opposan, nenuntut haknya di hadapan raad van justitie, bila dia
nmenghendaki yang demi kian itu dal am jangka waktu singkat. (KUHPerd.
24, 1365; Rv. 8, 106, 111, 460, 536, 540.)

Pasal 573.
Perl awanan dari para kreditur terhadap penbayaran uang-uang
penbel i an tidak diperbol ehkan setel ah penjual an dil akukan. (Rv. 461,
533, 571, 574.)

Pasal 574.
para kreditur yang nel akukan perlawanan, berkewaji ban untuk
menyer ahkan al as hak piutang nereka pada kepaniteraan dal am waktu
del apan hari pertama yang berikut, setelah nereka nel akukan
per| awanan, dan tanpa peringatan; bila hal itu tidak ada, naka
di mul ai dengan penbayaran uang-uang penbelian, tanpa nemasukkan
nereka di dalamya. (Rv. 573.)


http://www.legalitas.org

www.legalitas.org

94

Pasal 575.
Urutan para kreditur dan penbagi an uang penbelian dil akukan di
antara para kreditur yang nenpunyai hak untuk di dahul ukan dal am
urutan yang diatur dalam Bab | Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum
Dagang, dan di antara para kreditur |ainnya, dalam perbandi ngan
pi ut ang- pi ut ang nereka.
tiap-tiap pihak kreditur ditenpatkan nenurut jum ah pokok, bunga-
bunga dan biaya-biaya. (KUHD 314 dst., 316 dst., 318 dst., 750.)

Pasal 576.
Ket ent uan- ket entuan ternuat dalam Bagian 5 Bab |1 Buku Kedua, juga
berl aku pada penbayaran hasil penjual an kapal dengan eksekusi yang
di atas kesepul uh syaratnya telah di penuhi (schepen boven de tien
lasten). (Rv. 547 dst.)
Mengenai penbagi an hasil dari kapal - kapal kecil, berlaku ketentuan-
ket entuan Bagian 3 Bab 11 Buku Kedua. (Rv. 535 dst.)

Pasal 577.
Sebuah kapal |aut yang siap untuk berlayar, tidak dapat disita,
kecual i untuk utang-utang yang di buat untuk perjalanan yang akan
di | akukan kapal itu; dan bahkan penyitaan dem ki an dapat di hal angi
dengan penjanm nan untuk utang-utang itu. (KUHPerd. 1820 dst.)
Kapal itu dianggap siap bertayar, begitu pem npin kapa
di perl engkapi dengan surat-surat.yang diperlukan untuk dapat
berangkat. (KUHD 347 dst., 748, 754; Rv. 559, 728.)

Pasal 578.
Pi hak kreditur dari peserta pengusaha kapal atau al at berlayar apa
pun, tidak dapat nenyita atau nenjual nya, tetapi nereka dapat
menyita atau nenjual porsi kapal dari debitur nereka
Penyi taan porsi kapat dilakukan dengan suratjuru sita, yang
di sanpai kan kepada orang yang berutang dan kepada penegang buku
perusahaan kapal
Penj ual an porsi kapal dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan
yang diatur dalam bab ini, dengan nengi ndahkan penbedaan antara
beban- beban kapal ; kecuali jika bilyet-bilyet tidak akan ditenpel
pada kapal. (KUHPerd. 1641; KUHD 320 dst., 323, 326, 329, 331 dst.,
751; Rv. 494, 559, 576, 579.)

Pasal 579.
Ket ent uan- ket ent uan pasal 502, 503 dan 526 berl aku juga terhadap
sita dan penjual an kapal. (Ov. 52.)

BAB V
PAKSAAN BADAN DAN PELAKSANAANNYA DAN JUMLAH UANG PAKSAAN

Bagi an 1. Paksaan Badan

Pasal 580.
(s.d.u. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) Paksaan badan dapat
di | akukan: (Ov. 92; Rv. 581, 583 dst., 586, 593 dst., 596, 605 dst.

900-1° 1019.)
1°. karena penggel apan tanah; (KUHP 385.)
2°. karena penitipan berdasarkan keadaan yang nemaksa; (KUHPerd.
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1703, 1709.)

3% untuk pengenbal i an uang yang di beri kan guna di si npan ol eh orang
yang khusus diangkat ol eh pemerintah; (KUHPerd. 1406-2° Rv.
449.)

4°. untuk pengenbalian barang-barang yang dititipkan pada sequester,
kom saris dan penyi npan-penyi npan |ain; (KUHPerd. 1739; Rv. 55-
4° 458, 508, 754, 759.)

5°. terhadap sermua pej abat- pej abat unum untuk menperlihatkan surat
asli yang disinmpannya, bila hal itu diperintahkan berdasarkan
hukum (Rv. 175, 851.)

6°. terhadap para pengacara, notaris, juru sita dan pejabat-pej abat
| ain, untuk pengenbalian al as-alas hak yang di percayakan padanya
berdasar kan tugasnya dan uang yang nereka terinma dal am
kedudukannya atas nama atasannya; (KUHPerd. 1224, 1974; Rv. 126,
487, 848 dst.)

7° (s.d.u. dg. S 1917-497, S. 1938-360jis. 361, 276.) untuk
pengganti an bi aya-bi aya, kerugi an-kerugi an dan bunga- bunga,
sejuniah | ebih dari seratus lima puluh gul den, yang harus
di bayar ol eh seseorang yang di pi dana dal am suatu perbuat an
pi dana untuk nenbayar pada pi hak yang dihina; (KUHPerd. 1365,
1370 dst.; Sv. 354.)

8°. untuk penutupan perhitungan yang menjadi tanggungan para wali,
penganpu, penyinpan yang di angkat ol eh pengadil an dan para
pengurus | enbaga-| enbaga dan yayasan-yayasan setenpat dan |ain-
| ai nnya yang didiri kan atau diakui ol eh penerintah yang
di waj i bkan nenberi perhitungan dan pertanggungj awaban, dan untuk
senmua pengenbal i an yang nenyangkut perhitungan tersebut; (Ov.
72; KUHPerd. 409, 413, 449, 452; Rv. 772.)

9%, (s.d. u. dg. S. 1915-299, 642.) terhadap orang asing, bukan
penduduk, untuk senua utang, tanpa kecuali, untuk kepentingan
warga negara |ndonesia. (AB. 3; Rv. 128, 761.)

10°. dal am segal a hal yang ditentukan secara tegas ol eh undang-
undang, bahwa badan diizinkan. (Rv. 126, 157, 186, 226, 458
dst., 508, 522, 529, 569, 761, 765, 854.)

Pasal 581.

(s.d.u. dg. S 1926-381; 1934-562jo. 1935-531; 1935-77, 562; S

1938, -276.) Paksaan badan dapat dil akukan juga: (F. 32, 84; Rv. 586,

1019.)

1°. terhadap senua orang yang tel ah nenandatangani surat wesel atau
cek sebagai penarik, akseptasi atau endosan atau tel ah
menj am nkannya dengan borgtogt yang di sebut aval; (KUHD 100, 106
dst., 110 dst., 125, 127, 131, 169, 178, 181, 187 dst., 191
dst., 195, 204, 228a, 229.)

2°. terhadap semua orang yang karena usahanya nenandatangani surat -
surat order atau surat-surat niaga |ainnya. (KUHD 174, 177,
229f - k.)

Bar angsi apa nenj al ankan suatu usaha, dianggap nengi katkan diri untuk

kepenti ngan usahanya bila yang sebaliknya tidak dinyatakan dal am

surat yang ia tandatangani, kecuali jika ia dapat nenbuktikan

sebal i knya. (KUHPerd. 1916.)

Pasal 582.
(s.d. u. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) Dengan tidak mengurangi apa
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yang ditentukan dal am pasal 580, haki m dapat nenyat akan suatu
keput usan dapat dengan paksaan badan bila dan sepanjang keputusan
itu nengandung suatu hukuman untuk: (Rv. 583.)

1°. atau menyer ahkan suatu benda tertentu; (KUHPerd. 574, 582, 612,
959, 1235 dst.)

2°. atau me suatu perbuatan yang senata-mata tergantung dari
kehendak terhukum dan hanya dapat dil akukan ol ehnya; (KUHPerd.
959, 1239, 1241.)

3% atau tidak nelakukan suatu perbuatan. (KUHPerd. 625 dst., 6922 ,
778, 1242, 1366.)

Pasal 583.
(s.d.u. dg. S. 1938-360jis, 361, 276.) Paksaan badan sekali - kal
ti dak dapat diizinkan kepada anak-anaknya dan keturunan sel anj utnya
menurut ket uruan sedarah dan senenda dalam garis lurus ke atas.
(KUHPerd. 290 dst.)
Paksaan badan tidak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang tel ah

berusi a genap enam pul uh |ima tahun. (KUHPerd. 591-5°.)

Pasal 584.
Paksaan badan sekali-kali tidak dapat dijal ankan selain atas
kekuat an keputusan hakim (Rv. 439, 443, 493, 559, 582, 585, 594,
647, 761, 1019; IR 209, 224; RBg. 242, 258.)

Pasal 585.
Per| awanan, bandi ng atau kasasi sekali-kali tidak menghal ang- hal angi
pel aksanaan paksaan badan yang di nyatakan dengan keputusan haki m
dapat dual ankan |ebi h dahul u wal aupun ada perl awanan, bandi ng atau
kasasi, asal kan dalam hal ini diberi jam nan sebagai ganti rugi atas
bi aya- bi aya, kerugi an-kerugi an dan bunga-bunga yang dapat di bebankan
pada pi hak yang nem nta pel aksanaan paksaan badan. (KUHPerd. 1162
dst., 1820 dst., 1830; F. 32, 228; Rv. 54 dst., 346, 402, 605 dst.
606a, 761, 905 dst., 1019.)

Pasal 586.
(s.d.u. dg. S. 1938-360jis 361, 276.) Seseorang tidak dapat
di sandera karena utang yang sana |lebih lama dari satu tahun. (Rv.
604, 1019; IR 210; RBg. 243.)

Pasal 587.
Pada pel aksanaan paksaan badan kreditur diwajibkan nenbayar terlebih
dahul u sejum ah uang nenurut tarip yang ditetapkan ol eh Gubenur
Jenderal atau yang kenudi an akan ditetapkan sebagai perawatan
debitur untuk setiap tiga puluh hari. (Rv. 1020.)
(s.d.u. dg. S. 1889-89; S. 1925-497.) Bila kreditur l|alai nenenuhi
kewaj i bannya sebel um hari ketiga puluh satu, maka atas perm ntaan
debi tur, asal kan surat pernmohonannya disertai surat kesaksian dari
kepal a | embaga penmasyar akatan yang nenerangkan uang persekot tidak
di bayar, atau atas pernintaan kepal a | enbaga penasyarakatan, tanpa
suatu formalitas segera dikeluarkan surat perintah penbebasan dari
penyanderaan ol eh ketua raad van justitie bila di wlayah itu ada
raad van justitie dan selainnya ol eh residentierechter, atau jika
tidak ada di tenpat atau berhal angan, ol eh kepala daerah setenpat.
(s.d.u. dg. S. 1889-89.) Perintah penbebasan, yang tidak dapat
di m nt akan bandi ng, dil aksanakan berdasarkan asli surat perintah
penbebasan tersebut dan jika pertu dengan kekuatan polisi, (Rv. 590
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dst., 601-5° 604 dst., 1020; IR 216; RBg. 250.)

Pasal 588.
Ter hadap debitur dapat di nobhonkan penyanderaan ol eh orang lain yang
juga berhak untuk nel akukan paksaan badan terhadapnya.
(s.d, u. dg. S. 1917-497.) Terhadap seseorang yang sedang nenj al ani
hukuman atau kurungan atau sedang ditahan karena suatu perbuatan
pi dana, dapat juga di mohonkan paksaan badan dan berdasarkan
per nohonan itu, iatetap ditahan sekalipun terhadapnya telah
di peri nt ahkan penbebasan dal am perkara pidana atau waktu hukunmannya
telah lanmpau. (Rv. 439, 584, 589, 591, 603, 1021.)

Pasal 589.
Bat al nya suatu penyanderaan, atas dasar apa pun keputusan yang
ber sangkut an dij at uhkan, sekali-kali tidak nengaki batkan batal nya
per nohonan. (Rv. 465, 588, 592, 605, 1021.)

Pasal 590.
Pi hak yang nengaj ukan pernohonan diwaji bkan, atas perm ntaan, m
em kul untuk bagi an yang sana sebagai biaya perawatan yang ditahan
dan dal am hal ini pihak yang nem nta pel aksanaan penyanderaan tidak
dapat menganbil kenbali uang itu tanpa izin dari pihak yang ditahan.
Permi ntaan itu dapat diajukan pada raad van justitie dalam wi | ayah
mana si sandera ditahan. (Rv. 587, 592, 599, 601-31, 603, 605.)

Pasal 591.
Debi tur yang di sandera secara sah nendapat kan kenbali kebebasannya
secara nutlak: (Rv. 599, 605; IR 217; RBg. 251.)

1°. karena izin dari kreditur yang menyuruh Penyanderaan dan dari
nmer eka yang nengaj ukan pernohonan bila ada.
| zin untuk nenbebaskan debitur itu dapat diberikan di hadapan
notaris, atau dalam daftar yang nenuat pendaftaran para sandera;
(Rv. 584, 588, 6 02,)

2°. karena penbayaran atau penitipan uang di pengadil an sebesar
jum ah yang terutang, bai k kepada kreditur yang nel akukan
paksaan badan maupun kepada nereka yang nengaj ukan pernohonan,
dem ki an pul a segal a bunga-bunga yang ada, biaya-biaya
penber esan, biaya penyanderaan dan uang persekot untuk
perawat annya; (KUHPerd. 1382 dst., 1404 dst.; Rv. 809 dst.)

(s.d.t. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) Dengan penbayaran, sepanjang
ti dak mengenai penbayaran dengan uang di samakan kesedi aan si
sandera untuk nermenuhi keputusan haki m dengan jam nan cukup;

3°. (s.d.u. dg. S. 1906-348.) karena pel epasan hak alas harta
peni nggal an; (F. 32; Rv. 586 dst., 699 dst.)

4° (s.d.t, dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) bila penyanderaan itu
menpunyai dani pak yang sedem ki an merugi kan kesehatan yang
di sandera sehi ngga nenbahayakan kehi dupannya,;

5°. (s.d. t. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) setelah si sandera
nmencapai usia enam puluh lina tahun. (Rv. 583°%)

(sd.t. dg. S. 1938-360, 361, 276.) Sengketa nengenai apakah terjadi

sal ah satu dari apa yang disebut dal am ayat tersebut di atas,

di putus dengan acara singkat; dalam keputusan hakimitu

di peri nt ahkan penbebasan, bila terdapat cukup alasan. (Rv. 283 dst.)


http://www.legalitas.org

www.legalitas.org

98

Pasal 592.
Debi tur yang penyanderaannya di nyatakan batal atau di bebaskan karena
ti dak di bayanya persekot biaya perawatan untuk utang yang sama tidak
dapat dil akukan penyanderaan |agi kecuali sedikit-dikitnya satu hari
sesudah penbebasan itu. (Rv. 587, 590, 604 dst., 1023; IR 219; RBg.
253.)

Pasal 593.
Pel aksanaan paksaan badan sekali-kali tidak menghal ang-hal angi atau
nmenghent i kan kel anj utan dan pel aksanaan penyitaan atas barang-
bar ang.
Dem ki an pul a pel aksanaan penyitaan atas barang-barang tidak
menghal ang- hal angi atau nenghenti kan pel aksanaan paksaan badan. (Rv.
441, 443 dst., 477 dst, 504 dst., 541 dst., 559 dst., 1023; IR 221;
RBg. 255.)

Bagi an 2. Pel aksanaan Paksaan Badan

Pasal 594.
Suatu paksaan badan hanya dapat dil aksanakan satu hari setel ah
di beri tahukan keputusan haki m yang nemrerintahkan penyanderaan. (Rv.
68; IR 209; . 242.)
Akan.tetapi ketua raad vanjustitie dapat nenerintahkan untuk segera
nmel aksanakannya bila terdapat alasan untuk itu. (Rv. 559, 585, 597,
599, 751, 761; RBg. 321-1° 322-20°%)
Permberi tahuan itu nengandung suatu perintah untuk nenbayar dan
pem | i han suatu tenpat tinggal dalam jarak sepuluh pal dari gedung
raad van justitie yang nenjatuhkan keputusan. (KUHPerd. 24; Rv. 443,
504, 605, 1024.)

Pasal 595.

Debi tur tidak dapat disandera: (IR 212; RBg. 246.)

1°. dal am gedung yang di gunakan untuk keperluan agama sel ana
di adakan kegi at an agang;

2°. di tenpat dan sel ana dil angsungkan sidang ol eh penguasa;

3°. di tenpat bursa selama waktu bursa; (KUHD 59.)

4°. di rumah kedi anannya, atau di rumah khusus yang tidak terbuka
untuk setiap orang, kecuali bila juru sita disertai oleh kepala
daerah setenpat atau ol eh pejabat yang ditunjuk ol ehnya;

5°. sel ama iabebas dal am wakt u yang ditetapkan ol eh haki m agar
debi tur dapat nenghadap padanya.

Pasal 596.
Penyanderaan dapat dil aksanakan juga pada hari M nggu dan pada jam
jam yang nmenurut pasal 18 tidak di perbol ehkan untuk penberitahuan
oleh juru sita. (Rv. 17, 716. 1024.)

Pasal 597.
Berita acara penyanderaan, selain harus nenenuhi persyaratan biasa,
harus di beritahukan ol ehjuru sita dan berisikan suatu penberitahuan
yang beri si kan:
1°. pengul angan dari perintah untuk menbayar;
2°. pilihan suatu tempat tinggal dalam jarak sepul uh pal dari tenpat

di I akukan penyanderaan debitur. (KUHPerd. 24.)

Juru sita harus disertai oleh dua orang saksi. (Rv. 8, 19, 439, 594,
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599 dst.; 605.)

Pasal 598.
Bil a ada perlawanan, nmaka juru sita dapat nengadakan penjagaan di
depan pintu agar debitur tidak nelarikan diri dan mnta bantuan
polisi setenpat, dengan tidak nmengurangi tuntutan pidanajika
t erdapat cukup al asan. (Rv.446, 1024.)

Pasal 599.
Bi | a debitur nengaj ukan perlawanan terhadap sahnya penyanderaan dan
menunt ut agar segera di adakan keputusan, nmaka hal itu harus segera
di aj ukan kepada ketua raad van justitie, dalam daerah hukum di mana
penyanderaan itu dilakukan, dan ia harus segera nenjatuhkan
keput usannya.
surat perintah ketua itu harus dinyatakan dalam berita acara juru
sita dan harus segera dil aksanakan. (Rv. 287, 289, 291, 597, 605.)
(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Jika penahanan terjadi di |uar daerah
hukum raad van justitie, nmaka debitur yang nengaj ukan perl awanan
dapat minta agar ia segera diajukan ke hadapan residentierechter
atau, bila tugasnya dijal ankan ol eh seorang ahli hukum dal am
kedudukan ketua pengadilan negeri yang terletak di dekatnya, ke
hadapan ketua pengadilan negeri di tenpat iaditahan, dan ketua
tersebut dapat menghenti kan penahanan, bila debitur dapat
menbukti kan keti dakabsahan penahanannya dengan keharusan untuk
segera mengirimturunan otentik dari berita acara yang di buat
ol ehnya kepada ketua raad van justitie dengan disertai surat-surat
yang bersangkut an untuk nendapat kan pengukuhan atau penetapan |ebih
lanjut. (Rv. 1025.)
(s..d. t. dg. S. 1908-522.) Bila residentierechter atau ketua
pengadi | an negeri setenpat s6perti di naksud pada alinea di atas
tidak ada, berhalangan atau tidak ada di tenpat, maka debitur dapat
di aj ukan ke hadapan kepal a daerah tenpat debitur ditahan, yang
kemudi an berwenang dan berkewaji ban untuk bertindak seperti di maksud
dal am al i nea di atas.
(s.d.t. dg. S. 1908-522.) D luar Jawa dan Madura debitur dapat pula
di aj ukan ke hadapan kepal a daerah setenpat, bila residentierechter
ti dak ada di dacrah debitur ditahan.

Pasal 600.
Debitur yang di sandera, yang tidak nengaj ukan perlawanan atau
per | awanannya ditol ak, di nasukkan dal am | enbaga penasyarakat an di
tenpat ia ditangkap dan bila di situ tidak ada | enbaga
penmasyar akat an, dal am | enbaga penasyarakatan di tenpat terdekat;
juru sita diwajibkan untuk segera nenmbuat dan nenandat angani berita
acara nengenai penahanan itu. (IR 214; RBg. 248.)
Juru sita dan siapa saja yang nmenbawa, mnenerinma atau nenahan debitur
di tenmpat yang nenurut undang-undang tidak termasuk tenpat untuk
menahan sandera, atau, jika tenpat sedenikian tidak ada, di tenpat
yang nenurut undang-undang tidak digunakan untuk nenyekap para
terhukum dapat dituntut karena penahanan senena-nena. (Rv. 1025;
Sv. 361; KUHP 333; S. 1851-27 pasal 44.)
Tidak termasuk hal itu, penahanan senentara atau pewagaan terhadap
debitur di luar tenpat sedenikian dal am nmenunggu kesenpat an
di bawanya ke | enbaga pemasyarakat an
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Pasal 601.
Akt a penahanan si sandera nenuat:

1°. keputusan haki m yang menerintahkan dil akukannya paksaan badan
(Rv. 584, 602.)

2°. namm, nama keci| dan tenpat tinggal kreditur;

3%, pilihan tempat tinggal dalam jarak sepul uh pal dari tenpat
debi tur disandera; (KUHPerd. 24; Rv. 597, 605.)

4°. pama dan tenpat tinggal si sandera;

5°. persekot dari uang perawatan untuk sekurang- kurangnya tiga pul uh
hari; (Rv. 587, 603; S. 1935-305.)

6°. akhi nya, penyebutan bahwa oleh juru sita sendiri telah
di serahkan akta dan berita acara penyanderaan pada si sandera,
yang dil akukan dengan segera. (Rv. 600.)

Pasal 602.
Kepal a | enbaga penasyar akat an nenyal i n akta penahanan itu dal am
daft anya, dem kian pula kutipan keputusan haki m yang nemreri nt ahkan
penyanderaan dan menyi npan perintah secara keseluruhan. (Rv. 61-4',
584.)
Bila juru sita tidak nenperlihatkan keputusan haki m yang
ber sangkut an, kepal a | enbaga pemasyar akat an harus nenol ak unt uk
nmeneri ma debitur. (Rv. 601-1° 605; IR 215, 222; RBgy. 249, 256;
KUHP 333 dst., 555; S. 1851-27 pasal 44.)

Pasal 603.
Syar at -syarat yang ditentukan untuk suatu penyanderaan harus
di per hati kan dal am per nohonan- per nrbhonan; dalam pada itu juni sita
tidak perlu disertai ol eh dua orang saksi dan orang yang nengaj ukan
per nohonan tidak perlu nmenbayar uang perawatan bila untuk itu sudah
di bayar uang persekot. (Rv. 439, 584, 587 dst., 590, 594, 597, 599
601 dst.)

Pasal 604.
(s.d.u. dg. S. 1938-360jis, 361, 276.) Bila diperintahkan
penbebasan karena tidak dipenuhi nya penbayaran persekot untuk
perawat an, kreditur tidak dapat minta untuk nenyandera debitur |agi
sebel um nmengganti bi aya mengenai penbebasan tersebut atau jika ia
nmenol ak, disinpan di bawah pengawasan kepal a | enbaga penasyarakat an
dan juga nmenbayar persekot untuk perawatan sel ama enam bul an atau
jika berdasarkan pasal 586 debitur tidak dapat di sandera sanpai enam
bul an, untuk waktu kurang dari enam bul an.
Dal am hal ini tidak pertu lagi dipenuhi syarat-syarat yang
ni endahul ui penyanderaan. (Rv. 587, 592, 1029; IR 219; RBg. 253.)

Pasal 605.
(s.d.u.dg.S. 1938-360jis. 361, 276.) Debitur dapat nenuntut
penbat al an penyanderaannya, bila fornmalitas-fornalitas seperti
diurai kan di alas tidak dipenuhi dan tuntutan itu seperti hal nya
dengan tuntutan penbebasan dengan al asan |ain sebagai mana ditentukan
dal am pasal 591 , diajukan kepada raad van justitie yang daerah
hukumya neliputi tenpat di mana ia di sandera.
Tuntutan penbat al an yang di dasarkan atas al asan-al asan yang
menyangkut gugatan pokok, diajukan kepada najelis hakim yang
di t ugaskan untuk pel aksanaan keputusan itu.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) CQugatan dapat diajukan dal am waktu
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singkat dan di tenpat yang dipilih seperti tersebut dal am daftar
kepal a | enrbaga perasyarakatan; kreditur dapat di hukum untuk mnenrbayar
bi aya, kerugi an dan bunga, bila terdapat cukup alasan. (KUHPerd.
1243 dst., 1365 dst.; Rv. 10, 350, 586 dst., 589, 591 dst., 594,

597, 601 dst., 1027; IR 218; RB9. 252.)

Pasal 606.
(s.d. t. dg. S. 1938-360jis, 361, 276.) Debitur yang tidak manpu
untuk menmenuhi keputusan haki m yang nenghukummya, dapat nenunt ut
al as dasar itu dengan acara singkat, agar penyanderaan tidak
di | aksanakan atau tidak dil anjutkan pel aksanaannya. (Rv. 283 dst.)
setelah tuntutan itu dikabul kan, maka penyanderaan tidak dapat
di | akukan untuk utang yang sama, kecuali bila kreditur dalam
peneri ksaan secara singkat dapat nenbuktikan, bahwa debitur manpu
unt uk memenuhi keputusan haki m yang nmenghukumya.
Debi tur yang menbuat dirinya sengaja tidak nmanpu untuk nenenuhi
kewaj i bannya sehubungan dengan akan dil aksanakannya keputusan haki m
atau sebel um dij atuhkan keputusan haki m yang akan menghukummya,
ti dak dapat nenggunakan ketentuan dal am alinea pertama pasal ini
Dg. S. 1938-360jis. 361, 276 ditanbahkan Bagi an Ketiga ini.

Bagi an 3. Uang Paksa.

Pasal 606a.
(s. d. t. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) Sepanjang suatu keputusan
haki m mengandung hukunman untuk sesuatu yang |ain dari pada nenmbayar
sej unl ah uang, naka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap
kali terhukum tidak nermenuhi hukuman tersebut, ol ehnya harus
di serahkan sejunl ah uang yang besanya ditetapkan dal am keput usan
haki m dan uang tersebut di namakan uang paksa

Pasal 606b.
(s.d,t. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) Bila keputusan tersebut
tidak di penuhi, maka pihak |awan dari terhukum berwenang untuk
met aksanakan keputusan terhadap sejum ah uang paksa yang tel ah
ditentukan tanpa terlebi h dahul u nenperol eh alas hak baru nenurut
hukum
Pasal 606 berlaku juga dalam hal ini
Bi | a pi hak | awan nengaj ukan gugatan untuk mnenperol eh alas hak baru
seperti dimaksud pada alinea pertama, maka tergugat dapat nengaj ukan
bant ahan seperli diatur dalam alinea pertama di muka terhadap
pel aksanaannya tanpa al as hak dasar baru

BAB VI
PENYELESAI AN Bl AYA, KERUG AN DAN BUNGA, SERTA BI AYA ACARA

Pasal 607.
Haki m yang nenghukum suatu pi hak untuk nengganti bi aya-bi aya,
kerugi an- kerugi an dan bunga-bunga harus nenetapkan jum ahnya dal am
keputusannya; bila ia tidak dapat nenetapkan jumah itu, maka suatu
daftar te,tang hal itu harus dibuat ol eh pihak | awan dan
di beritahukan di tenpat yang telah dipilffi oleh pihak |ain; surat-
surat yang di maksudkan sebagai bukti harus dibeii. tahukaii pada
pi hak lain atau diserahkan di kepaniteraan. (KUHPerd. 24, 403, 606,
608, 1243 dst., 1246; Rv. 8-1° 60, 99, 106 dst., 222, 264, 460
dst., 466, 540, 610; IR 183 2 ; RBg. 1942.)
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Pasal 608.
Dal am wakt u enpat belas haii setel ah penberitahuan terhukum
di waj i bkan untuk nenyerahkan rancangan tentang jum ah bi aya- bi aya,
kerugi an- kerugi an dan bunga-bunga nenurut pendapatnya. Bila tidak,
ia dianggap nenerima gugatan. (KUHPerd. 1405; Rv. 607, 610, 809.)

Pasal 609.
(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Bila antara para pihak tidak terdapat
kesepakat an, naka perkara itu akan di aj ukan pada sidang dengan suatu
akta yang sederhana dari pengacara ke pengacara. (Rv. 57, 84, 346,
350, 402, 429, 610.)

Pasal 610.
(s. d. u.. dg. S 1908-522.) Ketentuan-ketentuan di atas berl aku
juga untuk penaksiran biaya-biaya perkara yang di bebankan pada sal ah
satu pi hak yang nmenurut ketentuan itu disel esai kan, dengan
pengecual i an seperti tersebut pada alinea ketiga dari pasal 58. (Rv.
58 dst., 607 dst., 975; IR 1832; RBg. 194-20; S. 1851-27.)

BAB VI |
PEMBERI AN JAM NAN

Pasal 611.
Keput usan haki m yang nengandung perintah untuk nenbelikan jam nan
harus nenet apkan jangka waktu, yang di dal amya jam nan itu harus
di beri kan dan jangka waktu, yang di dalammya jaminan itu harus
diterima atau ditolak. (KUHPerd. 335, 452, 472, 483, 784, 786, 789,
819, 982, 1035, 1150, 1162, 1171, 1827 dst., 1830; KUHD 167a, 167b,
176, 227a, 227b; Rv. 54 dst., 128 dst., 283, 330, 613, 696, 722.)

Pasal 612.
Jam nan itu harus diajukan dengan suatu akta yang diberitahukan
pengacara ke pengacar a.
Cara yang sama di gunakan juga dal am hal nenerina jam nan. (KUHPerd.
24; Rv. 106.)

Pasal 613.
(s.d.u. dg. S 1908-522.) Bila tidak terdapat kesepakatan tentang
cukup tidaknya jamnan itu, naka pi hak yang menbantah diwaji bkan
unt uk rmengaj ukan perkara itu ke pengadilan dal am jangka waktu yang
tel ah ditetapkan dal am keputusan haki m dal am bent uk sepert
di tentukan dal am pasal di muka. (Rv. 112 dst., 611.)

Pasal 614.
Bila jam nan itu berupa suatu borg, dan borg itu diterinma atau
di setujui, maka ia harus nengi katkan diri dengan suatu akta di
kepani t eraan, akta nmana dapat dilaksanakan dengan surat perintah
dari ketua raad van justitie yang di buat dal am bentuk seperti
di urai kan dal am pasal 435 ('). (KUHPerd. 117111827 dst., 1832-5%
Rv. 55-5%)

(Y Mengenai bunyi pasal 435, |ihat catatan kaki pasal 487
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BUKU KETIGA
PELBAGAI MACAM CARA BERPERKARA

BAB |
KEPUTUSAN WASI T

Bagi an 1. Konpronmi Dan Pengangkatan \Wasit.

Pasal 615.
Setiap orang dapat nenyerahkan perselisihan nmengenai hak-hak yang ia
kuasai secara bebas kepada keputusan wasit. (KUHPerd. 108, 194, 330
dst., 433 dst., 1852; F. 22, 226, 246; IR 377; RBg. 705.)
Senua orang yang di angkat dengan suatu keputusan hakim atau yang
menur ut ket ent uan- ket entuan dal am KUHPerd. atau KUHD mnenerl ukan
kuasa dengan suatu keputusan haki m untuk mnel akukan perdamai an atau
untuk menjual barang-barang, tanpa kuasa tersebut dal am nenjal ankan
pekerjaannya tidak bol eh nenyerahkan penyel esai an perkara pada
keputusan wasit. (KUHPerd. 407, 425, 452, 463, 481, 979, 1020, 1035,

1127, 1331, 1446, 1796 dst., 1852; F. 13° 100; 226; Rv. 697.)
Seorang bahkan sebel unmya dapat nengi katkan diri, bila di kenudi an
hari terjadi sengketa, untuk tunduk pada keputusan wasit. (ISR 135
dst.; KUHPerd. 1318; Rv. 324, 619, 648.)

Pasal 616.
Seseorang, dengan ancanan kebatal an, tidak dapat nengadakan konprom
tentang penberian dan hi bah-wasiat untuk keperluan hidup, perunmahan
atau pakai an; tentang peni sahan antara suam dan istri, baik karena
percerai an, maupun pisah neja dan ranjang, dan penisahan harta
benda; tentang perselisihan nengenai status seseorang, dem kian juga
tentang sengketa-sengketa |lain yang tidak diizinkan dilakukannya
per damaj an menurut ket ent uan- ket ent uan undang- undang. (AB. 23
KUHPerd, 85 dst., 186 dst,, 207 dst., 233 dst., 250 dst., 261; Rv.
451- 20, 643-20, 749.)

Pasal 617.
Kecual i apa yang di sebut dal am ket ent uan- ket entuan pasal 34, naka
setiap orang yang dapat nenerinma suatu kuasa, dapat juga diangkat
sebagai wasit.
Dari ketentuan itu di kecualikan para wanita dan mereka yang bel um
cukup umur. (KUHPerd. 330, 424, 1798; Rv. 643-21.)

Pasal 618.
Akt a konprom dibuat secara tertulis dan ditandatangani ol eh para
pi hak; bila para pihak tidak dapat mnenandatangani, naka konprom itu
di buat di depan notaris dan saksi-saksi.
Akta konmprom itu harus nenuat pokok- pokok sengketa dan nama kecil,
nama dan tenpat tinggal para pihak, dem kian pula nanma dan tenpat
tinggal dari wasit atau wasit-wasit, yang jum ahnya harus ganjil.
Senua itu atas ancanman kebatal an, (KUHPerd. 1851; Rv. 31, 616, 620,

624, 631, 635, 641, 643-2° dan 6°, 651; IR 130.)
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Pasal 619.
Dal am hal seperti tereantum dal am alinea ketiga dari pasal 615, para
pi hak pada saat terjadinya sengketa tidak nenperol eh kata sepakat
nmengenai penunj ukan wasit-wasit, maka wasit-wasit itu, atas
per mohonan pi hak yang paling siap, diangkat ol eh haki m yang
berwenang untuk nengadili sengketa itu, sekiranya tidak terjadi

kompromi - (KUHPerd. 99 dst., 313, 621, 650-3° 651 .)

Pasal 620.
Kompronii menentukan jangka waktu, dalam waktu nmana sengketa yang
di aj ukan pada wasit harus diputus; dan jika hal itu tidak
di tentukan, nmaka tugas yang di bebankan pada wasit berlaku sel ana
enam bul an, terhitung mulai diterinmanya pengangkat an.
Sel ama jangka waktu itu, para wasit tidak dapat ditarik kenbal
kecual i dengan kesepakatan para pi hak. (KUHPerd. 1338; Rv. 623, 628
dst., 643, 650.)

Pasal 621.
Terhadap wasit-wasit yang tidak diangkat oleh hakim tidak dapat
di aj ukan keberatan, kecuali karena al asan-al asan yang tinmbul setel ah
pengangkatanitu. (Rv. 218.)
Terhadap wasit-wasit yang diangkat ol eh hakim jika para pihak
secara tegas atau secara di amdiam nenerima pengangkatan itu, tidak
dapat di aj ukan kebentan, kecuali karena al asan-al asan yang ti nbul

kemudi an.
Al asan-al asan keberatan adal ah sama seperti hainya terhadap haki m
keberatan itu akan diadili secara singkat ol eh hakim seperti diatur

dal am pasal 619. (Rv.34 dst., 38.)

Pasal 622.
Peneri maan tugas sebagai wasit dil akuk- secara tertulis.
Hal itu dapat dilakukan di atas akta pengangkatannya. (KUHPerd.
1793; Rv. 618 dst., 650.)

Pasal 623.
para wasit yang telah nenerima tugasnya tidak dapat |agi nenarik
diri, kecuali berdasarkan al asan-al asan yang disetujui ol eh hakim
seperti ditunjuk ol eh pasal 619. nereka dapat di hukum untuk menbayar
ganti rugi nengenai kerugi an-kerugi an dan bunga- bunga kepada para
pi hak, bila mereka tanpa al asan yang sah tidak nenganbil keputusan
dal am j angka waktu yang tel ah ditentukan. (KUHPerd. 1800: Rv. 620,
622.)

Bagi an 2. Peneri ksaan Perkara ol eh para Wasit.

Pasal 624.
Pereri ksaan perkara dil akukan dengan cara dan dal am waktu seperti
di tentukan dal am konprom , dan jika hal itu tidak ada, ditentukan

ol eh para wasit. (Rv. 618, 620, 626 dst., 643-7°)

Pasal 625.
Setel ah jangka waktu itu |l ewat, naka para wasit hanya menganbi l
keput usan hanya berdasarkan nenori-nenori dan surat-surat yang
di aj ukan. (RV. 145, 626, 636.)
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Pasal 626.
Bila para pihak tidak mengaj ukan suatu suratpun, naka para wasit
atas perm ntaan nereka dapat nenetapkan jangka waktu baru, atau
menyat akan bahwa tugasnya telah berakhir. (Rv. 623, 625.)

Pasal 627.
Senua perintah yang dapat dil aksanakan |ebi h dahul u yang di kel uarkan
ol eh para wasit dan sermua penetapan tentang tingkatan peneriksaan,
dapat dil aksanakan, tanpa fornalitas-formalitas apa pun, terhitung
mul ai hari para wasit menberitahukan hal itu kepada para pihak.
(KUHPerd. 1736; Rv. 48, 53, 624 dst.)

Pasal 628.
Bil a harus dil akukan pereri ksaan ol eh pengadi |l an nengenai asli atau
ti daknya suatu surat, atau bila terdapat perselisihan tentang sifat
kepi danaan dal am perkara itu, nmaka para wasit nenpersilahkan para
pi hak untuk nengaj ukannya kepada haki m bi asa.
Dal am hal itu jangka-jangka waktu berl aku kenbali sejak hari
keput usan haki m terhadap perkara itu nmenpunyai kekuatan tetap. (RO

55; AB. 29; KUHPerd. 1853; Rv. 148 dst., 165, 620, 629, 643-8°)

Pasal 629.
Ket entuan dal am ali nea kedua dari pasal di nuka berlaku juga, bila
para wasit nmenjatuhkan keputusan terhadap suatu insiden, atau ol eh
mer eka dij at uhkan keputusan sel a. Dal am hal tersebut terakhir,
mer eka dapat nenperpanj ang jangka waktu untuk keputusan akhir. (Rv.
48, 241, 620, 624 dst.)

Pasal 630.
Bila oleh para wasit diperintahkan peneri ksaan saksi-saksi dan
saksi -saksi itu tidak datang nenghadap secara sukarela, atau nenol ak
menberi kan keterangan di bawah sunpah atau janji, nmaka pihak yang
pal i ng berkepentingan dapat nengaj ukan pernohonan kepada raad van
justitie yang daerah hukumya neliputi tenpat, di nana peneri ksaan
saksi -saksi itu diperintahkan, untuk mengangkat seorang haki m
kom saris yang akan mel akukan pereri ksaan saksi-saksi dengan cara
seperti dal am perkara biasa
Dal am hal itu, naka jal annya jangka-jangka waktu ditunda sanpa
peneri ksaan saksi-saksi selesai. (KUHPerd. 1932; Rv. 184 dst., 194
dst., 204, 207, 238, 628 dst.)

Bagi an 3. Keputusan para Wasit.

Pasal 631.
para wasit nmenjatuhkan keputusan nmenurut aturan-aturan hukum
kecual i jika menurut konprom, mereka diberi wewenang untuk nemrutus
sebagai manusi a- manusi a bai k berdasarkan keadilan. (Rv. 618, 624
dst.)

Pasal 632.
Keputusan itu nemnuat:
nama kecil, nana dan tenpat tinggal para pihak; kesinpulan akhir

tentang ket erangan- ket erangan masi ng- nasi ng pi hak; dasar

perti nbangan dan keputusan. (Rv. 61, 631.)

Dal am keputusan itu di cantunkan hari dan tenpat, di mana keputusan
itu dijatuhkan dan ditandatangani ol eh setiap wasit. (Rv. 58 dst.


http://www.legalitas.org

www.legalitas.org

106

61, 620, 633, 643-6°, 649.)

Pasal 633.
Bil a bagian mnoritas nenol ak untuk nenandatangani, naka para wasit
yang | ain nmenyebutkan hal itu dan keputusan itu nenmpunyai kekuatan
yang sanma seperti ditandatangani ol eh semua wasit. (Rv. 623, 632.)

Pasal 634.
Dal am waktu enmpat belas hari untuk Jawa dan Madura, dan sedapat
mungki n dal am waktu tiga bulan untuk tenpat-tenpat |ain yang
t ermasuk dal am daerah hukum raad van justitie di Jawa, terhitung
sej ak hari keputusan, surat keputusan aslinya ol eh sal ah satu dari
para wasit, atau ol eh seorang pengacara yang di kuasakan ol eh nereka
dengan akta otentik, diserahkan di kepaniteraan raad van justitie
yang daerah hukumya neliputi tenpat di mana keputusan itu dianbil.
(Rv. 619, 621, 635, 637; RBg. 322-16.)
Akta penyerahan ditulis pada bagi an bawah atau pinggir dari surat
keputusan asli yang diserahkan dan ditandatangani ol eh panitera dan
juga ol eh pi hak yang mnenyerahkan.
Panitera nenbuat akta itu; dari para wasit tidak boleh ditarik biaya
akta itu, dem kian juga uang persekot, tetapi biaya itu harus
di bayar ol eh para pihak sendiri, atau ditagih dari nereka. (KUHPerd.
1794, 1811; Rv. 58 dst., 618.)

Pasal 635.
para wasit diwajibkan untuk nenyerahkan, bersana dengan
keput usannya, akta asli pengangkatannya atau turunan otentiknya di
kepani teraan. (Rv.618.)

Pasal 686.
Ter hadap keputusan para wasit, bagai manapun sifatnya, tidak dapat
di | akukan perlawanan. (Rv. 618, 624 dst., 627, 641 dst.)

Pasal 637.
Keputusan para wasit dil aksanakan atas kekuatan surat perintah dari
ketua raad van justitie seperti tersebut dalam pasal 634, surat
peri ntah mana di kel uarkan dal am bentuk seperti diurai kan dal am pasa
435 (yang sudah tidak sesuai 14 dengan keadaan sekarang). Hal itu
di cantunkan di atas surat keputusan asli dan dan disalin pada
turunan yang di kel uarkan. (Rv. 638 dst., 644, 646.)

Pasal 638.
Bila suatu perkara, yang diputus ol eh haki m biasa pada tingkat
pertana, pada tingkat bandi ng di serahkan pada para wasit, naka
keput usannya di serahkan di kepaniteraan majelis haki m yang
seharusnya neneri ksa perkara itu pada tingkat banding, dan surat
perintah diberikan oleh ketua mgjelis itu. (Rv. 324, 327 dst., 618
624, 634 dst., 637.)

Pasal 639.
Keputusan wasit, yang dil engkapi dengan surat perintah dari ketua
raad van justitie yang berwenang, dil aksanakan nenurut cara
pel aksanaan biasa. (Rv435.dst., 644.)

Pasal 640.
Maj el i s hakim yang ketuanya nengel uarkan surat perintah , nmeneriksa
sengketa nengenai pel aksanan keputusan wasit. (Rv. 442, 637 dst.)
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Bagi an 4. Ketentuan Terhadap Keputusan Wasit.

Pasal 641.
Ter hadap keputusan wasit yang dijatuhkan pada tingkat pertams,
sesuai dengan ketentuan dal am pasal 163 Ro., dapat diajukan
per nohonan bandi ng pada hooggerechtshof, bila pokok sengketa benil ai
| ebih dari f 500,-, kecuali jika dalam konprom dengan tegas
di nyat akan, bahwa para pi hak nel epaskan haknya untuk nai k bandi ng.
(Rv. 618, 642 dst.)
Ket ent uan- ket entuan tmat dalam Bab VI Buku Pertama dari regl enen
yang sekarang, berlaku terhadap pernohonan banding tersebut. (Rv.
327 dst.)

Pasal 642.
Ter hadap keputusan wasit tidak. dapat diajukan pernphonan kasasi,
juga upaya hukum peni njauan kenbali, sekalipun hal itu diperjanjikan
ol eh para pihak. (ISR 157; RO 171; Rv. 385 dst., 402 dst., 643
649.)

Pasal 643.
Ter hadap keputusan wasit yang tidak dapat di nm ntakan bandi ng, dapat
di m nt akan kebat al annya dal am hal - hal seperti berikut: (Rv. 641, 644

dst.)

1°. bila keputusan itu diambil di luar batas-batas konproni; (Rv.
618.)

2°. bila keputusan itu didasarkan atas komprom yang tidak berharga
atau telah gugur; (Rv. 616 dst., 618, 620, 650.)

3°. bila keputusan itu dijatuhkan ol eh beberapa wasit yang tidak
berwenang mnenj at uhkan keputusan di |uar kehadiran yang |ain;
(Rv. 618, 651.)

4°. bila di putuskan tentang sesuatu yang tidak dituntut, atau dengan
itu diberikan |ebih dari yang dituntut; (Rv. 385-2° dan 3°)

5°. bila keputusan itu nengandung ket entuan-ketentuan yang
bertent angan satu dengan yang lain; (Rv. 385-6°)

6°. bila para wasit lalai nenutus satu atau beberapa hal yang
seharusnya di putuskan, sesuai dengan ketentuan dal am konprom ;
(Rv. 384-4° 615, 618.)

7°. bila nmel anggar bentuk acara yang telah ditetapkan dengan ancanman
kebat al an; tapi ini hanya bila dalam konprom diperjanjikan
dengan tegas, bahwa para wasit wajib nmenenuhi aturan acara
bi asa; (Rv. 177, 206, 624.)

8°. bila diputus atas dal am surat-surat yang setel ah keputusan para
wasi t, diakui sebagai palsu atau dinyatakan pal su; (Rv. 385-7°
628, 644.)

9°. bila sesudah keputusan, ditenukan surat-surat yang menentukan
yang di senbunyi kan ol eh sal ah satu pi hak; (Rv. 385- 8°, 644.)

10°. bila keputusan itu berdasarkan penipuan atau tipu-nuslihat
yang kemudi an di ket ahui dal am acara peneriksaan. (Rv. 385-1°
644.)
Pasal 644.
Tuntut an akan kebatal an tidak dapat diterinma, kecuali jika diajukan

dal am waktu enam bul an, terhitung dari hari penberitahuan para wasit
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kepada orang yang bersangkutan atau di tenpat tinggal nya.

Akan tetapi dal am hal-hal seperti disebut dalam nonor 8°, 9° dan 10°
pasal di nuka, jangka waktu enam bul an nulai berjalan sejak hari

di ket ahui nya kepal suan, peniuan atau tipu-nuslihat, atau

di t enukannya surat-surat; dengan ketentuan, bahwa dal am hal -hal ini
hanya bukti tertulis yang dapat di gunakan untuk nenbuktikan hari
itu. (Rv. 645 dst.)

Pasal 645.
Tuntutan kebatal an di aj ukan dengan surat panggilan untuk nenghadap
di sidang yang berisi kan perl awanan terhadap perintah pel aksanaan,
(Rv. | dst., 646 dst.)

Pasal 646.
Tuntutan itu diajukan pada raad van justitie yang ketuanya
mener i nt ahkan pel aksanaan itu.
Raad van justitie menutus tuntutan itu, dan para pihak dapat
mengaj ukan banding, jika terdapat cukup al asan, terhadap keputusan
itu, seperti dal am perkara-perkara pengadilan biasa. (Rv. 327 dst.
385 dst., 402 dst., 637, 645.)

Pasal 647.
Bila para wasit nermutuskan paksaan badan terhadap terhukum pada
ti ngkat akhir, dan ia nenganggap bahwa ketentuan-ketentuan undang-
undang tidak nenbol ehkan upaya paksaan dal am hal yang bersangkut an,
maka i adapat nengaj ukan pernmohonan penbatal an dari bagi an keputusan
itu, kepada haki m seperti disebut dalam pasal di nuka, dalam jangka
wakt u dan dengan cara seperti ditentukan dal am pasal 644 dan 645,
dan sekal i pun bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang di buat
dal am akta kompromi . (AB. 23; Rv. 508 dst., 583.)

Bagi an 5. Berakhinya Perkara Di Mika Para Wasit.

Pasal 648.
Kemati an salah satu pihak tidak menghentikan akibat dari konprom
atau perjanjian seperti tersebut dalam ayat terakhir dari pasal 615;
kekuasaan dari para wasit tidak juga dianggap ditarik kenbal
kar enanya.
Akan tetapi jalannya jangka-jangka waktu dari konprom terhadap para
ahli waris dari yang neninggal dunia ditunda sanpai berakhinya
j angka waktu untuk pencatatan harta peninggal an dan untuk berpikir-

pikir. (KUHPerd. 1024, 1813; Rv. 248-1° 250, 620.)

Pasal 649.
Tugas para wasit berakhir dengan dijatuhkannya keputusan. (KUHPerd.
631 dst.)

Pasal 650.

Tugas tersebut berakhir juga: (Rv. 623.)

1°. dengan | ewat nya jangka waktu yang ditetapkan dal am konprom ,
atau yang di perpanjang ol eh para pihak selama perkara masih
bergantung; (Rv. 620.)

2°. setelah lewat enam bulan, terhitung sejak hari ditandatangani
akta penerinmaan, bila tidak ditentukan jangka waktu lain; (Rv.
620, 622.)

3°. dengan ditariknya kenbali para wasit atas kesepakatan para
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pi hak. (KUHPerd. 1813 dst.; Rv. 620.)

Pasal 651.
Tugas dari para wasit berakhir pula karena kematian, keberatan
t erhadapnya yang diterina atau penecatan seorang atau |ebih dari
mereka. (Rv. 621, 623,)
Bila tidak diperjanjikan sebaliknya, naka dal am hal - hal tersebut,
atau ol eh para pihak, atau jika di antara nereka tidak terdapat kata
sepakat, atas tuntutan salah satu atau kedua pi hak, ol eh hakim
seperti ditunjuk dalam pasal 619, diangkat wasit-wasit baru dengan
tugas untuk nelanjutkan peneri ksaan berdasarkan akta-akta terakhir.

BAB | |
ACARA MENGENAI WARI SAN TERTENTU

Bagi an 1. Penyegel an.

Pasal 652.
Dal am hal - hal, di mana setel ah seseorang neni nggal dunia, harus
di | akukan penyegel an, maka hal itu dijalankan di tenpat di mana
pekerjaan itu harus dilakukan, ol eh pejabat yang bertugas nel akukan
penyegel an.
Pej abat itu nmenggunakan segel yang di peruntukkan bagi keperluan itu.
| a nengangkat seorang penyi npan barang yang di segel dan sedapat
mungki n seseorang yang di aj ukan ol eh orang-orang yang
berkepentingan, jika orang itu dianggapnya nenenuhi syarat untuk
itu. (KUHPerd. 190, 215, 246, 461, 833, 1128, 1330, 1701; F. 7, 90;
Rv. 653 dst., 660, 823, 840; S. 1851-27 pasal 5 dst.)

Pasal 653.
Penyegel an dapat dituntut: (Rv. 659, 665, 671, 673, 823, 840.)

1°. oleh suani atau istri yang ditinggal kan dan ol eh nmereka yang
nmengaku nenmpunyai suatu hak atas warisan atau harta bersang;

(KUHPerd 126-1° 127, 190, 383, 40i dst., 452, 832 dst., 955
957 dst., 1652.)

2°. oleh para kreditur yang meniliki alas hak pel aksanaan terhadap
harta wari san atau setel ah di adakan penyelidi kan secara singkat
tentang kebenaran tuntutan nereka dan tentang kepentingannya
pada penyegel an, berdasarkan suatu izin dari ketua raad van
justitie; (KUHPerd. 1107; Rv. 435 dst., 440, 655-3% RBg. 321-1°
322-20°)

3% bila orang-orang seperti tersebut pada nonor 1° tidak hadir,
ol eh mereka yang bekerja pada orang yang telah neninggal dunia
atau bertenpat tinggal bersama dengan orang yang tel ah neni ngga
dunia; (Rv. 655, 673.)

4°. ol eh para pel aksana surat wasiat; (KUHPerd. 1005 dst., 1009
1017.)

5°. ol eh para sanak saudara terdekat dari anak-anak yang bel um cukup
umur atau orang yang berada di bawah penganpuan yang
ber kepenti ngan, bila nereka, di luar apa yang ditentukan dal am
pasal 360 KUHPerd., tidak nmenmpunyai wali atau penganpu, demni ki an
pula jika wali atau penganpu nereka tidak hadir. (KUHPerd. 290
dst., 297, 1128; Rv. 654, 659, 664 dst., 671, 673, 823, 840.)
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Pasal 654.

Penyegel an di | akukan dem hukum dal am hal anak yang bel um cukup
umur, atau orang yang di bawah penganpuan yang berkepentingan atau
turut berkepentingan dal am suatu warisan, tidak nmenpunyai wali atau
pengampu, atau tidak diwakili berdasarkan alinea kedua pasal 360
KUHPerd., atau bila si wali atau penganpu , atau suam/istri dari
orang yang meni nggal dunia, atau salah satu dari para ahli waris
tidak hadir, atau bila orang yang meninggal dunia adal ah penyi npan

umum dari beberapa barang. (KUHPerd. 424, 429, 1009; Rv. 635-5°
664.)

Dal am hal tersebut terakhir, penyegelan tidak dilakukan selain

t erhadap barang-barang yang termasuk dal am penyi npanannya.
Penyegel an berdasar kan keti dakhadiran tidak dilakukan bila orang
yang tidak hadir telah nenujuk seorang kuasa dengan suatu kuasa
otentik, untuk nmewakili dalam warisan atau wari san-warisan yangj at uh
padanya, dan kuasa ini nengaj ukan perlawanan terhadap penyegel an
itu. (KUHPerd. 1793, 1796.)

Pasal 655.

Tent ang penyegel an harus ternyata dari berita acara yang nemuat:

1°. penyebutan hari dan jam denikian juga al asan penyegel an; (Rv.
653 dst )

2°. (s.d.u.dg.S. 1925 -427.) namakeci| ,nama dan tenpat tinggal dari
orang yang dil akukan penyegel an dan tenpat tinggal yang dipilih
di ibu kota dari daerah di mana penyegel an itu dil akukan, jika
ia tidak bertenpat tinggal di daerah itu; (KUHPerd. 24, 666-3°.)

3%, kuasa dari ketua raad van justitie, bila hal itu diberikan,
at aupun penyebutan dari bukti eksekutorial, atas dasar nanma

tuntutan dilakukan; (Rv. 653-2°; RBg. 321-1° 322-20°)
4°. kehadiran dan titntutan-tuntutan dari para pihak; (Rv. 653.)

5°. uraian tentang tenpat-tenpat dan barang-barang yang di segel dan
urai an singkat tentang barang-barang yang tidak turut disegel
(Rv. 654, 656 dst., 660.)

6°. nama, tenpat tinggal dan pekerjaan si penyinpan; (Rv. 652.)

7°. sunpah pada penutupan segel yang di ucapkan ol eh orang-orang yang
menenpati rumah di mana penyegel an dil akukan, di hadapan pej abat
yang ditugaskan tersebut, bahwa mereka tidak menggel apkan, juga
tidak nelihat dan tidak nengetahui, bahwa ada sesuatu yang
di gel apkan, bai k | angsung maupun tidak |angsung. (Rv. 652.)

Pasal 656.
Bi |l a pada penyegel an ditenmukan suatu wasiat yang tidak disegel, naka
hal itu harus disebut dalam berita acara dan bila ditenukan suatu
penet apan di bawah tangan seperti tersebut dal am pasal 935 KUHPerd.
maka hal itu diperlakukan juga sesuai dengan pasal 936 KUHPerd. itu

(ov. 75; KUHPerd. 932, 938, 943; Rv. 655-5° 657 dst., 675-8°%)

Pasal 657.
Bi | a pada penyegel an terdapat surat-surat yang bersegel, naka
pej abat tersebut harus nenerangkan keadaan luar surat-surat itu
dem ki an pul a nmengenai segel dan judul surat, sekiranya ada;
sel anjutnya ia akan nenandat angani sanpul nya bersanma dengan pi hak-
pi hak yang hadir, jika nmereka dapat nenulis, dan nenyebut kan hari
dan jam pada saat mana surat-surat itu di buka ol ehnya. la
menyebut kan segal a sesuatu dal am berita acara yang ditandatangani
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ol eh para pihak; bila para pihak nenolak atau tidak manpu, naka ha
itu harus diterangkan dal am berita acara tersebut.

Bila dari judul surat atau hal lain ternyata, bahwa surat-surat itu
tidak termasuk dal am warisan, nmaka surat-surat itu dilarang dibuka
atau bila orang yang neninggal dunia nmenunjuk pada suatu tuiuari
tertentu, maka setel ah memanggil Pi hak-pi hak yang berkepentingan
pej abat tersebut nenyerahkan surat-surat itu dal am keadaan tertutup
kepada nereka, jika tidak ada seorang pun nengaj ukan perl awanan
terhadap hal itu; atau ia dapat juga nenerintahkan agar surat-surat
itu dal am keadaan tertutup di serahkan pada kantor karesi denan untuk

kemudi an di serahkan pada orang yang ternyata berhak. (Rv. 655- 5°,
656, 675-8°.)

Pasal 658.
Pada hari yang telah ditentukan dan tanpa suatu penberitahuan
pej abat yang bertugas nel akukan penyegel an nenbuka surat-surat yang
ti dak- dittajukan kepada orang-orang seperti termaksud dal am alinea
terakhir pasal di rnuka; ia menerangkan keadaan surat-surat itu dan
meneri nt ahkan untuk senentara disinpan di kantor karesidenan dan
kermmudi an di serahkan kepada pi hak-pi hak yang berkepenti ngan.
Senuanya tidak nengurangi fornalitas-formalitas seperti tersebut
dal am Bab Xl || Buku Kedua KUHPerd. nengenai penbukaan surat-surat

wasi at yang bersifat rahasia. (KUHPerd. 940, 942; Rv. 657, 675-8°.)

Pasal 659.
(s. d. u. dg. S. 1925-497.) Bila seseorang nengaj ukan perl awanan
t erhadap penyegel an, atau bila ditenmukan hal angan- hal angan, atau
bai k sebel um maupun pada saat penyegel an di aj ukan keberat an-
keberatan, maka ketua raad van justitie dalam acara singkat
menut uskan hal - hal tersebut, jika penyegel an dil akukan di daerah, di
mana terdapat raad van justitie.
Bi |l a penyegel an dil akukan di daerah |ain, naka pejabat yang
di tugaskan untuk itu segera nengirinkan turunan otentik dari berita
acaranya kepada ketua raad van justitie untuk di nohonkan
keput usannya.
Dal am segal a hal, penyegel an di henti kan dan ol eh pejabat yang
di tugaskan dengan penyegel an, di angkat penyiinpan-penyinmpan di |uar
atau nmenurut keadaan juga di dal am rumah.
Akan tetapi, pejabat tersebit dengan tidak nengurangi kewaji bannya
dapat nenetapkan sebel utmya suatu penundaan, tidak nungkin untuk
segera nenyerahkan hal itu kepada keputusan ketua raad van justitie.

(Rv. 55-1° 283 dst., 652, 655, 668, 669-8% RBg. 321-1°; 322-20°)

Pasal 660.
Bi |l a dal am harta peninggal an tidak ditenukan barang- barang bergerak
apa pun, pejabat yang ditugaskan nel akukan penyegel an nenyat akan hal
itu dengan akta yang di buatnya.
Ji ka dal am harta peninggal an itu terdapat barang-barang bergerak,
yang pemakai annya di perl ukan ol eh penghuni-penghuni rumah, atau yang
ti dak dapat bersama-sanma di segel, maka pejabat itu nmenbuat berita
acara yang nemuat suatu uraian singkat nengenai barang-barang yang
tidak disegel.
Bil a dalam harta peni nggal an terdapat surat dagang yang nendat angkan
kerugi an jika dil akukan penyegel an, nmaka pejabat ternmaksud yang lalu
menbuat suatu uraian singkat tentang hal itu dalam berita acara dan
menyer ahkan surat tersebut kepada pi hak yang berkepentingan. (F. 99;
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Rv. 655-5°)
Bagi an 2. Perlawanan Terhadap Pengangkatan Segel .

Pasal 661.
Mereka yang berhak untuk hadir pada waktu di buat daftar barang-
barang, dapat nengaj ukan perlawanan terhadap pengangkatan segel-
segel di luar kehadiran nereka. (Rv. 662, 666-30, 667, 673 dst.)

Pasal 662.
(s. d. u. dg. S. 1925-497.) Perlawanan terhadap pengangkatan segel -
segel diaj ukan dengan pernyataan tertulis atau |isan ol eh pel awan
yang kerudi an di masukkan dal am berita acara penyegel an, pernyataan
mana beri si kan al asan-al asan dari perlawanan dan pilihan tenpat
tinggal di ibu kota dari daerah, dalam daerah mana penyegel an
di l akukan, jika ia tidak bertenpat tinggal di daerah itu. (KUHperd.

24 dst.; Rv. 55-1°, 92, 655, 666.)
Bagi an 3. Pengangkat an Segel .

Pasal 663.
Suatu segel hanya bol eh di angkat setelah lewat tiga hari penuh sejak
penyegel an dil akukan, kecuali dalam hal ada keharusan yang nendesak,
hal mana di putuskan ol eh pejabat yang ditugaskan nel akukan

penyegel an. (KUHPerd 1365; Rv. 55-1° 655-1° 669.)

Pasal 664.
Bila para ahli waris atau beberapa di antaranya bel um cukup unur
dan tidak diwakili seperti tersebut dalam alinea kedua dari pasa
360 KUHPerd., maka pengangkatan segel tidak bol eh dil akukan sebel um

di adakan perwalian. (KUH Perd. 386, 419, 429; Rv. 653-5°; 654, 671.)

Pasal 665.
Senua orang, yang berdasarkan pasal 653 berhak untuk menyuruh
mel akukan penyegel an, dapat pula nmenuntut pengangkatan segel
kecual i nereka yang m nta dil akukan penyegel an berdasar kan nonor 31
dari pasal tersebut. (KUHPerd. 386, 1008; Rv. 653-4° dan 5° 659
661, 664, 666, 673.)

Pasal 666.

(s.d.u. dg. S. 1925-497.) Fornalitas-formalitas untuk dapat

nmel akukan pengangkat an segel adal ah:

1°. tuntutan untuk itu yang dicatat dal am peniintaan penyegel an
dengan pilihan tenpat tinggal di ibu kota dari daerah, dal am
daerah mana penyegel an dil akukan, jika pemohon tidak bertenpat
tinggal di daerah itu danjika hal itu belum dilakukan; (KUHPerd.
24; Rv. 655-2°, 662.)

2°. perintah dari pejabat yang ditugask- nel akukan penyegel an dengan
penetapan hari dan jam pengangkatan segel; (Rv. 655- 1° 669-3°)

3°. suatu penmberitahuan untuk hadir pada pengangkatan segel yang
harus di sanpai kan paling | anbat dua pul uh enpat jam sebel um
pengangkat an segel dil akukan, kepada suam atau istri yang masih
hi dup, kepada para ahli waris yang di perkirakan sepanjang dapat
di ket ahui, kepada para pel aksana suatu wasi at, kepada kreditur
yang mnta atas dasar tuntutannya penyegel an dil akukan, dan
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kepada nereka yang nengaj ukan keberatan terhadap suatu
pengangkat an segel di luar kehadirannya. (KUHPerd. 383, 452; Rv.
653, 662.)
Permberi t ahuan untuk para kreditur dan pelawan tersebut terakhir
di sanpai kan di tenpat yang nereka pilih dan sel anjutnya
penberitahuan itu tidak perlu disanmpai kan kepada orang-orang | ai nnya
tersebut, bila nereka bertenpat tinggal di |uar daerah, di mana
segel harus diangkat, tetapi pejabat yang ditugaskan nel akukan
penyegel an akan nenunj uk, atas biaya nereka, seorang notaris atau
orang |ain yang dapat dipercaya, untuk mewakili nereka karena
keti dakhadi rannya pada pengangkatan segel dan pendaftaran harta
peni nggal an. (KUHPerd. 2,4, 1010; Rv. 16, 665-2°, 661 dst, 668, 669-

4°, 670, 674.)

Pasal 667.
Suami atau istri yang nmasih hidup, para ahli waris yang
di perkirakan, atau orang-orang yang mewakili nereka, dan para

pel aksana wasi at, dapat hadir pada semua sidang tentang pengangkatan
segel dan pendaftaran harta peninggal an. (KUHPerd. 1005.)

Pej abat yang ditugaskan nel akukan penyegel an bebas untuk nenentukan,
bahwa sesudah sidang pertama, orang-orang |lain yang telah di panggil
menurut pasal terdahulu, pada sidang-sidang sel anjutnya tidak
dii zi nkan kecuali secara bersanma-sanma dan atas biaya nereka

diwakili ol eh seorang kuasa yang nereka sepakati tanpa penundaan,
atau jika tidak, akan diangkat ol eh pejabat tersebut. (KUHPerd.
1811.)

Bila salah satu dari nereka yang berkepentingan mengaj ukan
kepenti ngan- kepenti ngan khusus atau yang bertentangan, naka ia ,
atas izin dari pejabat tersebut, dapat tetap hadir secara pribadi,
atau atas biaya sendiri diwakili oleh seorang kuasa khusus yang

di tunj uknya. (Rv. 666.)

Pasal 668.
Bi |l a pej abat yang ditugaskan mnel akukan penyegel an, setel ah diai ukan
tuntutan, nenol ak nmengangkat segel -segel, maka sengketa itu di putus
ol eh ketua raad van justitie nenurut cara seperti diuraikan dal am

alinea kesatu dari pasal 659. (Rv. 283 dst.; RBg. 321-1° 322-20°)

Pasal 669.
Berita acara pengangkatan segel berisikan

1°. penyebutan tentang hari dan jam dil akukannya pengangkatan segel
(Rv. 655-1°%)

2°. nana dan tenpat tinggal atau tenpat tinggal yang dipilih dari
orang yang nenuntut pengangkatan segel; (Rv. 66, 666-1°.)

3%, penyebutan perintah untuk mengangkat segel; (Rv. 666-2°.)

4°. penyebut an penberitahuan seperti di maksud ol eh nonor 3° dari

pasal 666;
5°. kehadiran dan senua tuntutan atau keterangan-keterangan dari
para pi hak;

6°. pengenal an segel -segel dan pendapat tentang segel -segel itu
dal am keadaan utuh dan tidak rusak. Bila tidak dem ki an hal nya,
maka harus di sebut kan keadaan yang ditermui dan tindakan-ti ndakan
yang nenurut pejabat yang bertugas nel akukan penyegel an di anggap
perlu dan tel ah dianmbilnya; (Sv. 6; KUHP 232.)
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7°. pengangkatan seorang notaris dan penaksir-penaksir, bila ada
al asan-al asan untuk itu, yang dipilih oleh orang-orang yang
ber kepenti ngan, atau bila ada perselisihan, yang di angkat ol eh
pej abat tersebut, dem kian pula penganbil an sunpah para penaksir
ol eh pejabat itu; (Rv. 283, 670, 675-1° 676.)
8°. pengaj uan keberat an- keberatan dan perseli si han-perselisihan yang
timbul di antara para pi hak yang berkepenti ngan pada
pengangkat an segel yang nenerl ukan suatu keputusan.
Dal am hal itu diberlakukan ketentuan-ketentuan dal am pasal 659.
surat perintah yang nmenuat keputusan dari ketua raad van jusititie
dituliskan di atas berita acara pengangkatan segel. (Rv. 283 dst.,
290.)

Pasal 670.
Bi | a pada pengangkatan segel -segel, alasan untuk nel akukan
penyegel an tidak gugur, dan pada pengangkatan itu harus dil akukan
pendaftaran harta peni nggal an, nmaka segel -segel itu diangkat,
tergantung dari pendaftaran yang dil akukan; pada akhir tiap sidang
di | akukan penyegel an | agi atas barang yang bel um didaftar, tetapi

tel ah di angkat segelnya. (Rv. 655-1°; 664, 671, 673, 675.)

Pasal 671.
Dal am hal al asan untuk penyegel an gugur sebel um pengangkat an segel
di | akukan atau pada saat sedang dil akukan, maka segel -segel itu
sekal i gus di angkat dan berakhirl ah kehadiran sel anjutnya dari
pej abat yang ditugaskan nel akukan penyegel an pada pendaftaran harta
peni nggal an jika hal ini dilakukan. (KUHPerd. 386, 1008 dst., 1024,

1128; Rv. 655-1°, 673.)

Bagi an 4. Inventarisasi Atau Pendaftaran Harta Peninggal an.

Pasal 672.
Pendaftaran harta peninggal an setel ah pengangkatan segel-segel, bila
orang-orang yang berkepentingan sepakat, dapat dil akukan secara di
bawah tangan dal am sermmua hal, di mana undang-undang tidak dengan
t egas nenent ukan sebal i knya. (KUHPerd. 127, 386, 464, 783, 981, 990,
1128; KUHD 346.)
Akta dari pendaftaran harta peninggal an, yang ditandatangani ol eh
para pi hak, diserahkan di kantor Balai Harta Peninggal an di tenpat
orang yang neni nggal dunia di bawah sunpah para pi hak menurut cara
yang sama seperti ditentukan dal am hal anak-anak yang bel um dewasa
dal am pasal 386 KUHPerd. (KUHPerd. 23, 1041; Rv. 670, 675; F. 91,
Wk. 50.)

Pasal 673.
Senmua orang yang menur-ut pasal 653 nenpunyai hak untuk minta
di I akukan penyegel an, dal am pengangkat an segel - segel berhak untuk
mnta inventarisasi atau pendaftaran harta peni nggal an, kecual
nmereka yang minta dil akukan penyegel an berdasarkan nomor 31 pasa

tersebut. (KUHPerd. 1041, 1149-1° Rv. 665, 670, 674.)

Pasal 674.
Bi | a pada pengangkatan segel -segel sanpai dil akukan pendaftaran
harta peni nggal an, naka hal ini dilakukan dengan kehadiran orang-
orang tersebut pada nonor 31 pasal 666, dan berdasarkan ketentuan-
ketentuan itu segel -segel diangkat. (Rv. 667.)
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Pasal 675.
Dal am hal - hal di |uar penyegel an, di nmana ol eh undang-undangj uga
di tentukan suatu pendaftaran harta peninggal an, atau pendaftaran
harta peni nggal an setel ah penyegel an di angkat, nmka pendaftaran
harta peninggalan itu, kecuali formalitas-formalitas dari senua akta
umum atau di bawah tangan, nenuat: (KUHPerd. 127, 386, 464, 783,
819, 1023, 1073, 1874, 1880; KUHD 346; F.91.)
0

1°. nama kecil, nama dan tenpat tinggal dari orang-orang yang hadir
atau yang diwakili dan wakil-wakil rmereka; dari orang-orang yang
tidak hadir, bila nmereka diketahui dan telah dipanggil, dan dari

para penaksir; (KUHPerd. 390, 981, 990, 1078; Rv. 669-7°, 674.)
2°. penyebutan tentang tenpat, di mana pendaftaran itu dil akukan,
dan barang-barang ditenukan; (Rv. 652.)
3%, wuraian singkat tentang barang-barang dengan penyebutan penil ai an
dari barang-barang bergerak;

4°. penyebutan tentang mata uang, denikian pula tentang keadaan dan
bobot dari barang-barang emas dan perak;

5°. penyebutan tentang buku-buku catatan atau daftar-daftar, jika
barang-barang itu ada. Bila pendaftaran dil akukan di hadapan
seorang notaris, nmaka buku-buku atau daftar-daftar tersebut oleh
notaris pada hal aman pertama dan terakhir diberi tanda
pengesahan dan jika pendaftaran harta peninggalan itu dil akukan
secara di bawah tangan, pengesahan itu dilakukan ol eh sal ah
seorang dari pihak-pi hak yang bersangkutan yang ditunjuk atas
kesepakat an nereka; (KUHPerd. 1881.)

6°. penyebutan al as-al as hak yang ditenukan dan juga perikatan-
peri katan tertulis yang merugi kan atau menguntungkan harta
peni nggal an (budel). (KUHPerd. 1884 dst., 1891.)

7°. penyebutan sunpah pada penutupan pendaftaran harta peni nggal an
atau di hadapan notaris, atau di hadapan pejabat yang ditugaskan
nmel akukan penyegel an yang dil akukan ol eh nereka yang sebel utmya
menguasai barang-barang atau yang nenghuni rumah di mana barang-
barang itu berada, bahwa nereka tidak nenggel apkan sesuatu apa
pun, dem kian pula tidak nelihat atau nengerti ada sesuatu yang

di gel apkan; (KUHPerd. 386, 1912; Rv. 655-7°, 672; Sv. 149: IR
180 dst., 278.)

8°. bahwa terhadap wasi at-wasi at dan surat-surat yang tidak ternmasuk
wari san, yang ditemukan dal am harta peninggalan itu, telah
di perl akukan ketentuan-ketentuan dari pasal 656, 657 dan 658 dan
penyebut an kepada siapa efek-efek dan surat-surat dari harta
peni nggal an itu di serahkan, baik berdasarkan undangundang naupun
menur ut persetujuan para pi hak yang berkepentingan. (KUHPerd.
935 dst., 1007; 1874.)

Pasal 676.
Bil a pada pendaftaran harta peninggal an terdapat keberatan-keberatan
atau perselisihan-perselisihan, naka para pihak, juga notaris yang
nmel akukannya, mengaj ukan pernohonan kepada ketua raad van justitie,
dal am daerah hukum rmana pendaftaran harta peni nggal an dil akukan,
unt uk menutuskan |ebih dahul u dengan acara singkat. (RBg. 321-1°
322-20%) (s.d.u. dg. S. 1925-497.) Jika pendaftaran harta
peni nggal an di |l akukan di |uar daerah, di mana raad vaniustitie
bersi dang, naka notaris mengurai kan dengan jel as keberatan-keber at an
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dan perselisihan-perselisihan dalam berita acara yang di buat

ol ehnya, yang setel ah di bacakan, turut ditandatangani oleh para

pi hak, kecuali jika mereka tidak dapat menulis atau tidak mau
nmenandat angani, hal harus di sebutkan. Berita acara ini segera

di aj ukan dengan suatu surat perkepada ketua tersebut yang segera
tanpa suatu formahtas nenjatuhkan keputusan yang dapat dil aksanakan

| ebi h dahulu. (Rv. 283 dst., 290, 599, 668, 669-8°.)
Bagi an 5. Penjual an Barang- barang Ber ger ak.

Pasal 677.
Bila semua ahli waris sudah dewasa, dan bebas nenguasai barang-
barang nereka, nmaka penjual an barang- barang bergerak yang ternasuk
wari san dapat dil akukan di tenpat dan dengan cara seperti disepakal
ol eh para pihak, asal kan kesepakan itu tidak bertentangan dengan
per at ur an- per at uran perundangundangan yang ada tentang | enbaga
pel el angan. (KUHPerd. 108, 330, 424 dst., 433 dst., 1012, 1034,
1070; Rv. 678, 680, 683, 695; S. 1908-189.)

Pasal 678.
Ji ka harus dil akukan penjual an barang- barang bergerak, di mana
di antara nereka yang berkepentingan terdapat anak-anak yang bel um
dewasa, orangorang yang berada di bawah penganpuan atau orang-orang
yang tak hadir, atau jika tidak terdapat kesepakatan di antara para
ahli waris, nmaka penjual an dil akukan di depan unum dengan
perant araan kantor |elang menurut kebiasaan setenpat. (AB. 15;
KUHPerd. 389; Rv. 680, 684, 698.)

Pasal 679.
Akan tetapi bila senua orang yang berkepentingan sepakat, juga bila
di antara nereka yang berkepentingan terdapat orang-orang yang bel um
cukup umur atau yang berada di bawah penganpuan, maka raad van
justitie, tergantung dari keadaan, dapat nmengi zi nkan bahwa penj ual an
itu dilakukan dengan cara yang lain daripada yang di haruskan dal am
pasal 389 dari KUHPerd. (Rv. 467 dst., 678, 685, 698.)

Pasal 680.
Ji ka penjualan itu harus dil akukan di depan umum rmaka ketua raad
van justitie, atas pernohonan sal ah satu pihak, dapat nenerintahkan
agar penjualan itu segera dil aksanakan.
| a menentukan jangka waktu, dalam mana penjualan itu harus
di I akukan, jika para pihak tidak nmencapai kesepakatan tentang hal
itu.
la juga nmenerintahkan bahwa tentang satu dan lain hal itu
di beritahukan pada pi hak -pi hak yang berkepenti ngann |ai nnya dengan
cara dal am waktu sedeni ki an rupa yang di pandang pantas sesuai dengan
keadaan. (KUHPerd. 389; Rv. 677 dst., 681, 686.)

Pasal 681.
Penj ual an dil akukan, bai k di |uar hadi mya maupun dengan di hadii
ol eh pi hak- pi hak yang berkepentingan. (Rv. 680, 687.)

Pasal 682.
Dal am hal tinbul keberatan-keberatan, nmaka hal itu diputus ol eh
ketua raad van justitie |ebih dahulu dengan acara singkat. (Rv. 283
dst., 688; RBg. 321-1° 322-20°)
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Bagi an 6. Penjual an Barang- barang Tet ap.

Pasal 683.
Bi | a barang-barang tetap nerupakan kepunyaan orang-orang dewasa
saj a, yang nmenguasai dengan bebas barang-barang itu, naka barang-
barang itu dapat dijual dengan cara sedem ki an seperti nereka
sepakati, asal kan kesepakatan itu tidak bertentangan dengan
per at ur an- perat uran perundang-undangan yang ada nengenai | enbaga
| el ang. (KUHPerd. 108, 330, 424 dst., 430, 433 dst., 1012, 1034,
1070; Rv. 677, 684, 695; S. 1908-189.)

Pasal 684.
Bil a harus dil akukan penjual an barang-barang tetap yang sel uruhnya
atau sebagi an nerupakan kepunyaan orang-orang yang bel um cukup unur,
orang yang berada di bawah penganpuan atau yang tak hadir, atau juga
jika para ahli waris tidak nmencapai kata sepakat, maka penjualan itu
harus dil akukan dengan cara seperti diatur dalam pasal 395 KUHPerd.
akan tetapi dengan ketentuan, bahwa dal am hal tersebut terakhir
canpur tangan dari Balai Harta Peninggal an tidak di haruskan
(KUHPerd. 393 dst., 396 dst., 1076; Rv. 678, 686, 698.)

Pasal 685.
Ji ka senua orang yang berkepentingan nencapai kata sepakat, maka
bila di antara orang-orang yang berkepentingan itu terdapat juga
orang-orang yang belum cukup umur atau orang yang berada di bawah
penganpuan, raad van jusititie, tergantung dari keadaan, dapat
nmengi zi nkan bahwa penjual an barang-barang tetap itu dilakukan dengan
cara sedem ki an seperti ditentukan dal am pasal 396 KUHPerd.
(KUHPerd. 506, 1076; Rv. 679.)

Pasal 686.
Bila penjualan itu harus dilakukan di depan umum nmeka atas
per nohonan sal ah satu pihak raad van justitie dapat nenerintahkan
agar penjualan itu segera dil aksanakan.
Bila para pihak tidak bersepakat tentang itu, raad van justitie
nenet apkan j angka waktu, dal am waktu nana penjual an harus
di | aksanakan. Raad van justitie nmenerintahkan juga agar senuanya
itu diberitahukan kepada orang-orang yang berkepentingan | ai nnya,
dengan cara dan dal am waktu sedem ki an sebagai mana di pandang pant as
menur ut keadaan. (KUHPerd. 395, 1076; Rv. 680.)

Pasal 687.
Penj ual an di | akukan, baik di luar kehadi ran maupun dengan kehadiran
para pihak. (Rv. 681, 686.)

Pasal 688.
Dal am hal terjadi keberatan-keberatan, maka hal itu diputus ol eh
ketua raad van justitie |ebih dahulu dengan acara singkat. (Rv. 283

dst., 682; RBg. 321-1° 322-20°)
Bagi an 7. Penbagi an.

Pasal 689.
Tuntutan hukum terhadap pem sahan harta peni nggal an di aj ukan pada
raad van justitie dengan pemanggilan dal am bentuk biasa. (KUHPerd.
128, 405, 573, 1066 dst., 1072, 1652; Rv. 99, 102.)
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Pasal 690.
Keput usan yang nenerintahkan sua.u pem sahan harta peninggal an,
menuat pengangkatan seorang notaris, di hadapan notaris mana
pem sahan itu dilakukan, jika para yang berkepentingan tidak
mencapai kata sepakat mengenai pilihan seorang notaris.
Dal am keputusan itu dapat ditentukan hari, bilamana para pihak
di haruskan hadir tanpa diperlukan suatu panggilan |agi. (KUHPerd.
1069, 1071 dst., 1074.)

Pasal 691.
Ji ka selama dil akukan pekerjaan peni sahan tinbul keberatan-
keberatan, maka notaris nenbuat berita acara tersendiri tentang ha
itu yang nmenuat keterangan-keterangan dari para pihak.
Suatu turunan dari berita acara itu harus dikirim ol ehnya kepada
kepani teraan, dan pi hak yang paling siap menyuruh memanggil pihak
| awannya di depan raad van justitie. (KUHPerd. 1075.)

Pasal 692.
Bi | a pada saat dil akukan pekerjaan pem sahan di pandang perlu untuk
nmenj ual barang- barang bergerak, maka hal itu dil aksanakan sesua
dengan ket ent uan- ket entuan KUHPerd. dan bagi an kelinma bab ini
(KUHPerd. 389, 1076; Rv. 678 dst.)

Pasal 693.
para notaris berkewajiban untuk nenberikan turunan atau petikan dari
akta pem sahan pada tiap pihak, jika yang berkepentingan meni ntanya.

(KUHPerd. 1885; Rv. 854 dst.)
Bagi an 8. Hak Istinmewa Untuk Pendaftaran Harta Peni nggal an

Pasal 694.
Bila seorang ahli waris yang sedang berpikir-pikir sesuai dengan
pasal 1026 KUHPerd., hendak menberi kuasa untuk menjual barang-
barang bergerak yang ternmasuk wari san, nmaka untuk itu ia harus
mengaj ukan per nohonan kepada raad van justitie yang daerah hukumya
mel i puti tenpat warisan jatuh terbuka. (KUHPerd. 23, 1026 dst.; Rv.
99, 777.)

Pasal 695.
Ji ka harus ditaksanakan penjual an barang-barang bergerak atau
barangbarang tetap dari warisan itu, naka si ahli waris yang
nmenerima wari san dengan hak istinmewa untuk pendaftaran harta
peni nggal an di waj i bkan bersi kap nmenurut aturan-aturan seperti dinuat
dal am pasal 1034 KUHPerd. (KUHPerd. 393, 1029.)

Pasal 696.
Bila seorang ahli waris yang nenerima wari san dengan hak istinmewa
untuk pendaftaran harta peninggal an nenol ak atau | al al
menberijam nan seperti diurai kan dal am pasal 1035 KUHPerd., naka
setel ah | ewat delapan hari, untuk itu ia dapat dipanggil di depan
pengadil an, dan jika ia tetap menol ak atau tidak hadir, oleh raad
van justitie diperintahkan pada Bal ai Harta Peni nggal an untuk
bertindak seperti diatur dalam alinea kedua dari pasal tersebut.
(Rv. 99, 611 dst., 694, 697.)

Pasal 697.
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CGugat an- gugatan ol eh ahli waris yang nenerima wari san dengan hak

i stimewa untuk pendaftaran harta peninggal an, atas beban dari harta
wari san, harus diaj ukan terhadap para ahli waris yang lain, dan jika
ada ahli waris yang lain, atau bila gugatan itu diajukan ol eh senua
ahli waris, hal itu harus diajukan terhadap Bal ai Harta Peninggal an,
sesudah bal ai tersebut, atas pernohonan nereka yang berkepentingan
atau atas usul dari kejaksaan, diperintahkan oleh raad van justitie
untuk menjadi kurator terhadap harta warisan yang telah diterina
dengan hak istimewa untuk pendaftaran harta peninggal an. (KUHPerd.

1032-2° 1127 dst.; Rv. 777.)

Bagi an 9. Penjual an Barang-barang Bergerak Dan Barang Tetap yang
Ter masuk
Dal am Bar ang- barang Tak Terurus.

Pasal 698.
Tentang penjual an barang bergerak dan barang tetap yang ternmasuk
dal am barang- barang tak terurus, balai harta peninggal an
ber kewaj i ban untuk nmemenuhi formalitas-fornalitas seperti diatur
dal am pasal 678, 679 dan 684. (KUHPerd. 1126 dst.; Rv. 777; Wesk
66.)

BAB |11
PELEPASAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 699.
(s.d.u. dg. S. 1906-348.) Pel epasan harta kekayaan terjadi jika
debitur yang tidak manpu untuk nmenbayar utang-utangnya, nmnenyerahkan
senmua barang mliknya kepada para kreditur. (KUHPerd. 1131 dst.; Rv.

451-2°, 452, 749-1°.)

Pasal 700.
(s.d.u. dg. S. 1906-348; S. 1908-522.) Pel epasan harta kekayaan
memer | ukan peneri maan secara sukarela ol eh para kreditur. Pel epasan
itu tidak nenmpunyai akibat |ain dari pada apa yang bersunber pada
ket ent uan- ket entuan dal am perjanjian yang di buat antara mereka dan

debitur. (KUH 591-3°)
701. Ditailk kembali dg. S. 1906-348.

Pasal 702.
(s. d. u. dg. S. 1.906-348; S. 1908-522,) Pel epasan harta kekayaan
ti dak nem ndahkan hak mlik pada para kreditur; pelepasan itu hanya
menberi hak untuk nenjual barang-barang itu untuk keuntungan nereka,
dan untuk nenarik hasil-hasil sanpai terjadinya penjual an.
Apa yang nenjadi sisa dari hasil penjual an sesudah penenuhan dari
senmua para kreditur, dibayarkan pada debitur. (Rv. 482, 558, 700.)

703-713. Ditarik kenbali dg. S. 1906-348.
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BAB |V
SARANA MEMPERTAHANKAN HAK

(Rbg. 321-19, 322-200.)

Bagian 1. Sita Revindi kasi Barang Bergerak.
(Conpt. 65 dst.; S. 1926-28 jo. 29, pas. 9; S 1905-137 pas. 23.)

Pasal 714.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Barangsi apa nenpunyai hak menuntut kenbal
atau hak reklanme atas barang bergerak dapat nenyitanya. (KUHPerd.
509 dst., 574, 582 dst., 1145, 1702, 1741, 1977, KUHD 230 dst., 240,
555; Rv. 763h dst., 924, 971; IR 226; RBg. 260.)

Pasal 715.
Ti dak dapat dil akukan penyitaan kecuali dengan surat perintah raad
van justitie berdasarkan surat pernohonan yang nenyebut kan dengan
si ngkat barang-barang yang di nrohon untuk disita, dengan ancanman
menbayar biaya, kerugi an dan bunga, bai k terhadap pi hak maupun
terhadap juru sita yang telah nel akukan penyitaan tanpa surat
peri ntah semacam itu. (KUHPerd. 1365; Rv. 21, 60, 98, 460, 971.)

Pasal 716.
Ketua raad van justitie dapat nengizi nkan nel akukan penyitaan pada
hari Mnggu. (Rv. 17, 283, 596.)

717. Dihapus dg. s. 1938-360jis. 361, 276.

Pasal 718.
Penyi t aan akan dil akukan dengan cara seperti dal am penyitaan
eksekusi barang-barang bergerak. (Rv. 443 dst.; 447, 453 dst.)
(s.d.t. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) Ketentuan dal am pasal 448b

alinea pertama (') berlaku juga dalam hal ini, bahwa nilai barang
yang disita nmenjadi pengganti nilai tuntutan yang nenerl ukan
penyit aan.

Mengenai bunyi pasal 448b, |ihat catatan kaki pasal 823b.

Pasal 719.
Dal am wakt u del apan hari naka penyitaan itu harus disusul dengan
tuntutan pernyataan sah dan berharga atas sitaan itu. Tuntutan itu
begitu pula tuntutan pengangkatan sita, diajukan kepada haki m yang
nmenet apkan sitaan yang bersangkutan
(Dg. S. 1908-522 alinea kedua diganti dengan tiga alinea berikut.)
Qugat an yang nengandung tuntutan kepada orang yang tidak nenegang/
menguasai barang yang akan disita diberitahukan kepada orang
t ersebut dal am waktu del apan hari setel ah penyitaan dil akukan. (RBg.
322-16%.
Ji ka orang yang menegang/ menguasai barang yang akan disita bertenpat
tinggal di luar tenpat tinggal tergugat, maka tenggang waktu
tersebut dal am alinea kedua di perpanjang nmenurut ukuran yang
di t et apkan dal am pasal 1°, dengan pengertian bahwa jika keadaannya
adal ah seperti yang tersebut dalam alinea terakhir penberitahuan
di | akukan dal am waktu enpat pul uh hari
Ji ka tidak diajukan tuntutan sah dan berharga dan gugatan seperti
tersebut dal am dua alinea terakhir tidak diberitahukan dal am waktu
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yang tel ah ditentukan, nmaka gugatan gugur dem hukum (Rv. 10, 15,
17, 72, 99, 117, 241, 926, 972.)

Bagi an 2. (RBg. 321- 10, 322- 200 Per yl taan Atau Putusal al Ada Di
yang
angail Debi t ur.

Pasal 720.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Ketua raad van justitie dapat menberikan
kepada kreditur, yang secara singkat dapat nenunjukkan i si
gugat annya serta nenunj ukkan adanya kekhawatiran yang nyata bahwa
debi tur akan nenggel apkan barang-barang bergeraknya dan barang-
barang tetapnya, izin untuk nmenyita barang-barang bergerak debitur
itu; ia juga dapat mendenganya |ebih dahulu jika ada al asan-
al asannya. (KUHPerd. 1131 dst.; Rv. 283, 299, 726, 761, 763h, 926
971 dst., 1001; IR 227; RBg. 261.)

Pasal 721.
Ji ka penyitaan diizinkan, maka besamya tagi han yang dijamn ol eh
sitaan itu disebutkan. (Rv. 302, 445, 729.)

Pasal 722.
Ket ua dal am nenberikan izin penyitaan sekal i gus dapat nemrerintahkan
atas penyitaan tidak akan dijalankan jika tidak dijamn biaya,
kerugi an dan bunga, yang nungkin tinbul karena penyitaan tersebut.
Dal am hal itu, maka jam nan harus diberi kan bersanma-sama dengan
peri ntah penyitaan dan orang yang barangnya disita, jika dianggap
bahwa uang jami nannya tidak mencukupi, dapat nem nta agar ketua
dal am si dang si ngkat nenent ukannya. Namun senmentara itu penyitaan
dapat dijal ankan. (Rv. 283 dst., 611 dst., 725, 728.)

Pasal 723.
Tata cara yang ditentukan pada penyitaan eksekusi barang bergerak
berl aku juga dalam hal ini. (Rv. 435 dst., 443 dst., 454 dst., 971.)

Pasal 724.
Orang yang barang-barang bergeraknya diizinkan disita dapat segera
mengaj ukan bant ahan bai k dengan sidang singkat di hadapan ketua
maupun di hadapan sidang raad van justitie. (Rv. 283 dst., 725 dst.)

Pasal 725.
Pengangkat an sita diperintahkan bila ol eh debitur diberikan jam nan
yang cukup untuk tagi han yang nenyebabkan dil etakkannya sita, begitu
pul a, bila para pihak telah didengar secara singkat dan terbukti
bahwa tuntutan tidak dan penyitaan di pandang tidak perlu. (Rv. 611
dst., 720 dst., 726, 763j.)
Penyitaan batal dem hukum jika pernmohonan pernyataan sah dan
berharga tidak diajukan dal am waktu del apan hari setelah dil akukan
penyitaan itu. (Rv. 15, 17, 727, 926, 972; IR 227; RBg. 261, 322-
16°.)
Dal am sermmua hal itu penohon sita di hukum nenbayar biaya, kerugian
dan bunga, apabila ada alasan untuk itu. (KUHPerd. 1246, 1365; Rv.
607 dst.)

Pasal 726.
Pel aksanaan surat-surat perintah dan penetapan-penetapan ketua dal am
pasal - pasal terdahulu dapat diperintahkan dengan atau tanpa penjamn
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nmeski pun ada perlawanan, banding atau kasasi. (KUHPerd. 1828, 1830;
Rv. 55, 287, 291, 402, 611.dst.)

Pasal 727.
Per rohonan pernyataan sah dan berharga atas penyitaan diaj ukan
kepada raad van justitie yang berwenang untuk nmenangani gugatan
penbayaran utang yang di nohonkan sita. (Rv. 99, 926, 971 dst.; IR
227; RBg. 261.)

Bagi an 3. Penyitaan Di Tangan Pi hak Ketiga
(RBg. 321-1° 322-20%) (compt. 6r).dst.; S. 1926-28 jo. 29 pas. 9; S.
1905- 137 pas. 23; S. 1853-70, 7 1.)

Pasal 728.
Kecual i apa yang di sebut dal am Bagi an 2 Bab 11 Buku Kedua, naka
setiap kreditur, atas kekuatan surat-surat otentik atau di bawah
tangan, dapat nel etakkan sita atas uang dan barang-barang yang
di kuasai pi hak ketiga dan yang nerupakan utang kepada debitur atau
yang nerupakan kepunyaannya atau debitur dapat nmengadakan perl| awanan
t erhadap penyerahan barang-barang itu kepada kreditur. (KUHPerd.
1868, 1874; Rv. 477, 763h, 9715, 1001.)
Bila tidak ada surat-surat, naka ketua raad van justitie, dalam
daerah nana debitur bertenpat tinggal, dan juga raad vanjustitie,
dal am daer ah pi hak-pi hak ketiga bertenpat tinggal, di nmana uang dan
bar ang- barang berada, atas suatu surat pernmohonan, dapat nenberi
izin untuk suatu penyitaan. (KUHPerd. 1571.)
Ket ent uan- ket entuan dari pasal 722 berlaku juga dal am hal i ni
Tetapi penyitaan itu dapat di angkat dengan penberian jam nan
sej unl ah uang, untuk mana penyitaan dil akukan. (KUHPerd. 1388, 1434,
1820; F. 229; Rv. 61 lv, 725, 7,03j, 812.)

Pasal 729.
Setiap penberitahuan dari juru sita tentang penyitaan neruat uraian
mengenai surat-surat atau penyebutan izin dari hakim demn kian juga
nmengenai jitm ah uang untuk mana penyitaan dil akukan. (Rv. 728 .)
(S.d.u. dg. S. 1908-522.) Tuntutan-tuntutan yang tidak dipenuhi dan
bi aya- bi aya yang dapat di bebankan pada debitur dirancang untuk
senentara ol eh hakim (Rv. 721.)
(s.d.u. dg. S. 1925-497.) Penberitahuan dari juru sita neruat juga
pem | i han suatu tenpat tinggal di ibu kota dari daerah, di mana
pi hak ketiga yang di bawah tangannya dil akukan penyitaan bertenpat
tinggal, jika orang yang nel etakkan sita tidak bertenpat tinggal di
daerah itu. (KUHPerd. 24.)
Senuanya di ancam dengan kebatal an dari penyitaan yang tel ah
di l akukan. (Rv. 8, 92, 444.)

Pasal 730.
Penmberi t ahuan nmengenai penyitaan ol eh para penerinma atau para
penyi npan kas-kas atau uang-uang unum dil akukan kepada para pej abat
atau nereka yang mnerupakan kepal a kantor tersebut, dan ol eh nereka
pada aslinya ditandatangani sebagai nengetahui . Dal am hal ada
penol akan, maka juru sita menyebutkan hal itu. (Rv. 750; S. 1853-70,
71.)
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Pasal 731.
Dal am waktu del apan hari sesudah dil akukan penyitaan, naka pihak
yang nel etakkan sita, dengan ancaman kebatal an dari penyitaan itu,
ber kewaj i ban untuk mnenberitahukan penyitaan itu kepada debitur, dan
nmel akukan penanggil an terhadapnya untuk pernyataan-sah di depan raad
van justitie, dalam daerah hukum mana ia bertenpat tinggal, yang
juga akan neneriksa tuntutan untuk nmengangkat sita. (Rv. 17, 1001.)
Dg. S. 1908-522 alinea kedua diganti dengan enpat alinea berikut:
Pi hak yang nel et akkan sita sel anjutnya berkewajiban, juga dengan
ancaman kebatal an dari penyitaan, untuk nenyainpai kan turunan dari
pemanggi | an untuk pernyataan sah itu, kepada pihak-pi hak ketiga yang
terkena sita, dalam waktu del apan hari setelah penmanggilan itu
di aj ukan. (Rv. 17.)
Jangka waktu del apan hari seperti tersebut dalam alinea kesatu
maupun al i nea kedua tersebut, diperpanjang, sesuai dengan ukuran
yang ditetapkan oleh pasal 10 jika debitur tidak bertenpat tingga
dal am kar esi denan yang sana, di mana sita dil akukan atau pihak
ketiga yang terkena sita tidak bertenpat tinggal dalam karesi denan
yang sama, di nmana pemanggil an untuk pernyataan sah diaj ukan
Bi |l a debitur berada dal am keadaan seperti tersebut pada alinea
terakhir pasal 10, maka penberitahuan dan permanggil an untuk
per nyat aan- sah di |l akukan dal am waktu enpat pul uh hari. (RBg. 322-
17°)
Bi | a pi hak- pi hak ketiga yang terkena sita berada dal am keadaan
dem ki an, naka haki m yang neneri ksa tuntutan untuk pernyataan-sabh,
menent ukan jangka waktu untuk penberitahuan pemanggilan itu. surat
per nohonan yang beri si kan penmanggi |l an untuk pernyataan sah,
di serahkan di kepaniteraan sel anbat!| anbat nya pada hari sidang di
mana pi hak yang nel akukan sita nemanggi| debitur. Hari penyerahan
itu dicatat oleh panitera di atas surat pernohonan itu. Hakim tidak
bol eh menperhati kan surat pernmohonan, jika penyerahan itu dil akukan
sesudah hari sidang tersebut. (Rv. 15, 17, 84, 88, 99 dst., 478,
719, 725, 727 dst., 732, 744.)

Pasal 732.
Ji ka tuntutan debitur akan pengangkatan sita di kabul kan, maka
kredi tur yang nel etakkan sita di hukum untuk menbayar bi aya-bi aya,
kerugi an- kerugi an dan bunga-bunga, jika terdapat alasan untuk itu.
(KUHPerd. 1365; Rv. 480, 763k.)

Pasal 733.
Bi | a penyitaan di nyatakan sah, maka keputusan itu diberitahukan
kepada pi hak ketiga, di bawah siapa sita diletakkan, dal am waktu
satu bul an setel ah keputusan diucapkan; bila pihak yang mel et akkan
sita nenbi arkanj angka waktu itu |l ewat, maka penbayaran- penbayar an
yang dil akukan ol eh pihak ketiga nenjadi sah. (KUHPerd. 1388; Ruv.
68, 437, 481.)

Pasal 734.
Ber samaan dengan penberitahuan keputusan yang nenyatakan sahnya
penyitaan itu, pihak ketiga yang terkena sita dipanggil di depan
haki m yang sama, untuk menberi Kketerangan tentang barang-barang dari
si terhukum yang ia kuasai, atau yang nerupakan utang padanya;
sel anj ut nya untuk di bukum nmengenbahkan barang-barang yang ternyata
kepunyaan si terhukum atau nenyerahkan untuk keperluan pel aksanaan
keput usan haki m dem kepentingan pi hak yang nel etakkan sita, agar
dari padanya dapat di penuhi tuntutannya, dan untuk, bila tidak
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menberi keterangan seperti di nmaksud di nuka, di hukum untuk nenbayar
sej unl ah uang yang dituntut, untuk nana penyitaan telah dinyatakan
benar, dengan bunga-bunga dan bi aya-bi aya, seakan-akan ia adal ah
benar - benar debi tur.

Dal am penanggi | an- pemanggi | an i ni berl aku jangka-jangka waktu biasa.
(Rv. 10 dst., 99, 437, 481, 543, 739, 742, 744 dst., 747 dst.)

Pasal 735.
Ket erangan- ket erangan itu harus berdasarkan al asan-al asan dan
beri si kan suatu daftar dari uang-uang atau barang-barang bergerak
yang di kuasai pihak ketiga yang terkena sita; penyebutan dari sebab
dan jum ah utangnya; tentang penbayaran- penbayaran nel al ui rekening,
jika pemah teijadi dan cara pelunesan utang, jika pihak ketiga yang
terkena sita mengaku tidak nenmpunyai utang lagi, dan dal am senua
penyi t aan- penyi taan |ain yang mungki n dil akukan di bawahnya.
(KUHPerd. 1335, 1381; Rv. 543; 578.)

Pasal 736.
Ket erangan itu diberikan pada hari yang tel ah ditentukan untuk
menghadap dan di buat secara tertulis, yang ditandatangani ol eh pihak
ketiga yang terkena sita atau ol eh orang lain atas nanmanya.
(KUHPerd. 1924; Rv. 106 dst.)

Pasal 737.
Bila pi hak ketiga yang terkena sita nenberi keterangan yang di anggap
benar, dan jika ia tidak nmenyangkal hukuman untuk mnenyerahkan, maka
senmua bi aya yang di kel uarkan ol ehnya harus diganti, dan ia tidak
dapat diwajibkan untuk suatu penyerahan tanpa penggantian atau
pengur angan dari padanya. (Rv. 738, 748.)

Pasal 738.
(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Bila pihak ketiga yang terkena sita
menganggap nenmpunyai -al asan sah untuk nenbantah kewaji ban penberian
keterangan itu, naka ia, jika alasan-alasannya ditol ak,
di peri ntahkan untuk sekali lagi menberikan keterangan pada hari yang
di tentukan, dengan juga nmenghukum untuk nenbayar biaya-biaya. (Rv.
58 dst., 117, 737, 743.)

Pasal 739.
Bila ia pada hari pemangol an untuk mnenberi keterangan, atau pada
hari seperti tersebut dalam pasal di nuka, tidak menmenuhi
kewaj i bannya untuk menberi keterangan, maka terhadapnya dijatuhkan
keput usan tanpa kehadirannya, dan iaatas kekuatan itu di hukum untuk
menbayar sejum ah uang yang dituntut, untuk mana dil etakkan sita,
di tanbah dengan bunga- bunga dan bi aya- bi aya, seakan-akan ia adal ah
benar-benar debitur. (Rv. 78 dst., 107, 734, 737 dst., 740.)

Pasal 740.
Akan tetapi terhadap keputusan ini iadiperkenankan nengaj ukan
per | awanan, asal kan nmenawar kan kesedi aan unt uk nenbayar bi aya-
bi ayanya; dan jika sudah diberikannya keterangan ternyata bahwa ia
tidak berutang sesuatu apa pun pada omng, terhadap siapa sita itu
di l akukan, atau ia tidak menguasai suatu apa pun kepunyaan debitur,
maka ia dengan perlawanannya di bebaskan dari, hukuman untuk menbayar
sej unl ah uang yang dituntut, untuk mana sita diletakkan. (Rv. 83
dst, 91, 741.)
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Pasal 741.
Bila stas perlawanan ini ternyata bahwa yang ia kuasai atau utangnya
kurang dari jum ah yang dituntut ol eh pihak yang nel etakkan sita, ia
cukup menbayar atau nenyerahkan barang itu saja, ditanbah dengan
pengganti an biaya-bi aya, kerugi an-kerugi an dan bunga- bunga yang
di sebabkan ol eh kel al ai annya

Pasal 742.
Pi hak yang nel et akkan sita dapat mengharuskan pihak ketiga, di bawah
saja sita dil etakkan, untuk nenperkuat kebenaran dari keterangannya
dengan sunpah. (KLTHPerd. 1929 dst., 1932.)

Pasal 743.
(s.d.u. dg. S 1908-522.) Bila dal am sangkal an terhadap keterangan
itu pihak ketiga yang terkena sita tidak dibenarkan, maka keterangan
itu diperbai ki oleh hakim dan pihak ketiga yang terkena sita
di hukum unt uk nmenmenuhi atau menyerahkan apa yang telah ternyata
menj adi utangnya atau yang ia kuasai
la dalam hal itu dapat juga di hukum untuk nenbayar biaya-biaya,
kerugi an- kerugi an dan bunga-bunga. (KUHPerd. 1365; Rv. 735, 738
dst.)

Pasal 744.
Uang yang ternyata kepunyaan pi hak yang terkena sita yang ada pada
ketiga atau yang terutang ol eh pihak ketiga pada pihak yang terkena
sita pada pi hak yang nel etakkan sita sanpai jum ah tuntutan yang
di kabul kan dengan keputusan haki m tentang “pernyataan-benar” dan
jika perlu, berdasarkan kekuatan keputusan haki m terhadap pihak
ketiga yang terkena sita, ditagi h dengan pel aksanaan keputusan. (Rv.
84, 474, 750c.)

Pasal 745.
Dengan cara yang sanma pi hak ketiga yang terkena sita dapat di paksa
unt uk nenyer ahkan barang- barang yang terkena sita kepunyaan pi hak
yang terkena sita yang ternyata ada pada pihak ketiga; barang-barang
itu dijual dengan pel aksanaan keputusan haki m dan uangnya di bayarkan
pada pi hak yang nel etakkan sita sanmpai suatu jum ah yang terutang
padanya. (Rv. 443 dst., 446 dst., 473, 482 dst., 734.)

Pasal 746.
Per | awanan terhadap penyerahan hasil penjualan dari barang-barang
yang telah disita, tidak diperkenankan. (Rv. 461 dst.)

Pasal 747.
Akan tetapi bila, sebelum dijatuhkan keputusan terhadap pihak ketiga
yang terkena sita nengenai penyerahan, sesuai dengan tuntutan
seperti tersebut dalam pasal 734, dilakukan beberapa penyitaan ol eh
para kreditur lain terhadap pihak ketiga yang terkena sita, mnaka
keput usan haki m mengenai penyerahan itu dianggap untuk kepentingan
senmuanya, dan penyitaan atau hasil penjual an barang-barang itu
di bagi di antara nereka, nenurut jum ah dari tiap tuntutan yang
di nyat akan benar, dengan cara seperti ditentukan dal am Bagian 3 Bab
Il Buku Kedua.
Pi hak ketiga yang terkena sita tidak diwajibkan untuk suatu
penyer ahan sebel um sermua penyitaan yang dil akukan terhadapnya
di nyat akan sah atau diangkat. (Rv. 482 dst.)
Setiap orang yang nel etakkan sita yang tel ah di nyatakan sah, jika
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orang-orang lain yang nel etakkan sita tidak nengaj ukan tuntutan

unt uk pernyat aan-sah nenurut jangka-jangka waktu dal am hukum acara
seperti diatur oleh reglenen ini, dapat canpur dal am perkara yang
sedang berjal an dan dapat nenuntut secara khusus agar ditentukan
suatu jangka waktu untuk penyel esai an, dan sesudah waktu itu |ewat,
penyitaan itu, sejauh tidak juga dinyatakan benar, dianggap sebagai
telah diangkat. (Rv. 279, 513 dst., 735.)

Pasal 748.
Jika para kreditur itu nenganggap tidak dapat neneri ma keterangan
yang di beri kan ol eh pihak ketiga yang terkena sita, atau yang
di perbai ki ol en hakim rmaka mereka, selain hak untuk campur dal am
perkara yang sedang bergantung nengenai keterangan, dapat nemanggil
| agi pi hak ketiga yang terkena sita untuk nenberi keterangan dan
tuntutan |ebih |anut sesuai dengan pasal 734, asal untuk itu
di aj ukan al asan-al asan dan al at-alat bukti |ain daripada yang
di gunakan pada perkara yang tel ah sel esai dengan para kreditur lain.
(Rv. 279.)

Pasal 749.
(s.d.u. dg. S. 1938-622.) Sita ini tidak bol eh dil etakkan:
0

1°. atas barang-barang yang ol eh undang-undang ditetapkan tidak
bol eh dil akukan penyitaan; (Rv. 451 dst., 763i; Aut. 2.)

2°. atas uang-uang yang diputus ol eh haki m untuk keper! uan
perawat an; (KUHPerd. 225, 246, 321 dst., 329a.)

3°. atas uang-uang dan tunjangan-tunangan tahunan untuk perawatan,
yang ol eh orang yang neni nggal kan warisan atau ol eh si penberi
di nyat akan tidak bol eh dil akukan penyitaan. Ket ent uan
sedem ki an dapat di buat ol eh satu orang untuk kepentingan satu
orang yang sanma yang nendapat keuntungan nengenai uang-uang dan
t unj angan-tunj angan tahunan sanpai jum ah f 1000, - terhitung
untuk satu tahun. (KUHPerd. 1429-3% F. 20-1°.)

Akan tetapi barang-barang, yang termasuk dal am nonor 2° dan 3°
dapat disita untuk nmenagi h utang yang harus di bayar atas penyerahan
kebut uhan- kebut uhan hi dup untuk keperluan orang, terhadap siapa

di | akukan penyitaan. (KUHPer4. 1131 dst.; Rv. 452, 750a dst.)

Pasal 750.
Gaji-gaji dan pensiun-pensiun para pegawai dan para penberi jasa
tidak dapat disita, selain untuk bagi an dan dengan cara seperti
di t et apkan ol eh peraturan-peratuan khusus untuk itu. (Rv. 481c, 730;
F. 21; S. 1938-680.)
Dengan S. 1908-522 ditanbahkan pasal 750a-d.

Pasal 750a
Penyitaan seperti tersebut dalam bagian ini dapat diletakkan ol eh
kredi tur terhadap barang-barang di bawah kekuasaan dirinya, atas
kekuatan surat-surat otentik atau di bawah tangan
Akan tetapi penyitaan atas kekuatan surat-surat di bawah tangan
ti dak dapat dil akukan, kecuali sesudah dengan surat pernohonan untuk
itu mendapat izin dari ketua raad van justitie, dalam daerah hukum
mana orang yang nel etakkan sita bertenpat tinggal
Sita dapat diangkat dengan penberian jam nan yang cukup atau
penbayaran sejum ah uang, untuk mana penyitaan dil akukan. (Rv. 728,
759, 763h, j; Cpt. 65 dst., S. 1926-28 pasal 9.)
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Pasal 750b.
Sita dil etakkan dengan penberitahuan oleh juru sita pada pihak
terhadap siapa sitaan dil etakkan
Penmberi tahuan ini menuat uraian tentang surat-surat dan jika itu
mer upakan surat-surat di bawah tangan, juga penyebutan tentang izin
dari hakim selardutnya penyebutan secara cermat nengenai barang-
barang atau tuntutan-tuntutan utang, dan mengenai jum ah uang, untuk
mana penyitaan dil akukan.
Tuntutan yang tidak dibayar dan biaya-biaya, yang dapat dijatuhkan
terhadap orang yang terkena sita, dirancang untuk senentara ol eh
haki m
Permberitahuan itu juga nmenuat panggil an untuk nenghadap di depan
raad vaniustitie, dalam daerah hukum mana pi hak yang terkena sita
bertenpat tinggal atau, dalam hal ternaksud dal am alinea ketiga
(baca: kedua) pasal di nuka, di nana pihak yang nel etakkan sita
bertenpat tinggal, dalam hal ini untuk pernyataan-sah penyitaan itu
dan penunjukan apa yang ternmaksud di dal amya.
Senuanya di ancam dengan ancanan kebat al an penyitaan yang tel ah
di | akukan. Raad van justitie yang ditunjuk ol eh alinea keenpat
pasal ini neneriksa juga tuntutan untuk pengangkatan sita itu.
Pasal 732, 749 dan 750 berlaku juga terhadap penyitaan ini. (Rv.
729, 731, 734 dst.)

Pasal 750c.
Haki m nmenj at uhkan satu keputusan terhadap seluruh tuntutan yang
di aj ukan dal am penanggi |l an, kecuali ia berpendapat bahwa sebagi an

dari padanya di putus | ebi h dahulu daripada yang |ain, dalam hal mana
hal itu dapat dil akukan.

Bila tuntutan di kabul kan untuk seluruhnya atau sebagi an, maka pi hak
yang nel et akkan sita berwenang untuk nenagi h apa yang harus dibayar
padanya, yang menurut keputusan haki m ternmasuk dal am penyitaan
sesuai dengan ket entuan-ketentuan pasal - pasal 744, 745 dan 746. (Rv.
750b.)

Pasal 750d.
Akan tetapi jika sebelum dijatuhkan suatu keputusan, atas kekuatan
mana dapat dil akukan penagi han, dil akukan beberapa penyitaan ol eh
para kreditur lain terhadap pihak yang nel etakkan sita, naka
keputusan itu berlaku terhadap senuanya, dan sel anjutnya berl aku
pasal 747 dan 748, dengan ketentuan bahwa para kreditur akan
menperol eh hak seperti di maksud dal am pasal 748, bila nereka
nmenyat akan bahwa | ebi h dari apa yang dil etakkan sita ol eh pihak yang
nel et akkan sita berada di bawah kekuasaannya atau harus dibayar
ol ehnya.
Dem kian juga, bila sebelum sita dari pasal 750a dil etakkan
terhadap kreditur yang di maksud dal am pasal tersebut, sita
di | et akkan oieh para kreditur lain, maka apa yang ditentukan dal am
pasal 747 dan 748 juga akan nenguntungkan kreditur pertama. (Rv.
735.)

Bagian 4. Sita Gadai Untuk Sewa Dan Gann Rugi Usaha (Pacht).

Pasal 751.
(s.d.u., dg. S. 1908-522.) Pihak-pihak yang nenyewakan gedung-gedung
dan tanah-tanah nmilik, entah untuk itu dibuat perjanjian sewa-
menyewa naupun tidak, dapat seger - tanpa perintah sebel unmya
dengan izin dari ketua raad van Justitie dan bahkan dari
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residentierechter, jika penyitaan harus dil akukan diluar daerah, di
mana raad van justitie berada, atau juga tanpa izin sedemkian itu
.satu hari sesudah perintah diberikan - nenyuruh nenyita, untuk
sewa-sewa yam tel ah | ewat dan tidak dibayar, barang-barang yang
nmenurut pasal 1140 dan 1142 dari KUHPerd. di nyatakan terikat untuk

uang- uang sewa. (KUHPerd. 1139-2° 1143, 1581, 1589; Rv. 15, 443,
451 dst., 461, 504, 559, 756, 926, 971 dst.; Cpt. 65 dst.; S. 1926-
28 jo. 29 pasal 9; S. 1905-137 pasal 23.)

Pasal 752.
Bar ang- barang sej enis, sepanjang barang-barang itu kepunyaan
penyewa- penyewa yang nenyewa dari penyewa pertanma, dapat disita
untuk sewa-sewa yang terutang ol eh penyewa pertanma, akan tetapi
mer eka akan nenperol eh pengangkatan sita, bila nereka dapat
nmenbukti kan bahwa mnereka tel ah nmenbayar tanpa tipu-muslihat.
Mereka tidak dapat nel akukan penbayar an- penbayaran | ebi h dahul u,
kecual i sepanjang hal itu dilakukan sesuai dengan pasal 1582 dari
Kitab Undang-undang Hukum Perdata. (KUHPerd. 1140, 1559.)

Pasal 753.
Penyi taan dil akukan dengan cara yang sana dengan penyitaan atas
bar ang- barang bergerak; orang, terhadap siapa penyitaan dil akukan,
dapat di angkat sebagai penyinpan, kecuali nengenai buah yang masih
teri kat keras pada tangkai dan akar; dalam hal ini harus diangkat
seorang penyi npan yang cocok untuk itu. (Rv. 443 dst., 453 dst.

466.)

Pasal 754.
(s.d.u. dg. S. 1008-522.) Bila binatang-binatang, alat-alat kerja
untuk , atau buah di ladang atau hasil-hasil lain dari pertanian

yang sudah di pi sahkan dari tanah atau barang-barang sedeni ki an yang
masi h terikat keras pada tangkai dan akar, disita, maka

resi dentierechter dal am daerah, di mana penyitaan dil akukan, atas
per mohonan dari pel aksana, dan sesudah nendengar atau nemanggi
secara cukup pi hak yang terkena eksekusi, dapat nengangkat seorang
atau | ebi h untuk nmengusahakan penananan dan pengumnpul an buah. (Rv.
455.)

Pasal 755.
Bila buah di |adang atau hasil-hasil pertanian lain, baik itu sudah
di pi sahkan dari tanah maupun nasih terlekat keras pada tangkai dan
akar, disita, maka berita acara penyitaan itu harus berisikan uraian
nmengenai tiap tanah, di atas nana barang-barang itu berada, jika
mungki n isinya, |etaknya dan sedikitnya dua batasan, dem kian juga
jenis dari buah atau hasil pertanian. (KUHPerd. 1140; Rv. 101, 456.)

Pasal 756.
Bar ang- barang yang disita gadai tidak dapat dijual, kecuali sesudah
penyitaan itu dengan keputusan raad van justitie, dinyatakan sah
sesudah pemanggi | an pi hak, terhadap siapa sita dil etakkan
Bi |l a penyitaan, sesuai dengan pasal 1142 KUHPerd., dilakukan ol eh
pi hak ketiga, meka ia juga akan di panggil untuk mendengarkan
pernyataan sah penyitaan itu. (Rv. 719, 725, 731, 760, 763, 971
dst., 1001.)
(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Penyitaan gugur dem hukum jika tuntutan
unt uk pernyataan-sah tidak diajukan dal am waktu del apan hari sesudah
sita itu diletakkan. (Rv. 17, 750b, 763c, 972.)
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(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Bila seseorang, terhadap siapa sita
di | et akkan, bertenpat tinggal di |ain karesidenan dari pada
karesi denan di nmana sita dil etakkan, naka jangka waktu seperti
tersebut dal am alinea di rnuka diperpanjang menurut ukuran yang
di t et apkan dal am pasal 10 dengan ketentuan bahwa, jika terdapat
keadaan seperti dimaksud dal am alinea terakhir dari pasal itu,
penberitahuan harus dil akukan dal am waktu enpat puluh hari. (Rv.
17.)

Bagi an 5. Penyitaan Terhadap para Debitur yang Ti dak Menpunyai Tenpat
Ti nggal yang
D ket ahui, Dan Terhadap Orang-orang Asing, Bukan Penduduk.

Pasal 757.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Setiap kreditur, sekalipun tidak nenpunyai
bukti tertulis, tanpa suatu perintah sebelummya, tapi dengan izin
dari ketua raad van justitie, dalam daerah hukum mana barang-
barangnya berada, bahkan juga dari residentierechter di tenpat-
tenpat yang terletak di |uar daerah, dinmana raad van justitie
ber si dang, dapat menyuruh nel akukan sita atas barang-barang dari
debitunya, jika ia tidak nmenpunyai tenpat tinggal yang di ketahui di
wi l ayah I ndonesia. (AB. 3; Nedsch. 12; KUHPerd. 17, 1867; Rv. 443
504, 559, 751, 762, 763h dst., 926, 971 dst., 1001.)

Pasal 758.
Formalitas-formalitas dalam reglenen ini yang ditentukan untuk sita
eksekutorial atas barang-barang bergerak, berlaku terhadap sita ini.
(Rv. 443 dst.)

Pasal 759.
Pi hak yang nel et akkan sita adal ah penyi npan dem hukum dari barang-
barang yang disita, jika barang-barang itu berada di dal am
kekuasaannya; jika tidak, naka di angkat seorang penyi npan atas

barang-barang itu. (KUHPerd. 1139-6° dan 7°, 1147; Rv. 454.)

Pasal 760.
Ket ent uan- ket entuan dari alinea kesatu pasal 756 berlaku juga untuk
sita ini, dan tuntutan untuk pernyataan sah diajukan di depan raad
van justitie, dalam daerah mana sita itu diletakkan. (Rv. 926, 972.)

Pasal 761.
(s.d.u. dg. S. 1915-299, 642.) Orang-orang tersebut dal am pasal 580
nomor 10° (baca: 9%, jika perkaranya tidak mungkin ditunda, tanpa

keput usan haki m terhadap nereka, atas perintah dari ketua raad van
justitie, dapat disandera |ebih dahulu karena suatu utang yang tel ah
jatuh waktu dan dapat ditagitr, yang dibuatnya terhadap seorang

warga negara |ndonesia. (RBg. 321-1° 322-20°%
Formalitas-formalitas yang ditentukan dal am Bagi an 2 Bab V Buku
Kedua berl aku juga terhadap penyanderaan ini. (AB. 3; Rv. 584, 595
dst., 762, 971 dst.)

Pasal 762.
Pengangkat an sita dan penyanderaan tersebut dalam pasal 757 dan 761
dapat diminta dengan nenberikan borg atau jami nan |ain yang cukup
unt uk utangnya dengan bunga-bunga dan biaya. (Rv. 611 dst., 725,
763, 763j.)
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Pasal 763.
Penyi t aan dan penyanderaan berhenti dem hukum atau jam nan yang
di beri kan gugur, jika tuntutan untuk pernyataan-sah tidak diajukan

dal am wakt u del apan hari sesudah barang-barang disita, atau debitur
di sandera. (Rv. 15, 17, 757, 761 dst., 972.)

(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Hal yang sanma berl akuj uga terhadap
penyitaan, jika itu dilakukan terhadap pihak ketiga, bila tuntutan
unt uk pernyataan-sah tidak diberikan kepada pi hak yang nenguasa

bar ang- barang yang disita, dalam waktu del apan hari setelah tuntutan

itu diajukan. (Rv. 750b, 756 dst., 763c, 971, 1001, RBy. 322-16°.)
Dg. S. 1908-522 telah ditanbahkan bagi an sbb.
Bagi an 6. Penyitaan Atas Barang Tet ap.

Pasal 763a.

(s.d.u. dg. S. 1938-276.) Dal am hal -hal seperti diatur dalam pasa
299, 720 dan 757 dapat juga diberi izin untuk neletakkan sita atas
satu atau | ebi h barang-barang tetap yang ditunjuk kepunyaan debitur.
Atas penyitaan ini bertaku ketentuan-ketentuan dari kalinmat terakhir
pasal 720 dan pasal 721, 722, 724, 725, 726 dan 727.

Ketua raad van justitie yang nenberi izin untuk melakukan penyitaan
dapat sekal i gus nenperpanjang jangka waktu del apan hari ternmaksud
dal am pasal 725, atas pernohonan dari pihak yang berkepentingan
sepanj ang hal itu di pandang perlu, jika tidak mungkin dal am jangka
waktu itu diajukan tuntutan untuk pernyataan-sah sehubungan dengan
jarak. (KUH Perd. 506 dst.; Rv. 17, 504, 54 1; IR 227, RBg. 261;
Cpt. 65 dst.; S. 1926-28jo. 29, pasal 9; S. 1905-137 pasal 23.)

Pasal 763b.
Penyi t aan di | akukan dal am bentuk dan dengan aki bat-aki bat tersebut
dal am pasal 506, 507 dan 508 dengan pengecualian, bahwa juru sita
tidak perlu pergi ke tenpat barang tetap yang disita berada, bahwa
sebagai ganti dari bukti tersebut dal am pasal 506-2° harus di sebut
i zin, atas kekuatan mana penyitaan dil akukan dan sebagai ganti
penyebutan tenpat tinggal yang dipilih seperti diharuskan dal am

pasal 506-4° berita acara penyitaan harus nemuat pilihan dari
tenpat tinggal pengacara pada raad van justitie, dalam daerah mana
barang itu berada.

Sel anj ut nya dal am berita acara penyitaan itu, dengan ancanan
kebat al an, ditunjuk hakim kepada siapa tuntutan untuk pernyataan-
sah diajukan. (Rv. 723, 763c, 763f.)

Pasal 463c.
Pi hak yang nel etakkan sita berkewajiban untuk, dalam waktu enpat
bel as hari sesudah sita dil etakkan, nendaftarkan tuntutan untuk
per nyat aan sah dengan nenperlihatkan pemanggilan untuk menghadap di
sidang di kepaniteraan dari mmjelis hakim seperti tersebut dalam
berita acara, guna di masukkan dal am daftar yang di adakan untuk itu.
Bi |l a pendaftaran yang di haruskan tidak rmungkin dil akukan dal am waktu
enpat bel as hari sehubungan dengan jarak, maka jangka waktu itu
dapat di perpanjang dengan cara seperti ditentukan dal am ali nea
keti ga pasal 763a.
Dal am hal itu, perpangan jangka waktu itu dicatat pada pengunmunan
penyitaan di daftar-daftar unum nenurut pasal 507. (Rv. 719, 727,
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731, 750b, 756, 763, 763b, 763f.)

Pasal 763d.
Bila setelah penyitaan itu dinyatakan sah, dil anjutkan dengan
pel aksanaan keputusan, naka penyitaan itu dinyatakan sebagai sita
eksekusi dan penjual an dil akukan sesuai dengan ket entuan-ketentuan
dari Bagian 2 Bab IIl Buku Kedua reglermen ini. (Rv. 997.)
Jangka waktu dari pasal 510 dihitung nulai hari diberitahukannya
keput usan haki m nengenai pernyataan sah. (Rv. 15, 504, 521, 763c.)

Pasal 763e.
Dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dal am pasal 725, pihak
yang nel etakkan sita, yang tidak nmenyertai sita yang dil et akkan
dengan tuntutan untuk pernyataan sah dal am jangka waktu yang tel ah
di t et apkan, berkewaji ban, atas ancaman nenbayar bi aya-bi aya,
kerugi an- kerugi an dan bunga-bunga, jika terdapat alasan untuk itu,
unt uk menyuruh nencoret pendaftaran dal am daftardaftar umum dal am
wakt u enam hari setelah jangka waktu untuk mengaj ukan tuntutan untuk
per nyat aan- sah | anmpau. (Rv. 732, 763b dst., 763f.)

Pasal 763f.
Bila pi hak yang mel etakkan sita tidak menenuhi ketentuan dari pasa
di nuka, maka pendaftaran berita acara nengenai penyitaan dal am
daftar-daftar umum dicoret atas kekuatan suatu keterangan dai
panitera majelis hakimyang ditunjuk dalam berita acara penyitaan
sesuai dengan alinea kedua pasal 763b, yang berisikan, bahwa dal am
jangka waktu tersebut dal am pasal 763c atau dal am jangka waktu yang
di per panjang menurut alinea kedua pasal itu, padanya tidak terjadi
pencat atan tentang di aj ukannya tuntutan untuk pernyataan-sah.
Pencoretan dari pendaftaran dal am daftar-daftar unmum dapat terj adi
j uga:
1°. atas kekuatan dari izin untuk mencor et pendaf t aran ber dasar kan
suatu pernohonan untuk itu seperti ditentukan dal am pasal 1196
KUHPerd; (Rv. 763a.)

2°. atas kekuatan keputusan haki m yang inemuat perintah untuk
mengangkat sita. (Rv. 763a jo. 725.)
Di luar izin dari yang berkepentingan, pendaftaran tidak dicoret,

kecual i dengan menperhatikan ketentuan dari pasal 437 (') dengan
per ubahannya, bahwa tenggang waktu enpat puluh hari sesudah
penberitahuan keputusan hakim diganti dengan tenggang waktu enpat
pul uh hari sesudah keputusan hakim (RBg. 322-181.)

3%, atas kekuatan dari suatu keterangan dari panitera yang
menyebut kan, bahwa tel ah terjadi pel epasan instansi atau
instansi tersebut telah gugur. (Rv. 271 dst., 273 dst.)
Bi | a perkaranya diserahkan pada hakim | ain, maka keterangan seperti
termaksud di sini, dengan nenyebutkan keputusan haki m tentang
penyerahan itu, harus diberikan oleh panitera dari majelis hakim
yang neneri ksa perkara sebagai aki bat dari penyerahan itu; (Rv. 266
dst., 763b jo. 507, 823g.)
4°. atas kekuatan keputusan haki m yang sudah nenpunyai kekuatan
hukum pasti yang nenutuskan, bahwa pihak yang terkena sita
di nyat akan dal am keadaan pailit atau tidak manmpu untuk nenrbayar

ut ang- ut angnya dan atas pernobhonan Bal ai Harta Peni nggal an.
(1) Mengenai bunyi pasal 437, |ihat catatan kaki pasal 48lg
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Pasal 763g.
Akta kuasa untuk nencoret atau turunan otentik akta dem ki an,
dem ki an pul a keterangari-keterangan seperti tersebut dal am pasal di
nmuka, tetap berada pada pegawai tersebut dalam alinea ketiga pasa
507 yang nmendaftar berita acara penyitaan.
Suatu kutipan dari keputusan haki m yang nengandung perintah untuk
mengangkat sita atau keputusan haki m yang sudah nenpunyai kekuatan
hukum pasti yang nenutuskan, bahwa pi hak yang terkena sita
di nyat akan dal am keadaan pailit atau tidak manpu untuk menbayar
ut ang- ut angnya di serahkan kepada panitera atau kepada pegawai yang
mewaki l i nya. (Rv. 763a jo. 725, 763f, 823.)

Dg. S. 1939-547 tel ah ditanbahkan bagan beri kut:
Bagi an 7. Penyitaan Atas Pesawat Terbang.

Pasal 763h.
Kecual i penyi npangan- penyi npangan seperti tersebut di bawah ini
terhadap penyitaan atas pesawat-pesawat terbang berlaku ketentuan-
ket entuan dari bagi an kesatu, kedua dan kelima dari bab ini
Penyi npangan penyi npangan tersebut di bawah berlaku hanya untuk
pesawat - pesawat terbang |ndonesia, dan untuk pesawat-pesawat terbang
yang nenpunyai kebangsaan negara asing, yang terhadapnya berl aku
perjanjian tanggal 29 Mei 1933 di Roma untuk nenetapkan beberapa
peraturan yang seragam tentang sita jam nan atas pesawat terbang.
(AB. 22a.)
yang di maksud dengan pesawat terbang adal ah setiap pesawat yang
dapat tetap bertahan di udara karena kekuatan-kekuatan udara yang
nmenekannya.

Pasal 763i.

Ti dak bol eh dil akukan penyitaan terhadap:

a. pesawat-pesawat terbang yang khusus di gunakan untuk keperl uan
negara asing, termasuk di dal anmya angkutan pos, akan tetapi
dengan pengecual i an angkut an perdagangan;

b. pesawat-pesawat terbang yang nyata-nyata di gunakan pada | al u-
iintas udara secara teratur untuk angkutan unum dan pesawat -
pesawat terbang cadangan yang nutlak harus disedi akan untuk itu;

c. setiap pesawat terbang lain yang di gunakan untuk nengangkut
orang-orang atau barang-barang dengan penbayaran, jika pesawat
tel ah siap berangkat untuk pengangkutan sedem ki an; kecuali bila
sita diletakkan untuk suatu utang yang di buat untuk keperl uan
perj al anan yang segera akan dil akukan ol eh pesawat terbang itu
atau untuk suatu tuntutan yang tinbul dal am perjal anan.

Ket entuan dal am alinea di atas tidak berlaku terhadap sita yang

di | etakkan karena tuntutan kenbali dari suatu pesawat terbang yang

dicuri.

Pasal 763;j.
Dengan tidak nengurangi ketentuan dalam alinea di mnuka, tidak bol eh
di l etakkan sita atas suatu pesawat terbang, bila untuk
nmenghi ndari nya tel ah di beri jam nan yang cukup. Pengangkat an dengan
segera di perintahkan atas sita yang telah diletakkan bila diberi
j am nan yang cukup.
Jam nan itu adal ab cukup, jika nmenutup jum ah dari tuntutan utang
dan bungabunga dan khusus untuk di bayarkan pada kreditur, atau jika
jamnan itu nmenutup nilai dari pesawat terbang, jika ini lebih
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kecei|l daripada jum ah utang dan biaya-biaya.

Bi | a pada waktu menawarkan jam nan untuk menghi ndari penyitaan
terjadi perbedaan pendapat tentang jum ah atau jenis jam nan, naka
ketua raad van justitie, dalam daerah nmana pesawat terbang itu
berada, atas pernohonan dari pihak yang paling siap, nerutuskan
sesudah nmendengar atau nenmanggi| dengan eukup pihak |awan atau
wakiinya. Panggilan itu dilakukan dengan surat tercatat ol eh

panitera. (RB9. 321-1° 322-20°)

Pasal 763Kk.
Bi |l a bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal di
nmuka atau tanpa dasar hukum yang sah dil etakkan sita atas suatu
pesawat terbang, naka pi hak yang nel et akkan sita di hukum unt uk
menbayar biaya-bi aya, kerugi an-kerugi an dan bunga- bunga.
Ket entuan seperti dimaksud dal am alinea di muka berlaku juga, jika
debi tur di haruskan menberijam nan untuk menghindari sita yang, jika
sita dil etakkan, bertentangan dengan ketentuan dal am pasal 763i atau
di anggap tanpa dasar hukum yang sah.

BAB V
PERHI TUNGAN DAN PERTANGGUNGI AWABAN
(Weesk. 79a.)

Pasal 764.
Orang yang berkewaji ban nengadakan perhitungan, akan tetapi lala
mengadakan perhi tungan, dipanggil ol eh yang berkepentingan nenurut
jalan biasa dan perkaranya diperiksa nenurut acara biasa. (KUHPerd.
105, 124, 307 dst., 332, 409i 449, 452, 465, 472, 476, 482, 485,
790, 1014, 1036, 1130, 1354, 1002; Rv. 1 dst., 99, 118, 775.)

Pasal 765.
Dal am keput usan haki m yang neneri nt ahkan untuk mengadakan
per hi t ungan, ditetapkan waktunya, dalam waktu nmana di angkat seorang
haki m komi saris dan di hadapannya dil akukan perhitungan. (Rv. 55-6%
776.)
Haki m kom sari s nenetapkan hati di adakannya perhitungan.
Bi | a pi hak yang berkewaji ban nengadakan perhitungan tidak datang
menghadap pada hari yang tel ah ditetapkan, atau tidak nmengadakan
perhitungan, maka ia, bila hal ini dituntut, dipaksa dengan di adakan
penyi taan dan penjual an barang- barangnya sanpai sejum ah yang
di t et apkan dal am keput usan haki m
Paksaan badan terhadapnya dapat juga diputtiskan oleh hakim bila
haki m nemandang hal itu perlu. (Rv. 58, 445, 501, 580-3° 8 dan 10°
593.)

Pasal 766.
Ji ka suatu keputusan haki m di bat al kan pada tingkat banding yang
senmul a nmenol ak tuntutan untuk mengadakan perhitungan dan
pertanggungj awaban, maka perhitungan di adakan dan dinilai di hadapan
haki m yang telah neneriksa tuntutan itu, atau di hadapan hakim lain
seperti ditunjuk ol eh keputusan haki m tingkat banding. (Rv. 350
dst., 765.)
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Pasal 767.
Per hi tungan nenuat penerinaan dan pengel uaran yang sebenanya. Dal am
hal penerimaan nel ebi hi pengel uaran, nmaka pihak, terhadap siapa
per hi t ungan di adakan, dapat menuntut pada haki m komi sari s untuk
nmengel uar kan surat perintah agar nenbayar kel ebi hannya itu, tanpa
adanya anggapan bahwa dengil n denikian ia telah nmenbenarkan
per hitungan. surat perintah ini dikeluarkan dal am bentuk seperti
tersebut dal am pasal 435 (). (Rv. 771.)
(1) Mengenai bunyi pasal 435, |ihat catatan kaki pasal 487.

Pasal 768.
Per hi tungan itu diberitahukan kepada pihak | awan, dan surat-surat
yang di gunakan sebagai bukti disanpai kan dengan tanda texi na atau
dengan perantaraan kepaniteraan. (Rv. 765, 769 dst.)
(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Penberitahuan ini dilakukan dal am suatu
t enggang waktu yang ditetapkan ol eh haki m kom saris pada waktu
di adakan per hitungan.
(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Dalam hal penberitahuan tidak dilakukan
dal am waktu tersebut, maka terhadap pihak yang berkewaji ban
nmengadakan perhitungan berlaku alinea ketiga dan alinea keemnpat
pasal 765. (Rv. 766, 770, 780.)

Pasal 769.
Bi |l a pi hak, kepada siapa harus di adakan perhitungan, nenilih
beberapa pengacara, namun nenpunyai kepentingan saina, naka
penberitahuan dan penyanpai an tersebut di atas dil akukan hanya
kepada pengacara yang tertua.
Akan tetapi jika nmereka nenpunyai kepentingan berbeda, maka
penberitahuan itu dilakukan tersendiri kepada masi ng-masi ng
pengacara. (Rv. 768.)

Pasal 770.
Dal am waktu satu bul an sesudah penberitahuan, maka pihak, kepada
si apa di adakan perhitungan, harus nenbenarkan perhitungan itu atau
jika tidak, nenyuruh menberitahukan kepada pi hak | awan suatu surat
bant ahan, kecuab jika haki mkom saris nenberi waktu perpanangan
| ebi h 1 ana karena al asan-al asan keadilan. (Rv. 768.)
Dal am t enggang waktu yang sama sesudah penberitahuan dari surat
bant ahan, pi hak yang mengadakan perhitungan bebas untuk nenyuruh
nmenberit ahukan kepada pi hak | awannya suatu risalah dari bantahan-
bal asan untuk nenbenarkan perhitungannya dan penyel esai an dari
al asan-al asan yang di aj ukan terhadap itu. surat-surat kedua bel ah
pi hak di sebut pada akhir risalah, dan diberitahukan dengan tanda
terima atau dengan perantaraan kepaniteraan. (Rv. 768, 774.)

Pasal 771.
Paling lama enpat belas hari setelah penberitahuan bant ahan-bal asan
atau segera setel ah tenggang waktu yang diberikan untuk itu | anpau,
haki mkom sari s, atas pernohonan dari pihak yang pahng siap,
nmeneri nt ahkan agar para pi hak datang nmenghadap padanya pada hari dan
jam yang ditetapkan dal am surat perintah, untuk nenel askan tentang
soal -soal yang di sengketakan, dan, jika nungkin, untuk nencapa
kesepakatan tentang hal itu. Bila para pihak tidak dapat nenperol eh
kata sepakat, haki mkom saris nenbuat berita acara nmengenai semuanya
itu; ia nmenyanpai kan | aporannya kepada sidang pengadil an pada hari
yang ia tetapkan, dan para pi hak di haruskan hadir di situ tanpa
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pem eritahuan lebih lanjut, agar dapat menyanpai kan kepenti ngan
nereka secara lisan. (Rv. 774.)

Pasal 772.
Dal am keputusan yang dij at uhkan bantahan tentang perhitungan di buat
seluruh jum ah peneri maan dan pengel uaran serta ditetapkan sal donya.
(Rv. 350, 580-8-, 766, 774.)

Pasal 773.
Ti dak di per kenankan perhitungan ul angan atas dasar kekeliruan
per hi tungan, penghapusan, pos-pos paisu atau rangkap, akan tetapi
para pi hak hanya bebas untuk nmenuntut pada haki m yang sana suatu
perbai kan tentang itu. (Rv. 772.)

Pasal 774.
Bila orang, kepada siapa perhitungan harus di adakan, tidak
menberitahukan surat bantahannya, atau kenudi an, tidak nengaj ukan
kepenti ngannya dengan cara seperti tersebut dalam pasal 771, naka
keputusan dijatuhkan atas surat-surat yang diserahkan, tanpa
di per kenankan perl awanan terhadap keputusan ini. (Rv. 83, 770 dst.)
Bil a, berdasarkan keputusan ini, pihak yang berkewaji ban nmengadakan
per hi tungan nmenpunyai utang sejunlah uang, neka iadapat nenahan uang
itu sanmpai dituntut, tanpa untuk itu terhutang bunga. (KUHPerd. 413,
1805.)

Pasal 775.
Senua orang yang berkewaji ban nmengadakan perhitungan dan ingin
mengadakan perhitungan, karena penol akan atau kel al ai an orang- or ang
yang berkepentingan untuk neneri ksa dan nenutup perhitungan itu,
dapat menyuruh nemanggil nereka nenurut cara yang biasa ke hadapan
haki m yang dapat memanggil pihak yang berkewaji ban nmengadakan
per hi t ungan untuk nengadakan perhitungan. (Rv. 99, 764.)

Pasal 776.
Pengangkat an haki m konmi sari s, di hadapan siapa perhitungan dapat
di adakan, dan peneri ksaan, penbantahan serta penutupan tersebut
harus di proses dengan cara bi asa, dan dengan nenperhati kan
per at ur an- peraturan khusus dari bab ini. (Rv. 764 dst., 781.)

Pasal 777.
Akan tetapi jika para ahli waris yang nenerina warisan dengan hak
i sti mewa untuk pendaftaran harta peninggal an (beneficiaire
erfgenanen) atau orang-orang |lain yang berkewaji ban nengadakan
per hi tungan ingi n mengadakan perhitungan, dan bila hal itu harus
di adakan, bai k pada sejunl ah besar orang yang berkepentingan, pada
orang-orang yang berkepentingan yang hanya sebagi an di ket ahui
maupun akhinmya di antara nereka terdapat orang-orang yang tak hadir,
maka orang-orang yang berkewaji ban nengadakan perhitungan itu dapat
mengaj ukan per nohonan kepada haki m tersebut dal am pasal 775, agar
nmenet apkan suatu tenggang waktu yang pantas untuk nemanggil di
hadapannya secara umum orang-orang yang berkepenti ngan yang
di ket ahui dan yang tidak diketahui. (KUHPerd. 467, 1035 dst., 1130

Rv. 6-7° 779, 786.)

Pasal 778.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Tenggang waktu itu, setelah nendengar
pi hak kej aksaan, ditetapkan nenurut jarak yang diperkirakan dari
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tenpat tinggal atau kedi aman dari orang-orang yang berkepentingan,
dan juga diperintahkan agar panggilan itu, nenurut |ebib atau kurang
pentingnya perkara, baik sekaligus maupun berkali-kali dinuat dalam
satu surat kabar atau |ebih yang ditunjuk dalamperintah itu, dan
juga agar turunannya ditenpel kan pada tenpat sidang nmajelis hakim

(KUHPerd. 467, 1036; Rv. 6-7°, 777, 780 dst.)

Pasal 779.
Perintah itu juga, jika haki m memandang perlu dan dapat
di | aksanakan, neruat keharusan untuk menmanggil pihak-pihak yang
ber kepenti ngan yang di ket ahui dengan surat-surat edaran dengan
per ant araan kepaniteraan; penmohon harus nenunjuk untuk keperluan itu
nanma- nama dan tenpat-tenpat tinggal nereka dal am surat
per mohonannya. (F. 105; Rv. 777 dst., 782.)

Pasal 780.
Orang yang berkewaji ban nengadakan perhitungan nenyerahkan
pehi tungan dengan surat-suratnya di kepaniteraan dengan tanda terim
sel ama tenggang waktunya untuk dilihat orang-orang yang
ber kepenti ngan, dan menberitahukan hal itu dalam surat panggil an,
juga dal am surat-surat edaran, bila cara pangggilan ini juga
di peri ntahkan oleh hakim (Rv. 768, 770, 778 dst.)

Pasal 781.
Pada hari yang ditetapkan, untuk nermenuhi ketentuan dal am pasal 776,
ant ara pi hak- pi hak yang datang nmenghadap ditenmpuh acara biasa dan
dengan nenperhati kan ket entuan-ketentuan khusus dari bab ini. (Rv.
777 dst., 782 dst.)

Pasal 782.

Ter hadap para yang berkepentingan |ai nnya, bai k yang di ket ahui
maupun yang tidak diketahui, diputus verstek dan, untuk keuntungan
mer eka, di perintahkan panggil an kedua dengan cara seperti diatur
dal am pasal 778 dan 779, dan terhadap tergugat-tergugat yang hadir,
per karanya ditahan sanpai hari nengaj ukan lagi, untuk kerudi an
peneri ksaan dil anjutkan, dan terhadap |ai nnya di nrohonkan putusan
verstek untuk kedua kalinya. (Rv. 81, 107, 117, dst., 781, 783.)

Pasal 783.
Keput usan haki m yang dijatuhkan kenudi an nengi kat senua pi hak, dan
ti dak di perkenankan nengaj ukan perlawanan. (Rv. 81 dst., 330, 771
dst., 774, 781 dst., 786.)

Pasal 784.
Bi | a harus di adakan ketentuan tentang tingkatan, naka hal itu
di | akukan sesuai dengan peraturan-peraturan tentang hal itu yang
terdapat dalam reglenmen ini. (KUHPerd. 1037 dst.; Rv. 482 dst, 547
dst.)

Pasal 785.
Pi hak- pi hak yang berkewaji ban nengadakan perhitungan, sel ama
sengketa tentang ketentuan nengenai tingkatan itu bergantung, dapat
menbebaskan diri dari sal do yang ada padanya, dengan nenyetor ke
kas- peni ti pan (consignatiekas), dan penyetoran itu dapat juga
di peri ntahkan atas tuntutan dari pihak-pi hak yang berkepentingan

(KUHPerd. 1406-2°.)
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Pasal 786.
Ji ka dal am hal -hal seperti dalam pasal 777, atas panggilan sepert
diatur di situ, tidak seorang pun datang nmenghadap, maka di putus
verstek, dan, untuk keuntungan nereka, diperintahkan panggilan guna
nmenghadap di depan haki m untuk kedua kalinya dan bila atas panggilan
itu tidak seorang pun datang nenghadap, perhitungan ditutup, dan
sal donya ditetapkan sedem ki an yang nenurut pandangan haki m adal ah
sah berdasarkan surat-surat. Terhadap keputusan hakimini tidak
di per kenankan nengaj ukan perlawanan. (Rv. 81, 783.)

Pasal 787.
Pada instruksi untuk bal ai-balai harta peninggal an ditentukan,
apakah dan sanpai di nmanakah peraturan-peraturan dal am bab ini
berl aku terhadap balai-balai itu. (KUHPerd. 416, Wesk 78a, 80.)

BAB VI
PEVERI KSAAN PERKARA SECARA KHUSUS

Bagi an 1. Peneri ksaan Perkara D Depan Raad Van Justitie Dal am Perkara
yang Ti dak
Mel ebi hi Dua Ratus Cul den.
Qugur berdasarkan S, 1901-15.

Bagi an 2. Penetapan Hak M Iik (E gendonsrecht) Atas Barang -barang
Tet ap.

Pasal 800.
(s.d.u. dg. S. 1894 -262.) Seseorang yang menurut ketentuan dal am
pasal 621 dari KUHPerd. nohon untuk ditetapkan hak mliknya
(ei gendonsrecht) atas barang barang tetap yang ia kuasai (bezitten),
nengaj ukan surat pernohonan disertai al asan-al asan dengan
nmel anpi rkan surat-surat yang bersangkutan pada raad van justitie,
dal am daerah man, terletak barang-barang itu yang nernuat sifat dari
barang-barang itu, |etaknya, berdasarkan penbagi an kadaster, atau
jika hal itu tidak pemah terjadi, nmenurut pengukuran ol eh pengukur
tanah penerintah, nonor pendaftaran verpondi ng, nama yang di kena
untuk barang itu, dan jika mengenai mlik-mlik tanah, disebutkan
| uasnya. Bersama itu ditentukan pengacaranya dan dipilih tenpat
tinggal dalam jarak sepuluh pal dari gedung tenpat raad van justitie
ber si dang.
Ket entuan dal am al i nea kedua pasal 106 berlaku di sini

Pasal 801.
(s.d,u. dg. S. 1894-262.) Raad van justitie nmenerintahkan agar
per nohonan itu diunmunkan tiga kali berturut-turut dengan waktu
antara paling sedikit satu bulan dalam surat kabar resmi, juga dal am
surat kabar lain yang ditunjuk oleh raad vaniustitie, dan juga agar
surat pernobhonan dengan surat-surat yang diaj ukan ditenpatkan di
kepani teraan untuk dilihat oleh mereka yang berkepentingan. (Ov.
105; RBg. 322-21°%)
Pengumuman- pengunuman di kedua surat kabar harus nenuat:
1°. nama kecil, nanma, juga tenpat tinggal yang sebenanya dan yang
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dipilih dari permohon; (KUHPerd. 17, 24 dst.; Rv. 800.)

2% isi pokok dari pernohonan, dengan Penyebutan raad van justitie,
yang kepadanya di aj ukan pernohonan itu;

3°. penyebutan dari sifat barang-barang, tentang batas-batasnya,
tentang nama yang sekiranya di kenal, tentang nonor pendaftaran
ver pondi ng, tentang daerah, afdeeling, distrik, kota, |ingkungan
atau kanpung, desa atau desa-desa, di nana barang-barang itu
terletak, tentang |etaknya nmenurut penbagi an kadaster, atau
sepanjang hal itu tidak pemah terjadi, nenurut pengukuran ol eh
pengukur tanah pererintah, tentang nama pengukur tanah
Pereri ntah, ol eh siapa pengukuran dil akukan, dan tentang
penandat angan dan nonor surat ukur, juga jika mlik-mlik tanah
luas, tentang luasnya; (KUHPerd. 1186-4° Rv. 506-3° 517-2°%

4°. pengacara yang ditunjuk. (Rv. 800.)

Panitera dari raad van justitie mengirim segera turunan surat

peri ntah kepada kepal a daerah, di nana barang-barang itu berada,

unt uk di ununkan setenpat.

Pasal 802.
Ter hadap pernmohonan itu tidak dapat dianbil keputusan sebel um | ewat
tiga bulan setelah terjadi pengumurman terakhir dal am surat kabar
resm. (Rv, 800, 807,)
Sanpai akhir tenggang waktu itu setiap orang yang berkepenti dgan
berwenang unt uk nengaj ukan perlawanan untuk di kabul kannya per nohonan
itu. (Rv. 803, 806 dst.)

Pasal 803.
Perl awanan itu dil akukan dengan suatu keterangan yang di beri kan atas
nama pel anan ol eh seorang pengacara di kepaniteraan raad van
justitie, dan dicatat dalam daftar untuk keperluan itu. (Rv. 802.)
Per| awanan itu, dengan ancaman gugur, dalam waktu satu bulan diikuti
dengan pemanggil an dal am bentuk biasa yang di beritahukan kepada
Pemohon secara pribadi atau di tenpat kedi aman yang sebenanya atau
yang dipilih. (KUHPerd. 17, 24 dst.)

Pasal 804.
Bi |l a penguasa (bezit) dari penohon di bantah ol eh pel awan, perkaranya
akan diperiksa Seperti terhadap tuntutan-tuntutan dal am perkara hak
nenguasai, dan pernohonan untuk Pernyataan-hak mlik ditolak jika
permohon ternyata tidak menguasai barang-barang yang di sengketakan,
dengan tidak nengurangi hak dari yang tersebut terakhir untuk
mengaj ukan gugat an nengenai barang-barang itu dengan cara biasa.
(KUHPerd. 529 dst., 548 dst., 550 dst.; Rv. 103 dst., 191 .)

Pasal 805.
(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Bila pelawan mengaku pemilik barang-
barang yang di sengketakan, perlawanannya di anggap tidak beral asan,
jika ia tidak dapat menbuktikan hak mliknya. (Rv. 118 dst.)

Pasal 806.
Ji ka dal am tenggang waktu yang ditetapkan dal am pasal 802 tidak ada
perl awanan yang tercatat di kepaniteraan, atau juga jika perlawanan
yang di aj ukan di nyat akan gugur karena keterangan itu tidak diikuti
ol eh penanggi |l an dal am tenggang waktu yang ditetapkan, dem kian pula
jika para pelawan di nyatakan tidak beral asan dal am perl awanan yang
di aj ukan, nmaka raad van justitie menganbil keputusan tentang


http://www.legalitas.org

www.legalitas.org

139

pernyat aan-hak milik setelah nmendengar pi hak kejaksaan. (Rv. 803,
805.)

Pasal 807.
(s.d.u. dg. S. 1894-262,) Dal am bal pernohonan di kabul kan,
keputusan haki mitu di umunkan dal am surat kabar resm dan surat
kabar yang ditunjuk oleh raad van justitie berdasarkan pasal 801

alinea kesatu. (RBg. 322-21°%)

Pengumuman- pengunmunan itu neruat, selain yang diatur dal am ayat
kedua pasal 801 tentang pengununan-pengununan pernohonan, penyebutan
bahwa pernmohonan itu di kabul kan, dem ki an pula hari

di t andat angani nya keputusan haki m Pengunuman- pengumunman itu

di ul ang sesudah |ewat tiga bul an.

Panitera raad van justitie nengl nm segera suatu turunan dari

keput usan haki m kepada kepal a daerah, di nmana barang-barang itu
berada, untuk diunmunkan setenpat.

Pasal 808.
(s.d. u. dg. S. 1894-262.) Selama waktu satu tahun sesudah terjadi
pengunuman terakhir dal am surat kabar resm, setiap orang yang
ber kepenti ngan yang perl awanannya di dasarkan atas sarana-sarana
seperti diajukan pada perlawanan nenurut alinea kedua pasal 802
yang bel um di putus dengan kekuatan bukum yang tetap, dapat
mengaj ukan perl awanan dengan cara seperti diatur terhadap keputusan-
keput usan haki m dengan ver st ek.
Bil a sebel um tenggang waktu tersebut |anpau tidak terjadi
perl awanan, juga bila perlawanan yang di aj ukan dal am t enggang waktu
itu dinyatakan tidak beral asan, naka panitera raad van justitie,
sesudah tenggang waktu untuk nai k banding atau untuk mengaj ukan
kasasi |anpau, jika raad telah nmengadakan keputusan dal am ti ngkat
terakhir, menberi surat keterangan sebagai bukti bahwa terhadap
keput usan haki m nengenai pernyataan hak mlik tidak dapat diajukan
perl awanan | agi, dan keputusan hakim ini diunmunkan ol eh atau atas
nanma yang berkepentingan di kantor penyinpanan hi potek-hi pot ek,
dal am daerah mana barang-barang itu berada, dengan menyer ahkan
ket erangan tersebut di atas seperti diatur ol eh KUHPerd. (KUHPerd.
622; Rv. 83 dst., 334, 402.)

Bagi an 3. Penawar an Penbayaran, Dan Penitipan D Pengadilan Atau
Consi gnati e.

Pasal 809.
Berita acara tentang penawaran penbayaran harus nenuat barangbamg
atau jenis uang-uang yang ditawarkan. (KUHPerd. 1405-7° 1406- 3"
Rv. 675-4°%)
Berita acara itu dilakukan pada kreditur sendiri atau di tenpat
ti nggal nya dan di dal ammya di sebutkan jawaban dari kreditur atau,
jika ia tidak ada, dari orang, kepada siapa tawaran itu dil akukan.

(KUHPerd. 1405-6% Rv. 3.)

Jawaban ini ditandatangani oleh kreditur, atau jika ia tidak ada,
ol eh orang yang nenberi jawaban.

Jika kreditur atau orang yang nenberi jawaban nenol ak untuk
nmenandat angani, atau menerangkan tidak dapat nenandat angani, naka
hal itu harus disebut dalam berita acara yang di beri tanggal dan
di t andat angani ol eh notaris atau juru sita, dan dari padanya harus
di buat turunan yang di serahkan kepada kreditur sendiri atau tenpat
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ti nggal nya senmuanya atas ancaman kebatalan. (Rv. 8, 92.)

Dal am hal notaris atau juru sita tidak nenenukan bai k kreditur
maupun seseorang dari sesama penghuni di tenpat tinggal nya, naka ia
berbuat seperti ditentukan dal am pasal 3. (KUHPerd. 1395, 1470.)

Pasal 810.
Bila barang atau uang yang ditawarkan tidak diterim, maka debitur
bol eh nenitipkannya di pengadilan, asal nenperhatikan apa yang
diatur diBagian 2 Bab |V Buku Ketiga KUHPerd. (KUHPerd. 1404 dst.

1406, 1412; Rv, 591-2° 812.)

Pasal 811.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) CQugatan untuk pernyataan-sah atau
per nyat aan-batal dari penawaran- penawaran yang di aj ukan atau dari
peni ti pan di periksa seperti gugatan biasa. Jika penawaran atau
penitipan dem kian itu terjadi dalam perkara yang bergantung, naka
hal itu diperiksa sebagai suatu insiden. (KUHPerd. 1405-6° 1406;
Rv. 99, 106, 241, 926 jo. RO 116f huruf f.)

Pasal 812.
Peni ti pan sukarela atau penitipan di pengadilan tidak mengurangi
hak- hak yang tinbul dari penyitaan yang telah dilakukan jika hal itu
telah terjadi, dan diberitahukan oleh juru sita kepada orang-orang
yang nel et akkan sita dan pel awan-pel awan. (KUHPerd. 1406, 14009,
1412; Rv. 68, 435, 477 dst., 728 dst., 811.)

Bagi an 4. Kuasa Dari Perenpuan yang Kaw n.

Pasal 813.
Ji ka seorang suam ditenpatkan di bawah penganmpuan, atau berada
dal am keadaan tidak nmungki n untuk menguasakan isterinya, atau jika
i a menpunyai kepentingan yang bertentangan, maka si isteri yang
mener | ukan kuasa untuk nendapat kannya nengaj ukan surat pernohonan
pada raad van justitie yang diputuskan dal am si dang pernusyawar at an.
(KUHPerd. 21, 108 dst., 114, 125, 451.)

Pasal 814.
Bila si isteri nenerangkan bahwa suam nya yang sebenanya dapat
menberi kuasa, tetapi nenol aknya, naka raad vanjustitie tidak dapat
menut uskan atas pernohonan itu, kecuali si suam telah didengar atau
tel ah di panggil dengan cukup. (KUHPerd. 21, 112; Rv. 821.)
(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Dalam hal tenpat tinggal nya jauh, naka
pendengaran si suam dapat diperintahkan pada residentierechter.

Pasal 815.
Bil a dal am suatu perkara terhadap seorang perenpuan yang kaw n,
suam dipanggil untuk mewakili isterinya, dan ia tidak datang

nmenghadap, maka haki m menberi kan kuasa itu. (KUHPerd. 105, 110 dst.)
Bagi an 5. Pencegahan Perkaw nan.

Pasal 816.
Pada pencegahan perkaw nan, perlawanan dil akukan dengan suatu akta
yang di beritahukan oleh juru sita bai k kepada pegawai catatan sipi
maupun kepada pi hak, terhadap siapa perlawanan itu ditujukan

(KUHPerd. 52, 70, 71-6% BS. 59; Rv. 1 dst., 8.)
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Akta ini menuat al asan-al asan dari perlawanan itu, dan kedudukan
yang nmenberi hak kepada pel awan untuk nenentang perkaw nan itu.
(KUHPerd. 60 dst., 67 dst.)

Akta itu juga nmenuat tenpat tinggal yang dipilih di tenpat atau
tenpat-tenpat, di mana perkaw nan seharusnya dil angsungkan; senuanya
di ancam dengan kebatal an. (KUHPerd. 24, 53, 59 dst., 76.)

Pasal 817.
Tuntutan untuk pengangkatan perlawanan itu diaj ukan dengan cara
bi asa dan diperiksa oleh raad van justitie, dalam daerah mana tel ah
dipilih tenpat tinggal dan atas tuntutan itu harus secepatnya
di anbi | keputusan. (KUHPerd. 66, Rv. | dst., 816.)
Bila dipilih tenpat tinggal dalam daerah |ebih dari satu raad van
justitie, maka gugatan diajukan pada sal ah satu, tergantung pada
pi li han penggugat. (KUHPerd. 24, 53, 66, 70, 76.)

Pasal 818.
(s.d.u dg S. 1908-522.) Terhadap keputusan haki m yang nenut us
tuntutan untuk pengangkatan perlawanan terhadap perkaw nan, dapat
segera di aj ukan pernmohonan bandi ng dan di aj ukan dal am waktu tiga
pul uh hari sesudah keputusan. (Rv. 15, 68, 83 dst., 334, 338, 385
dst., 402 dst., 435.)

Bagi an 6. Pemi sahan Barang- bar ang.

Pasal 819.
Tuntutan untuk pem sahan barang-barang tidak dapat diajukan ol eh si
isteri taripa kuasa dail ketua raad van justitie, dalam daerah hukum

mana suam nya bertempat tinggal. (Rv. 824; KUHPerd. 110, 111-2° 186
dst., 243.)

Pasal 820.
Untuk tujuan itu, isteri yang nem nta pem sahan barang- barang harus
nmengaj ukan surat permohonan yang nenuat al asan-al asan kepada raad
van justitie, dan R v.J. dengan surat perintah yang ditenpatkan di
atas surat pernohonan tersebut nenerintahkan agar para pihak datang
menghadap padanya pada hari dan jam tertentu secara pribadi agar
jika mungkin, nmereka dengan perantaraannya dapat nengusahakan suatu
per muf akat an.
Turunan dari surat perintah ini dan surat pernohonan diberitahukan
kepada si suam paling |lanbat tiga hari sebelum hari yang ditetapkan
untuk datang nmenghadap. (Rv. 15, 234, 821, 833.)
(s.d.u. dg. S. 1923-287, 441.) Jika terdapat al asan yang sah
tentang hal angan untuk datang nmenghadap, maka ketua raad van
justitie pergi ke rumah suam -isteri itu
(s.d,t, dg. S. 1923-247, 441; s.d.u. dg. S. 1925-497.) Jika suam -
isteri bertenpat tinggal di luar daerah di mana raad vanjustitie
berada, naka ketua raad van justitie dapat menunjuk
residentierechter atau, jika ia tidak ada, berhalangan atau tidak di
tenpat, kepada kepal a penerintahan setenpat untuk nel akukan
per buat an- per buat an seperti tersebut dalam alinea kesatu dan ketiga
Pej abat yang ditunjuk harus nmenbuat berita acara tentang apa yang ia
tel ah | akukan dan segera nengirinkannya kepada ketua raad van
justitie. (RBg. 322-19°%)
(s.d. t. dg. S. 1925-678i0. S. 1926-63.) Bila suam atau siteri
atau kedua- duanya, berkedi aman di |uar |ndonesia, ketua raad van
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justitie, sepanjang nengenai turut canmpur tangannya seperti disebut
dal am pasal ini, diganti oleh penguasa pengadil|lan dari negara, di
mana nereka berdiam atau ol eh pejabat konsul at | ndonesia di daerah
tenpat tinggal nereka

(s.d.t. dg. S. 1925-678jo, S 1926-63.) Setelah nmenerina berita
acara nmengenai hal itu, maka ketua raad van justitie, jika terdapat
al asan, menberi kuasa untuk nengaj ukan gugatan

Pasal 821.
Bila si isteri pada hari yang ditetapkan tidak datang nenghadap
tanpa suatu al asan yang sah, pernohonannya di anggap gugur.
Bi | a kedua pi hak datang menghadap dan tidak dapat dipertermukan, atau
jika si suam, setelah dipanggil dengan cukup, tidak datang
menghadap, naka ketua raad van justitie nmenberi kuasa yang dininta
kepada si isteri untuk nenggugat ke hadapan raad van justitie.
(KUHPerd. 112; Rv. 813 dst., 834.)
(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Tentang hasil dari kehadiran itu dibuat
berita acara.
al i nea keenpat dan kelinma diubah dg. S. 1923-281, 441, dan ditarik
kembali dg. S.192,5-678io0. S. 1926-63.)

Pasal 822.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Tuntutan untuk pem sahan diberitahukan

dengan jal an pengunuman- pengunuman yang ditenpel kan di ruang sidang

dan pada gedung, di nana raad van justitie bersidang, dan dinuat di

sal ah satu surat kabar di karesidenan, atau jika tidak ada, di

kar esi denan terdekat.

Pengurmuman- pengunuman itu harus menuat:

1°. penyebutan dari tuntutan akan penisahan barang- barang dan hari
di t andat angani nya;

2°. nama-nanm, nana- nama kecil, pekerjaan dan tenpat tinggal suami -
isteri. Penenpelan dilakukan oleh juru sita, dan ia nenbuat
berita acara tentang hal itu. (KUHPerd. 187 dst.; Rv. 1 dst., 8
dst., 10 dst., 282, 824, 826.)

Pasal 823.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.)Dndakan-ti ndakan yang bol eh dil akukan
sehubungan dengan pasal 190 KUHPerd. adal ah penyegel an, pencatatan
harta kekayaan dan penilai an barang-barang, penyitaan jam nan atas
bar ang- barang bergenk bersana atau kepunyaan isteri, dan penyitaan
jam nan atas barang-barang tetap bersanm, sesuai ketentuan-ketentuan
dari sepul uh pasal berikut. (KUHPerd, 215; Rv. 241, 652 dst., 672

dst., 675-3° 720 dst., 763a dst., 763h dst., 824, 840.)
Dg. S. 1908-522 ditanbahkan pas. 823a-j.

Pasal 823a.
I zin untuk nmenganbil satu atau lebih tindakan ini dapat dimnta
kepada ketua raad van justitie pada saat atau sesudah nengaj ukan
surat pernohonan seperti di naksud dal am pasal 820
Ketua raad van justitie nenberi izin itu, jika ia menganggap perlu,
dapat nmenmanggil si suam. (Rv. 283, 720, 763a, 840; KUHPerd. 190.)

Pasal 823b.
(s.d.u. dg. S 1938 — 360 jis. 361, 276) Terhadap penyitaan atas
bar ang- barang bergerak bersanma atau atas barang-barang bergerak dari
isteri berlaku kalinmat kedua alinea kesatu dan ketiga pasal 444,
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pasal 447, 448, 448a, 448b, 451, 452, ahnea kesatu pasal 454, 456,
457, 458 dan 726 (1)

(s.d.t. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) Ketentuan dal am alinea
kesatu pasal 448b berl aku dal am pengertian bahwa nilai barang yang
di sita nengganti kan jum ah dari tuntutan, untuk rmana sita

di | et akkan.

Sebagai penyi npan- penyi npan dari barang itu tidak bol eh di angkat

pi hak yang nel et akkan sita, juga anak-anak atau cucu-cucu dari
suam -isteri kecuali dengan persetujuan tegas dari pihak yang

terkena sita. (RV. 454, 823, 840.)
(1) Bunyi pasal -pasal yang di maksud adal ah sbb

Pasal 444
(s.d.u. dg. S 1,908-522.) Segera pada hari berikutnya dapat dil akukan
penyi t aan.

Dem ki an pula bila penyitaan itu dil akukan dengan ekspl ot (surat perintah)
juru sita, maka yang ada pada penegangnya nerupakan surat perintah untuk
nel aksanakan penyitaan itu. (Rv. 439, 443, 463.)
Hal yang sama akan dil akukan sel ain dari pada tindakan seperl unya yang harus
di | akukan pada ekspl ot-ekspl ot biasa, juga tanmbahan perintah yang harus
di penuhi untuk kepentingan apa penyitaan itu dil akukan, (Rv. 8, 443.)
(s.d.u. dg. S. 1925-280, 497; S. 1939-288; S. 1940-3.) Juru sita akan
di bantu ol eh panitera- panitera dari raad van justitie, bila penyitaan itu
di | akukan di sal ah satu tenpat yang | etaknya tidak |ebih dari sepul uh pa
dari tenpat kedudukan pengadil an yang bersangkutan, dan bila | etak tenpat
penyitaan | ebih dari sepul uh pal, dibantu oteh pejabat yang ditunjuk ol eh
asi sten residen. Juru sita yang bersangkutan dal am berita acaranya akan
nenyebut kan j abatan dan tenpat kedi aman pej abat yang tel ah nenberi kan
bantuannya; juru sita dan pejabat yang hersangkutan akan nenandat angan
berita acara yang asli dan salinannya. (RO 64, 119; KUHPerd. 994; BS. 13
Rv. 19, 446 dst., 453, 456, 471, 560; IR 95, 113, 197.)
Al i nea keenpat ini dianggap tidak tertulis, karena tidak sesuai |agi dengan
keadaan sekar ang

Pasal 447

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Segera atau paling | anbat pada hari berikutnya,

juru sita dengan dihadiri ol eh pejabat seperti yang di sebutkan pada alinea
terakhir pasal 444, nel akukan penunjukan |ebih | anjut dan secara khusus
tentang bar ang- barang yang akan disita dan dal am beiita acara yang akan
di buat nya secara rinci nengurai kan bar ang-barang yang disita dengan
nmenyebut kan jum ah, berat dan ukuran nenurut jenisnya nasing-nasing; pihak
yang nohon penyitaan tidak dibol ehkan hadir pada waktu penyitaan itu sedang
di | akukan. (Rv. 446, 449 dst., 454, 463, 469, 471, 561, 660.)

Pasal 448
Bil a senua pintu dal am keadaan tertutup, atau penbukaan pintu ditol ak,
begitu pul a pada penol akan penbukaan kamar atau sal ah satu perkakas rumah
tangga dan dem ki an pul a pada keti dakhadi ran orang yang di kenakan sita atau
tidak terdapat seseorang yang mewakilinya, maka pejabat yang nmendanpi ng
juru sita dal am nel akukan pekerjaannya, berwenang untuk nmenbuka pintu-pintu
rumah dan per kakas- perkakas ni mah tangga. (KUHP 429.)
(s.d.u. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) Juru sita yang bersangkutan dal am
berita acara pel aksanaan sita itu, akan nenyebut kan (nel aporkan) senua ha
yang tel ah terjadi dengan dihadiri ol eh pej abat berdasarkan enpat pasa
beri kut di bawah ini. (Rv. 446, 469, 1000.)

Pasal 448a
(s.d.t. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) Bila terdapat dugaan yang
ber al asan, bahwa bar ang-barang yang harus disita berada di suatu tenpat,
yang di sewa dari pihak ketiga atau secara |ain sehingga tenpat itu dapat
di gunakan, dan dal am keadaan sedem ki an rupa sehingga untuk nenasuki tenpat
yang ber sangkut an di but uhkan bantuan pi hak ketiga, maka pejabat yang
bertugas nmenberi kan hantuan kepada juru sita yang bersangkutan, jika
terjadi penol akm untuk nenbuka pi ntu-nmasuk denmi kepentingan orang yang kena
sita, berwenang nenyuruh pihak ketiga itu nenbuka pintu yang di perl ukan
unt uk nenj al ankan penyitaan itu. Penol akan penbukaan pintu tersebut sama
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artinya dengan ketidakhadirannya atau orang yang di beri nya kuasa setel ah
di beri kan peringatan secara tertulis untuk menbuka pintu untuk keperluan
penyi t aan.
Pi hak ketiga ini wajib nenberi keterangan tentang tenpat yang di sewa atau
tenpat yang dengan cara | ain dapat digunakan untuk kepentingan itu kepada
juru sita, bila diperlihatkan bukti sebagai al asan dari pengenaan sita yang
ber sangkut an
Bar angsi apa nenyewakan atau dengan cara | ain nmenberi kan sesuatu unt uk
di pakai, seperti yang disebutkan dal am alinea-alinea sebel umya, dan dal am
hal itu dijadi kan sebagai usahanya (perusahaan), wajib nmenberitahukan
kepada juru sita yang berkepentingan tentang daftar atau surat-surat dar
para penakai nya
Mul ai dari saat datangnya juru sita di tenpat pihak ketiga untuk
nel aksanakan penyitaan berdasarkan pasal ini, orang yang kena sita tidak
di per kenankan | agi untuk masuk ke tempat/ ruangan itu tanpa kehadiran juru
sita
Pada selisih pendapat nengenal beni kerasnya pi hak ketiga dal am
nmenpert ahankan haknya, juru sita dengan segera nenghubungi ketua raad van
justitie untuk nmendapat kan jal an ke luar persoal an tersebut, dengan tidak
nengur angi wewenang orang yang kena sita dan pi hak ketiga untuk nengaj ukan
per mohonan keputusan dari pengadilan dal arn sidang singkat (kort geding).
Kalimat ketiga dari alinea pertama pasal ini berlaku juga dal am hal ini
(KUHPerd. 1140, 1142, 1548 dst., 1582, 1694 dst., 1730 dst., 1740 dst.; Rv.
448, 448b; KUHP 429.)

Pasal 448b
(s. d. u. dg. S. 1938 360 jis. 361, 276.) Bila pihak ketiga berkewajiban
seperti yng di sebutkan dal am al i nea kedua, ketiga dan keenpat dari pasa

sebelumini, ia dapat di hukumuntuk nenbayar bunga dan biaya yang tel ah
di kel uarkan untuk itu dari sitaan yang tel ah di kenakan padanya. (Rv. 7181
823b.)

Kerusakan yang mneni mbul kan kerugi an, yang diderita ol eh pi hak ketiga aki bat
penbukaan pintu dengan Cara yang tidak senestinya, diberi penbayaran gant
rugi ol eh orang yang kena sita, bila hal ini dilakukan bukan atas kesal ahan
pi hak ketiga ini, kecuali bila orang yang kena sita ini dapat
nenpert anggungi awabkannya kepada seseorang yang nel akukan hal itu dengan
cara yang bertentangan dengan penyitaan itu bila terdapat al asan-al asan
yang nenguat kan hal itu. (KUHPerd. 1367; Rv. 611, 614.)
Juru sita dan pejabat seperti yang di sebutkan dal am pasal 448, wajib
ner ahasi akan isi daftar dan surat-surat seperti yang di sebutkan dal am
al i nea ketiga pasal sebelummya; akan tetapi, asal kan terhadap orang yang
kena sita itu tidak di adakan perm ntaan perm ntaan | ainnya kecuali hanya
unt uk nmenenuhi kewaj i ban dal am nel akukan tugas penyitaan. (KUHP 322.)

Pasal 451

Dengan tidak nengurangi |arangan dan penbatasan dal am ket ent uan- ket ent uan

t erhadap penyitaan barang-barang dengan ket entuan- ket entuan khusus
ber dasar kan peraturan perundang-undangan yang telah ada atau yang akan
di adakan, penyitaan barang-barang bergerak sama sekali tidak dapat
di | aksanakan terhadap: (KUHPerd. 1786; Cpt. 65 dst.; S 1926-28 jo. 29
pasal 9; Aut. 21.)

1°. bar ang- barang yang nmenurut ketentuan dal am perundang- undangan
di nyat akan sebagai barang-barang tidak bergerak karena tujuan
pemakai annya; (KUHPerd. 507 dst.; Rv. 493.)

2° tenpat tidur dan kain alasnya yang di gunakan ol eh orang yang kena sita
dan ol eh anak anaknya yang bersanma-sana ber kedi aman dal am satu rumah
begitu pula tidak dilakukan sita terhadap pakai an yang di gunakan ol eh
orang yang kena sita beserta anak-anaknya;

3%, pakai an seragam yang di gunakan dal am di nas ketentaraan nenurut dinas
dan pangkat nya;

4°, Al at/ perkakas kerja tukang dan pekerja/ buruh yang nmerupakan kepunyaan
pri badi dal am perusahaannya; (Rv. 452-21; IR 97, 113, 1971; RBg. 138
211.)

5°. persediaan bahan nmkanan dan mi numan untuk nenenuhi kebut uhan kel uar ga
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sel ama sebul an. (KUHPerd. 1131; Rv. 452, 749-11, 1000.)
Pasal 452.
Begltu juga tidak dapat dil akukan penyitaan terhadap:

1°.  buku- buku yang berkai tan dengan pekerjaan (profesi) orang yang kena
sita yang bernilai sejun ah dua ratus gul den;

2°, peral at an dan perkakas kerja, yang di gunakan untuk nengaj arkan suatu
ilmu atau mem pel ajari suatu keseni an dan ilnu, yang nilainya sejuniah
uang yang sama seperti di atas, nenurut pilihannya sendiri; (Rv. 451-
40.)

3%, dan akhirnya dua ekor sapi atau hewan ternak atau seekor kuda atau dua
ekor babi atau dua ekor donmba atau enpat ekor kanbing, serua itu atas
pi I i han orang yang kena sita, disertakan jeram dan makanan hewan- hewan
itu yang cukup untuk persediaan satu bulan. (Rv. 454; IR 97, 113,
1970; RBg. 138, 211.)

Akan tetapi dapat pula dilakukan sita terhadap barang-barang yang

di sebut kan dal am pasal ini, bila

1°.  barang- bar ang untuk kebut uhan hi dup sehari-hari, yang diberikan ol eh
orang lain kepada orang yang kena sita itu; (KUHPerd. 1149-51.)

2°. uang yang seharusnya nenjadi hak orang yang nenbuat barang-barang, yang
nengadakan perbai kan terhadap barang-barang atau yang tel ah dijua
kepada orang lain; (KUHPerd. 1139-30 dan 50.)
3°. bar ang- barang ti dak bergerak itu di sewakan dan di pahkan atau tel ah
tersedia untuk dem kian itu. (KUHPerd. 1140 dst., 1142; Rv. 451, 749,
751, 1000.)
Pasal 454
Juru sita nengangkat seorang yang di beri tugas penyi nmpanan yang
ber kemanpuan bai k
Sebagai penyi npan tidak akan di angkat orang yang kena sita atau istrinya,
kel uarga sedarah atau senenda sanpai pada derajat keenam dal am kel uarga,
begitu juga tidak akan di angkat seorang penbantu runah tangganya; akan
tetapi sebal i knya dapat di angkat suam (istri)nya, keluarga sedarah atau
senenda dari orang-orang seisi runmah dengan persetujuan orang yang kena
sita itu dan kesukarel aan dan kesanggupan orang-orang yang bersangkutan
seperti tersebut di atas. (KUHPerd. 1330 dst., 1739; Rv. 456, 458 dst.
753; IR 197; RBg. 212.)
Pasal 456
Berita acara dapat di buat dengan segel di tenpat kejadian itu; aslinya dan
t enbusannya harus ditandat angani ol eh penyi npan (orang yang di serahi tugas
penyi rnpanan). Bila penyinpan tidak dapat nenberikan tanda-tangan, hal itu
harus di catat dal amasli dan tenbusannya. Tenbusan dari berita acara ini
di ti nggal kan pada penyi npan. (Rv. 444, 453 dst., 755.)
Pasal 457
Tenbusan dari berita acara penyitaan harus ditandatangani ol eh orang yang
kena sita di tenpat atau di ruahnya; bila ia tidak hadir di tenpat atau d
rumahnya, penandatanganan ini dil akukan ol eh penyi npan yang di angkat itu,
yang sel anj utnya dengan segera akan nengusahakan tanda-tangan dari yang
ber kepenti ngan dal am hal ini. (Rv. 3, 453 dst.)
Pasal 458
Seorang yang di serahi tugas penyi npan tidak diperbol ehkan nenakai barang-
barang yang disita itu, begitu pula nmenyewakan atau nem nankannya, dengan
sanksi tidak akan di bayarkan upah sinpan dan penmbayaran ganti rugi dan
bunga dan kal au nemang di anggap perlu dengan nenjal ani paksaan badan
(KUHPerd. 535, 556, 1239 dst., 1365, 1712, 1739; Rv. 454 dst., 459, 580-40
dan 101.)

Pasal 823c.
Dal am sita tidak ternmasuk barang-barang bergerak yang ol eh pihak
yang terkena sita ditunjuk sebagai tidak ternmasuk dal am barang-
barang bersama atau bukan kepunyaan si isteri, senuanya, kecual
yang nenj adi hak nasing-asi ng, dapat diserahkan pada keputusan dari
haki m bai k berdasar kan pasal 823d maupun berdasarkan penerapan
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alinea terakhir dari pasal 823e. (RV. 284, 452 dst., 840.)

Pasal 823d.
Seseorang yang nenerangkan pemlik dari barang-barang yang disita
atau sebagi an dari padanya, dapat nengaj ukan keberatan terhadap

penyitaan itu dengan cara seperti di maksud dal am pasal 460 ('). (RV.
823, 823e, 840.)

(1) Bunyi pasal yang di neksud adal ah sbb

Pasal 460
Bar angsi apa nengaku dirinya sebagai pem|ik barang-barang yang disita, atau
sebagi an barang-barang itu, dapat nengadakan perlawanan dengan suatu
gugat an kepada orang yang kena hukunman atau orang yang bar ang- barangnya
di kenakan sita, dan gugatan itu harus ditandatangani ol eh Petugas yang
di serahi tugas penyi npanan barang-barang itu; hal itu senua dengan sanks
batal dem hukum
(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Raad van justitie, yang nenpunyai wilayah
kekuasaan di tenpat penyitaan itu dilakukan, akan nenberi kan putusannya
nengenai hal tersebut diatas.
Penggugat yang di nyat akan kal ah dal aml perkara, akan dijatuhi hukuman
ber dasar kan al asan-al asannya, untuk nenbayar ganti rugi terhadap senua
kerugi an dan bunganya kepada pel aksana penyitaan yang bersangkutan
(KUHPerd. 150, 155, 164, 1140,1143, 114r, &t., 1341, 1365; KUHD 230, 244,
RV. 442, 454, 435 dst., 607.)

Pasal 823e.
Keput usan haki m yang nenuat penol akan terhadap tuntutan akan
pem sahan meneri ntahkan juga pengangkatan penyitaan.
Pada pengabul an terhadap pemni sahan, sita berakhir dengan penbagi an
sungguh- sungguh dari barang-barang bersana atau dengan penberian
pada isteri barang-barangnya. (RV. 823b, 827, 840; KUHPerd. 191,
194.)

Pasal 823f.
Terhadap sita atas barang -barang tetap bersanma berl aku ketentuan
dal am al i nea kesatu pasal 763b.
Pasal 726 berlaku juga pada sita ini. (RV. 506 dst., 823g, 840.)

Pasal 823g.
Pencatatan sita atas barang-barang tetap dicoret di daftar-daftar
unmum

1°. berdasarkan persetujuan dari si isteri untuk nencoret pencatatan
seperti di maksud dal am pasal 1196 KUHPerd;

2°. berdasarkan keputusan haki m yang nemuat penol akan terhadap
tuntutan akan pem sahan atau perintah pengangkatan sita. D
| uar persetujuan dari pihak-pi hak yang berkepentingan tidak
di I akukan pencoretan, kecuali dengan nenperhati kan ketentuan

pasal 437 (% dengan perubahan, bahwa tenggang waktu enpat bel as
hari sesudah penberitahuan keputusan haki m di ganti dengan
tenggang waktu enpat puluh linma hari sesudah keputusan haki m
(RB9. 322-180.)

3%, berdasarkan keterangan dari panitera pada nmajelis hakim di nana
tuntutan akan pem sahan terakhir masih bergantung, bahwa telah
terjadi pel epasan instansi atau bahwa hal itu telah gugur;

4°. berdasarkan keputusan yang nenyatakan si suanmi berada dal am
keadaan pailit atau ternyata tidak manpu ni enbayar utang-
ut angnya dan atas pernohonan dari Balai Harta Peni nggal an;

5°. berdasarkan jabatannya ol eh pegawai yang di maksud dal am al i nea
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keti ga pasal 507 dan dengan cara di mnaksud pada pencatatan dari
akta pem sahan harta perkaw nan bersama atau kutipan
dari padanya.
Pasal 763g. berlaku juga di sini. (Rv. 823f jis, 763b dan 507, 823h,
840.)
(2) Mengenai bunyi Pasal 437, lihat atatan kaki pasal 481g.

Pasal 823h.
Pengangkat an sita atas barang-barang bergerak atau barang-barang
tetap, bai k seluruhnya nmaupun sebagi an, diperintahkan ol eh haki m
yang neneri ksa atau seharusnya neneri ksa tuntutan akan Peni sahan
denganj am nan yag cukup atas pernohonan si suam .
I zin untuk nmenjual atau nenanm nkan barang-barang yang disita dapat
di beri kan ol eh haki m yang sama dengan syarat-syarat sedeni ki an yang
di pandang perlu ol ehnya untuk mencegah agar kepentingan si isteri
ti dak dirugi kan karenanya
Dal am kedua hal si isteri didengar terlebih dahulu atau harus
ternyata bahwa ia telah dipanggil dengan cukup untuk keperluan itu.
Ji ka tenpat tinggal nya jauh, pendengaran terhadap si isteri dapat
di peri ntahkan kepada residentierechter. (Rv. 725, 762, 763a, 763h,
j, 823b, 823f, 840.)

Pasal 823i.
Sita yang di perintahkan atas keputusan haki m atas barang-barang
bergenk atau barang-barang tetap menghal ang- hal angi penyitaan dan
permanf aat annya ol eh pi hak- pi hak ketiga karena utang-utang yang
terjadi sebel um dil akukan penyitaan.
Sisa dari hasil permanfaatan itu setelah dianbil ol eh pihak-pibak
ketiga dititipkan di pengadilan untuk pihak-pi hak yang
ber kepentingan. (RV. 443 dst., 482, 493, 558, 809 dst., 823 dst.
840.)

Pasal 823j.
Sita yang di perintahkan atas keputusan haki m nmengenai barang-barang
bergerak atau barang-barang tetap tidak nenghal angi si suam untuk
nmermanf aat kan penghasi | annya dengan tidak mengurangi kewaji bannya
terhadap si isteri menurut perundang-undangan atau karena perjanjian
per kawi nannya. (KUHPerd. 107, 122, 140, 146; RV. 823, 823i.)

Pasal 824.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Selain ketentuan-ketentuan yang bermaksud
unt uk nmengamankan hak, naka atas pernohonan akan peni sahan tidak
bol eh dianmbil keputusan ol eh hakim kecuali dalam waktu tiga bul an
sesudah nenperhatikan formalitas-formalitas tersebut dal am pasa
822. (KUHPerd. 188.)

Pasal 825.
Pengakuan dari suam saja tidak berlaku sebagai bukti, sekalipun
seandai nya tidak ada para kreditur. (KUHPerd. 186, 188, 1925; Rv.
230.)

Pasal 826.
(s.d.u. dg. S. 1916-530.) Peni sahan barang-barang harus di urmunkan
dengan nenenpat kan kutipan dari keputusan haki m dal am surat kabar
resm.
Kutipan itu nmenuat hari penandatanganan keputusan haki m dan
penunj ukan ol eh raad van justitie bahwa pernmohonan tel ah di kabul kan,
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nanma- nama, hama- nama kecil, pekerjaan dan tenpat tinggal dari suam -
isteri. Al asan-al asan yang nerupakan dasar keputusan haki m tidak
bol eh di nuat dal am kutipan itu. (KUH Perd. 189, 191, 245; RV. 819,

822, 830; RBg. 322-21°)

Pasal 827.
(s.d.u. dg. S. 1916-530.) Si istri tidak dapat nel aksanakan
keput usan haki m sel ai n sesudah fornalitas seperti diatur dalam pasa
di nuka di penuhi. (KUHPerd. 189, 191; RV. 90.)

Pasal 828.
iika syarat-syarat seperti diharuskan dal am bagi an ini dipenuhi
maka setelah | anpau tenggang waktu seperti disebut dalam pasal di
nmuka, keputusan haki m tentang peni sahan berl aku juga terhadap para
kreditur si suam . (KUH Perd. 188 dst., 192, 1341; RV. 578.)

Pasal 829.
i steri yang akan nel epaskan barang-barang yang berasal dari harta
bersana harus nenberi keterangan di kepaniteraan dari raad van
justitie yang nmemutuskan tuntutan atas pem sahan harta bersama itu.

(KUHPerd. 21, 126-5° 128 132; RV. 819.)

Pasal 830.
(S.d.u. dg. S. 1916-530.) Akta, di mana kebersamman barang-barang
di kenbal i kan, harus di umunkan seperti diatur dal am pasal 826
t erhadap pem sahan barang-barang. (KUHPerd. 196 dst.)

Bagi an 7. Percerai an.

Pasal 831.
Seorang suam atau isteri yang ingin nmengaj ukan tuntutan perceraian,
nmerruat kej adi an- kej adi an dan kesi npul an- kesi npul annya dengan
di sertai surat berkewajiban untuk nengajukan surat pernohonan kepada
raad van justitie yang surat bukti.
Surat pernmohonan itu di sanpai kan kepada ketua raad van justitie ol eh
suam atau isteri yang nenuntut secara pribadi, kepada siapa diberi
nasi hat - nasi hat seperlunya nenurut pandangannya
(s.d.u. dg. S. 1923-287, 441.) Jika ternyata ada al asan yang sah
atas ketidakhadirannya, naka ketua raad van justitie pergi ke rumah
kedi anan penggugat .
(s.d.u. dg. S. 1908-522; S. 1923-287,441; S. 1925-497; S. 1926-
235j0. 284.) Bila penggugat bertenpat tinggal atau berdiam di |uar
daerah, di nmana raad van justitie berada, nmaka ketua raad
vanjustitie dapat menunuk residentierechter atau, jika tidak ada,
ber hal angan atau tidak di tenpat, dapat nenunjuk kepal a daerah
setenpat untuk nel akukan perbuat an-perbuatan tersebut dal am alinea
kedua dan alinea ketiga. Pejabat-pejabat yang ditunjuk itu harus
menbuat berita acara nengenai perbuatan yang ia |akukan dati
rriengirimya segera ke raad van justitie. (RBg. 322-19°)
(s.d.u. dg. S. 1923 -287, 441.) Bila penggugat bertenpat tinggal di
| uar I ndonesia, naka ketua raad van justitie dapat nmeninta kepada
penguasa pengadilan yang ia tunjuk dari negara, di nmna penggugat
bertenpat tinggal untuk nenerinma surat pernobhonan dari suam atau
i steri yang nenggugat dan nenberi nasihat-nasi hat seperlunya menurut
pandangan penguasa tersebut, atau nenerintahkan satu dan lain ha
kepada pej abat konsul at | ndonesia yang daerahnya neliputi suam atau
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i steri yang menggugat.

Berita acara tentang hal itu dikirim kepadanya bersama dengan sur at
per mohonan. (RO 25; KUHPerd. 21, 110, 111—20, 207, 209 dst., 211,
234, 238; BS. 64; Rv. 834.)

Pasal 832.
Bi |l a penggugat tetap pada gugatannya, ketua raad van justitie
mener i nt ahkan pada bagi an bawah atau pinggir surat pernohonan, agar
suam dan isteri nmenghadap kepadanya pada hari dan jam yang
di tentukan. (Rv. 831.)
Turunan dari perintah itu harus dikirim oleh panitera kepada pihak

tergugat. (KUHPerd. 239; F. 105; Rv. 6-7° 834,)

Pasal 832a.
(s.d. t. dg. S. 1926-235j0. 284.) Bila tergugat tidak mempunya
tenpat tinggal yang di ketahui dan juga tidak nenpunyai tenpat
ti nggal yang di ketahui dal am wi | ayah | ndonesia, naka waktu untuk
menghadap ditetapkan paling sedikit enam bul an sesudah pengaj uan
surat pernohonan, dan tergugat dipanggil pada hari itu dengan dua
kali panggilan berturut-turut dengan waktu antara sedikitnya tiga
pul uh hari yang dinmuat dalam satu atau |ebih surat kabar di
I ndonesia dan di Belanda atau tenpat |ain yang ditunjuk ol eh ketua
raad van justitie, dan ditenpatkan pada bagi an yang nencol ok menur ut
pandangan ketua tersebut.
Antara hari untuk nmenghadap dan panggil an terakhir harus ada jangka
wakt u sedi kitnya tiga bulan
Dal am wakt u enmpat belas hari sesudah panggilan pertamm, turunan
panggil an itu harus ditenpel kan pada pintu utama ruang sidang haki m
yang akan nereriksa perkara itu, dan turunan kedua diserahkan kepada
pej abat penuntut unmum pada haki mitu, yang akan nenandat angani surat
aslinya sebagai nengetahui dengan menyebut tanggal nya.
Penenpel an dan penberitahuan dil akukan ol eh seorang juru sita, yang
menbuat berita acara nmengenai satu dan lain hal
Panggi | an- panggi | an nemnuat :
1°. penyebutan tuntutan untuk perceraian;
2°. nama-nana kecil dan pekerjaan dari suani dan isteri

3°. penyebutan haki m yang nemerintahkan panggilan, tanggal surat
perintah, dem kian pula hari, jam dan tenpat nenghadap;

4°. nama- nama kecil, pekerjaan dan tenpat tinggal juru sita

Bi | a sebel um nenghadap, tenpat tinggal tergugat diketahui ol eh ketua
raad van justitie, naka para pihak dapat dipanggil dengan cara biasa
unt uk rmenghadap pada hari dan jam yang ditentukan ol eh ketua

t er sebut

Pasal 833.
Suami dan isteri diharuskan nenghadap secara pribadi tanpa
di dampi ngi ol eh kel uarga terdekat atau penasihat. (Rv. 234.)

Pasal 834.
Pada hari yang ditentukan ketua raad van justitie menberikan
nasi hat - nasi hat yang ia pandang perlu kepada suam dan isteri atau
kepada penggugat, jika hanya dia yang datang nenghadap, agar
tercapai suatu perdanai an. Jika penggugat tidak datang nmenghadap
tanpa al asan yang sah, pernohonan untuk perceraian nenjadi gugur.
Dari hasil kehadiran itu dibuat suatu berita acara. (Rv. 821, 836.)
(s.d.u. dg. S 1925-678jo. S 1926-63; S. 1926-235j0. 284 S. 1928-
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424) Ket entuan-ketentuan yang ternuat dal am alinea kenpat dan kelinma
pasal 820 berlaku juga terhadap perbuataii-perbuatan yang dil akukan
ol eh ketua raad van justitie seperti tersebut dalam pasal ini dan
tiga pasal di nuka yang nenyangkut perceraian.

Pasal 835.
(s.d.u. dg. S. 1927-31jis. 390, 421.) Ketua raad vanjustitie
(R v.J,) dapat nenberikan kuasa kepada isteri yang bersangkutan
dal am berita acara yang sanma itu juga, dalam hal tidak tercapai nya
kesat uan pendapat untuk perdanai an, untuk nemasuki runmah yang tel ah
di setujui ol eh kedua bel ah pihak atau ketua itu dalam hal ini karena
j abat annya nenunj uk runmah tersebut untuk di masuki dan sekal i gus
nmenberi kan perintah agar barang-barang guna kepentingan kehi dupan
sehari - haanya nenjadi haknya untuk dipakai. deh ketua itu
sekal i gus dapat diberikan ketetapan yang dapat dijalankan terlebih
dahul u untuk menyertakan anak-anaknya bertenpat tinggal di runah
tersebut; bila dalam hal ini belum ada ketentuan di bawah penguasaan
siapa di antara suam isteri anak-anak itu berada, maka ketua dal am
ket et apannya nenerintahkan kepada siapa (suam atau isteri)
dii kutsertakan untuk diurus. Untuk kepentingan ini berlaku
ket entuan dal am al i nea kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dari
pasal 319h KUHPerd.
Ketua raad van justitie juga harus nendapat kan dasar/al asan yang
kuat untuk nenentukan sejum ah uang yang sesuai dengan nartabat dan
kekayaan si suam, yang akan diberikan kepada si isteri untuk
nmenghi dupi dan nengurusi anakanaknya bila diikutsertakan kepada si
istri. (KUHPerd. 21, 106, 212 dst., 226; Rv. 836.)
(s.d.t. dg. S 1908-522, S. 1927-31, 390,421.) Ketetapan-ketetapan
ini tetap berlaku selama proses perkara berjalan sanmpai hakim
mengadakan putusan yang lain nengenai hal itu. Bila ketua raad van
justitie tidak nmenggunakan wewenangnya berdasarkan pasal 214
KUHPerd., naka ketetapan nengenai anak-anak ini berlaku sanpa
adanya keputusan pengadil an nengenai penol akan perceraian ini yang
tel ah nenmpunyai kekuatan hukum yang pasti atau dal am hal keputusan
percerai an itu dikabul kan setelah | ewat waktu satu bulan terhitung
dari tanggal surat ketetapan nengenai penganmpuan anak-anak itu
menpunyai kekuatan hukum yang pasti.

Pasal 836.
(s.d.u. dg. S. 1923-287, 441; S. 1926-235j0. 284.) Bila antara para
pi hak tidak dicapai penyel esaian secara damai, naka ketua nenberikan
i zin kepada penohon (penggugat) untuk mengaj ukan persoal annya secara
gugat an perdata biasa dan nenetapkan jangka waktu untuk mengaj ukan
gugatan itu.
Bi | a penggugat (penohon) tidak mengetahui alamat runmah/tenpat
ti nggal pihak |awannya (tergugat) dan tergugat ini tidak hadir dal am
si dang, maka penberian izin seperti tersebut di atas ol eh ketua raad
van justitie dilakukan bila kepada ketua tel ah diberitahukan dengan
jelas -- hal ini sangat tergantung dari pendapat ketua itu sendiri -
- bahwa perohon tel ah berusaha sungguh-sungguh untuk nencari al amat
rumah/tenpat tinggal pihak |awannya akan tetapi tidak berhasil dalam
usahanya.
Bila jangka waktu seperti yang di maksudkan dal am alinea kesatu tidak
di penuhi ol eh penpbhon, maka gugurlah izin yang telah diberikan ol eh
ketua. (Rv.1 dst., 8, 15.)
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Pasal 837.
CGugat an sel anj utnya dil akukan dengan cara dan ket entuan- ket entuan
seperti pada gugatan perkara perdata biasa |ainnya, akan tetapi
si dang perkara dil akukan secara tertutup untuk umum sedangkan
keput usannya di ucapkan secara terbuka di nuka umum (RO 29;
KUHPerd. 207 dst-, 221; Rv. 22, 78, 118 dot., 843.)

Pasal 838.
Bi | a nemang beral asan untuk nenberikan izin nmengadakan penbuktian
dengan saksi-saksi, peneriksaan saksi-saksi ini dilakukan dal am
sidang tertutup untuk umum (KUHPerd. 1895; Rv. 171 dst., 842.)

Pasal 839.
(,q.d.u. dg, S. 1908-522.) CGugatan insidental yang dil akukan
ber dasar kan pasal 213 dan 214 KUHPerd. dan yang di maksudkan unt uk
nmengubah atau nencabut penetapan-penetapan ketua raad van justitie
nmenurut pasal 835 dil akukan dengan nenberi kesinpul an yang diserta
al asan- al asannya. (KUHPerd. 212; Rv.241 dst.)

Pasal 840.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Tindakan-tindakan yang bol eh dil akukan
oleh si isteri berdasarkan pasal 215 KUHPerd. untuk nenbel a haknya
adal ah sama dengan haknya dal am hal pernohonan pem sahan harta
benda yang di atur dal am pasal 823. Tetapi ia hanya dapat nenperol eh
izin untuk sita jam nan jika ada kekhawatiran yang beral asan tentang
terjadi nya penggel apan. (Rv. 720, 823a, 823j, 841.)

Pasal 841.
Syar at -syarat untuk perceraian berlaku pula untuk gugatan pisah neja
dan ranjang, karena al asan-al asan tertentu. (KUHPerd. 209 dst., 212
dst., 233 dst., 236 dst., 246.)

Pasal 842.
(s.d.u. dg. S 1925 -525.) Peraturan pasal 1910 no. 1° dan no. 2°
KUH. Perd - berlaku juga bai k dal am gugatan pisah nmeja dan ranjang
karena al asan-al asan tertentu dan dal am gugatan percerai an; tetapi
dengan ket entuan-ketentuan untuk kedua perkara, bahwa orang tua dan
anak-anak suam-isteri dapat nenbebaskan diri untuk mnenberi
kesaksi an. (KUHPerd. 207dst, 233 dst.; Rv. 831 dst.; Sv. 145 dst.
IR 145, 274.)

Pasal 843.
Put usan- put usan haki m nengenai percerai an dan pisah neja dan ranjang
di umunkan dengan cara yang ditentukan dal am Pasal 826. (KUHPerd.

221, 245, 248 dst.; BS. 64; R . 329, 334; RBg. 322-21°)
Dg. S. 1938-622 ditanbahkn Bagi an Ketujuh A (mb. 22 Des 1938).

Bagi an 7A. Cara Berperkara Mengenai Nafkah Biaya H dup.

Pasal 843a.
Gugat an- gugat an yang semata-mata unt uk:
1°. penentuan nengenai penbayaran untuk peneliharaan yang terutang
ber dasar kan buku pertama KUHPerd. (KUHPed. 206a, 225, 230b, 240°
, 246°, 301, 306°% 321 dst., 329a.)

2°. perubahan atau penarikan kenbali suatu keputusan haki m atau
penet apan tentang penbayar an- penbayaran senacam it u;
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3%, perubahan atau Penarikan kenbali suatu Pengaturan tentang
penel i haraan yang di buat ol eh para pihak;

di | akukan dengan surat Pernohonan, kecuali :

tentang tuntutan nengenai Penberian biaya Peneliharaan senentara

ol eh suam selama berl angsung perkara tentang perceraian atau pisah

nej a dan ranjang

Pernel i haraan nmencakup Peneli haraan dan pendidi k. anak yang bel um

cukup umur.

Surat Pernohonan nenuat kenyat aan- kenyataan dan keadaan- keadaan yang

nmenj adi dasar tuntutan dan disanpai kan bersanma dengan surat-surat

unt uk menguat kannya kepada raad van justitie dengan diserta

t urunan-turunan sebanyak jum ah pi hak-pi hak yang di gugat.

Raad van justitie di tenpat tinggal penohon, ternphon atau para

termohon, atas Pilihan penohon berhak untuk meneriksa tuntutan-

tuntutan tersebut di bawah No. 1° dan 3°  Tuntutan-tuntutan

tersebut di bawah 2° diajukan kepada raad van justitie yang telah
menut us gugatan yang asli. (Rv 890a .)

Pasal 843b.
Panitera nencatat di atas surat permohonan hari diterinanya
per nohonan dan segera mengirimnkan dengan surat tercatat satu turunan
surat permhonan dan turunan surat-surat |anpirannya kepada tiap-
tiap ternohon. D t anbahkan padanya suatu penberitahuan yang
menyebut kanj angka waktu yang tidak bol eh dil anpaui untuk nengaj ukan
surat jawaban seperti tersebut dalam alinea terakhir pasal ini, dan
juga tentang aki bat yang di sebut dal am alinea kesatu pasal berikut,
jika tidak di masukkan surat jawaban, dengan nenberitahukan juga
kecuali jika tergugat adal ah dewan wali, bahwa pengaj uan jawaban
hanya di bol ehkan dengan perantaraan seorang pengacara, dan dengan
penj el asan tentang cara yang harus ditenpuh untuk nendapat bantuan
secara cuma-cuma dal am hal tergugat adal ah orang yang miskin. Jika
bai k tenpat tinggal naupun tenpat kedianan di mana tergugat tidak
di kenal, maka panitera nermuat segera suatu panggil an dalam satu atau
beberapa surat kabar yang ditunjuk oleh raad van justitie agar yang
ber sangkut an nmenganbil| surat-surat tersebut di kepaniteraan raad van
justitie.
Tergugat dal am waktu yang ditentukan ol eh ketua, dengan
nmenper hat i kan keadaan, sedikitnya tiga mnggu sesudah pengiriman
atau penanggi |l an nmengaj ukan surat jawaban kepada raad van justitie.
Hal itu disertai turunan surat jawaban yang oteh partitera segera
di ki ri mkan kepada penggugat .

Pasal 843c.
Raad van justitie tanpa nmendengar para pihak |ebih |anjut,
rnengabul kan gugatan, jika dalam jangka waktu yang ditentukan tidak
ada surat penbel aan yang masuk dari pihak tergugat, kecuali jika
gugat an di anggap mrel awan hukum atau tidak nmenpunyai dasar. (Rv.
843h.)

Tiap tergugat yang tidak dapat nenerina penetapan itu dapat

nmengaj ukan perl awanan dal am waktu tiga puluh hari sesudah penetapan
atau suatu akta yang di buat berdasarkan gugatan itu atau untuk

pel aksanaannya tel ah diberitahukan kepadanya pribadi dengan
perantaraan juru sita atau setelah ia nelakukan suatu perbuatan yang
meni mbul kan kesi npul an bahwa penetapan atau pel aksanaan yang di nul ai
telah ia ketahui. (Rv. 77 dst., 83 dst.)

Surat pernohonan disertai turunan yang oteh panitera disanpai kan
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kepada penohon asli.

Pasal 843d.
Ji ka dal am jangka waktu yang sah tel ahdi sanpai kan surat jawaban atau
surat pernohonan perlawanan, maka raad van justitie nmenentukan hari
untuk nendengar para pi hak dan dal am hal dewan para wali nerupakan
pi hak, untuk nendengar sal ah seorang yang mnenjal ankan kekuasaan
orang tua atau perwalian terhadap anaknya yang bel um dewasa. Jika
ada beberapa tergugat, selama bel um senua nengaj ukan surat jawaban,
maka penentuan harinya ditunggu sanpai habis jangka waktu yang,
di tent ukan untuk nengaj ukan surat jawaban.
Ter hadap peneri ksaan seperti tersebut dalam alinea yang |alu, naka
ber| akul ah pasal 173 alinea kesatu, kedua, ketiga, dan kelina.
Raad van justitie, jika gugatan nengenai peneliharaan seorang anak
di bawah unur, dapat nem nta pertinbangan tertuus dewan para wali
sepanj ang dewan ini tidak merupakan pihak. (KUHPerd. 329b; Rv.
832i .)
Perti nbangan di beri kan dal am waktu yang ditetapkan ol eh raad van
justitie dan dapat dilihat di kepaniteraan ol eh orang tua dan para
wal i. Surat panggilan tersebut dal am pasal berikut nmenberikan pula
penj el asan- penj el asan bagi yang berkepenti ngan.
Raad van justitie dalam segala tingkat peneriksaan kepada para pihak
dapat memrerintahkan agar menberitahukan kepadanya bahan-bahan yang
di kuat kan dengan bukti-bukti nengenai pendapatan dan harta benda
sendiri yang ia anggap perlu diketahuinya

Pasal 843e.
Pemanggi | an pi hak-pi hak orang tua dan wali dil akukan dengan surat
panitera yang dikirinkan sel anbat-|anbat nya pada hari kedua sesudah
diterima pertinbangan atau sesudah |anpau jangka waktu yang
di tentukan dan jika raad van justitie tidak nmem nta pertinbangan
seperti itu, sesudah pendengaran terhadap para pihak ditentukan.
Jika salah satu di antara nereka tidak diketahui tenpat tinggal atau
tenmpat kedi anannya, naka panitera nenuat panggilan itu dal am satu
atau beberapa surat kabar yang ditentukan ol eh raad van justitie.

Pasal 843f.
Raad van justitic dapat nenerintahkan peneri ksaan saksi mengena
fakta-fakta tertentu pada hari peneri ksaan atau nmenentukan hari lain
untuk itu. Saksi-saksi sedapat mungkin ditunuk dal am surat
penetapan itu dan di panggil atau di bawa ol eh pi hak yang sudah siap
| ebi h dul u.
Para pi hak di dalam surat pernphonan atau surat jawaban dapat
mengaj ukan kei ngi nannya agar orang-orang yang di sebut nama dan
tenpat tinggal nya di dengar sebagai saksi
Ket ent uan- ket ent uan dal am pasal - pasal 173 alinea kesatu, kedua,
ketiga, dan kelim, 175, 177, 179, 181, 182, 183, 185 alinea kedua
dan 186 berlaku pul a dal am nendengar para saksi
Set el ah sel esai peneri ksaan atau perneri ksaan | awutan, naka ketua
raad van justitie menberitahukan kapan keputusan akan dij atuhkan.
Raad van justitie segera nenberikan ketetapan. (Rv. 843h.)

Pasal 843g.
Panitera nmenbuat berita acara tentang apa yang telah terjadi pada
pereri ksaan dengan menyebut isi pokok apa yang telah diterangkan
ol eh para pihak, orang tua, para wali dan para saksi.
Ketua raad van justitie dapat nenerintahkan pencabutan keterangan-
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ket erangan tertentu.

Berita acara ditentukan ol eh ketua atau ol eh sal ah satu haki m yang
nmenghadi ri peneri ksaan dan panitera, dan sesegera nungkin setel ah
pereri ksaan sel esai ditandatangani .

Pasal 843h.
Ket et apan termaksud dal am pasal 843c alinea kesatu dan pasal 843f
al i nea terakhir, dengan ancaman kebatalan jika tidak dipenuhi
di sertai al asanal asannya, di ununkan. Ket et apan- ket et apan itu dapat
di nyat akan bol eh dil aksanakan sebel unmya (RV. 54 dst)
Tentang biaya Perkara berlaku ketentuan-ketentuan dal am pasal 58, 59
dan 60.

Pasal 843i.
Penggugat yang gugat annya ditol ak seluruhnya atau sebagi an dan
tergugat yang setelah para pihak diperiksa seperti dinmaksud dal am
pasal 843d, tuntutannya dikabul kan sel uruhnya atau sebagi an, tanpa
nel i hat apakah ia nengaj ukan jawaban atau tidak atau apakah ia hadir
atau tidak sewaktu di adakan Peneri ksaan, dapat mengaj ukan bandi ng
atas penetapan raad van justitie kepada H G H dalam waktu tiga
pul uh hari dengan cara tnengaj ukan surat pernohonan, kecuali jika ia
sudah nenyerah kepada ketetapan itu. Penyel esai an dal am ti ngkat
bandi ng dil akukan dengan cara seperti dalam tingkat pertanma. (Rv.
341, 343 dt.)

Bagi an 8. Penanbahan Atau Perbai kan Akta-akta Catatan Sipil.

Pasal 844.
Bar angsi apa yang berdasarkan pasal 13 KUHPerd. nenohon agar
di peri ntahkan di adakan tanbahan atau perbai kan akta catatan sipil,
harus nengaj ukan surat pernmohonan kepada raad van justitie yang
di sebut dal am pasal 14 KUHPerd. dengan disertai al asan-al asannya.
(KUHPerd. 1914; BS. 27; S. 1854- 40.)

Pasal 845.
Jika raad van justitie memerintahkan agar pihak-pi hak yang
ber kepenti ngan di panggi| nenghadap, naka hal itu dil akukan dengan
suatu surat panggilan untuk nenghadap atau, jika hal itu di nbhonkan
dal am suatu perkara yang sedang di peri ksa, dilakukan dengan suatu
akt a pengacara kepada pengacara pi. hak yang lain. (Rv. 1 dst., 8
d, t.)

Pasal 846.
(s.d.u. dg. s. 1908-522.) Perkara diajukan menurut daftar urutan
pada hari yang ditentukan dan diperi ksa seperti perkara gugatan
bi asa. (KUHPerd, 14 dst.)

Pasal 847.
Keput usan dapat di m ntakan bandi ng, ol eh Penohon semata- mata untuk
penanmbahan atau perubahan dal am perkar a.
Dal am hal terakhir naka bandi ng dil akukan dengan suatu pernohonan
sederhana. (KUHPerd. 14, 16; Rv. 341.)
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Bagi an 9. Penbuatan Akta Dengan Paksa. (S. 1854-18 pasal 7.)

Pasal 848.
Bar angsi apa sel ama dal am suatu proses hendak nenperol eh turunan atau
kuti pan sesuatu akta, di mana ia tidak penmah merupakan pihak, harus
nmengaj ukan tuntutannya agar diberikan dengan paksa dengan suatu akta
pengacara kepada pengacara. (KUHPerd. 1886; Rv. 8, 849, 851, 853
dst.)

Pasal 849.
(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Tuntutan itu pada hari yang ditentukan
dengan akta di aj ukan pada hari sidang.

Pasal 850.
Pel aksanaan putusan, neskipun ada perlawanan atau bandi ng, dapat
di peri ntahkan ol eh hakim jika ada al asan-al asan untuk itu. (Rv. 54
dst.)

Pasal 851.
At as penunj ukan putusan hakim itu nmaka turunan atau kutipan akta
di beri kan oleh notaris atau pejabat penyi npanan dan dibuat berita
acara tentang itu ol ehnya.
para pi hak bol eh hadir pada waktu berita acara dibuat dan neminta
catatan. catatan nereka untuk ditanbahkan di dalamya. (Rv. 68, 437

580-6°, 852.)

Pasal 852.
Bila tinbul sengketa tentang hal itu, maka pada hari yang ditentukan
dal am berita acara tanpa panggilan lebih lanjut hal itu diajukan di
hadapan si dang; pejabat penyi npan akta nmenbawa akta yang
ber sangkut an ke sidang, bila ada al asan-al asan.
Raad van justitie, setelah menbandi ngkan akta yang asli dengan
turunan atau kuti pannya, nenberi keputusan.
Bi aya penbuatan berita acara dan biaya perjal anan atau pemn ndahan
pej abat penyi npan dan juga biaya penbuatan turunan atau kutipan
di bayar kan uang nuka | ebi h dahul u ol eh Pemohon. (Rv. 106, 283, 580-
50, 851.)

Pasal 853.
Para panitera dan para penyi npan register-regi ster umum tanpa
peri ntah haki m atas penbayaran biaya yang nenjadi hak nmereka, wajib
menberi kan turunan atau kutipan kepada nereka yang mem ntanya,
dengan ancaman pengganti an bi aya, kerugi an-kerugi an dan bunga.
Tetapi kepada nereka yang tidak pemah nenjadi pi hak dal am perkara
tidak diberikan turunan atau kutipan penetapan atau putusan-putusan
haki m dal am perkara pi dana, juga dal am hal yang tidak secara tegas
di atur dal am undang-undang, tidak diberikan turunan atau kutipan
suatu perkara yang bersangkutan yang disinpan di kepaniteraan, tanpa
kuasa ketua majelis, dan pernohonan-pernohonan untuk itu hanya
di kabul kan, jika diberikan bukti-bukti bahwa ia nmenpunyai
kepenti ngan dal am perkara itu. (KUHPerd. 210, 1224, 1227, 1238,
1405; BS. 25; Rv. 438.)

Pasal 854.
para notaris dan juga penyinpan surat-surat asli atau akta wajib
nmenberi kan turunan dengan penbayaran bi ayanya, kepada orang-orang
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yang bai k secara | angsung berkepenti ngan ataupun kepada para abhl
wari snya ataupun orang-orang yang nendapat hak dari nmnereka.
Dal am hal permintaan itu ditol ak, naka nereka dapat di hukum unt uk
mengganti bi aya, kerugi an dan bunga, jika ada al asan-al asan untuk
itu, bahkan jika perlu dengan paksaaan badan. (KUHPerd. 832 dst.

955, 957, 1243 dst., 1318, 1889; Rv. 58, 580-10°, 856.)

Pasal 855.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Perselisihan disel esai kan sebagai suatu
gugatan biasa dan hakim bila ia nmenenmukan al asan untuk itu, dapat
mener i nt ahkan pel aksanaan | ebi h dahul u, neski pun ada perl awanan atau
banding. (Rv. 54 dst., 861 dst.)

Pengganti an kerugi an di beri kan hanya jika ada kepastian tentang hal
itu. (Rv.57.)

Pasal 856.
Pi hak yang nenghendaki di kel uarkannya grosse kedua atau sel anut nya
nmengaj ukan surat pernohonan kepada raad van justitie, yang
wi | ayahnya neliputi tenpat tinggal pejabat penyinpan; raad van
justitie menerintahkan dengan siati surat perintah kepada pej abat
penyi mpan untuk nel aksanakan penberiannya pada hari dan jam yang
tel ah ditentukan dan kepada pi hak-pi hak yang berkepenti ngan untuk
hadi r pada waktu penyerahannya. Di kaki grosse kedua atau ya
di sebut adanya surat perintah itu, begitu pula nengenai jum ah uang
yang dapat dil aksanakan terhadap grosse tersebut, jika tuntutan
utang telah dilunasi atau di bayar sebagian. (KUHPerd. 1889; Rv. 12,
15, 68, 435, 851, 858.)

Pasal 857.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Jika ada bantahan, naka hal itu diajukan
kepada raad van justitie. (Rv. 437, 852.)

Pasal 858.
Kepada pi hak yang sama tidak bol eh diberikan grosse kedua atau
sel ebi hnya dengan kekuatan eksekutorial dari suatu putusan, kecual
atas perintah ketua majelis yang nmemutusnya; dan untuk itu
di perhati kan juga syarat-syarat yang ditentukan untuk menperol eh

grosse kedua atau grosse-grosse sel ebihnya dari akta-akta. (Rv. 435,
856 dst.)

Bagi an 10. Penol akan Mengadili Dan Penyerahan Kepada Haki m Lai n.

Pasal 859.
Ji ka ol eh seorang pegawai Eropa, hakimtunggal, atau raad van
justitie atau sal ah seorang anggotanya, ditolak untuk nenberikan
penet apan atas suatu surat pernphonan, atau nenberikan putusan
mengenai suatu perkara yang sedang berjal an, begitu pula
penyel esai an suatu perkara dengan cara yang tidak patut diperlanbat,
maka pi hak yang berkepenti ngan dapat nengaj ukan aduan kepada H G H
(ISR 157; Rv. 623; AB. 22.)

Pasal 860.
Aduan di aj ukan dengan suatu surat pernmohonan, yang kecual
di t andat angani ol eh pengacara juga ol eh penbhon atau ol eh orang yang
di kuasakan secara khusus untuk itu dan surat kuasa itu harus
di sertakan pada surat pernohonan itu, dengan ancaman kebatal an jika
tidak disertakan.
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Al at -al at bukti yang ada harus di sertakan dan penphon harus nenilih
tenmpat tinggal di tenpat H G H bersidang. (KUHPerd. 24, 1934; Rv.
106, 272, 736.)

Pasal 861.
H G H nenerintahkan agar surat pernohonan diberitahukan kepada
haki m yang ditentang; untuk itu suatu turunan perintah itu beserta
turunan surat pernohonan dengan bukti-bukti yang bersangkutan ol eh
panitera H G H disanpai kan kepada kepaniteraan hakimitu.

Pasal 862.
Dal am j angka waktu yang cbtetapkan oleh H G H., haki m yang di adukan
itu harus nenyanpai kan jawaban penbel aannya secara tertulis kepada
kepaniteraan H G H Pengadu dan pengacara dapat nelihat jawaban itu
di kepaniteraan. (Rv. 15, 864.)

Pasal 863.
Haki m haki m yang di adukan sel ama peneri ksaan dil arang menangani
perkara yang di adukan sebagai perkara yang ol ehnya ditol ak
peneri ksaannya, begitu pula senmua perkara yang nengenai pengadu yang
mungki n ada pada hakimitu, dengan ancaman kebatal an put usannya.
Mer eka dengan cara yang sama harus nenol ak menangani perkar a- perkara
yang ada di majelisnya yang ada hubungan kel uarga dalam garis |urus
dari pengadu dan suam atau isterinya, dan juga dengan ancanan

kebatal an. (Rv. 35-7°, 36 dst.)

Pasal 864.
H G H nenberi kan putusan atas pernohonan- pernobhonan dan surat-surat
yang di aj ukan kepadanya kecuali jika diperbol ehkan pengaj uan

risal ah-risalah tanbahan atau di perintahkan untuk menmasukkan
risal ah-risalah tambahan itu. (Rv.145, :329-4° 859, 862.)

Pasal 865.
Ji ka pengaduan beral asan, maka haki m yang bersangkut an di hukum unt uk
menbayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada pengadu. (KUHPerd. 1246;
Rv. 607.)
Perkara dalam hal itu atas perintah H G H. diserahkan kepada
maj elis dan diputus dalamtingkat tertinggi. (Rv. 266 dst.)

866. Ditarik kembali dg. S. 1872-13.

Bagi an 11. Pel anggaran yang Dl akukan O eh Pegawai Catal an Sipil
Notari s Dan Pegawai pegawai Lain. (T. X I1-363.)

Pasal 867.
(s. d. u. dg. S. 1918-30.) Pel anggar an-pel anggaran yang dil akukan
ol eh pegawai atau perantara pada catatan sipil, panitera, notaris

dan pegawai - pegawai | ain, dalam menjal ankan tugasnya yang hanya

di ancam dengan pi dana denda, nenjadi wewenang haki m perdata, dan
dituntut di hadapan raad van justitie yang berwenang serta diadil
berdasarkan tuntutan hukum tertulis dari officer van justitie yang
di aj ukan kepada raad van justitie. (Ov. 59; KUHPerd. 82; BS. 28; Rv.
870; Sv. 177 dst., 370 dst., 391 dst.; S. 1851-27 pasal 17, 19; Not.
57, 60.)
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Pasal 868.
Raad van justitie nenerintahkan agar tuntutan hukum itu
di beri tahukan kepada pegawai yang bersangkutan dengan perantaraan
juru sita dan ditentukan pula jangka waktu yang bersangkutan dapat
nmengaj ukan risal ah penbel aannya kepada raad van justitie. Pada
wakt u penberitahuan tuntutan hukum itu di sanpai kan turunan perintah
itu kepada pegawai tersebut. (Rv. 15, 870.)
Setel ah | anpau jangka waktu tersebut, maka raad van justitie
menganbi | keput usan.

Pasal 869.
(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Putusan-putusan perkara tersebut,
tergantung pada apakah di berikan dal am tingkat pertama atau bandi ng,
dapat di nrohonkan bandi ng atau kasasi dal am jangka waktu seperti
tersebut dalam peraturan ini. (RO 126, 171; Rv. 327 dst., 402 dst.)
Bai k upaya hukum pertama maupun kedua diputus secara singkat
ber dasarkan surat-surat dan risalah-risalah yang untuk keperluan itu
sebelum tiba hari sidang dikirinkan ke kepaniteraan H G H.

Pasal 870.
Meski pun ada pem ndahan seorang pegawai nenurut pasal 867 ke |uar
wi | ayah raad van justitie, di dalam w |layah hukum nana pegawai itu
nmel akukan pel anggaran dal am j abat annya, hanya penuntut urmum di
tenpat raad van justitie itulah yang tetap berwenang nel akukan
tuntutan hukum (KUHPerd. 18; Sv. 12.)
Dal am hal itu raad van justitie menyanpai kan surat tuntutan hukum
itu kepada majelis yang wilayah hukummya meliputi tenpat tingga
baru pegawai yang bersangkutan untuk disel esai kan nenurut pasal 868
al i nea kesatu.
Set el ah | anpau jangka waktu yang ditetapkan oleh majelis tersebut
terakhir, naka dikirinkan risal ah penbel aan yang masuk atau berita
dal am hal tidak dimasukkan risal ah penbel aan dengan menyanpai kan
turunan surat perintah dan surat penberitahuan yang asli kepada raad
van justitie tenpat terjadinya pelanggaran yang kenudi an nenganbi
keput usan tentang pokok perkaranya.
Dal am hal dijatuhkan pidana, maka pel aksanaannya dil akukan atas
tuntutan penuntut unmum pada raad van justitie yang menjatuhkan
putusan, tetapi perselisihan-perselisihan yang mungkin tinbul pada
wakt u pel aksanaan di sel esai kan oleh majelis di tenpat tingga
t er hukum

Pasal 871.
(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Pel anggar an-pel anggaran ternmaksud dal am
bagian ini tetap nenpunyai sifat pelanggaran pidana, neskipun
peri ntah penyel esai annya ditujukan kepada haki m perdata. Peraturan
Hukum Acara Pidana tetap berl aku sepanjang tidak ada penyi npangan-
penyi npangan menurut pasal-pasal yang |al u.

Bagi an 12. Berperkara Secara Cuma-cuma (Prodeo) Al au Dengan Bi aya
Dengan Tarip yang D kurangi.

Pasal 872.
Bar angsi apa nenj adi penggugat atau tergugat dapat nenunjukkan, bahwa
ia adal ah mskin atau tidak manpu untuk nenbayar biaya perkaranya,
ol eh haki m yang akan nmulai neneri ksa perkaranya atau sedang
nmemeri ksa perkaranya, dapat diizinkan untuk berperkara secara cuna-
cunma atau dengan biaya dengan tarip yang di kurangi. (Ro. 72; Rv. 873
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dst., 879, 887; IR 237 dst.; RBg. 273 dst.)
orang-orang asing tidak dimngkinkan untuk diizinkan berperkara
dengan cuma-cuna kecuali dengan suatu perjanjian yang tegas-tegas

mengenai hal itu (AB. 3; Nedsch 12; Rv. 128, 580—99)

Pasal 873.
| zi n di rohon dengan suatu surat pernohonan yang ditandatangani ol eh
seorang pengacara. (Rv. 106 dst., 889.)
surat pernohonan disertai satu turunan dan mengenukakan dasar
per nohonan itu atau penbel aan penohon. D dal ammya di sebutkan juga
nama pi hak | awan, begitu juga tenpat tinggal nya di |ndonesia atau -
jika itu tidak ada - tenpat kedi anmannya yang nyata dan - jika itu
pun tidak ada - tenpat tinggalnya di luar |Indonesia; jika tidak ada
tenpat tinggal atau tenpat kedi aman yang di ketahui, nmaka hal itu
di sebut kan dal am surat pernohonan. (KUHPerd. 17 dst., 24; Rv. 8781,
884-887.)

Pasal 874.
Pada surat pernphonan dil anpirkan suatu pernyataan - di dal am daerah
gubernenen di Jawa dan Madura di buat ol eh asisten residen dan di
daerah lain ol eh kepal a pererintah daerah - yang berisi sel engkap
mungki n nmengenai jabatan, pekerjaan atau perusahaan dan kel uarga
penohon serta mengenai penghasilan dan kekayaannya sendiri dan
kel uarganya. (Rv. 876, 885 dst., 890; Zeg. 31, al. 11-33; S 1851-
27 pasal 21.)
Sepanjang tidak ada tenpat tinggal di Indonesia dan tidak nungkin
di tunj ukkan keterangan nengenai hal itu, maka diusahakan sedapat
mungki n surat keterangan senmacam itu.
Badan hukurn menunj ukkan surat-surat yang diperlukan untuk
nmenguat kan keadaan m skin atau kurang nmanmpunya.
Bal ai harta peninggal an dan bal ai budel yang bertindak untuk budel
yang diurusnya atau harta orang lain yang diwakilinya yang pada
waktu beracara sanma sekali atau untuk sebagian tidak cukup untuk
menbi ayai perkaranya, harus nenyertakan satu daftar singkat nengena
budel itu.
Dengan peraturan penerintah dapat di adakan aturan-aturan |ebih
l anjut tentang penberian surat keterangan seperti tersebut dal am
al i nea kesatu.

Dengan S. 1941-511 jo. 513 ditetapkan sebagai berikut:

Pasal VII. Jika nmenurut peraturan perundang-undangan atau aturan dal am verdrag
(traktat) suatu bukti atau keterangan nengenai keadaan tidak manpu harus
di serahkan yang penyanpai annya tel ah dil akukan sebel um nul ai berl akunya
ordonansi ini sebelum saat seperti tersebut dal am pasal 875 Rv., nmmka bukt
atau keteragan itu di wilayah gubernenen di Jawa dan Madura di kel uar kan
ol eh asi sten-residen dan di daerah | ain ol eh kepal a penerintahan daerah
tenpat tinggal orang yang bersangkutan, atau jika ia bertenpat tinggal d
| uar I ndonesia, ol eh penguasa yang berwenang

Dengan peraturan penerintah tentang penyanpai an bukti atau keterangan tentang
tidak manpu seperti tersebut dal am alinea kesatu, dapat di adakan pengat uran
| ebi h | anjut.

Pasal 875.
Haki m nmenberi kan ketetapan tentang pernohonan tersebut setelah
nmendengar para pihak, setidak-tidaknya setel ah nereka di panggi
unt uk nmenghadap pada hari yang tel ah ditentukan.
Pemanggi | an di | akukan ol eh panitera dengan cara yang ditentukan
dal am peraturan penerintah dengan nengi ngat tenggang waktu
sedikitnya lima hari. Pemanggi | an | awan penohon di sertai dengan
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turunan surat pernohonannya. (S. 1941-512.)

Ti dak perlu dil akukan pemanggil an, jika pihak |awan secara tertulis
nmenngat akan tidak keberatan tentang pernohonan itu, begitu pula jika
tidak di ketahui tenpat tinggainya atau tenpat kedi amannya.

Pereri ksaan para pihak dil akukan ol eh seorang komi saris yang
ditunjuk oleh majelis dari para anggotanya. Komisaris menberikan

| aporan kepada majelis. (Rv. 8763 , 887.)

Pasal 876.
Ji ka benar tentang mskin atau tidak manmpunya peni ohon, maka haki m
nmengabul kan pernmohonan itu, kecuali jika ia sudah dapat nenganggap

bahwa gugatan atau penbel aannya nanpaknya tidak menpunyai dasar
hukum atau perohon sendiri tidak di benarkan untuk berperkara secara
prodeo. (Rv. 887, 889°%)

Haki m dal am nerut uskan perkara nengi ndahkan besar kecil nya biaya
per kara ber hubungan dengan penghasilan dan kekayaan yang

ber sangkut an.

Sebel um menent ukan keadaan mi skin atau tidak manpu naka haki m dal am
tiap-tiap hal yang ditentukan dal am peraturan penerintah dan dal am
keadaankeadaan | ai nnya dengan nengi ndahkan aturan-aturan yang tel ah
di tentukan, dapat mem nta keterangan dari tata usaha kantor pajak.
Hal ini berlaku juga bagi Komi saris yang bersangkutan, sebel um
mengaj ukan | aporan kepada Majelis. (S. 1941-512.)

Haki m dengan nenol ak perrnohonan untuk berperkara dengan prodeo
dapat mernberi izin untuk berperkara dengan tarip yang di kurangi
jika ada al asan-al asan untuk itu. (Rv. 879, 888.)

Pasal 877.
Unt uk nmenperol eh ketetapan izin berperkara secara prodeo atau dengan
tarip yang dikurangi tidak dipungut biaya.
Dal am bi aya pada pasal ini termasuk gaji penasi hat hukum dan juru
sita. (Rv. 880.)

Pasal 878.
Pembhon bandi ng atau kasasi yang dal am tingkat yang lalu tel ah
berperkara secara prodeo atau dengan tarip yang di kurangi, tidak
dapat dal am ti ngkat bandi ng atau kasasi berperkara | agi secara
prodeo atau dengan tarip yang di kurangi sebelurn diizinkan lagi oleh
haki m yang lebih tinggi itu dengan cara seperti yang dil akukan dal am
ti ngkat pertana.
Tergugat dal am ti ngkat bandi ng atau kasasi yang dal am ti ngkat
pertama tel ah berperkara secara prodeo atau dengan tarip yang
di kurangi tidak perlu menohon lagi izin untuk berperkara secara
prodeo atau dengan tarip yang di kurangi. (Rv. 881l.)

Pasal 879.
Aki bat diizi nkannya berperkara secara prodeo atau dengan tarip yang
di kurangi adal ah, bahwa bi aya kepaniteraan dal am hal pertanma
sel uruhnya, sedangkan dal am hal kedua untuk separuhnya, di bebaskan
kepadanya, bahwa nasi ng-nasi ng untuk hal yang pertanma tidak di pungut
dan uni nk hal kedua di pungut separuh gaji pengacara dan juru sita,
juga masingmasi ng untuk hal yang pertanma secara cuma-cuna dan dal am
hal kedua di pungut separuh biaya pel aksanaan keputusan hakim (RO
72, 190, 201; Rv. 877, 881 dst.)
Perjanjian yang bertentangan dengan apa yang ditentukan dal am alinea
kesat u adal ah bat al
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Pasal 880.
Senmua exploit (peniberitahuan juru sita) dilakukan sebagai berikut:
penberitahuan yang dil akukan dal am daerah tenpat kedudukali
pengadi | an dil akukan oleh juru sita yang ditunjuk pada waktu
per mohonan izin di kabul kan. yang | ai nnya dil akukan oleh juru sita
| uar biasa yang berwenang nenyanpai kan penberitahuan dan yang tenpat
ti nggal nya dekat dengan tenpat penberitahuan harus dil akukan
Unt uk menyanpai kan surat penberitahuan dapat juga dimnta bantuan
haki m seperti tersebut dal am pasal 5
Ji kal au surat penberitahuan itu barns di sanpai kan kepada penohon
yang diizi nkan berperkara secara prodeo dan akan dil akukan di tenpat
yang jauhnya 1 1/2 km atau lebih dari tenpat tinggal juru sita, maka
uang j al annya akan di bayar ol eh penerintah nmenurut tarip yang
di tetapkan untuk itu. (RO 193 dst., 201; Rv. 1, 20, 877, 879, 8812
, 8221, 883; S. 1851-27 pas. 422.)

Pasal 88 1
| zin berperkara secara prodeo atau dengan tarip yang di kurangi untuk
suatu tingkat peradilan yang bel um sel esai dan dal am penerapan pasa
878 ahnea kedua sel ama tingkat berikutnya atas pernohonan orang yang
mendapat izin atau pihak | awan ataupun karena jabatannya, dapat
ditari k kenbali ol eh haki m yang nenberikan i zin:
1°. bila ternyata izin telah diberikan berdasarkan keterangan-
ket erangan yang tidak benar atau kurang |engkap dan seandai nya
ket erangan- ket erangan yang benar atau | engkap di ketahui, tidak
akan diberikan izin itu;

2°. jika permphonan izin berdasarkan penberitahuan yang tidak benar
mengenai nanma atau tenpat tinggal ataupun tenpat kedi aman pi hak
| awan, kecuali jika yang terakhir ini nenberikan keterangan

tertulis terhadap izin atau tel ah datang nenghadap atas
panggi | an panitera;

3°. jika ada perubahan yang nenguntungkan dal am keadaan penghasil an
dan kekayaan penohon.
Haki m harus nenari k kenbali izin tersebut setelah nendengar para

pi hak, setidak-tidaknya setelah para pihak dipanggi|l sepatutnya.
Pemanggi | an dil akukan ol eh panitera nmenurut cara yang ditentukan

dal am peraturan penerintah. Pasal 870 alinea ketiga berlaku dal am
hal ini. (S. 1941-512.)

Penari kan kenbal i beraki bat bahwa untuk seluruh tingkat peradil an,

bi aya kepani teraan, juga yang sudah dicatat sebagai utang

sel uruhnya, harus di bayar dan gaji pengacara dan parajuru sita, juga
unt uk pekerjaan- pekerjaan yang tel ah dil akukan, sepenuhnya nenj adi

t anggungan perohon. Sel anj utnya aki bat penari kan kenbali itu adal ah
bahwa uang jal an yang tel ah di bayarkan ol eh penerintah juga harus
menj adi tanggungannya. (Rv. 888.)

Pasal 882.
Bi |l a ada al asan-al asan untuk pihak |awan dari orang yang diizi nkan
unt uk berperkara secara prodeo, atau dengan tarip yang di kurangi
unt uk menanggung bi ayanya, maka haki m karena jabatannya akan
menghukunmmya unt uk nenbayar kepada panitera biaya kepaniteraan
menurut ketentuan pasal 879, begitu pula nengganti biaya yang tel ah
di kel uarkan pererintah untuk uang jalan juru sita juga gaji
pengacara dan para juru sita yang termasuk dal am pengertian biaya
sepanj ang penohon yang diizinkan itu di bebaskan nenurut pasal yang
ber sangkutan, juga dari uang yang tel ah dibayarkan |ebih dulu.
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Put usannya mnenyebut kan masi ng- masi ng yang harus di bayarkan.

Pi hak | awan di paksa untuk nel akukannya dengan suatu surat perintah
pel aksanaan yang di kel uarkan ol eh ketua raad van justitie yang
menj at uhkan put usan. Penyerahan tidak adak dil aksanakan sebel um
keput usan nenpunyai kekuatan hukum yang pasti. Terhadap surat
perintah itu tidak ada upaya hukum yang | ebih tinggi

Pasal 883.
Bi |l a pernohon izin untuk berperkara secara prodeo atau dengan tarip
yang di kurangi di hukum untuk nenbayar biaya, naka pihak |awannya
bebas untuk sedapat rnungki n nenbebankan biaya yang tel ah
di kel uarkan ol ehnya kepadanya. Dalam hat pihak |awan juga diizinkan
secara prodeo atau dengan tarip yang di kurangi, nmaka ia pun
menpunyai hak yang sama seperti tersebut dalam pasal yang lalu. (RO
72; Rv. 58, 879 dst.)

Pasal 884.
Dal am hal penyel esai an yang sangat buru-buru sanbil menunggu putusan
nengenai pernohonannya, ketua najelis, seperti dinaksud dal am pasa
873, dapat nmengi zi nkan pernohon untuk berperkara secara prodeo atau
dengan tarip yang dikurangi
Izin itu dinbhon dengan surat pernohonan yang ditandatangani ol eh
pengacara. Tentang keharusan nenyanpai kan surat-surat untuk
menguat kan keadaan niskin atau kurang manpu ditetapkan ol eh ket ua.
Unt uk menper ol eh ket etapan nengenai perrnohonan tidak bol eh di pungut
bi aya. Pasal 876 alinea terakhir juga berlaku dal am hal ini
Ket et apan yang nenberi izin untuk senentara sekaligus nenentukan
wakt u kapan perrnohonan nenurut pasal 873 harus diajukan. Bila
per nohonan tidak diajukan, maka di anggap bahwa izin sementara itu
tidak diberikan.
Penet apan seperti tersebut dalam pasal 873 berlaku surut untuk
mengganti kan izin senentara.
Jika izin senentara di nohonkan dal am sidang singkat, maka ketua
dal am nenberi kan izin sekaligus nenentukan bahwa pernohonan
termaksud dal am pasal 873 tidak akan diajukan tetapi bahwa dal am
kesenpat an penberi an keputusan dal am sidang secara singkat akan
di berikan izin yang tetap. Haki m nenentukan sedapat-dapatnya surat-
surat bukti apa yang harus diaj ukan untuk nenguat kan
penohon dal am pernyataan nmi skin atau kurang manpunya. Pasai 876 dan
alinea yang lalu berlaku juga dalam hal ini. (Rv. 283 dst.)

Pasal 885.
Bila seorang yang miskin atau tidak manmpu di |uar suatu acara hukum
mener | ukan suatu surat kuasa yang harus di buat O eh hakim suatu
per set uj uan haki m atau suatu ketetapan haki m dengan suatu pernohonan
sederhana atau suatu pernmohonan |ain, naka ia harus menyertakan
dal am per nbhonannya surat-surat seperti tersebut dal am pasal 874,
(KUHPerd. 13 dst,, 374, 393 dst., 400, 421; Rv. 813, 843a, 844, 886
dst.)
Kermudi an haki m nmenent ukan bahwa untuk mendapat penetapan dan
pel aksanaannya tidak perlu di bayarkan biaya atau di pungut hanya
separuh biaya itu, bila cukup ternyata tentang m ski nnya atau kurang
manpunya untuk nenbayar biaya tersebut. Pasal 876 alinea ketiga dan
keenpat berlaku dalam hal ini. (R . 874, 879.)
Dal am nenberi izin kepada orang yang m skin atau kurang manpu untuk
nmengadakan penyitaan, ketua dapat nenberikan izin untuk bebas atau
menbayar separuh biaya pengaj uan tuntutan pernyataan sah dan
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berharga atas penyitaaan itu dan penyanpai an turunan tuntutan
pernyat aan sah dan berharga atas penyitaan itu kepada pi hak ketiga
yang nengal am penyitaan. Pasal 884 alinea ketiga dan keenpat

berl aku juga dalam hal ini. (Rv. 714 dst., 720 dst., 728 dst., 751
dst., 757 dst., 763a dst., 763h dst., 888.)

Pasal 886.
Bar angsi apa yang mi skin atau kurang nmanmpu nengi ngi nkan suatu
ket et apan haki m atau suatu grosse tanpa nengel uarkan biaya atau
suat u pel aksanan dengan separuh biaya, mengaj ukan pernohonan kepada
ketua raad vanjustitie di tenpat tinggalnya atau jika ia tidak
menpunyai tenpat tinggal di |ndonesia, nengaj ukannya ke raad van
justitie di tenpat di nmana pel aksanaan akan dil akukan, dengan
penyertaan surat-surat termaksud dal am pasal 874. 1zin diberikan
bila ternyata ia benar mskin atau kurang manpu untuk nenbayar biaya
perkara. Pasal 876 alinea ketiga dan keenpat berlaku pula dal am ha
ini. Untuk nmendapat kan penetapan atas pernohonan itu tidak dipungut
biaya. (Rv. 879, 885, 888.)

Pasal 887.

Ji ka ada pernohonan untuk berperkara secara prodeo atau dengan tarip

yang di kur angi

1°. dal am suatu sengketa nel ul u untuk nendapatkan penetapan
penberi an naf kah yang wajib menurut KUHPerd. Buku 1, ternasuk
bi aya hi dup dan pendi di kan anak di bawah urmur, ataupun untuk
pel aksanaan perubahan atau suatu penari kan kenbali suatu
put usan, suatu penetapan atau pengaturan antara para pihak
mengenai penbayaran senacam it u;

2°. dal am suatu sengketa nengenai periawi an kerja, maka pasal 873
al i nea kedua, 875 dan 876 alinea pertana tidak berlaku dan haki m
menbat asi diri dal am peneri ksanya yaitu apakah cukup terbukt
tentang mskin atau kurang manpunya penohon.

Ket ent uan- ketentuan itu tidak berlaku terhadap mereka yang

nmengaj ukan pernohonan | agi sedangkan ia pemah nengaj ukan pernohonan

semacam itu yang ditol ak. (KUHPerd. 319f.)

Pasal 888.
Ter hadap putusan haki m nmengenai izin untuk berperkara dengan prodeo
atau dengan tarip yang dikurangi, untuk pel aksanaan dan untuk
penari kan kenbal i penetapan semacam itu tidak dapat di mohonkan
bandi ng atau upaya hukum [ ai n.

Pasal 889.
Dal am perkara yang nenerl| ukan bant uan hukii m dal am pernohonan izin
untuk berperkara secara prodeo atau dengan tarip yang di kurangi dan
penohon tidak nenpunyai pengacara, naka ketua dapat nenperbant ukan
seorang pengacara kepadanya, kecuali bila ia beranggapan bahwa
per nohonannya tidak nenpunyai dasar hukum atau ber pendapat bahwa
kepenti ngan penmphon sendiri nengenai pekerjaan yang harus dil akukan
ti dak nenbenar kannya. Permberi an bantuan semacam itu dapatj uga
di | akukan atas pernohonan tergugat dal am tingkat bandi ng atau dal am
kasasi dan dal am ti ngkat sebelumya ia telah berperkara secara
prodeo atau dengan tarip yang di kurangi tanpa diperbantukan seorang
pengacara kepadanya. (Rv. 873° 876° 891 dst.)
Per nobhonan seperti tersebut dalam alinea kesatu dapat diajukan
secara tertulis atau dengan lisan. Jika penmphon bertenpat tinggal
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di luar wilayah hukum asi sten residen yang ada majelisnya, maka ia
dapat nengaj ukan pernohonan |isannya kepada haki m kar esi denan di
tenpat tinggal atau tenpat kedi amannya, yang kenudi an nmenbuat atau
menyuruh menbuat catatan tentang pernohonan itu.Catatan itu diserta
surat -surat yang di serahkan kepada asi sten residen dan segera

di ki ri nkan kepada ketua majelis.

Sepanjang hal itu tidak diatur dalam pasal -pasal yang |alu, naka
pengacara yang di perbantukan nenberi kan nasi hat dan bantuan kepada
orang yang miskin atau tidak manpu itu secara prodeo dan kepada yang
ber penghasi | an rendah dengan tarif yang di kurangi separuh.

Pasal 890.
Ket ua sebel um menganbi| ketetapan dapat minta di sanpai kan kepadanya
surat-surat seperti terrnaksud dal am pasal 874. la juga dengan
mengi ndahkan aturan-aturan yang ada dal am peraturan penerintah
nmem nta keterangan- keterangan dari tata usaha kantor pajak. (S.
1941-512.)

Pasal 891.
Ket ua berwenang nenbebaskan pengacara dari tugasnya atas
per nohonannya bila ia berpendapat bahwa tuntutan tidak berdasar
at aupun ber pendapat bahwa kepenti ngan penohon tidak dapat
menbenar kan tugas yang akan dijal ankannya, dan sel anjutnya bahwa
kepenti ngan pengacara nenbenarkan penbebasan itu.
Ji ka penbebasan di beri kan dengan al asan yang terakhir, rnaka ketua
dal am penet apannya dapat nenperhantukan seorang pengacara lain
kepada perohon. (Rv. 892.)

Pasal 892.
Ter hadap ket etapan ketua yang dianbil berdasarkan pasal 889 dan 891
tidak ada upaya hukum untuk nel anannya.

Bagi an 13. Pendengar an Senentara Saksi

(Karena Residentierechter kini tidak ada |lagi, bagian ketiga bel as
tidak perlu dinuat.)

BAB VI |

KENYATAAN TI DAK ADA KEMAMPUAN UNTUK NMEMBAYAR
(Pasal 899-915: Dicabut dg. S. 1906-348.)

BAB VI I |
PEMBERI AN RELI EF ( PERBAI KAN KESALAHAN ATAU PENYlI MPANGAN
TERHADAP TENGGANG WAKTU YANG MUTLAK)

Pasal 916.
Para hakim dilarang sama sekali untuk nmenberi relief dari
kesal ahankesal ahan yuridis, kelalaian-kelalaian dan kekurangan-
kekurangan di luar hal yang diperkenankan ol eh ket entuan-ketentuan
undang- undang unt uk nenper bai ki nya.
Dem ki an pula nmereka dilarang nmenberi relief dari jalannya tenggang-
tenggang waktu dari perlawanan, bandi ng dan kasasi, atau dari
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t enggang-t enggang waktu yang nmutlak, dari jenis apa pun, di |uar

sat u- satunya hal bahwa seseorang yang minta relief telah

mer nbukt i kan dengan pasti bahwa ia, atau karena jauhnya jarak, atau
karena tidak adanya sarana perhubungan, atau karena tidak adanya
orang-orang yang berwenang nenyanpai kan penberitahuan, tidak mungkin
unt uk nenperhati kan tenggang-tenggang waktu atau wakt u-waktu
tersebut. (Rv. 83 dst., 127, 334, 402, 415, 418, 770.)

Pasal 917.
Per nohonan relief, atas ancaman tidak dapat diterima, harus diajukan
dal am wakt u enam bul an sesudah tenggang waktu atau waktu yang tidak
di per hati kan, kepada haki m yang berwenang dengan surat pernohonan
di sertai al asan-al asan yang berisi penunjukan pengacara dan pilihan
tenpat kedi anan sesuai dengan ketentuan dal am pasal 106.
Pengaj uannya harus disertai bukti-bukti yang perlu

Pasal 918.
Bi | a pernohonan, yang sebelummya harus diberitahukan kepada pi hak
penunt ut unmum untuk terhadapnya diberikan kesirnpulan tertulis
segera ternyata bagi haki m bahwa pernohonan itu tidak beral asan,
maka ia nenol aknya tanpa mengadakan penyelidi kan |ebih |anjut.

Pasal 919.
Bila permohonan itu tidak segera ternyata tidak beral asan, hakim
rnemeri ntahkan dengan suatu surat perintah agar surat pernmohonan itu
beserta
surat-surat yang bersangkutan dengarl nya dan surat perintah itu
sendiri diberitahukan kepada pihak-pi hak yang berkepenti ngan dengan
panggi | an untuk datang di sidang pengadil an pada haii yang
ditetapkan dalarn surat perintah, baik secara pribadi naupun
diwakili ol eh pengacaranya, untuk, bila dikehendaki, menbantah
per mohonan. (Rv. 92 1.)

Pasal 920.
Pada hari yang ditentukan, penohon dan pihak-pi hak yang
ber kepenti ngan dapat saiing nernberikan al asan-al asannya.
Bi |l a pada haki m ternyata bahwa orang-orang yang berkepenti ngan yang
tidak hadir tidak dipanggil dengan senpurna, ia nenerintahkan untuk
memanggi | lagi pada hari sidang yang ditetapkan; dan pereri ksaan
perkara itu ditunda sarnpai hari sidang tersebut.
Sesudah mendengar atau nermanggi| dengan cukup orang-orang yang
ber kepenti ngan, hakirn rnenganbil keputusan setel ah nmendengar pihak
penunt ut unurn.
Alinea keenpat ditarik kenbali dengan S. 1872-13.

Pasal 921.
Pel aksanaan dari keputusan-keputusan yang dapat dil aksanakan, tidak
tertunda ol eh pernohonan relief, dengan tidak nengurangi kewenangan
haki m unt uk neneri ntahkan dengan surat perintah tersebut dal am pasa
919, agar pel aksanaan senentara tidak dilanjutkan.

Pasal 922.
Ji ka dal am hal relief dikabul kan, perkaranya tidak dapat | agi
di aj ukan dal am kesel uruhan, maka kerugi an yang tinbul karenanya
sel al u di bebankan pada pi hak, kepada siapa relief diberikan.
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Pasal 923.
Ter hadap keputusan- keputusan haki m menurut ket entuan-ketentuan dal am
bab ini, tidak diperkenankan nengaj ukan keberatan. (Rv. 82, 327
dst., 362 dst., 385 dst., 402 dst.)

BUKU KEEMPAT
HUKUM ACARA MENGENAI PERKARA- PERKARA
YANG TERVMASUK KEKUASAAN RESI DENTI ERECHTER.

(Tidak perlu dinmuat, karena kini Residentierechter tidak ada |agi)
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